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ABSTRAK

Nama : Maulida L ar asati
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PEMILIKAN HAK MILIK OLEH SUATU

BADAN HUKUM YANG DIDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN (TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI  NOMOR
3670K/PDT/2001)

Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan
oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status hak milik
yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia . Dalam
transaks yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpa badan hukum yang
mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme
yang biasa digunakan adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Perjanjian
nominee ini ada kalanya menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pada kasus yang dibahas, pihak Yayasan (Badan Hukum) bersengketa dengan
individu yaitu karyawan yang namanya digunakan sebagai nominee atas pembelian
tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. Atas kasus ini Putusan Pengadilan Negeri
berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi.Putusan Mahkamah Agung akhirnya
memenangkan Yayasan karena terdapatnya perjanjian  nominee Yyang
berkaitan/mel atarbel akangi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

Kata Kunci: Pemilikan Hak Milik Oleh Badan Hukum
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ABSTRACT

Name :  Maulida Larasati
Study Program . Master of Notary
Thesis Title : THE OWNERSHIP OF FREEHOLD TITLE

BY LEGAL ENTITY BASED ON COURT
DECISION (JUDICIAL REVIEW OF THE
DECISION OF THE SUPREME COURT
OF REPUBLIC INDONESIA NUMBER
3670 K/PDT/2001)

Laws prohibits government agencies, unless a specifis legal entity declared by
legislation to own land with the status of property which is the highest in the
ownership status of land rights in Indonesia, in transaction pertaining to land, not
rare entity that seeks to aquire land with the status of property rights. The mechanism
commonly used is by nominee agreements. This Agreement nominee sometimes
cause problems later on.

In this cases discussed, the foundation (legal entity) dispute with the individua is an
employee whose name is used as a nominee for the purchase of land and buildings to
third parties. The decision of the Distrisct Court different from The High Court. The
Foundation won in a Supreme Court decision, because there are relating in a nominee
agreement of ownership of land and building

Key word: The Ownership Of Freehold Title By Legal Entity
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di
Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang Warga Negara Asing, badan hukum
asing, dan badan hukum yang tidak ditunjuk pemerintah untuk memiliki tanah di
Indonesia dengan status Hak Milik yang merupakan status hak tertinggi dalam
kepemilikan tanah di Indonesia

Terkait dengan Hak Milik, dalam pasa 20 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya
disebut “UUPA™), diatur bahwa:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6”.

Pasal 21 UUPA selanjutnya mengatur mengenal  pembatasan kepemilikan
terhadap subyek Hak Milik.

Subyek Hak Milik:

! Urip Santoso Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media,
2005), hal. 90-91. Dikatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh.
Turun temurun artingya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus sampai pemiliknya masih
hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli
warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik. Terkuat, artinya Hak Milik
atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas
waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus.
Terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila
dibandingkan dengan hak atas tanah lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain,
tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila
dibandingkan dengan hak atastanah yang lain.

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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(1) Asas Umum: perorangan, warga Negara Indonesia (pasal 21 ayat 2
UUPA)

(2) Warganegara Indonesia merupakan pelaksana asas kebangsaan
sebagai salah satu dasar UUPA (pasal 21 ayat 1 UUPA)

(3) WNI Tunggal (asas khusus). UUPA memandang seorang yang
mempunyai 2 kewarganegaraan (dwikewarganegaraan/bipatride)
sebagai orang asing (pasal 21 ayat 4 UUPA), karena pada saat
lahirnya UUPA masih dikenal dwikewarganegaraan.

(4) Badan-badan hukum tertentu (pasa 21 ayat 2 UUPA) yang
berdasarkan PP 38 /1963 dapat mempunyai hak milik,yaitu:
a.Bank-Bank pemerintah
b.Badan-badan koperasi pertanian
c.Badan-badan sosial
d.badan-badan keagamaan

Y ayasan merupakan bentuk dari suatu badan hukum.? Berdasarkan UUPA
dan PP No0.38/1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (selanjutnya disebut “PP N0.38/1963"),
Yayasan tidak termasuk dalam kategori badan hukum tertentu yang dapat
memperoleh Hak Milik. Dengan demikian suatu yayasan hanya bisa memperoleh
status sebagai subyek pemegang Hak atas tanah selain hak milik® pada
kepemilikan tanah yang dimilikinya.*

2 Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Y ayasan, UU No.16, LN No.112 Tahun 2001,
TLN No. 4132. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Yayasan adalah badan hukum yang tidak
mempunyai anggota, didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian.”

% Hak atas tanah di Indonesia dapat dimiliki dengan melihat status calon pemegang hak
atas tanah dan peruntukanya. Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan peternakan. Hak Guna
Usaha diberkan untuk kegiatan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna bangunan, orang
dapat mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak Pakai
memberikan wewenang untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
atau tanah milik orang lain.

“Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang
Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, PP N0.38 Tahun 1963, LN No.61, Tahun 1963, TLN
2555, Pasal 1 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik
Atas Tanah, yaitu bank-bank  yang didirikan oleh Negara, koperas pertanian,badan
keagamaan,dan badan sosial. Menurut Pasal 8 ayat(1) Permen AgrarialKepala BPN No.9 Tahun
1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
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Dalam ha badan hukum seperti yayasan yang ingin memperoleh status
hak milik atas tanah, praktek yang pada umumnya dilakukan oleh badan hukum
tersebut adalah dengan melakukan suatu perbuatan hukum berupa Perjanjian
Pinjam nama (nominee). Praktek demikian pada hakekatnya adalah suatu
penggel apan hukum

Suatu Badan hukum yang ingin memperoleh status Hak Milik secara sah
dapat melakukan perbuatan hukum sebelumnya dengan penurunan hak.

Salah satu cara pemindahan hak milik yang paling umum adalah dengan
cara jua beli. Sgak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT
yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukan jual beli dihadapan PPAT,
dipenuhi syarat terang.

Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran
harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukan bahwa secara nyata atau
riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkuatan telah dilaksanakan. Akta
tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan
hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah
menjadi pemegang hak barunya.

Pembahasan kepemilikan hak milik atas tanah dan bangunan yang
diperoleh suatu badan hukum dengan dibatalkanya suatu akta jual beli dilakukan
dengan studi kasus berupa perkara sengketa antara yayasan kesejahteraan
keluarga PT. Bhaita dan karyawanya yang bernama Bedjo (putusan Mahkamah
Agung tanggal 12 April 2001 No. No0.3670 K/Pdt/2001 jo. putusan Pengadilan
Tinggi Bandung tanggal 20 Desember 2000 No.576/Pdt/2000/PT. Bdg, jo.
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal No. 238/Pdt.G/1999/PN. Bks). Dalam
perkara tersebut pihak Yayasan kesgahteraan keluarga PT.Bhaita telah
melakukan perjanjian pinjam nama dengan karyawannya, agar yayasan dapat
memiliki tanah dan bangunan tersebut dan sah demi hukum. Kasus bermula pada
tahun 1980, Yayasan Kesgahteraan keluarga PT.Bhaita berniat membeli tanah

badan-badan Hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik, adalah Bank Pemerintah, badan
keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
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dan bangunan yang masih berstatus tanah adat pada developer PT.Ciremai Agung
di kelurahan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pada transaksi tersebut disepakati
agar sebelumnya memaka nama 3 orang karyawan yakni Bedjo, Abdul Fattah,
M.Syafruddin Lubis pada akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
Azhar Alia, SH. Ketiga orang tersebut menyetujui akan menempati rumah dinas
tersebut dengan syarat membayar uang sewa tigp bulanya kepada Yayasan
Kesgahteraan Keluarga PT.Bhaita dengan dipotong dengan gaji mereka tiap
bulanya. Dokumen asli jual beli rumah/tanah tersebut disimpan oleh Bedjo dalam
hal jabatanya selaku bendahara yayasan. Tahun 1990 sdr.Bedjo mengundurkan
diri dan tanpa pernah mengembalikan surat-surat kepemilikan tanah/bangunan
tersebut kepada ketua Y ayasan, serta tetap mendiami rumah dinas tersebut seolah-
olah menjadi miliknya. Hal tersebut sangat merugikan Y ayasan karena sdr.Bedjo
hanya dipakai nhamanya sgja dalam proses pembuatan akta jual beli, sedangkan
uang pembelian adalah milik Yayasan. Ketua Yayasan mengajukan gugatan
perdata di Pengadilan Negeri Bekasi sampal akhirnya ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memutuskan untuk menghukum sdr. Bedjo dengan
putusan:

Membatalkan foto copy akta jual beli, ternyata bahwa sdr .Bedjo adalah
orang yang membeli rumah tersebut dari PT.Cirema Agung hanya dengan
namanya saja yang dipinjam

Dengan dikuatkan oleh saksi-saksi yang menyebutkan bahwa sdr. Bedjo
hanyalah penyewa sagja bukan pemilik rumah dinas tersebui.

Menyatakan Y ayasan sebagal pemilik sah rumah dan tanah yang terletak
di Komplek BDN Ceremai Agung Raya Blok B XV No.1 RT 09/RW 08,
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah pemilikan Hak Milik
oleh suatu badan hukum khususnya Y ayasan dan akibat dibatalkanya suatu akta
otentik oleh suatu putusan Mahkamah Agung yang didasarkan oleh Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3670 K/Pdt/2001 berdasarkan latar
bel akang tersebut menjadi alasan penulis untuk memilih judul tesis Pemilikan Hak
Milik oleh suatu Badan Hukum yang Didasarkan Putusan Pengadilan (Tinjauan
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Yuridis terhadap Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3670
K/Pdt/2001).
1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang

akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada perjanjian yang
memaka nama orang lain (nominee) menurut hukum pertanahan di
Indonesia?

2. Apakah putusan pengadilan yang menyebabkan pemilikan Hak Milik
oleh badan hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan di
Indonesia?

1.3  Metode Pendlitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penafsiran ilmu hukum
positif dan menganalisis dengan mempergunakan bahan-bahan kepustakaan,
norma-norma hukum tertulis. Ditinjau dari sifat penelitian itu sendiri, maka
metode yang dipergunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu
mencoba menggambarkan gejala yang timbul dalam masyarakat dan masalah
yang timbul di dalamnya serta mencoba manganaisa untuk diberikan suatu
solusinya. Dalam metode ini mendasarkan pada data sertainformasi yang bersifat
umum (ilmu hukum, undang-undang, peraturan, teori-teori maupun doktrin serta
pendapat ahli). Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat
yaitu dengan terlebih dahulu mempersigpkan pokok-pokok pertanyaan (guide
interview) sebagai pedoman. Di dalam penulisan tesisini data yang dipakai adalah
data sekunder yaitu data yang diperolen melalui studi kepustakaan guna
mendapatkan landasan teoritis mengenai proses pemilikan hak milik oleh suatu
badan hukum. Di samping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan
hukum lain, seperti data-data yang terdapat dalam literatur-literatur, tulisan-tulisan
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ilmiah, makalah-makalah yang diseminarkan, dokumen-dokumen hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini°.

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat berupa
bahan hukm primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan
hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar, peraturan
perundang-undangan, yurisprudens, traktat, dan peraturan-peraturan yang berlaku
serta berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum ini berupa:

a) Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Nomor 5 Tahun 1960, khusus mengenai hak-hak atas tanah;

b) Undang-Undang Tentang Y ayasan, Nomor 16 Tahun 2001,

c) Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang
Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Nomor 38 Tahun 1963;

d) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun
1997;

€) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor 37 Tahun 1998;

f) Peraturan Pemerintah tentang HGU,HGB dan Hak Pakai Nomor 40
Tahun 1996;

0) Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

h) Peraturan Menteri AgrariadlKepala Badan Pertahanan Nasional No0.9
Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian
ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan
bahan hukum tersier, diantaranya kamus.

Dalan andlisis data, penulis menggunakan dan dipengaruhioleh
pendekatan kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cet 3. (Jakarta:Penerbit Universitas
Indonesia Ul-Press, 2008), hal 52.
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perumusan kesimpulan dan untuk memperoleh jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secarailmiah.
1.3  Tujuan Pendlitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitianini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kepemilikan hak atas tanah
khususnya yang diperoleh oleh badan hukum berdasarkan
perjanjian nominee.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat
kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki badan hukum
berdasarkan putusan pengadilan.

14  Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini akan
disgjikan dalam 3 (tiga) bab, yang terdiri dari:

Bab |, pada bab ini berisikan pendahuluan, yang di dalamnya berisi uraian
latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian
serta sistematika penulisan. Sedangkan pada bab Il berisikan teori pembahasan
yang berjudul Pemilikan Hak Milik oleh Suatu Badan Hukum, yang terbagi dalam
sub bab yang memaparkan teori yaitu, landasan teori mengenai pemilikan hak atas
tanah, unifikas hukum tanah dan hak badan hukum atas tanah, teori jual beli
tanah, teori Akta Otentik, dan analisa Pemilikan Hak Milik oleh Suatu Badan
Hukum (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
3670K/Pdt/2001) dengan disertai Kasus posisi dan analisa kasus. Pada bab 111
berisikan kesimpulan yang menjawab permasalahan dan saran sebagai hasil dari

penulisan tesisini.
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BAB 11
PEMILIKAN HAK MILIK OLEH SUATU BADAN HUKUM

2. Landasan Teori mengenai pemilikan Hak atas Tanah

2.1 Unifikas Hukum Tanah Dan Hak Badan Hukum atas Tanah

Pada tanggal 24 September 1960 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terjadilah
perombakan di bidang hukum atas tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang
berlaku di Indonesia. Setelah berlakunya, berakhirlah masa dualisme hukum tanah
yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikas hukum tanah. Hak Milik
sebagal suatu lembaga hukum dalam hukum tanah telah diatur baik dalam hukum
tanah sebelum UUPA maupun dalam UUPA. Sebelum Berlakunya UUPA, ada
dua golongan besar hak milik atas tanah, yaitu hak milik menurut Hukum Adat
dan Hak Milik menurut Hukum Perdata Barat yang dinamakan Hak Eigendom.

Sekarang kedua macam hak milik tersebut, sesua dengan ketentuan
konversi dalam UUPA telah dikonvers atau diubah menjadi hak milik. Konversi
hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan
berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA
diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA sehingga
sekarang hanya ada satu macam hak milik atas tanah .Dalam ketentuan konversi
Pasal Il UUPA dinyatakan bahwa Hak Agrarische Eigendom, Milik Y asan,
Andarbeni, Hak atas Druwe desa, Pesini, Grant Sultan Landerijenbezitrecht,
Altijddurende, Erfpacht, Hak Usaha bekas tanah partikelir dan hak lainya dengan

nama apapun menjadi hak milik. Dengan demikian ternyata UUPA secara tegas
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mengatur mengenai keberadaan hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum
adat.’

Berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang berasal dari Hukum Adat
dikatkan dengan Pasal 2 ayat (1) ketentuan konverss UUPA, maka hak milik
Y asan, Andarbeni, Hak atas Druwe, Hak atas Druwe desa, Pesini secara hukum
dikonversi menjadi Hak Milik. Terhadap tanah-tanah tersebut menurut ketentuan
Pasal 19 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, harus didaftarkan.

UUPA memberikan pengaturan mengenai hak milik dalam Pasal 20 s.d
Pasal 27, akan tetapi, baru mengenai ha-ha pokok sga Daam Pasa 56
dinyatakan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut
dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan |ainya mengenai hak-hak atas tanah
yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud Pasal
20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.”

Jadi, sepanjang ketentuan mengenai hak milik belum ada, maka yang
berlaku adalah ketentuan Hukum Adat setempat.

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jua beli, tukar menukar, hibah
ataupun karena pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa:
“Jua beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta
pengawasanya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 5 UUPA menegaskan:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasiona dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosiologisme Indonesia
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-udangan ini dan
dengan peraturan perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan

unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.

® Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta:Sinar Grafika,
2006), him 2.

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah (Jakarta: Djambatan, 2000) him.22.
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Berdasarkan persyaratan Pasal 5 tersebut, dapat disebutkan bahwa Hukum
Agraria Nasional kita adalah Hukum Adat yang di-saneer. Hal ini berarti kita
menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum, dan sistem Hukum
Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia. Hukum Adat
yang dimaksud Pasal 5 tersebut adalah Hukum Adat yang telah dihilangkan dari
cacat-cacatnya atau Hukum Adat yang telah disempurnakan/ Hukum Adat yang
telah dihilangkan sifat kedaerahanya dan diberi sifat nasional. Lembaga jua beli
tanah misalnya, telah disempurnakan tanpa mengubah hakikatnya sebagai
perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya yang bersifat
terang dan tunai. Hanya sgja pengertian "terang” sekarang ini adalah jua beli
dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku. Jua beli tanah menurut
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak harus
didaftarkan.

Perubahan diatas bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan
hukum yang dilakukan. Menurut Hukum Adat yang masyarakatnya terbatas
lingkup persoalan dan teritorialnya, cukup dibuatkan aktanya oleh penjual sendiri
dan disaksikan kepala adat. Adapun “tunal” maksudnya adalah pemindahan hak
dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Tunai mungkin berarti harga
tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dibayar sebagian
dianggap tunai). Jadi, dengan dilakukanya jual beli tanah di hadapan PPAT,
maka pada saat itu juga hak atas tanahnya berpindah dari penjual kepada pembeli
dengan pembayaran secaratunai dari pembeli kepada penjual.

Pengaturan Hak Milik atas tanah ditegaskan dalam Pasal 16, pasal 20,
sampa dengan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dari ketentuan Pasal 20 UUPA dapat diartikan sifat-sifat hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainya, yaitu hak yang “terkuat dan terpenuh”
yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa
hak itu merupakan hak yang “mutlak “, tak terbatas dan tidak dapat diganggu
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gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat
yang demikian jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari
tigp-tigp hak. Pengertian “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk
membedakan hak milik dengan hak-hak atas tanah lainnya, yaitu untuk
menunjukan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak
miliklah yang paling kuat dan terpenuh. Hal ini berarti UUPA telah menjamin
hak milik atas tanah kepada perorangan. Adapun khusus untuk badan hukum
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan
Hukum yang Dapat Mempunyal Hak Milik atas Tanah. Hak milik yang diberikan
kepada badan-badan hukum tersebut hanya yang sudah dipunya sebelum
berlakunya UUPA, sedangkan sesudah berlakunya UUPA diberikan Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai.®

21.2 Ketentuan-ketentuan Yang mengatur Hak atas Tanah

a.Persyaratan Subyek Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menetapkan persyaratan subyek
hak atas tanah secaraterinci bagi setiap jenis hak atas tanah. Persyaratan tersebut
ditetapkan berdasarkan suatu asas yang dirumuskan dalam Pasa 9 Ayat (2)
Undang-Undang Pokok Agraria

“tiap-tiap Warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas

tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasiinya, baik bagi diri sendiri
maupun keluarganya.”

Asas ini menetapkan bahwa warganegara Indonesia sebagal bagian dari
Bangsa Indonesia tidak membedakan asal keturunan (asli maupun keturunan
asing( maupun jenis kelaminya (pria atau wanita), mempunyai kesempatan yang
sama untuk mengasai dan menggunakan tanahnya dengan sesuatu hak-hak atas
tanah dirinya dan keluarganya.

Berdasarkan asas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa status hukum
subyeknya menentukan status tanah yang boleh dikuasainya ( Pasal 21 ayat (1),
Pasal 30 ayat (1), Pasa 36 ayat (1), Pasal 42, dan Pasa 45 Undang-Undang

8 Adrian Sutedi, Op.Cit., him.63.
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Pokok-Pokok Agraria). Jika subyeknya (pemegang haknya) tidak memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh pasa-pasa tersebut diatas, penguasaan dan
penggunaannya tanahnya tidak dapat dilanjutkan oleh subyeknya. Sanksi dari
ketentuan ini adalah haknya hapus dan tanahnya menjadi Tanah Negara, jika
kewgjiban untuk memindahkan haknya (menjua) kepada pihak lain atau
mewajibkan melepaskan haknya secara sukarela kepada Negara, tidak
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sgjak diperolehnya (Pasal 21 ayat 3,
Pasal 30 ayat 2, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria), kecuali
ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, dimana
sanksinya langsung berlaku yaitu jual belinya batal demi hukum, Hak Milik
tersebut hapus dan Tanahnya menjadi Tanah Negara dan harga Tanah tersebut
tidak dapat diminta kembali oleh pembelinya, jika pembeli tidak memenuhi syarat
sebagal subyek Hak Milik.

Jika subyeknya bukan Warganegara Indonesia melainkan Badan Hukum
Indonesia (Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (Persero,Perjan,
Perum), Instansi Pemerintah (Departemen, Direktoral Jenderal, Lembaga Non
Departemen), Pemerintah Daerah, Warga Negara Asing yang berdiam di
Indonesia, Badan Hukum Asing yang mempunya perwakilan di Indonesia,
Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menetapkan secara khusus hak-hak atas
tanah yang dapat diberikan kepadanya dalam rangka menguasai dan
menggunakan tanah yang diperlukan, yaitu dengan Hak Pakai (Pasal 21 ayat (2)
jo Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 Pasal 30 ayat 1, Pasal 42, dan Pasal
45 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria).

2.1.3 Hak-hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional (HTN)

Hak-hak atas tanah dalam HTN pada dasarnya melipuiti:

A. Hak Individual Yang bersifat Perdata

a Hak-hak atas tanah yang primer yaitu, hak-hak atas tanah yang
diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada Hak Bangsa Indonesia atas
tanah.

Jenis hak atas tanahnya adal ah®:

1. Hak Milik (Pasal 20 s/d 27 UUPA)

® Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), hal 219.
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2. Hak Guna Usaha (Pasa 28 s/d 34 UUPA dan pasal 2 s/d 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak
Pakai)

Hak Guna Bangunan (Pasal 35 s/d 40 UUPA dan Pasal 19 s/d 38
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan
Hak Pakai)

Hak Pakai (Pasal 41 s/d 43 UUPA dan Pasa 39 s/d 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak
Pakai)

a.l Hak Milik
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh

orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (yang mengandung

fungs sosial). Turun temurun berarti dapat dikuasai tanahnya secara terus

menerus dan akan beralih karena hukum kepada ahli warisnya. “Terkuat dan

Terpenuh” berarti penguasaan tanahnya tidak terputus-putus dan kewenangan

pemilik untuk memakal tanahnya untuk diusahakan maupun untuk keperluan

membangun sesuatu selama peruntukan tanahnya belum dibatas menurut RTRW

yang berlaku.

Hak Milik hanya khusus untuk perorangan yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia sgja (Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 UUPA)
Hak Milik dapat beraih (karena hukum) atau diaihkan (karena
pemindahan hak) kepada pihak lain dan dapat dibebani hak baru
dengan HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil maupun
Hak Menumpang (Pasal 20 dan 24 UUPA)

Dapat dijadikan jaminan pelunasan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan (Pasal 25 UUPA)

Dapat diwakafkan (Pasal 49 UUPA)

Hak Milik wajib didaftarkan dan mempunyai sertipikat sebaga tanda
bukti hak (Pasal 23 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah).
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a. 2 Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang
langsung dikuasai negara untuk usaha pertanian, yaitu perkebunan, perikanan dan
peternakan selama jangka waktu tertentu, yaitu 25 tahun dan untuk perkebunan 35
tahun akan diperpanjang jangka waktunya 25 tahun dan jika tanahnya masih
diperlukan dapat diperbaharui haknya, yaitu diberikan kembali (pembaharuan
hak) selama 35 tahun. Sedang untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal
dapat diberikan sekaligus 95 tahun (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai). HGU dapat diberikan kepada
warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.*°

a. 3 Hak GunaBangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan memberikan wewenang untuk mendirikan bangunan
diatas tanah kepunyaan pihak lain (tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan atau
tanah Hak Milik), selama jangka waktu 30 tahun dan akan diperpanjang waktunya
20 tahun dan jika masih diperlukan dapat diperbaharui hak tersebut. Untuk
perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus untuk 80
tahun (Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB
dan Hak Pakai). HGB hanya dapat diberikan kepada warganegara Indonesia dan
Badan Hukum Indonesia.

a. 4Hak Pakai (HP)

Hak Pakai memberikan wewenang untuk menggunakan tanah kepunyaan
pihak lain (tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan atau tanah Hak Milik)
selama jangka waktu tertentu, yaitu 25 tahun dan akan diperpanjang jangka
waktunya 20 tahun dan jika masih diperlukan dapat diperbaharui hak tersebut.
Untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus 70
tahun (pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB
dan Hak Pakai). Tanah Hak Pakai dapat digunakan untuk mendirikan bangunan
atau usaha pertanian (di pedesaan).

Hak Pakal dapat diberikan kepada:

a Warganegara Indonesia
b. Badan Hukum Indonesia
% bid, hal 225.
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Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia

Badan Hukum Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan di
Indonesia

Departemen, Lembaga Non departemen dan Pemerintahan Daerah
Badan Keagamaan dan Sosia

Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan badan Internasional

b. Hak-hak atas tanah yang sekunder yaitu, hak-hak atas tanah yang
diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada Hak
bangsa Indonesia atas tanah. Hak Atas Tanah yang sekunder disebut pula hak
baru yang diberikan di atas tanah Hak Milik dan selalu diperjanjikan antara

pemilik tanah dan pemegang hak baru dan akan berlangsung selama jangka waktu

tertentu.

Jenis hak-hak atas tanah yang sekunder adalah sebagai berikut:

1.

6.

Hak Guna Bangunan (Pasa 37 UUPA jo Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak
Pakai)

Hak Pakai (pasal 41 UUPA jo pasal 44 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai)

Hak Sewa (Pasad 44 dan 45 UUPA dan Hak Sewa atas tanah
pertanian pasal 53 UUPA dan pasal 44 dan 45 UUPA)

Hak Guna bagi Hasil (Pasal 53 UUPA jo Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1960 tentang “ Perjanjian Bagi Hasil”)

Hak Gada Atas Tanah(Pasa 53 UUPA jo Pasa 7 Undang-
Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian)

Hak Menumpang (Pasal 53 UUPA)

Hak-hak atas tanah tersebut dapat diberikan di atas:

a
b.

C.

Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasal oleh Negara),
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan
Tanah Hak Milik

Hak-hak atas tanah sekunder terdiri dari 6 jenis hak atas tanah. Pengertian

masing-masing hak yang sekunder pada dasarnya merupakan hak pakai, namun
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masing-masing hak tersebut mempunyai kekhususan oleh karena itu merupakan
hak pakai yang sifatnya khusus. Sepanjang mengenai Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakal, tata cara pemberiannya telah diatur secara khusus dalam Pasal 24 dan
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan
Hak Pakai. HGB dan Hak Paka yang diberikan di atas tanah hak Milik dalam
Peraturan Pemerintah tersebut. Hak Baru dan pemberian Hak baru tersebut wajib
didaftarkan di Kantor Pertanahan dan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti
haknya.

Hak atas tanah yang sekunder lainya disebutkan dalam Pasal 53 UUPA
merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara, yaitu:

a Hak Sewa atas tanah pertanian,

b. Hak Guna Bagi Hasll,

C. Hak Gada Atas Tanah Pertanian

d. Hak Menumpang

b. 1 Hak Sewa Atas Tanah

Hak sewa adalah hak yang memberikan wewenang menggunakan tanah
milik pihak lain dan penyewa wajib membayar sewa (uang sewa) kepada pemilik
tanah, pembayaran sewanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau dibayar
dimuka (yang disebut kontrak). Perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis
yang mengatur wewenang, kewgjiban apa yang tidak boleh dilakukan, jangka
waktu sewa, pemilik bangunan yang didirikan dan berakhirnya jangka waktu
sewa. Perjanjian sewa, menyewa dapat dilanjutkan jika perjanjian itu
diperbaharui.

b. 2 Hak Usaha Bagi Hasl

Terjadinya Hak Usaha Bagi Hasil berdasarkan perjanjian Bagi Hasil
dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun
1960 tentang “ Perjanjian Bagi Hasil” mulai berlaku tanggal 7 Januari 1960.
Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah
dengan seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap, berdasarkan
perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk
menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah miliknya yang hasilnya dibagi
anatara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui sebelumnya.
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Imbangan bagi hasil untuk tanaman pada di sawah masing-masing 50 % dari hasil
bersih. Untuk tanaman palawija, pemilik mendapat 1/3 dan penggarap 2/3 bagian
dari hasil bersih. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk sawah sekurang-
kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.

b. 3 Hak Gadai Atas Tanah

Hak Gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah
milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang
gadai belum dikembalikan (ditebus), maka tanah tersebut dikuasai secara fisik
oleh yang memberikan uang gadai (pemegang gadai). Selama berlangsungnya
gadai, pemegang gadai berwenang untuk memakai atau mengambil manfaat dari
tanah tersebut. Demikian ketentuannya dalam hukum adat yang tidak tertulis.

Terhitung sgak 1 januari 1961 gadai menggadai tanah pertanian termasuk
pula gadai tanaman keras, diatur kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Berdasarkan
ketentuan tersebut gadai menggadai  berlangsung paling lama 7 Tahun dan
setelah berlangsung paling lama 7 tahun dan setelah berlangsung 7 tahun
menggadal (pemilik tanah) dapat memperoleh kembali tanah miliknya dan tidak
perlu mengembalikan uang gadai yang diterimanya. Jika pemilik tanah sewaktu-
waktu akan menebus tanahnya sebelum jangka waktu 7 tahun berakhir cara
pengembalian uang gadainya dilakukan berdasarkan rumus (7+1/2) jangka waktu
gadai dibagi 7.

Berdasarkan rumus tersebut pemilik tanah memberi ganti rugi kepada
pemegang gadai, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
No0.56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

b. 4 Hak Menumpang

Hak menumpang diatur oleh hukum adat (yang tidak tertulis) setempat,
yang memberi wewenang kepada seseorang (numpang atau magersari) untuk
mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain (dunung).

Ada kemungkinan diatas pekarangan kepunyaan orang lain sudah ada
rumah kepunyaan pemilik tanah dan kemungkinan merupakan pekarangan yang
masih kosong dan pihak yang menumpang yang mendirikan bedeng atau rumah

tidak permanen.

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



18

Hak menumpang semacam hak pakai yang sifatnya khusus dan hubungan
hukum dengan tanahnya sangat lemah, karena sewaktu-waktu dapat
diputuskan/diakhiri oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut.
Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu (cuma-cuma) kepada
pemilik tanah, namun pemegang hak menumpang wajib membantu pemilik tanah
atau melakukan pekerjaan desa

B. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara. Hak
Pengelolaan bukan merupakan salah satu jenis hak atas tanah. Hak Pengelolaan
adalah hak istimewa yang diberikan negara pada instansi tertentu untuk dikelola
dan diambil manfaat atas tanahya. Diatas Hak Pengelolaan dapat dibebankan hak-
hak lain yang bersifat primer (kecuali Hak Milik) dan hak-hak yang bersifat
sekunder.

Syarat untuk pembebananya ataupun perpanjangan haknya, harus
mendapatkan izin dari instans atau pemegang hak pengelolaan, serta membayar
sgjumlah retribusi sesuai aturan dari instansi yang terkait.™

C. Tanah Wakaf

Tanah Wakaf adalah hak atas tanah yang semula merupakan hak primer,
yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau tanah
bekas Hak Milik Adat, yang kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh
pemiliknya kepada badan keagamaan atau badan social lannya untuk dikelola.
Peralihan status dari hak atas tanah primer menjadi tanah wakaf menyebabkan
tanah yang sudah dialihkan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi, artinya
sudah tidak bisa diperjualbelikan kepada pihak lain.*

Tujuan Memakai Hak Atas Tanah

Dalam rangka membahas hak atas tanah terlebih dahulu perlu diketahui
bahwa pada dasarnya tujuan memaka tanah secara universal adalah untuk
memenuhi 2 (dud) jenis kebutuhan, yaitu:

e Untuk diusahakan, misalnya usaha pertanian, perkebunan, perikanan
(tambak) atau peternakan

" |rma Devita Purnamasari, Kiat Cerdas Mudah, Lengkap, dan Bijak Mengatasi Hukum
Pertanahan, (Jakarta: Kaifa, 2010), hal 9.
pid. hal. 10.
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e Untuk tempat membangun sesuatu (wadah), misanya untuk
mendirikan bangunan, perumahan, rumah susun, Hotel, proyek pariwisata, Pabrik,
Pelabuhan dan lain-lain.

Atas dasar pengertian tersebut hak-hak atas tanah dalam HTN adalah
untuk memenuhi keperluan diatas.

a) Pengertiannya

Hak atas tanah adalah hubungan hukum dengan tanah yang memberi
wewenang untuk memakai tanah.

Setigp hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu bidang
tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kewenangan memakai dalam
arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu bidang tanah
tertentu yang dimiliki.

2.1.4. Persyaratan Subjek Hak Atas Tanah

UUPA menetapkan persyaratan subjek hak atas tanah secara terinci bagi
setigp jenis hak atas tanah. Persyaratan tersebut ditetapkan berdasarkan suatu
asas yang dirumuskan dalam pasal 9 ayat 2 UUPA:

“Tiap-tigp Warganegara Indonesia, balk laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas serta
untuk mendapat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya’.

Ketentuan tersebut mewujudkan asas demokrasi, yang tidak membedakan

antar gender (persamaan hak/ emansipasi) dan tidak membedakan asal keturunan
antara sesama Warganegara Indonesia, hal ini seperti yang ditetapkan dalam pasal
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang “Kewarganegaraan Republik
Indonesia’

Asas ini menetapkan bahwa WNI sebagai bagian dari Bangsa Indonesia
tidak dibedakan berdasarkan asal keturunanya (asli maupun keturunan asing)
maupun jenis kelaminya (pria dan wanita) mempunyai kesempatan sama untuk
menguasai dan menggunakan tanah dengan sesuatu hak-hak ats tanah (kecuali
hak pengelolaan) bagi dirinya dan keluarganya).

Berdasarkan asas ini dapat ditarik kesimpulan: bahwa status hukum
subjeknya menentukan status tanah yang boleh dikuasainya (Pasal 21 (1), 30 (1),
36 (1), 42 dan 45 UUPA. Dan status subjeknya juga menentukan kelangsungan
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hak atas tanahnya (pasal 21 (30, 26 (2), 30 (2), 36 (2) UUPA yang ditegaskan
lebih lanjut dalam pasal 27, 34, dan 40 UUPA). Jika subjeknya (pemegang
haknya) tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pasal-pasal tersebut di atas,
penguasaan dan penggunaan tanahnya tidak dapat dilanjutkan oleh subjeknya,
dengan sanksi haknya hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara, jika kewajiban
untuk memindahkan haknya (menjual) kepada pihak lain atau kewajiban
melepaskan haknya secara sukarela kepada Negara, tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sgak diperolehnya (Pasal 21 (3), Pasa 30 (2) dan
Pasal 36 (2) UUPA. Kecuali ketentuan pasal 26 ayat (2) UUPA dimana sanksinya
langsung berlaku yaitu jual belinya batal demi hukum hak milik tersebut hapus
dan menjadi tanah Negara dan harga tanah tersebut tidak dapat diminta kembali
olen pembelinya, jika pembelinya tidak memenuhi sSyarat sebagai subjek hak
milik.

Apabila subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebaga subjek hak atas
tanah maka akan memepengaruhi kelangsungan hak atas tanahnya, sebagaimanan
ditetapkan dalam®:

a) Pasal 21 ayat 3 UUPA apabila Hak Milik diperoleh oleh orang asing
karena hukum, yaitu karena :

a. Pewarisan tanpa wasi at

b.Percampuran harta karena pewarisan

c. Naturaisasi

Dalam jangka waktu satu tahun segjak diperolehnya wajib melepaskan
haknya kepada Negara aatu memindahkan haknya kepada pihak lain (yang
memenuhi syarat) apabila kewgjiban tersebut dilalaikan maka Hak Milik tersebut
hapus karena hukum dan tanahn ya menjadi tanah Negara (tanah yang langsung
dikuasai Negara)

b) Pasal 26 ayat 2 UUPA mearang memindahkan Hak Milik (secara
langsung atau tidak langsung) kepada suatu badan hukum (Indonesia atau Asing)
atau kepada orang asing.

Akibat hukumnya (sanksinya) adalah Jual belinya batal karena hukum
berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUPA bahwa:

3 Adrian Sutedi, Op.Cit .hal 224.
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b.1 Hak miliknya hapus karena hukum

b.2 Tanahnya menjadi tanah Negara

b.3 Uang yang telah diserahkan kepada penjual tidak dapat dituntut
kembali oleh pembelinya (resiko ditanggung pembelinya).

¢) HGU-HGB-Hak Pakai apabila dikuasai oleh subjek yang tidak
memenuhi syarat akibat hukumnya adalah:

e Pemegang HGU-HGB-atau Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi
syarat dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan haknya
kepada Negara atau memindahkan hak tersebut kepada pihak lain yang
memenuhi syarat.

e Apabila pemegang hak melalaikan kewajibanya, hak atas tanahnya
hapus karena hukum dan tanahnya menjadi Tanah Negara.

Demikianlah kelangsungan hak atas tanahnya akan terpengaruh oleh status
subjeknya yang tidak memenuhi syarat.

Jika subjeknya bukan WNI (yang disebutkan dibawah ini) UUPA
menetapkan secara khusus hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepadanya,
dalam rangka menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukan (Pasal 21 ayat
(2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penunjukan Badan-
badan Hukum Y ang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah , Pasal 30 ayat (1) ,
pasal 42 dan 45 UUPA), yaitu:

e Badan Hukum Indonesia (Perseroan Terbatas, BUMN (Persero, Perjan,

Perum) BUMD, Instanss Pemerintah (Departemen, Direktorat,
Lembaga Non Departemen) dan Pemerintah Daerah.
e WargaNegara Asing yang berdiam di Indonesia.
e Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 1996 Pasal 1 yang mengatur tentang pemilikan Rumah Tinggal atau
hunian oleh Warga Negara Asing (WNA). Peraturan Pemerintah ini berisi antara
lain:

1. WNA yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan untuk

memiliki 1 rumah tinggal (Satuan Rumah Susun) yang dibangun di
atas tanah Hak Pakai .
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2. Rumah yang berdiri di atas tanah Hak Pakai tersebut dapat berasal
dari tanah Hak Milik yang diberikan oleh pemeganh Hak Milik.
Pemberian Hak Pakai oleh pemegang Hak Milik ini diberikan dengan
akta PPAT dan perjanjianya harus dicatat dalam Buku Tanah dan
sertipikat Hak Milik atas tanah.

Adapun perubahan kepemilikan Hak Milik, dapat terjadi apabila dilakukan
suatu perbuatan Hukum, seperti:

a) Statusnya dalam perkawinan

Menurut hukum perkawinan dalam KUHPerdata Indonesia, jika
berlangsungnya perkawinan maka terjadilah percampuran harta perkawinan antara
suami isteri yang bersangkutan, karena semua harta bawaan masing-masing
menjadi satu kesatuan (algehele gemeenschap), kecuali jika sebelum perwakilan
berlangsung diadakan perjanjian kawin (otentik) yang bertujuan untuk
mengadakan pemisahan harta'.

b) Pewarisan Menurut hukum

Setiap terjadinya kematian maka terjadilah peralihan hak atas tanah karena
hukum. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa pada saat seseorang
meninggal, maka pada detik itu pula segala hak dan kewajiban yang meninggal
beraih kepada ahli warisnya. Dengan deikian tidak terjadi kekosongan dalam
pemilikan dan penguasaan harta kekayaanya Asas ini berlaku umum bagi
mereka yang tunduk pada KUHPerdata Indonesia, Hukum Adat maupun Hukum
Islam. Dengan terjadinya pewarisan tersebut di atas, pada asasnya tanah hak yang
dikuasai oleh almarhum pemegang haknya beralih kepada ahli warisnya pada saat
pemegang haknya meninggal dunia.

Sebagal akibat terjadinya pewarisan menurut hukum, maka kedudukan
pemegang hak (subjeknya digantikan oleh para ahli warisnya. Oleh karena itu
baik tanah hak itu sudah bersertipikat maupun bekas hak milik adat yang belum
bersertipikat wajib didaftarkan peraihan hak karena hukum di Kantor
Pertanahanan BPN di (Kabupaten/Kodya) berdasarkan ketentuan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk
maksud tersebut perlu diadakan perubahan  subjeknya  untuk keperluan

“ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama (Jakarta:CV Mandar Maju, 2007), hal 67.
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pembuktian yaitu nama ahli warisnya dicatat dan nama pemegang haknya (yang
meninggal) dicoret pada Buku Tanah dan Sertipikat hak tanahnya. Dan
pendaftaran tersebut fungsinya untuk keperluan pembuktian.

2.1.5 Sistem perolehan Tanah

Dalam Hukum Tanah Nasional disediakan berbagai cara memperoleh

tanah yang diperlukan baik oleh perorangan maupun badan hukum. Dan tanah
yang diperoleh wajib dikuasai secaralegal, baik untuk keperluan pribadi, kegiatan
usaha (bisnis) maupun untuk keperluan Instansi Pemerintah. Sebelum melakukan
kegiatan perolehan tanah, kiranya perlu terlebih dahulu dipahami sistem perolehan
tanah dalam hukum tanah nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Boedi
Harsono adalah sebagai berikut:

a) Disediakan berbagai cara memeperoleh tanah yang diperlukan, yang
ketentuan-ketentuanya disusun dalam suatu sistem, yang didasarkan
atas kenyataan:

e  Statustanah yang tersedia
1 Tanah Negara
2. Tanah Hak
e Kalau tanahnya tanah hak, apakah pemegang haknya:
- Bersedia
- Tidak bersedia memindahkan atau menyerahkan hak atas
tanahnya.

Kalau pemegang haknya bersedia menyerahkan atau memindahkan

haknya, apakah pihak yang memerlukan:

-Memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan, atau

-tidak memenuhi syarat.

b) Berdasarkan kriteria di atas disusun sistem perolehan tanah, baik untuk
keperluan pribadi/ usaha maupun untuk kepentingan umum, sebagai

berikut®

5 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum: Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak, (Jakarta:
Jala Permata Aksara, 2010), hal 42.
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e Kaau tanah yang tersedia Tanah Negara, harus ditempuh cara
permohonan hak baru
Adapun untuk memperoleh Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung
dikuasai olen Negara baik untuk keperluan pribadi/ usaha maupun untuk
kepentingan umum dapat diperoleh dengan cara Permohonan Hak Baru, dimana
pihak yang ingin memperoleh tanah negara tersebut sebelumnya harus
mengajukan permohonan kepada Negara dengan cara Permohonan Hak.
Selanjutnya Hak atas tanah yang akan diberikan oleh Negara atas status Tanah
Negara ini adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL)™.

Kewenangan Negara dalam memberikan hak atas tanah dilaksanakan oleh
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Supaya lancar
dalam pelayanan pemberian hak, Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya
kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor
Pertanahan.

e Kalau yang tersedia tanah hak dan ada persetujuan bersama serta kata
sepakal mengenai  penyerahan tanah yang bersangkutan berikut
imbalanya, yang diperoleh melalui musyawarah:

-ditempuh cara pemindahan hak, jika pihak yang memerlukan
memenuhi syarat sebagai pemegang haknya;

- ditempuh cara pelepasan hak, diikuti pemberian hak memenuhi syarat
(KEPPRES 55/1993 jo Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala BPN
nomor 1/1994);

e Jika cara musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, ditempuh
cara pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk penyelenggaraan
kepentingan umum dan tidak dapat digunakan tanah yang lain (diikuti
pemberian hak baru yang sesuai) (UU 20/1961 jo PP 39/1973).

a) Statustanah yangtersedia dan tata cara memperolehnya

Selanjutnya perlu diketahui bahwa status tanah yang tersedia meliputi:

a) Tanah Negara, tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

18 | bid., hal 54.
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b) Tanah Hak, yaitu tanah-tanah yang sudah dikuasai dengan sesuatu hak
atas tanah oleh orang atau badan hukum; jenis-jenisnya adalah Hak
milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paka dan hak
Pengel olaan;

c) Tanah Hak Pengelolaan, yaitu hak yang menyediakan tanah bagi
keperluan pihak lain dan pihak lain dapat menguasai bagian-bagian
tanah Hak Pengelolaan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai, melaui pemberian hak.

Untuk memperjelas sistem tata cara memperoleh tanah berikut hak atas

tanah apa yang dapat diperoleh berdasarkan tata cara memperoleh tanah yang
bersangkutan, dapat dibaca melalui tabel ini:

Status Tanah yang | Tata cara | Status Tanahnya
tersedia memper olehnya

1.Tanah Negara hanya dapat diperoleh | Yang diperoleh:

meldui Permohonan | ¢  Hak Milik (HM)
Hak e Hak GunaUsaha
(HGU)
o Hak Guna
Bangunan (HGB)
o Hak Pakai (HP)
2.Tanah Hak Dapat diperoleh | Yang diperoleh:
melalui:

2.1 Pembebanan Hak | HGB,HP,Hak Sewa
(atau pemberian hak
atas tanah baru di atas
tanah Hak Milik)

2.2 Pemindahan Hak | HM ,HGU,HGB,HP
(jua beli tanah, hibah,
tukar menukar, dlinya)
2.3 Pembebasan Hak | Tanah Negara
apabila yang tersedia | wajib dikuasai secara
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3.Tanah

Pengelolaan

Hak

tanah Hak Milik dan
yang akan memperoleh
tanah adalah badan

hukum Indonesia)

2.4 Pencabutan Hak
(upaya terakhir dan
secara paksa
memperoleh semua
jenis hak atas tanah)

Bagian-bagianya
dapat diberikan kepada
pihak ketiga melalui
permohonan hak baru

legal dengan
mengaj ukan
permohonan hak baru
sesuai dengan
keperluanya.

Tanah Negara

wagjib dikuasai secara
legal
mengaj ukan

dengan

permohonan hak baru

sesuai dengan
keperluanya.

Pihak ketiga
menguasal bagian
tanah HPL dengan
HM, HGB, HP

e Pencabutan Hak

Apabila secara musyawarah tidak berhasi|

26

memperoleh tanah yang

diperlukan padahal tanah tersebut diperlukan untuk proyek yang menyangkut

kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat hak atas tanah dapat dicabnut melalui pencabutan hak

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut tatacara yang diatur
undang-undang (Pasal 18 UUPA)
Pencabutan hak pada hakekatnya merupakan pengambilan tanah secara

paksa, sebagai upaya terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan, apabila

melalui musyawarah tidak berhasil mencapa kata sepakat atas besarnya ganti

kerugian dan kesediaan pemegang hak untuk melepaskan haknya. Terhadap
tanah-tanah Negara tersebut setelah diperolen wajib ditindaklanjuti dengan
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permohonan hak baru yang sesuai dengan keperluanya supaya dapat dikuasai
secaralegal.'’

Melalui PAKTO Il diadakan deregulasi dalam rangka menarik calon
investor dan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1993 melaui Peraturan Menteri
Negara AgrariaddlKepala BPN No. 2 Tahun 1993 tentang tata cara Memperoleh Izin
Lokas dan Hak atas Tanah Daam Rangka Penanaman Moda” diadakan
deregulasi dibidang tata cara memperoleh tanah dengan tujuan:

a) Mengurangi keterlibatan BPN dalam menyel esaikan perolehan tanah

b) Investor dapat memilih tata cara perolehan tanah yang paling tepat,

melalui dua alternatif, yaitu'®:
b.1 Pemindahan Hak Yang didahului Perubahan Hak
Apabila perusahaan menghendaki perolehan tanah hak yang tersedia
tersebut melalui pemindahan hak (jual beli tanah), padaha tanah yang tersedia
berstatus Hak Milik. Maka tata cara tersebut baru dapat dilaksanakan setelah
status tanahnya diubah melalui perubahan hak, yang dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Pertanahan setempat, menjadi hak atas tanah yang lain jenisnya (HGB
atau Hak Pakal) supaya dapat dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan.
Setelah terlaksana perubahan hak, barulah jual-belinya dilaksanakan dihadapan
PPAT yang berwenang.
Prosesnyaterdiri dari Tigatahap, sebagai berikut:
e Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli dan Pemberian Kuasa oleh
pemilik tanah kepada investor/ pengusaha yang memerlukan tanah.
Harga tanahnya dibayar lunas pada saat penanda tanganan perjanjian itu.

e Permohonan Perubahan Hak, dari Hak Milik menjadi HGB/Hak
Pakai. Kepada Kepala Kantor Pertanahan dilakukan oleh penguasaha
yang bersangkutan atas nama pemilik tanah.

e Pemindahan Hak atau jual beli tanah, HGB/Hak Pakai dari pemilik

tanah kepada pengusaha yan bersangkutan sebai pembeli dihadapan

7 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hal .81

'8 |rma Devita Purnamasari, Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum
Pertanahan ,(Jakarta:Kaifa, 2010), hal 35-39.
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PPAT yang berwenang dan kemuian jual beli tersebut didafarkan di
Kantor Pertanahan atas nama pembelinya.

b. 2 Pembebasan Hak atau Pelepasan Hak dan disertai permohonan

hak baru yang sesuai dengan keperluanya.

Apabilatanah hak yang tersedia (berstatus Hak Milik) menurut hukumnya
tidak dapat diperoleh mealui jual-beli tanah, karena perusahaan tersebut
(statusnya PT atau badan hukum Indonesia) tidak memenuh syarat untuk membeli
tanah hak yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (2) UUPA). Maka setelah selesal
dilaksanakan pelepasan hak (menjadi tanah negara) wajib diikuti dengan
permohonan hak baru yang sesua dengan keperluan perusahaan yang
bersangkutan.

Tata caranya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Negara
AgrariadlNomor 21 Tahun 1994 mulai berlaku tanggal 7 Desember 1997, tentang
“Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal”
dalam rangka melaksanakan pasal 6 Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala
Badan Pertahanan Nasiona Nomor 2/Tahun1993 dan sgak tanggal 24 Oktober
1999 diatur lebih lanjut prosesnya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria
/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, khususnya tentang
Perubahan Hak dalam Pasal 93 /d 102.

a. Tatacara Permohonan Dan Pemberian Hak Atas Tanah

Tata cara ini digunakan untuk memperoleh hak atas tanah, apabila yang
tersedia adalah tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Peraturan yang
mengatur tatacara tersebut adalah Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala BPN
(PMNA/KA-BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang “ Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan” mulai berlaku tanggal
24 Oktober 1999, sebaga pengganti dari peraturan Menteri Dalam Negeri
(PMDN) No. 5 Tahun 1973 dan peraturan perundangan lainya kecuali PMDN
Nomor 1 Tahun 1977 tentang “ Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian
Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta
pendaftaranya’.

Permohonan hak adalah cara yang harus digunakan bagi perorangan, yaitu
orang sebagai individu atau badan hukum untuk memperoleh sesuatu hak atas
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tanah Negara. Sedang yang disebut Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan
pemerintah yang memberikan suatu hak atas Tanah negara, perpanjangan jangka
waktu hak, pembaharuan Hak, perubahan hak termasuk pemberian hak di atas
(bagian-bagian dari tanah) Hak Pengelolaan. Disamping itu juga diatur
Pembatalan Hak, yaitu pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau
sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum
administrasi dalam penerbitan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 8 dan angka 14
Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9
Tahun 1999).
a. 1Tata Cara Permohonan Hak

Kewenangan negara dalam memberikan hak atas tanah dilaksanakan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional dan melimpahkan sebagian wewenangnya
kepada Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional atau Kepala Kantor
Pertahanan. Tata cara permohonan hak untuk tanah negara adalah sebagai
berikut:*

A. Pemohon mengajukan permohonan hak dengan mengisi formulir
Permohonan Hak yang tersedia dengan dilampirkan surat-surat yang diperlukan
mengenai pemohon dan surat-surat tanah yang dimohonkan hak atas tanah.

Surat permohonan tersebut digjukan kepada Pegjabat yang berwenang
memberikan Hak sesua dengan:

¢ Jenis Hak yang dimohon

¢ Peruntukan tanahnya (pertanian atau non pertanian)

e Luasnya

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara AgrariadlKepala
Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
surat permohonan dsampaikan kepada Pejabat yang berwenang melalui Kepala
Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Desa/K elurahan letak tanahnya.

B. Kegiatan Kantor Pertanahan

¥ Helmi N Tanjung, SH, “Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Bisnis dan Sistem
Perolehan Tanah yang berlaku di Indonesia.”,( Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hal 34.
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Kepala Kantor Pertanahan memeriksa surat-surat dan kelengkapan datanya
tentang tanah yang dimohon dan pemohonnya. Dibantu Panitia Pemeriksa tanah
(panitia A atau Panitia B), dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Surat
rekomendasi (dikabulkan atau ditolak) permohonan hak yang bersangkutan
disampaikan kepada Pgjabat yang berwenang memberikan hak. Penerbitan Surat
Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh Pgabat yang berwenang memberikan
hak dan disampaikan kepada penerima hak dan Kepala Kantor Pertanahan
dimana bidang tanah tersebut terletak.

C. Penerima Hak

Berdasarkan SKPH yang diterima, penerima hak memenuhi kewgjibanya
sehubungan dengan pemberian hak, sebagal berikut:

1. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Membayar uang pemasukan

3. Mendaftarkan Hak di Kantor Pertanahan (K abupaten/K otamadya)

Sedangkan kewagjiban penerima hak sehubungan dengan penugasan
tanahnya adalah sebagai berikut:

a) Memelihara tanda-tanda batas

b) Menggunakan tanahnya secara optimal

¢) Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah

d) Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup

€) Kewagjiban yang tercantum dalam sertipikatnya

Apabila penerima hak tidak memenuhi kewajibanya a s/d e Menteri dapat
membatalkan haknya sesuai dengan K etentuan Perundang-undangan yang berlaku
(Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan).

D. Proses Pendaftaran Hak

Kepala seksi Pendaftaran Tanah membukukan hak yang bersangkutan
dalam Buku Tanah dan mencantumkan nomor urut hak yang bersangkutan di
Kelurahan/Desa letak tanahnya dan dilampirkan surat ukurnya pada Buku Tanah
tersebut.
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Sebagaimana diketahui Surat Ukur tersebut telah dibuat terlebih dahulu
setelah bidang tanah tersebut ditetapkan batas-batasnya dan diukur luasanya
berdasar pendaftaran. Menyalin data tersebut dalam salinan Buku Tanah sebagai
bagian dari sertipikat hak atas tanah bersama surat ukur.

E.Pemegang Hak

Kepada pemegang hak diserahkan sertipikat (terdiri dari salinan Buku
Tanah dan Surat Ukur) sebagal tanda bukti haknya. Hak atas tanah lahir pada saat
dibuatkan Buku tanah(pendaftaran pertama kali), yaitu dicatat jenis haknya dan
nama pemegang haknya, yaitu 7 hari kerja sgak surat pendaftaran dinyatakan
lengkap oleh Kepala seksi Pendaftaran Tanah dan diterimanya Surat tanda Terima
(Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi Dan Hak Atas
Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal)

a. 2. Pemberian Hak Atas Tanah Primer

Pemberian hak yang dimaksud adalah pemberian Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakal dan Hak Pengelolaan (Pasal 2 ayat 1
Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan) Pemberian hak tersebut dapat dilaksanakan
dengan Keputusan pemberian Hak secara individual atau kolektif atau secara
umum (Pasal 2 ayat 2).

a. Pemberian Hak secara Individual, merupakan pemberian hak atas

sebidang tanah.

Kepada seseorang atau suatu badan hukum tertentu atau kepada beberapa
orang atau badan hukum secara bersama-sama sebagai penerima hak bersama
yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

b. Pemberian Hak secara kolektif, merupakan pemberian hak atas tanah
beberapa bidang tanah, masing-masing kepada seorang atau suatu
badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai
penerima hak, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

Dalam rangka pemberian hak secara individual dan pemberian hak secara

kolektif di atas, sepanjang menurut sifatnya harus memerlukan izin peralihan hak,
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dalam penerbitan Surat Keputusan pemberian haknya harus mencantumkan
persyaratan izin peralihan hak, dan mencatatnya dalam sertipikat, khususnya
mengenai:

e Hak Milik yang dipunyai badan hukum keagamaan , badan hukum sosia

dan badan hukum lainnya yang ditunjuk pemerintah.

e HGU dan Hak Pakai tanah pertanian di atas tanah negara dan hak-hak

lainya.
2.2 Jual Bdi Tanah
2.2.1 Pengertian

Pengertian jual-beli tanah dalam hukum tanah Nasional sama dengan
pengertian jual beli dadlam Hukum Adat (yang tidak tertulis) yaitu perbuatan
hukum pemindahan hak yang disertai pembayaran secara tunai.”

Obyek jual beli tanah meliputi :
a) Hak Atas Tanah, Yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakali.

b) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun .

Bangunan rumah tempat tinggal yang didirikan diatas tanah dengan hak-
hak atastanah yang disebutkan pada huruf @) di atas, dapat dijual berikut dengan
tanah hak yang bersangkutan jika memenuhi syarat sebagai berikut.

1) Bangunan/ rumah tempat tinggal tersebut milik pemegang hak

2)Bangunan/rumah tempat tinggal tersebut adalah permanen yang

menurut sifatnya menjadi satu kesatuan dengan tanahnya.

3)Daam akta jua belinya disebutkan secara tegas bahwa obyek jual-

belinya adalah tanah berikut bangunan yang didirikan diatasnya.

Meskipun Hukum Tanah Nasiona Berlaku asas Pemisahan Horizontal,
namun penerapan asasini dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktek.

2.2.2 Prosedur Jual Beli Tanah

1) Jua beli tanah dilaksanakan dihadapan pgabat Pembuat Akta Tanah

yang berwenang yang daerah kerjanya meliputi wilayah kecamatan
yang mencakup Desa/lKelurahan dimana terletak bidang tanah hak

% Boedi Harsono , Op. Cit, hal 28.
%! Boedi Harsono, Op Cit, him 254
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yang menjadi obtek jual beli dan dibuktikan dengajn akta jua beli
yang dibuatnya.

2) Obyek jual beli tersebut dapat tanah hak dalam keadaan kosong atau
tanah hak berikut bangunan yang dididraikan di atasnya, dengan
ketentuan bahwa:

a) Bangunan tersebut milik pemegang hak ;

b) Bangunan tersebut permanen menurut sifatnya menjadi satu

kesatuan dengan tanahnya;

c) Dalam aktajual belinya disebutkan secarategas bahwa obyek jual beli

meliputi tanah dan bangunanya.

3) Akta Jual Beli tersebut berfungsi:

1. Membuktikan telah terjadi jual beli, dan akta tersebut ditandatangani
oleh penjual, pembeli, saksi-saksi dan PPAT.

2. Merupakan syarat agar jual beli tersebut dapat didaftarkan di Kantor
Pertanahan (Kabupaten/K ota).

Dengan demikian akta jual beli membuktikan bahwa pembeli telah
menjadi pemegang hak baru setelah syarat “tunai” dipenuhi, yaitu terjadinya
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dan pada saat yang bersamaan
pembeli telah membayar harganya kepada penjual.

2.2.3 Pendaftaran Jual Beli tanah dilaksanakan olen Kantor
Pertanahan (K abupaten/K ota)

Kantor Pertanahan yang berwenang menerima pendaftaran jual beli tanah
adalah yang daerah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota yang wilayahnya
mencakup daerah kerja PPAT yang berwenang membuat akta jua belinya tujuh
(7) hari kerja setelah jual belinya dilaksanakan.

Kepala Kantor Pertanahan setelah menerimadari PPAT, Aktajual beli dan
warkah-warkahnya, dan adsli sertipikat hak atas tanah objek jual beli, kemudian
mencatat pemindahan hak karena jua beli, yaitu nama penjua dicoret dan
mencatat nama pembelinya, pada buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan.
Kemudian adli sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pembelinya.

PPAT wajib mendaftarkan jual beli tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah jual belinya dilaksanakan. (Pasal 40 ayat (1) Peraturan
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah)

a) Fungs Pendaftaran Jual Beli Tanah
Fungs pendaftaran jual beli tanah adalah untuk memperkuat dan

memperluas pembuktian, yaitu:

1.Memperkuat Pembuktian, berarti bahwa jua beli yang telah

dibuktikan dengan aktajual beli, kini dapat dicatat dalam buku tanah dan
sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

2.Memperluas Pembuktian, berarti bahwa jual beli tanah yang semula

bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh penjual, pembeli, saksi-saksi
dan PPAT, sekarang dengan dilakukan pendaftaran jual beli dapat
diketahui oleh siapa saja yang berkepentingan, menjadi bersifat terbuka.

Dengan demikian pembelinya sebagai pemegang hak baru memperoleh

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2.3 Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

dimaksud dengan akta otentik adal ah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
dibuat oleh atau dihadapan pegawai.Pegawai umum yang berkuasa
untuk itu dimana aktaitu dibuat”.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yaitu:

“Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut

hukum. Kedua, bahwa aktaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Ketiga, bahwa aktaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang

untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus

dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.”

Disini jelas bahwa, untuk membuat akta otentik, seseorang harus

mempunyai  kedudukan sebagai “pegabat umum’. Perkataan “oleh” dan
“dihadapan” dalam pengertian di atas, mengingatkan kita kepada apa yang disebut

berturut-turut dalam berita acara (proses verbal).

% | da | swoyokusumo, Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara
Perdata, (Jakarta: Bina Y ustisia, 1994), hal 50.
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1.3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat dalam Akta
Otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya.
Apabila salah satu dari kekuatan itu cacat mengakibatkan Akta Otentik tidak
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende). Oleh karenaitu untuk melekatkan nilai kekuatan pada Akta Otentik,
harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut di bawah ini®:

a. Kekuatan Bukti Luar

Suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan
sebagal Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan
Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut
melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenaranya sebagai
Akta Otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang
berperkara wajib menganggap Akta Otentik sebagal sebagai Akta Otentik,
sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang digukan, bukan Akta
Otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

e Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau

e Tandatangan pejabat di dalamnya adalah palsu

e IS yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa

pengurangan atau penambahan kalimat.

Dari penjelasan diatas, kekuatan pembuktian luar Akta Otentik,
melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap
benar sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian For mil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Otentik dijelaskan
Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala ketentuan yang tertuang di dalamnya
adalah benar yang diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat
yang membuatnya. Oleh karena itu, segada keterangan yang diberikan

% M.Y ahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 87.
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penandatanganan dalam Akta Otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang
dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya
terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari
orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang
dicantumkan pejabat pembuat akta®*:

e Mengenal tanggal yang terteradi dalamnya

e Tanggal tersebut harus dianggap benar

e Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta

tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

2.3.2 Akta Otentik dibuat dihadapan Pejabat

Mengenai Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat, pada dasarnya:

Inisiatif tidak datang dari orang kepada siapa akta itu diberikan, seperti
panggilan atau berita acara, meskipun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan
adanya permohonan dari orang yang bersangkutan seperti KTP atau SIM.

Begitu juga notaris dalam ha tertentu dapat bertindak membuat Akta
Otentik yang dibuatnya sebagai pejabat berwenang. Misalnya berita acara rapat
umum pemegang saham (RUPS) perseroan. Dalam hal ini notaris hanya berfungsi
membuat |aporan tentang hal-hal yang terjadi, dibicarakan dan diputuskan dalam
RUPS tersebut. Notaris hanya mengkonstantir atau menentukan segala tingkah
laku para peserta RUPS yang hadir.

Berbeda halnya dengan Akta Otentik yang dibuat dihadapan pejabat
notaris. Terdapat ciri pokok yang mesti dipenuhi, agar pembuatan Akta Otentik
memenuhi syarat menjadi Akta Otentik:

1) Pada Umumnya Bersifat Partai

Y ang datang dihadapan notaris paling tidak terdiri dari dua pihak. Ada
penjual dan pembeli. Oleh karena pihaknya bersifat partai maka, Akta Otentik
yang dibuat notaris disebut akta para pihak dan isinya disebut persetujuan para
pihak.

% R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal 28.
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2) Inisiatif datang dari para pihak

Para pihak atas kemauan mereka sendiri, dating ke kantor notaris. Di
hadapan notaris kedua belah pihak member atau menyampaikan keterangan
sendiri atau keterangan yang disampaikan dapat berbentuk lisan (oral) atau
tulisan(in writing). Para pihak meminta notaris, agar keterangan yang mereka
sampaikan dituangkan dalam bentuk akta.

3) Notarisbersifat Pasif

Pada prinspnya notaris bersifat pasif melayani para pihak yang
menghadap kepadanya. Dia hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta
apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi, atau
menambah apa yang diterangkan penghadap.”

a.Syarat Sahnya Akta Otentik Yang Bersifat Partai

1) Syarat Formil

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk mendukung
keabsahan Akta Otentik. Syarat formil disini bersifat kumulatif, berarti satu syarat
tidak terpenuhi, mengakibatkan Akta Otentik yang bersangkutan mengandung
cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tidak mempunya nilai
kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan. Syarat
formil tersebut terdiri dari hal sebagai berikut®:

a) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang

Pada umunya dihadapan notaris, tetapi ada kemungkinan dihadapan
pegabat lain, seperti PPAT dalam transaks jual beli tanah. Apabila dibuat
dihadapan pegabat yang tidak berwenang, Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan
tidak sah diperlakukan sebagai Akta Otentik dan hanya bernilai sebagai aat bukti
tertulis, dengan syarat apabila para pihak menandatanganinya.

Mengenai pembuatan akta partai di hadapan notaris dalam kedudukanya
sebagai pejabat umum, diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan, akta-akta dibuat di hadapan
notaris. Dengan demikian, pembuatan di hadapan pejabat merupakan syarat formil
yang bersifat imperatif.

% gubekti, Op.Cit., hal 27.
% M. Y ahyaHarahap, Op. Cit, hal.89.
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b) Dihadiri para pihak

Suatu Akta Otentik yang bersifat partai harus memuat keterangan yang
saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan
persetujuan. Notaris atau PPAT mengetahui adanya persesuaian pendapat antara
para pihak, apabila yang datang memberi keterangan di hadapan pejabat adalah
dua pihak atau lebih.

Syarat mengenal keharusan para pihak harus hadir mengahadap peabat,
diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris. Dikatakan, para penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada
notaris oleh dua orang saksi.

c¢) Dihadiri dua orang saksi

Syarat lain, pembuatan akta dihadiri dua orang saksi, yang bertindak
menyaksikan kebenaran berlangsungnya pembuatan akta di hadapan pejabat yang
bersangkutan. Biasanya yang bertindak sebagai saksi, terdiri dari dari pegawai
pegabat pembuat akta. Akta Otentik yang dibuat tanpa dihadiri saksi, tidak
memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak sah sebagai Akta Otentik, dan
dergjatnya turun menjadi alat bukti tertulis. Syarat pembuatan Akta Otentik harus
dihadiri oleh dua orang saksi diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d) Menyebut identitas Notaris (Pg abat), penghadap dan para saks

Tentang penyebutan identitas diatur dalam pasal 25 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menyebutkan Identitas
Notaris (nama lengkap, tempat kedudukan), Identitas para pihak (nama lengkap,
status, pekerjaan, tempat tinggal, dan menyebut status penghadap sebagai kuasa,
apabila kehadiranya sebagai kuasa mewakili kepentingan orang Yyang
diwakilinya), dan identitas saksi (nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal).
Apabila syarat yang disebut diatas dilanggar maka menurut Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akata itu tidak sah dan
berkekuatan hanya sebagai alat bukti tertulis sgja, jika aktaitu ditandatangani oleh
para penghadap®”.

2" bid., hal .90.
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€) Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap

Syarat formil lain yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah notaris harus membacakan akta
tersebut di hadapan para penghadap dan saksi-saksi, apabila salah seorang
penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta maka
harus diterjemahkan oleh notaris apabila notaris sendiri tidak mampu,
diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

f) Ditandatangani semua pihak

Penandatanganan akata diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan penandatangan harus segera dilakukan
setelah pembacaan akta kepada para pihak dan saksi.

2)Syarat Materiil

a)Beris keterangan kesepakatan para pihak

Isi yang tercantum dan dirumuskan dalam akta, adalah keterangan tentang
hal-hal yang disepakati para pihak, dengan ketentuan harus persis sama sesuai
dengan yang diterangkan para pihak. Notaris dibenarkan merumuskan keterangan
yang disampaikan para pihak menjadi ketentuan yang lebih pasti, akan tetapi
apabila keterangan yang disampaikan bertentangan dengan undang-undang
maupun ketertiban umum, tidak layak diterima atau dikonstatering kearah
perumusan yang melegalkan kesepakatan itu.

b)Is keterangan perbuatan hukum

Keterangan yang disampaikan para pihak kepada notaris harus mengenai
perbuatan hukum atau tindakan hukum yang bersegi dua (seperti perjanjian jual
beli, utang piutang, dan sebagainya)

c)Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti

Sebenarnya pada dasarnya para pihak dating menghadap pejabat, agar
dibuat akta sesuai dengan keterangan yang mereka kehendaki, dengan sendirinya
melekat kesenggjaan bahwa akta tersebut akan dipergunakan sebagai bukti
mengenai perbuatan hukum yang mereka terangkan atau sepakati. K esengajaan itu
sebagal langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya persengketaan di

belakang hari antara mereka.®

% R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal 20.
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2.3.3 Akta Otentik Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Ketentuan mengenal PPAT sebagal Pejabat Umum dapat ditemukan dalam
Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah Nomor 4 Tahun 1996 (Pasal 1 ayat (4)) dan Peraturan
Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 (Penjelasan Pasal 1
angka 24), yaitu sebagai berikut:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat
Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun.”

Tugas-tugas pokok PPAT sebagaimana dijabarkan dalam Pasa 2
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Nomor 37 Tahun 1998 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukanya perbuatan hukum
tertentu mengena hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Akta Otentik yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 adalah sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH-
Perdata, yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik, apabila terpenuhi faktor-
faktor:

a. Bentuk aktatersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;

b. Aktaitu dibuat oleh atau dihadapan peabat umum;

c. Akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang

membuat akta otentik itu.?

Pengertian akta otentik juga dapat ditemukan pada Pasal 165 HIR

(Hersiene Indonesich Reglement) yang berbunyi:

% GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 44
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“Akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai
umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi
kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari
padanya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang hal
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan, tetapi yang tersebut
kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan
dengan pokok dalam aktaitu.”

Pasal 1870 KUH-Perdata menyatakan

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya
atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang
sempurnatentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Akta otentik yang dibuat olen PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah

sebagai berikut:
a Jual beli;
b. Tukar menukar;
C. Hibah
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e Pembagian Hak Bersama,
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
0. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.”

Didalam Pasal 37 sampa dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan tugas dan
wewenag dalam menjalankan jabatan PPAT. Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

(1)"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atau satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainya, kecuali pemindahan hak melalui lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT

yang berwenang menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”
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Dari ketentuan pasa ini jelas bahwa pembuatan akta peralihan hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun tetap diperlukan dan merupakan
tugas dan wewenang PPAT untuk membuat aktanya. Pengecualian terhadap
ketentuan ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-
daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara untuk memudahkan
rakyat untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah.

Agar pembuatan akta peralihan hak dinyatakan sah akta PPAT tersebut
harus dibuat dalam bentuk dan format yang telah ditentukan oleh Menteri (Pasal
96 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agrarialk epala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Saat pembuatan akta tersebut
harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi Syarat untuk
nbertindak sebagal saksi dalam perbuatan hukum tersebut. Hal ini diatur dalam
Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Sebelum membuat akta PPAT wajib terlebinh dahulu melakukan
pemeriksaaan sertipikat di Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat
dengan daftar, meminta dan memeriksa dokumen lain dari Pihak Pertama dan
Kedua yang berkaitan dengan identitas diri, kewenangan dan kewajiban
perpajakan termasuk PBB serta kelengkapan lain yang berkaitan dengan hal-hal
tersebut dan dalam rangka pembuatan akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 1997, seorang PPAT
harus menolak membuat akta jika:

a. Mengena bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang
bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan
daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan; atau

b. Mengena bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:

a. Surat bukti atau surat keterangan Kepala DesalKelurahan yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP
Nomor 24 Tahun 1997,

b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari kantor Pertanahan atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala DesalK elurahan; atau

c. Saah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk
bertindak demikian, atau

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar surat kuasa
mutlak yang pada hakikainya beriskkan perbuatan hukum
pemindahan hak, atau

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperolehizin
Pgabat atau instans yang berwenang, apabila izin tersebut
diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
atau

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam
sengketa mengenal data fisik dan atau data yuridisnya; atau

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Apabila seorang PPAT menolak membuat akta karena disebabkan oleh
hal-hal tersebut diatas, maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara
tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan disertai aasan
penolakannya.

Dengan demikian PPAT mutlak diperlukan karena akta PPAT berfungsi
sebagai syarat utama dalam peralihan hak atas tanah. Akta PPAT tetap
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pendaftaran tanah/pembukuan tanah

di kantor pertanahan.
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2.3.4 Pembatalan Akta Jual Beli sebagai Akta Otentik

Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihak hak atas
tanah, akta jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT. Jual beli hak atas tanah
merupakan satu di antara bentuk peralihan hak atas tanah dan berlaku sebagai
dasar hukum bagi pembeli untuk mengajukan perolehan hak atas tanah kepada
Kantor Pertanahan.

Secara normatif, jika tidak ada cacat hukum atas jual beli tanah itu maka
pembeli dapat memperoleh hak atas tanah yang dikehendaki tersebut dan
kepemilikan hak atas tanah tersebut tercatat di kantor Pertanahan. Selanjutnya,
pembeli akan mendapatkan sertipikat hak atas tanah, sebagai bukti atas
kepemilikanya itu.

Telah kita ketahui bersama bahwa hukum tanah di Indonesia memakai
Hukum Adat sebagai dasar Hukum Tanah Nasional karena hal tersebut sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia® . Dalam hukum adat sendiri untuk
pemindahan hak atas tanah menganut asas terang dan tunai.

Lazimnya suatu perjanjian, maka segala ketentuan yang berkenaan dengan
perjanjian peralihan haak atas tanah tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat, yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b) K ecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

C) Suatu hal tertentu;

d) Suatu sebab yang halal.” **

€) Persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu masih

perlu ditambahkan 2 (dua) persyaratan lagi yaitu (a) Tunai dan (b)

Terang.
e  Syarat sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu bahwa para
pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju

% Boedi Harsono, Op.Cit., hal .163.
3 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke-
28( Jakarta: PT Pradya Paramita, 1996), hal. 339.
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mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan,
kekhilafan, dan penipuan.

e  Syarat cakap, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus
cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang  melakukan
perjanjian. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat
pikirannya adalah cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan Pasa
1329 KUHPerdata menyatakan setiap orang cakap melakukan tindakan
hukum kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasa
1330 KUHPerdata, yang termasuk orang-orang tidak cakap untuk
membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa (Menurut Pasal 330
KUHPerdata, kecakapan membuat perjanjian apabila telah berumur 21
tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat
pikirannya), mereka yang berda di bawah pengampuan, orang
perempuandalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (dengan
berlakunya UU Perkawinan hal ini sudah tidak berlaku lagi), dan semua
orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

e  Syarat ha tertentu, barang yang menjadi obyek perjanjian harus cukup
tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada
saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, dengan demikian
adalah sah menurut hukum.

o Syarat sebab yang halal, yaitu is dan tujuan perjanjian haruslah
berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaandan ketertiban. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain
daripada is perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu
kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang
menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Jadi yang
termaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu
sendiri.

Pengertian “tunai” secara sederhana diartikan bahwa “pelakasanaan jua
beli dan peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dianggap telah
terjadi pada saat para pihak menyatakan “kesepakatan”. Adapun mengena

%2 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet 21, (Jakarta:Intermasa, 2005), hal 20.
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pelunasan uang atas pembayaran jual beli hak atas tanah itu, bukan merupakan
suatu hal pokok. Artinya, meskipun pembeli belum melunasi pembayaran harga
jual beli hak atas tanah tersebut, maka kepemilikan hak atas tanah itu tetap
dianggap telah beralih kepada pembeli pada saat terjadinyakesepakatan itu.
Mengenai sisa kekurangan uang atas harga jua beli itu dianggap sebagai suatu
utang-piutang.

Pengertian “terang” secara sederhana diartikan bahwa * pelaksanaan jua
beli hak atas tanah harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan dihadiri
oleh para saksi.” Tambahan 2 (dua) persyaratan itu merupakan unsur-unsur yang
diambil dari unsur-unsur sistem hukum tanah adat yang telah diadopsi menjadi
unsur-unsur dalam sistem hukum tanah nasional

Adanya penambahan 2 (dua) persyaratan dalam perjanjian peralihan hak
atas tanah yaitu “tuna” dan “terang”, sekaligus menegaskan adanya keragu-
raguan akan hakikat penggunaan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pengertian perjanjian perlihan hak hanya bersifat
mengikat dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengalihkan barangnya. Dengan
demikian, dalam perjanjian peraihan hak menurut KUHPerdata harus diikuti
dengan penyerahan barangnya yang disebut penyerahan yuridis atau penyerahan
nyata. Hal itu berbeda dengan pengertian peralihan hak menurut hukum Adat
Indonesia yang menjadi sumber hukum Agraria Indonesia.

Menurut hukum adat Indonesia pengertian peralihan hak khususnya hak
atas tanah bukan sgja bersifat mengikat tetapi juga merupakan suatu penyerahan
hak nyata dari objek yang dialihkan pemilik semula kepada pemilik berikutnya
diikuti dengan penyerahan uang sebagali harga atas pembayaran objek yang
diperjanjikan. * Jadi meskipun perjanjian peralihak hak atas tanah menggunakan
syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ditambahkan
syarat tunai dan terang, maka pengertian peralihak hak atas tanah tidak lagi
sebatas mengikat sgja melainkan sudah mencakup suatu penyerahan hak nyata
atas objek yang diperjanjikan.

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah, harus memperhatikan syarat-syarat
sebagaimana tersebut di atas. Kekurangan syarat-syarat tersebut mengakibatkan

% H.M Ridwan Indra R.A. Hukum Perdata,. (Jakarta :Penerbit Mandar Maju, 2004),hal.
2-3

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



47

akta perjanjian peraihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dapat
dibatalkan®. Akta peralihan hak yang dinyatakan batal demi hukum adalah jika
syarat-syarat objektif dari perjanjian itu tidak terpenuhi. Adapun mengenai akta
peralihan hak yang dapat dibatalkan adalah jika syarat-syarat subjektif dari
perjanjian itu tidak terpenuhi.

Dalam hal perjanjian peralihan hak atas tanah, yang dinyatakan dapat
dibatalkan maka sgjak semula akta itu dianggap ada tetapi kemudian dibatalkan
oleh pengadilan atas permintaan pihak terkait sehubungan dengan tidak
terpenuhinya syarat-syarat subjektif dari perjanjian itu. Adanya sanksi hukum
karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif, baru berlaku setelah adanya
putusan pengadilan yang menyatakan batalnya perjanjian peralihan hak atas tanah
itu.

Pembatalan perjanjian hanya dimungkinkan jika syarat subjektif dari
perjanjian tidak terpenuhi . Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian:

|. Pihak yang berkepentingan secara aktif menggugat atau meminta

kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan.

[l. Menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi

perjanjian itu.

Di depan sidang pengadilan itu ia sebagal tergugat mengemukakan bahwa
perjanjian itu telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun
disetujuinya karena ia dibawah ancaman atau karena ia khilaf mengenai objek
perjanjian atau karena ia ditipu. Di depan pengadilan ia memohon kepada hakim
supaya perjanjian itu dibatalkan.

A. Tanggung Jawab PPAT terhadap Pembatalan Akta Jual Béli

PPAT adalah Pgabat Pembuat Akta Tanah, yang kewenanganya diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10/1961
juncto Peraturan Pemerintah No. 24/1997 juncto Peraturan Pemerintah 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah . Sebagal pejabat pembuat
akta tanah, maka segala hal yang berkenaan dengan akta-akta peralihan hak atas
tanah, pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan

¥ R. Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 2004), hal.20
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hutang, merupakan tugas dan tanggung jawab PPAT serta harus dibuat
dihadapanya.®

PPAT dalam membuat akta-akta peralihan hak atas tanah haruslah
memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pembuatan akata peralihan
hak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila PPAT
melanggar ketentuan—ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-
undangan, maka PPAT yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

PPAT dalam membuat akta perdihan hak atas tanah haruslah
mempergunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan (Pasal 96
ayat (2) PMNA/KABPN No. 3 Tahun 1997). Apabila peralihan hak atas tanah
tersebut tidak dibuat dengan formulir tersebut maka akta tersebut tidak dapat
dipaka sebagai dasar pendaftaran (Pasal 96 ayat (3) PMNA/KABPN No.3 Tahun
1997)

Sebelum membuat akta, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat dengan
data yang ada di Kantor Pertanahan (Penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP No.24
Tahun 1997);meminta dan memeriksa dokumen lain dari para pihak berkaitan
dengan identitas diri, kewenangan dan kewajiban perpajakan termasuk PBB serta
kelengkapan lain yang berkaitan yang diperlukan dalam pembuatan akta.

Pembuatan akta peralihan hak atas tanah oleh PPAT harus dihadiri oleh
para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saks yang memenuhi syarat untuk
bertindak sebagal saks (Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997), serta dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun
1997 yang telah diuraikan dimuka, berikut menjalankan ketentuan dalam Pasal 40
PP nomor 24 Tahun 1997.

% Kartini Soedjendro. Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik.
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001) hal. 69.

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



49

2.4 Analisa Kasus

2.4.1 Kasus Posis

Para Pihak yakni Yayasan Kesgjahteraan Keluarga PT “Bhaita’ (YKKB)
sebagai Pemohon kasas dahulu Penggugat/Terbanding dan Bedjo sebagai
Termohon Kasas dahulu Tergugat/Pembanding.

Duduk Perkara dalam kasusini adalah sebagai berikut:

Y ayasan K esgjahteraan Keluarga PT.Bhaita (selanjutnya disebut YKKB )
selaku “Penggugat”, Pada tahun 1983 telah membeli 3 unit rumah dari
PT.Ceremai Agung Raya. Oleh karena tanah tersebut berupa hak milik adat, maka
rumah /tanah tersebut tidak bisa langsung diatasnamakan penggugat, untuk
mengatas masalah ini maka rumah dan tanah tersebut disepakati untuk sementara
pinjam nama: Abdul Fattah, Bedjo (“Tergugat”), dan M.Syafriudin Lubis.
Ketiganya adalah pegawai Y ayasanK esgjahteraan Keluarga PT.Bhaita (YKKB)
yang disantuni oleh Penggugat. Kemudian dibuatlah akta jual beli di Azhar Alia,
SH., Notaris/PPAT di Jakarta. Masing-masing akta dibuat dengan No.13, No.14,
No.15.Tujuan pembelian rumah-rumah tersebut oleh Penggugat sebagai rumah
dinas yayasan adalah untuk menyantuni para karyawan YKKB, oleh karena
rumah tersebut adalah rumah dinas Penggugat maka harga pembelian dan biaya
perawatan ketiga rumah maupun perbaikan fasilitas jalan dibiayai oleh penggugat.

Bahwa tergugat (Bedjo), Sdr. Abdul Fattah dan Sdr. M.Syafruddin Lubis
diperkenankan oleh penggugat menempati rumah/tanah tersebut tetapi bukan
untuk dimiliki, untuk itu Penggugat menetapkan status mereka sebagai penyewa
dengan biaya sewa konsensioner yang sangat rendah, dibayar setiap bulanya
dengan memotong gaji mereka oleh YKKB dan kemudian YKKB menyetorkan
kepada penggugat.

Dokumen adli jua beli rumah/tanah tersebut disimpan oleh penggugat
dalam hal ini dipercayakan kepada tergugat dalam jabatanya selaku Bendahara
YKKB.

Pada tahun 1990 ketika Tergugat mengundurkan diri dari kepengurusan
yayasan sekaligus mengundurkan diri dari YKKB selaku karyawan, surat-surat
tanah tersebut tidak diserahkan kepada pejabat penggantinya Sdr.Sukamto,
melainkan surat-surat tanah/rumah sudah disimpan Penggugat karena telah
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diserahkan Tergugat selain kepada dirinya, juga kepada Sdr.Abdul Fattah dan Sdr.
M. Syafruddin Lubis tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat pernah
mengingatkan kepada Tergugat sgak Tergugat sudah tidak menjadi karyawan
YKKB bahwa rumah tersebut diperuntukkan bagi karyawan yang membutuhkan
maka Tergugat diminta agar terhitung tanggal 1 Februari 1992 menyerahkan
rumah milik Penggugat yang didiami Tergugat, namun Tergugat tidak
menanggapinya dan surat—surat tanah/rumah tetap dipegang Tergugat.
Pada tahun 1994, Sdr.Abdul Fattah dan Sdr.M.Syafruddin Lubis telah
secararesmi membeli rumah yang merekatempati dari Penggugat.
Pertimbangan dan Putusan Pengadilan
1 Pengadilan Negeri
Dalil Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri adalah sebagai
berikut: Bahwa benar telah terjadi pembelian tanah/rumah oleh Penggugat pada
tahun 1982. Pembelian tersebut disepakati untuk sementara pinjam nama

karyawan yayasan, salah satunya dengan nama “tergugat”, berikut dengan akta
jual beli terlampir atas nama tergugat. Pembelian rumah tersebut tujuannya untuk
rumah dinas karyawan, sehingga harga pembelian ketiga rumah dibiayai
penggugat. Tergugat diperkenankan menempati rumah tersebut tetapi bukan untuk
dimiliki,melainkan sebagai penyewa, gaji mereka dipotong setiap bulan untuk
uang sewa. Pada tahun 1990 ketika tergugat mengundurkan diri sebagai
bendahara, surat-surat tanah tidak diserahkan kepada pejabat penggantinya. Sejak
dikuasainya obyek sengketa penggugat menderita kerugian berupa tidak
dibayarnya harga sewa obyek sengketa.

Gugatan yang digukan adalah menyatakan perbuatan melawan hukum,
membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000, ditambah bunga 6%/tahun,
gugatan yang menghukum tergugat membayar biaya perkara, dan meminta
putusan serta merta.

Daam persidangan Pengadilan Negeri, pihak tergugat memberikan
tanggapan yang intinya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 6 Februari 1982
dibuat perjanjian pembangunan rumah sebanyak 3 unit antara penggugat dengan
developer PT.Ciremai Agung. Rumah tersebut nantinya akan diangsur oleh para
penghuninya.Tergugat dan ketiga karyawan lainnya ditunjuk menempati rumah
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tersebut. Pada bulan maret 1983 tergugat diminta Ketua dan pendiri YKKB saat
itu, untuk dipinjam namanya untuk pemilikan rumah. Perubahan ini dinilai perlu
karena jika karyawan mengangsur, maka tidak sesuai dengan tujuan pendirian
yayasan dan agar semua karyawan mendapat kesempatan yang sama. Bahwa
terhadap peminjaman nama, tergugat mengajukan keberatan dan tidak bersedia
namanya dipakai, dengan alasan akan tertutup kemungkinan tergugat memiliki
rumah dengan fasilitas KPR. Ketua dan Pendiri YKKB memastikan tidak pinjam
nama. Namun tergugat tetap dipotong gqji. Ketua YKKB memastikan apabila
tergugat keluar dari YKKB, tidak menjadi masalah untuk menempati rumah
tersebut asalkan sudah menempati minimal 2 tahun.

Sebagai bentuk kepastian tersebut Ketua YKKB menjanjikan tidak akan
ada perjanjian dibawah tangan untuk pinjam nama. Transaksi pembelian rumah
dibuat dihadapan notaris atas nama tergugat. Bahwa benar selama tahun 1984
hingga Januari 1991 gaji tergugat dipotong oleh Y KKB.

PutusanPengadilan  Negeri Bekass tanggal 13  April 2000
N0.238/Pdt.G/1999/PN.Bks memutuskan: Dalam pokok perkara menyatakan
mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menghukum tergugat untuk membayar
biaya sewa kepada Penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

2. Pengadilan Tinggi

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Tergugat mengajukan
banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan tertanggal 20
Desember 2000 No0.576/Pdt/2000/Pen/PT.Bdg.joN0.238/Pdt.G/1999
memutuskan: menerima permohonan banding pembanding, membatalkan putusan
PN Bks dan mengadili sendiri dalam konpensi/eksepsi: menyatakan gugatan
tergugat/terbanding tidak dapat diterima dan menghukum penggugat/Terbanding
untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, sebesar Rp.75.000,-.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan sebaga berikut: Bahwa didaam surat gugatan, penggugat
mengakui bahwa rumah sengketa adalah milik Penggugat /pembanding secara
sewa, yang mana uang sewa dipotong dari gaji Tergugat/Terbanding setelah
Majelis Pengadilan meniliti bukti surat berupa P-2 (foto Copy akta jual beli),
ternyata bahwa Tergugat/Pembanding adalah orang yang membeli rumah tersebut
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dari PT.Ciremai Agung. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah
sengketa adalah uang Penggugat/Terbanding, namun tidak jelas uang tersebut
sebagai pinjaman Tergugat/Pembanding. Demikian juga dengan pemotongan ggji
perbulan oleh Penggugat/Terbanding tidak jelas, sebagal uang sewa atau sebagai
cicilan pinjaman uang untuk pembelian rumah sengketa.

3. Mahkamah Agung

Kemudian terhadap putusan Pengadilan Tinggi, Penggugat mengajukan

kasas kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan tertanggal
12 April 2005 No0.3670/K/PDT/2001.jo No. 576 PDT.G/2000 PN.Bks
memutuskan: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu YKKB
dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Desember 2000
No0.576/Pdt/2000/PT.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung
telah salah menerapkan hukum dengan semata mengambil bukti P-2 sebagai inti
dari putusannya tanpa menganaisis hal-hal lainya, padaha bukti tersebut tidak
berdiri sendiri dan bukti yang digjukan Pemohon Kasas untuk memperjelas
kepemilikan rumah tersebut sudah lebih dari cukup.Bahwa tidak benar judex facti
yang mempertimbangkan termohon Kasasi sebagai pembeli rumah tersebut dari
PT.Ceremai Agung. Sesuai keterangan saksi H.Abdul Fattah dan M.Syafruddin
selaku orang yang menempati rumah bersebelahan dengan rumah sengketa,
Pemohoon Kasasilah pembeli rumah tersebut. Bahwa bukti P-2 tertera termohon
kasas sebagai pembeli dari PT.Cirema Agung yang sebelumnya telah ada
komitmen antara Termohon dengan Pemohon dan juga dengan H.Abdul Fattah
dan M.Syafruddin Lubis sebagai pinjam nama sgja mengingat yayasan tidak dapat
membeli rumah atas namanya dan setelah itu kesepakatan pinjam nama, rumah
ditempati Termohon Kasas sebagai penyewa. Hal ini diperkuat kesaksian
M.Kuseri yang setiap bulanya memotong gaji termohon.

Adapun putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa, mengabulkan
gugatan Penggugat asal (YKKB) sebahagian, Menyatakan Tergugat asa
(sdr.Bedjo) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat asal,
Menyatakan Penggugat asal (YKKB) adalah pemilik rumah beserta tanah terletak
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di Kompleks BDN Ceremai Agung Raya Blok B XV No. 1 RT.09/RW.08,
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi yang sebenarnya, menghukum Tergugat asal
untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya untuk diserahkan
kepada Penggugat asal dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun,
bilamana perlu dengan alat negara, menghukum Tergugat asal untuk membayar
biaya sewa rumah kepada Penggugat asal sebesar Rp.300.000,-/tahun terhitung
sgjak 1 Febuari 1991 sampai Tergugat asal menyerahkan kepada Penggugat asal
obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna ditambah bunga sebesar
6%/tahun setiap keterlamabatan Tergugat asal mel aksanakannya,dan Menghukum
Tergugat asal membayar biaya perkara.

2.4.2 Perlindungan Hukum yang diberikan pada perjanjian yang
memakai nama orang lain (nominee) menurut hukum pertanahan di
Indonesia.

Dalam kaitanya dengan hak milik atas tanah, maka hanya warga negara
Indonesia yang mempunyal hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan
dalam Pasal 21 UUPA. Demikian juga pada dasarnya badan hukum tidak dapat
mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (2) UUPA). Adapun pertimbangan melarang
badan-badan hukum untuk mempunyai hak milik atas tanah , ialah karena badan-
badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik, tetapi cukup hak-hak lainya, asal
ada jaminan-jaminan cukup bagi keperluan yang khusus (Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai menurut Pasal 28, 35, dan 41 UUPA).

Dengan demikian, dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud
menghindari ketentuan-ketentuan batas maksimum luas tanah yang dipunyai
dengan Hak Milik (pasa 17 UUPA). Meskipun pada dasarnya badan-badan
hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, akan tetapi mengingat akan
keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan paham keagamaan,
social dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu escape clause yang
memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunya hak milik. Dengan
adanya escape clause ini cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi
suatu badan hukum diberikan dispensasi oleh pemerintah, dengan jaan
menunjukan badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat (2)UUPA). Badan-badan hukum yang
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bergerak dalam lapangan sosia dan keagamaan ditunjuk dalam Pasal 49 UUPA
sebaga badan-badan yang dapat mempunya hak milik atas tanah, tetapi
sepanjang tanahnya diperlukan  untuk usahanya dalam bidang sosia dan
keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang
itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.*®

Pada asasnya badan hukum tidak dimungkinkan untuk mempunyai hak
milik atas tanah, hal ini dikecualikan oleh undang-undang serta peraturan lainya,
seperti dapat dilihat dalam PP No. 38 Tahun 1963, bahwa badan-badan hukum
yang dapat diberikan Hak Milik adalah:

a Bank-bank yang didirikan oleh negara

b. Perkumpulan-perkumpulan  koperasi  pertanian yang didirikan

berdasarkan Undang-Undang no.79 Tahun 1958
C. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh  Menteri
Pertanian/Agraria setel ah mendengar Menteri Agama.

d. Badan-badan sosia yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Sosial.

Wadaupun telah dibatasi kepemilikan suatu hak atas tanah Hak Milik,
kenyataanya masih ada beberapa pihak yang ingin memiliki hak milik karena
keistimewaanya dibandingkan hak atas tanah lainya. Hal tersebut dapat terlihat
dari penguasaan tanah Hak Milik oleh Badan Hukum, dengan menggunakan nama
Warga Negara Indonesia sebagai subyek pada perjanjian jual beli.

Penguasaan tanah Hak milik oleh Badan Hukum tersebut menunjukan
bahwa secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, telah terjadi
penyelundupan hukum. Pertanyaan disini adalah, apakah perjanjian yang isinya
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (dalam hal ini UUPA dan
peraturan pelaksanaanya) itu secara hukum sah.

Daam kasus ini tampaknya pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa
saing diuntungkan dengan perjanjian tersebut tidak mempermasalahkan
kebenaran materiil, bagi mereka pertimbangan praktis lebih penting dibandingan

pertimbangan yuridis. Hal ini terlihat dari dengan dipakainya nama (nominee)

% pid., him. 33-34.
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¥karyawan YKKB, sdah satunya tergugat untuk dimasukan kedalam subyek
perjanjian jual beli tanah adat antara YKKB dan PT.Ciremai Agung Raya. Dalam
Hal ini pemasukan nama karyawan tersebut telah menyalahi kebenaran materiil
disebabkan YKKB bukanlah subyek Hak Milik atas hak atas tanah obyek yang
diperjualbelikan, melainkan subyek atas tanah Hak Guna Bangunan. Hal tersebut
karena YKKB bukanlah badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang,
seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

Selain itu menurut hemat saya, Terdapat aturan pada Pasal |1 Ketentuan-
Ketentuan Konverss UUPA yang mengatakan bahwa terhadap hak-hak yang
sudah ada seperti agrarisch eigendom, milik, yayasan, erfpracht, dan lain-lain
sgjak mulai berlakunya UUPA menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai
tanah tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA.

Dengan ketentuan tersebut,apabila pemilik tanah bukan merupakan subyek
hak milik, maka hak atas tanah adat dapat dikonversi menurut peruntukan tanah

disesuaikan dengan subyek pemiliknya®*Cara untuk mendapatkan tanah agar

% Dalam hukum di Indonesia yang menganut hukum Eropa Kontinental konsep nominee
tidak dikenal. Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat dalam suatu sistem hukum Common
Law. Indonesia baru mengenal konsep Nominee dan sering menggunakannya dalam beberapa
transaksi hukum sejak derasnya arus investasi pihak asing pada tahun sekitar 1990-an. Adapun
pengertian nominee sendiri menurut Black’s Law Dictionary adalah:

“One who has been nominated or proposed for an office.One designated to act for
another in his or her place. One designated to act for another as his representative in a
rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no
connotation, however, other than that of acting for another, in representation for another,
or asthe grantee of another.””’

Dalam pengertian sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik pengertian nominee
sebagai satu pihak yang ditunjuk pihak lain untuk mewakili untuk dan atas nama pihak yang
menunjuk nominee tersebut. Pihak yang menunjuk nominee seringkali disebut pihak beneficiary.
Nominee mewakili kepentingan-kepentingan dari beneficiary dan karenanya nominee dalam
melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus
sesuai dengan perintah yang diberikan beneficiary.

Indonesia (c). Undang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
UU No.5 tahun 1960, LN No.104 tahun 1960, TLN N0.2043., Ketentuan Konversi UUPA
Pasal 1l Ayat (2)” hak—hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang
disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan
hukum vyang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
menjadi_hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai peruntukan sebagai yang akan
ditegaskan lebih lanjut oleh menteri Agraria.”

Penjelasan:
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sesuai dengan subyek pemiliknya adalah dengan melakukan pelepasan hak atau
penurunan hak setelah itu dilakukan permohonan hak yang baru yang sesuai
dengan peruntukan tanah yang ingin digunakan.®
Namun demikian, sgak tanggal 24 September 1980, atas tanah dengan
status Hak Milik Adat tersebut hanya dapat dikonversikan menjadi Hak Milik
sga. Sgak tanggal tersebut tidak dimungkinkan lagi Hak Milik Adat
dikonverskan menjadi HGU atagpun HGB (disesuaikan dengan subyek
pemiliknya).*
Atas uraian di atas dan terdapatnyakondisi berikut ini, yaitu:
1.Transaks jual-beli tanah tersebut dilaksanakan setelah tanggal 24
September 1980;

2.Dengan kondisi bahwa status tanah tersebut adalah merupakan Hak
Milik Adat maka sejak tanggal 24 September 1980 atas tanah tersebut
tidak dapat dikonversikan menjadi HGU ataupun HBG. Tanah tersebut
hanya dapat dikonversikan menjadi Hak Milik sgja;

Mengingat atas tanah tersebut hanya dapat dikonverss menjadi Hak Milik
sgja, maka yayasan tidak boleh memperoleh tanah tersebut karena bukan subyek
Hak Milik, maka dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan. Status tanah
Hak Milik Adat tidak merupakan pembenaran atas langkah Penggugat untuk
meminjam/menggunakan nama karyawannya dalam transaksi jual beli tersebut.

Peminjaman nama tersebut merupakan upaya penyelundupan hukum.

1. Jika hak-hak dalam ayat 1 ini kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan
hukum yang tidak diperbolehkan untuk mempunyai hak milik(Pasal 21 ayat 1),
maka hak-hak tersebut tidak dapat menjadi hak milik.

2. Hak-hak tersebut dikonversi menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan,
tergantung pada peruntukan tanahnya.

Namun berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1979 dan PMDN nomor 3 Tahun 1979,
hak atas tanah berdasarkan hak guna usaha atau hak guna bangunan tersebut hapus
hingga tanggal 24 September 1980 dan haknya menjadi tanah Negara dan harus
digjukan permohonan hak baru. Dengan demikian sgjak 24 September 1980 hak milik
adat hanya dapat dikonversi menjadi hak milik sgja.

% Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi, et. a., Asas-Asas Hukum Agraria Bahan Bacaan
Pelengkap Mata Kuliah hukum Agraria. (Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia), hal. 66.

O bid,.hal .58.
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Kenyataan ini menunjukan bahwa amanah pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26
ayat (2) UUPA telah dilanggar dalam praktek. Perjanjian dengan penggunaan
kuasa semacam itu, dengan menggunakan pihak warga Negara Indonesia sebagai
trustee atau nominee merupakan penyelundupan hukum karena subtansinya
bertentangan dengan UUPA, khususnya Pasal 26 ayat (2) yang bunyinya sebagai
berikut:

“Setiap jua beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung
memindahkan Hak Milik kepada orang asing , kepada seorang warganegara yang
disamping kewarganegaraan indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing
atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan pemerintah termasuk dalam
Pasal 21 ayat (1) UUPA, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak
dapat dituntut kembali.( Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria)

Dengan perkataan lain, subtansi perjanjian itu melanggar syarat objektif
perjanjian dan oleh karenaitu adalah batal demi hukum.

Kedudukan Badan Hukum, yakni YKKB dalam perjanjian jua beli ini
lemah karena dua alasan. Pertama, walaupun kedua belah pihak cakap bertindak
dan mengikatkan diri dengan sukarela, tapi “causa’ nya adalah palsu atau
terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan dilanggarnya ketentuan Pasal 26
ayat (2) UUPA. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu causa yang palsu atau
terlarang, tidak mempunyai kekutan. Lebih lanjut mengutip pendapat Subekti
perjanjian yang dibuat antar Badan Hukum dan Warga Negara Indonesia tersebut
didasarkan pada causa palsu, yakni perjanjian yang dibuat dengan pura-pura,
untuk menyembunyikan causa yang sebenarnyatidak diperbolehkan. “'Dalam Hal
ini, perjanjian itu dianggap sudah batal dari semula dan hakim berwenang karena
jabatanya mengucapkan pembatalan itu walaupun tidak diminta oleh sesuatu
pihak (batal secara mutlak). Terkait dengan ketentuan bahwa perjanjian berlaku
sebaga undang-undang untuk mereka yang membuatnya (Pasal1338 Kitab

! Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.27 (Jakarta: PT. Internusa,1995), hal 137

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



58

Undang-Undang Hukum Perdata) mengenai hal ini Subekti menjelaskan tidak
semua perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-
undang. Hanya perjanjian yang dibuat secara sah, yang mengikat kedua belah
pihak.*” Dengan demikian, dapat dikatakan perjanjian pura-pura  tidak
mempunyai  kekuatan mengikat karena dibuat secara tidak sah.

Dampak terhadap akta jual beli yang telah dibuat sebelumnya oleh
Penggugat dan tergugat adalah menjadi bata dengan sendirinya, karena
menyembunyikan subyek hukum yang sebenarnya dan melanggar undang-undang
(melanggar Pasal 26 ayat 2 UUPA), dalam hal ini seharusnya Y ayasan membeli
dengan status tanah Hak Guna Bangunan dan bukan memakai nama Karyawanya
agar memperoleh status tanah Hak Milik. Akta Jual beli menjadi batal, tanpa perlu
menunggu ada pihak yang menggugat.

Menurut hemat saya, penggunaan nominee dalam transaksi peralihan hak
(jual beli) merupakan penyelundupan hukum. Dampak dari pengunaan nominee
tersebut merugikan badan hukum sendiri, karena secara yuridis tanah dan
bangunan yang menjadi sengketa dianggap milik perorangan (yaitu pihak
karyawan yang dipinjam namanya). Hal tersebut dilihat dari kebenaran formil dan
materiil dari sahnya peralihan hak tanah dan bangunan yang menjadi sengketa.

Adapun syarat materiil jual beli tersebut, yaitu:

a. Penjua adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijualnya,
dalam kasus sdr.Bedjo membeli tanah dengan status hak milik adat
(dengan menggunakan uang Y KKB) dari PT.Ceremai Agung Raya.

b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunya hak atas tanah
yang akan dibelinya, dadam kasus YKKB menunjuk salah satu
karyawanya sdr.Bedjo agar namanya dipakai sebagai subyek pembeli
hak atas tanah adat. Sdr. Bedjo tidak melanggar Undang-undang
meskipun uang pembelian tanah tersebut berasal dari Yayasan, tetapi
Sdr.Bedjo merupakan subyek hukum Hak milik yang dapat membeli
hak atas tanah adat tersebut. Menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) UUPA,
yang dapat mempunyai hak milik hanya warga negara Indonesia,

selama seseorang di  samping kewarganegaraan Indonesianya

2 |pid., hal. 139
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mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik.

c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan (Pasal 20 UUPA) dan

tidak dalam sengketa. Dalam kasus tanah yang dimiliki PT.Ceremal
Agung Raya dapat diperjuabelikan dan tidak ada pihak manapun yang
mempersoalkan status tanah tersebut sehingga dapat disimpulkan
bahwa tanah tersebut bebas sengketa.

Syarat Formil.

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat
akta jual belinya yang dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak dan dua orang
saksi. Dalam Kasus akta jual beli yang ditandatangani di hadapan NotarisPPAT
Azhar Alia, SH tertuang nama subyek pembeli adalah Sdr.Bedjo, walaupun
pembayaran jual beli tersebut dilaksanakan oleh Y KKB.

Kerugian lain yang diterima oleh YKKB apabila merujuk pada kekuatan
pembuktian akta jual beli yang merupakan akta otentik, yaitu kebenaran materiil
yang tidak diakui di depan pengadilan bahwa sesungguhnya Yayasan yang
merupakan pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan yang menjadi obyek
sengketa. Akta Otentik yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 adalah sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal
1868 KUH-Perdata, yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik, apabila terpenuhi faktor-
faktor:

a.Bentuk aktatersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;

b.Aktaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

c.Akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pgabat umum yang

membuat akta otentik itu.*

Pasal 1870 KUH-Perdata menyatakan

“3 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 44
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“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya
atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Akta otentik yang dibuat oleh PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai
berikut, yang diatranya adalah jual beli. Agar pembuatan akta peralihan hak
dinyatakan sah akta PPAT tersebut harus dibuat dalam bentuk dan format yang
telah ditentukan oleh Menteri (Pasal 96 ayat (2) PMNA/KABPN No. 3 tahun
1997). Saat pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi yang memenuhi syarat untuk nbertindak sebagai saks dalam
perbuatan hukum tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 24
Tahun 1997.

Dapat disimpulkan bahwa akta jual beli No. 14 yang dibuat dihadapan
Notaris/PPAT Azhar Alia, SH, merupakan suatu akta otentik karena dibuat
dihadapan Pegjabat Umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan tidak dapat disanggah oleh pihak manapun di depan pengadilan. Dan di dalam
Hukum Pertanahan Indonesia akta jual beli dianggap benar dan mengikat kepada
para pihak di dalamnya, selama tidak ada yang menyangkal kebenaranya, akta
tersebut berlaku kepada pihak ketiga. Secara yuridis, sdr.Bedjo dianggap sebagai
pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah dan bangunan.

Dari sis pihak yang dipinjamkan namanya (sdr.Bedjo) penggunaan
nominee juga menimbulkan kerugian tersendiri dalam peralihan hak jual beli, hal
tersebut dilihat dari karenaia harus menanggung pembayaran pajak atas tanah dan
bangunan yang ditempatinya, yakni membayar pajak Bumi dan Bangunan setiap
tahunnya. Pgjak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah
dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosia ekonomi
yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah
Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per
wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.
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Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan
NJOP . Nilai Jua Kena Pgjak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP
kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar
rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pgak
diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).*

Wagjib pgjak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak
dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar
PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam)
bulan sgjak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Di dalam Kasus Tergugat (sdr.Bedjo) wajib setigp tahunnya membayar
Pajak Bumi dan Bangunan, disebabkan pada akta jual beli No.14 yang dibuat
dihadapan Notaris/PPAT Azhar Alia, S.H. namanya tertera sebagai pembeli yang
sah. Selain itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada prinsipnya dikenakan
kepada subyek yang mengambil manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.
Dalam kasus ini karena sdr.Bedjo menempati lahan bangunan tersebut maka
sebagal subyek pajak dia harus menanggung tiap tahunya biaya pajak bumi dan
bangunan. Hal ini sangat merugikan suatu nominee, mengingat nominee disini
hanya dipinjam namanya dan bukan pemilik sebenarnya

Berdasarkan hal diatas, maka menurut saya sudah jelas penggunaan
nominee dalam transaks peralihan hak khususnya jual beli sangat beresiko tinggi
karena pemilik sesungguhnya di dalam hukum tidak dianggap pernah mempunyai
obyek sengketa, melainkan hanya pihak yang dipakai namanya yang dianggap
sebagai pemilik yang sebenarnya secara yuridis. Sedangkan dari pihak peminjam
nama tidak selalu diuntungkan secara yuridis, meskipun namanya tertera dalam
akta jual beli tetapi dalam prakteknya setelah tanah dan bangunan obyek sengketa
ditempati, ia harus dipungut pgak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya karena
dianggap sebaga subyek pagjak yang menempati tanah dan bangunan tersebut.

“ Indonesia (d), Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun
1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU No. 12 Tahun 1994, LN No.62 Tahun 1994 , TLN
No0.3569.
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2.4.3 Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3670 K/Pdt/2001
dan Ketentuan Hukum Pertanahan di Indonesia.

Adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Y ayasan
PT.Bhaita terhadap tanah dan bangunan yang mempunyai status hak milik, maka
putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pertanahan di Indonesia. Walaupun apabila merujuk pada putusan Pengadilan
Tinggi yang memenangkan tergugat sdr. Bedjo maka secara formil saudara Bedjo
tidak melanggar syarat materiil dan formil sahnya jual beli tanah yang kemudian
dituangkan di dalam akta jual beli di hadapan NotarisPPAT Azhar Alia, SH.

Menurut hemat saya, sedari awal memang suatu perjanjian nominee
dengan pihak yang sebtulnya bukanlah subyek Hak Milik (Badan Hukum)yang
menggunakan nama orang lain (Warga Negara Indonesia Tunggal) untuk
memperoleh tanah Hak Milik merupakan penyelundupan hukum yang dilarang
keras oleh hukum pertanahan di Indonesia. Dan apabila hal tersebut terjadi maka
konsekuensi yang dapat diterima oleh para pihak yang mengadakan suatu
perjanjian nominee khususnya dalam peralihan hak seperti jual beli, maka obyek
jual beli tersebut jatuh kepada negara (Pasal 26 ayat 2 UUPA).

Di dalam kasus, sesungguhnya Yayasan dapat memperoleh obyek
sengketa yang merupakan tanah dan bangunan yang berstatus tanah Hak milik
adat, namun setelah konversi berubah statusnya menjadi tanah Hak milik, namun
sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu tata cara permohonan hak yang baru
yang sesuai dengan subyek tanah Yayasan yakni suatu Badan Hukum. Hak atas
tanah yang nantinya dapat diperoleh Yayasan tersebut dapat berupa HGB atau
Hak Pakal. Setelah proses permohonan hak selesal, barulah Yayasan melakukan
proses jual beli di hadapan PPAT setempat.

Walaupun Mahkamah Agung melihat kebenaran formil yang menjadi
acuan putusan pada Pengadilan Tinggi yang memenangkan sdr.Bedjo sebagai
pemilik sah tanah dan bangunan, yakni Pengadilan meniliti bukti surat berupa P-2
(foto Copy akta jual beli), ternyata bahwa sdr.Bedjo adalah orang yang membeli
rumah tersebut dari PT.Ciremai Agung. Uang yang digunakan untuk membeli
rumah sengketa adalah uang sdr.Bedjo, namun tidak jelas uang tersebut sebagai
pinjaman Tergugat/Pembanding. Demikian juga dengan pemotongan ggi
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perbulan oleh Penggugat/Terbanding tidak jelas, sebagai uang sewa atau sebagai
cicilan pinjaman uang untuk pembelian rumah sengketa. Namun, di dalam amar
putusannya Mahkamah Agung meneliti dengan seksama bahwa terungkap adanya
suatu perjanjian nominee yang dilakukan antara sdr.Bedjo dengan Y ayasan, ha ini
diperkuat dengan pengakuan saksi (H.Abdullah Fatah, M.Syafruddin Lubis,
M.Kuseri dan A.Jufriadi), bahwa pembelian tanah dan bangunan yang menjadi
obyek sengketa merupakan kesepakatan pinjam nama atara sdr.Bedjo dan
Y ayasan. Di dalam putusanya tersebut Mahkamah Agung memenangkan Y ayasan
sebagal pemilik sah atas obyek sengketa tanah dan bangunan yang selama ini
didiami oleh sdr.Bedjo. Akibat adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka
secara Yuridis Akta Jual beli yang mencantumkan nama Sdr.Bedjo sebagai
Pembeli obyek Hak Milik atas tanah dan bangunan pun menjadi batal demi
hukum, dengan demikian dianggap tidak pernah terjadi jual beli antara sdr.Bedjo
dan PT.Ceremai Agung Raya.

Setelah jual beli tersebut batal demi hukum, maka Y ayasan dapat menjadi
pemilik sah dari obyek Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa,
namun sebelumnya Y ayasan diharuskan menggunakan pilihan permohonan Hak
baru, seperti HGB atau Hak Pakal kepada negara, agar penggunaan obyek Hak
atas tanah dan Bangunan tersebut sesuai penggunaanya dengan status subyek Hak
atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Yayasan yang merupakan Badan

Hukum.
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PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Hukum pertanahan di Indonesia tidak mengenal adanya ketentuan
nominee.

Perjanjian nominee (pinjam nama) tidak dikenal dalam hukum pertanahan
di Indonesia, tetapi perjanjian ini sering dilaksanakan demi kepraktisan apabila
dalam hal peralihan hak atas tanah seperti jual beli, apabila subyek pembeli hak
atas tanah tidak sesuai dengan obyek hak atas tanahnya, contohnya Badan Hukum
Yang ingin memperolen Hak Milik. Dalam transaksi demikian seringkali
digunakan nama orang lain agar sesuai dengan subyek pembeli hak atas tanah
sesual dengan obyek hak atas tanah yang akan dibeli, contohnya memakai nama
orang lain yang meupakan Warganegara Indonesia tunggal (Pasal 21 ayat 1
UUPA).

Perjanjian nominee dilarang, karena Perjanjian ini merupakan salah satu
bentuk peyelundupan hukum oleh badan hukum, seperti pemilikan badan hukum
(Yayasan) yang menggunakan nama karyawan (Warga Negara Indonesia) untuk
memiliki Hak Milik dalam transaksi Jua beli tanah, disebabkan Tanah yang
bersangkutan masih mempunyal Hak atas tanah adat..

Putusan MA nomor 3670/K/pdt/2001 sesuai dengan ketentuan
Pertanahan di Indonesia.

Sebagal aat bukti yang sempurna, akta otentik (termasuk akta jual beli)
bersifat mengikat dan sempurna yang harus diterima hakim. Hakim seyogyanya
memutuskan bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut adalah pada
orang yang namanya tercantum dalam akta jual beli. Walaupun dalam kasus
diketahui bahwa Y ayasan PT.Bhaita dan karyawanya telah menyiasati pembelian
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lahan dan bangunan dengan status Hak Milik adat telah melakukan
penyelundupan hukum. Namun, keberlakuan aat bukti yang sempurna dalam akta
jual beli tersebut menjadi batal dengan sendirinya, karena sedari awal perjanjian
jual beli yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta tersebut telah menyal ahi
ketentuan Undang-undang khususnya 1320 KUHPerdata dan Pasal 26 ayat 2
UUPA.

Sebagai akibat dibatalkanya akta jual beli, maka dianggap tidak pernah
terjadi jual beli diantara sdr.Bedjo (trustee/pihak yang dipakai namanya) dan
PT.Ceremai Agung Raya. Maka bagi pihak yang dimenangkan oleh Mahkamah
Agung, yaitu Y ayasan yang merupakan pemilik sebenarnya dari obyek tanah dan
bangunan yang menjadi sengketa, dapat mel akukan permohonan hak baru kepada
Negara atas hak atas tanah tersebut, agar nantinya kepemilikan hak atas tanah
sesual dengan subyek hak atas tanah yayasan, yaitu Badan Hukum.

3.2. SARAN

1. Hendaknya suatu badan hukum, seperti Y ayasan tidak melakukan jual
beli dengan cara nominee hanya untuk memperoleh status hak milik,
tetapi masih bisa menggunakan cara lain seperti perubahan hak atau
pelepasan hak disertai permohonan hak baru.

2. Hendaknya PPAT/Notaris menolak jika mengetahui adanya
perjanjian/jual beli dengan menggunakan cara nominee, dengan cara
menanyakan lebih lanjut klien latar belakang dibuatnya perjanjian jual
beli agar Notaris/PPAT dapat menerangkan resiko hukum yang dapat
terjadi apabilajual beli menggunakan nominee tetap dilakukan.
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" DEML KEADILAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ES8 M

Pengadilan r-le-;;c::i'ﬂakas.i ¥ & rnr.-_!.muriksa dan mengadili:

perkars perdats tingkst pertams telesh memberikan putus=an ue-

lberti tersebut Jdibawah ini didalan perkera antara

SETSKANDAR MURAT, SH, Haotua Yasyasan Kosejaitsrasan Xeluarga P,

A

=R,

e
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Ghaita, sloamat : Wisma Bholta Jl.Cilosa-

ri Wo,33 Manteng, Jakarta Pusat, memberi NE
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%‘ kam Xuasn kepeda NOREL MDKMIN, SH, panga]’
(219

Eh cara berkantor di Wisma Ehaita JL.Cilosa l
ky LY K -1
i “%ri Ho.33 Menteng, Jekarta Pusat, bergs - fJA
¢ Yis LA
‘sarkan Surat Kueass Rhusus tertanggal 2= }i
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1

e

Juti 1999 ; s
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SR
Solanjuinys cissbut sobagai PERGLOULAT

LAMAR

BEDJ DO, Alsmzt : oi Komplek BDN Ceremal Agung Haya Glok -
XV Mo.l RT.09/08, Jativaringin, Pongak -
Guﬁn, Bekasi ;
Sslanjutnya dissbul ssbeagal TERGUGAT
Pengadilan Hegeri tersebut
Satelsn membaca bsrkas perkara
Sptelah maﬁdangar éauab—jauabab kadua belgh oihak ;
Satélah mondangar Leterangan saksi-sshksi dan alat buktil
kedus belsh pihak yang diajukan ke Persidangan ;

TENTANG_DUDUK_PERKARA

Menimbang, bahua Phhégugat dengan surat gugatannya tur-
tanggal 16 Nopembes 1599% yang ditsrimes dan terdaftar di Keps
nitersan Pengadilan Hageri Bekasi tanggal 18 Napember 7990 -

dengan Rsgilster Mo, 238 /84 /6 /1999 /P, Blks Ltalan mangemukakans

sgbagal .+«
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Bahua sekitar bulan Juli jog3 atau. setidak tidaknya gj-

tahun 1923, Yayasan Kasejahtoraan Keluarga P, T, Bhaita-

—— e

{Peiggugat) telah membeli 3 upit ruman dari PT.Curomaj-

Faung Raya ¥ong berlokasi di Kamplex Ferumatan Karvavan

Hank Dagang Negara Jatiunrjngin, Pondnalk Gode, Hokegi
Ukteh warems bagmah tersebut Corupa haw milil adat, mansy-
rumsn tanah tersebut_tidak bisa Laﬂﬂﬁungﬁq;itaa Narmakan

PgnggugaElﬂuntuH:mcngatasi maszlah ini maka rumam dan =~

s SR T

S i Free

tarnah tersehot disapakati unLukm;;HgH£aéE_ﬁinjam n:m:Hh
-\_‘_‘—'—u—.._._. e ¥

Ketiganmya adalgh Pegawai PT,Bhaita ¥and disantuni glah-
Vayasan., Maks dibuatlah akta jual beli di Netaris fAzhar
Alia, SH Lotaris Jzkarta ¥ang beralamst J1.KH,Wshid Ha-

syim No.85 Jakarts Pusat maaing Mazing memugang akts

Nomor

a. ABCUL FATTAH akkta Neo,13

b. B E D J 0 akta No.14

c, M.SYAFRUDDIX LUBIS, .akta No, 15

ODahua tujua& &arj pémhalian rumzh -rumabi tersebut pleh -
Perggugat adalah sebagai rumah dings Yayasan dengsm ty-
Juan wntuk mampyantuni pars karyavan PT,Parusahssn Fela-
yeran Bhaita (disingkat PT,Bhaita) dimsna PT.Ehaita ada
labh pandiri cart Tayaaan-haﬁejahtaraan Haryéuaq‘PT.ahai
ta, olsh karena rumah terssbut adalah rumah dinas Tayas

an [Fernggugat) maka Narge penbelian das biaya peravstasn

ketiga ....,
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ketiga rumah maupﬁn perbaiksn rasilitas jalan dibiayai -
oleh-Panggugat ;
Bahua Tergugst, begitupun Sdr.Abdul Fattsh dan Sdr.t, -
Syafruﬂdin_Lubis direrkenankan oleh Fenggugat memempati-
Tumah/tanah terasbut tetapi bukon untuk dimiliki, unouk-
ttu Pengguoat meqétapkan status morpks sebagal penyewa -
dengan biays sews komsesioner ¥&ng sengat rendah moreka-—
MEMbDayar sewa atiap_bulgnnya kepada Téyasan {Penggugat]—
melalui PT.ﬂhaita, dengan kats lain gzii mersks dipotaong
oleh QT.Ehnits setiap bulannys untuk membayar sewa rumsh
kemudian PT,Dhoits meryetorkan kepads Penggugat

Bahuwz dokumsn-dokumen asli monganai jual keld rumah/ta -
azh tersebut disimpan olah Penggugat dalam hal ini diper
ravakan kepeds Tergugat dzlam jabatannys celaiku Bendaha-
ra Tafagan . T | .

Eahwa rnada tzhun 1990 ketika Tergugat mengundur«sn dir:-
dari kepengurussn Yayasan Kozejahtersaan Keluarga PT.Hhz
ita sekaligus mengundurkan diri dsri P.T.Bhaits selaky -
kKaryswan, surat surat tanah tersechut tidak ciscrahkan ke
pada pojabat penggantinya Sdr.Sukamtao, Belakangan malah-
surat surat tanahkrumah tersebut sudah tidak tagi disim-
pan aleh Pangougat kacena telah disérahkan oleh Tergugat
secars tznps kuass dari pemilik SESUNgJUhnysa 5eléin kepa

da dirjnys dan juga kepada 5¢r. Abdul Fatiah gann Sdr.m, -

yafruddin Lubis tanpa 5apangstaﬁuan Perggugat

Bahua Pengougat pﬁrnah mangingatkan'kﬂnada ]erguﬁét 38 -

jek Targugat sudah.tidek lagi manjadi karyaﬁan P.T.Bhaitg

sadanokan rumah yang tarlatak ci Kamplek Bank Dageang -

Negara ...
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Hegara Caramai ﬂgung Rays Blek gy No.1 RT,
WYaringin Pondoy Cede Eakas: torsebut dxperuntukkan untulk
kKaryvawan P.T;ﬂhaita yahg mamhutuhkan, dan oleh karens _
Tsrgugat sudah tidak lagi sebagaij karvauan P.T, thlta 5
Maka kepada forgugat dimintg agar tgrhitung Eanggal Fsg
bruari 1693 ﬁﬁnysrahkan kembali rimah milil Pengqugas o
rang Jdidiami Fnrgugat. MEMUN Lermintagn Lty tidzp diteng
gapi dormikian pulg ;urut SuUrat PLn1gugat lalnnya ¥ang mg
nyanokut masalak ruﬁanf‘anah tarseout tetap tidak ditang
22,1 dergan baip olsh Tergugat, Jurat surag tanah /ruman-
Juga tetap dipagang Tergugat

dahuz pads tahun 1949 di55 dasar itikay baik da, kesadsy
A7 yeng baik 5;:,Abﬁul Fattah dan Edr.ﬂ,EvafruﬁDiﬁ Lubisg
“elab socars fe:nl membeli reman YENg merelka tempati gp.o
el Penagugat i

Batiug 50 jek uikuasainya abyak qEHQkaua oleh Taruugst, -
Fenggugat menderits kerugian Cerupa tidak dibayarnya Bk
i85 harga S52wa obyek sengkets sdbesar Rp.EDU,DDE,~f1a
ALn olsh Tergugat terhitung selak tanggal 1 Pebruer; -
1991 sampe i ﬁaﬁgan S4rat gugatan ing diajukan ;

Baiiva akibat Perbiratan maelauan hukum Targugat Pangguoah
talah dirugikaﬁlsacara Imnateriil Harena dibuat ticay .
Mampu berpbuast ~adil tﬂrnadap kKedug PeEnyeyg yang laln.yanq
natabane tetap menueyar sewa sedbnnkgn Tergugat tidak g
ma sakali, hgzi Wana berdampsk Eﬁngsuﬁg pgda kredinilita:
Penggugat dimata g8luryh kKaryavan P.T.Shaita yéng mempu -
nyai hak yntyk ﬁenemnati rumah yang cltempat1 Tergugat , -

keaamuanya itu tidak dapat dlukurfnlnllal dengen matnri-

namun L he ey
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namun demi tercepainya suaty Kopastian hukum dengan mem-
perhatikan nams baik, kredihilitas dan reputasi Panggu -
gat selama  ini maks tidaklah berlebihan apabila ditetap
kan dengan sejumlah usng sabesar Hp.1.dDD.GDD.DGD,— isa-
tu milyar rupiah) :

Bathwus dari ursion pada:pﬂsita diatas dimsna Torguget ti-
dak baritikad kaik uvmtuk menyelesaikan parkara aqua, ads
lah wajar jika Fengougat khauatir;Te;gugat hﬁndak menga -
singkan hartaz keka%ﬁannyé guna menghiﬁderkan diri dari -
kewajibannya ménferahkan rumah dan membayar bisya scua -
kepada Pengguoat oleh %arsnz ity EBuxup alasan bagl Peng-
qugat mahon zgar Pengadilan Negeri 9ekasi melakukan =zita
jéminan {canacr&atair Haslaag) terhadan rumah dan Lanah-
yeng tarlecak di Hoﬁplek Benic Degerng Nzgsra Ceremai =
Agumg Raya Blok IV Mo, RT.OD% /AW, 06 Jativaringin, Pandok
Gede Bekasi yang saat ini.mcnjadi obysk serngketa maupun-
ternscap harta ponda milik Tn:gpgat_barupa mobil-mebil
pribadi dengan nomor polisi 8 1137 HW codan Suzuki forsa
warna hijau dan 0 2128 MH merk Kijang warns hijsu mauaun
parabotan rumahl tangoga miliknyva ;

Hahwa gugatan Pengouget didasarkan ztas bukti bukti ozen
Lik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak =
dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga te -
lah mamenuhi kotentuan pasal 187 HIH; maka kaputusannya-
patut dinystakan dapst dilaksanakan lebih dahulu (Uit -
voerbaar by Uoé;raad} maskipun ada buntakan, Banding -
stau kaszasi ; .

Hahwa agar Tergugaslt sagera mengosongkan obyek songketa -

o

1= 3 R

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012

T LS T By LEEALLE TR oo ooy T R I PE o



T

.-1._'I

dan selanjutnyé vntuk diserahkan kepada Penggugat dalam-
kezdasn kosong dan baik serta tanpa beban apapun dap -
agar Targugat melakukan balik na.na atas rumakh dan tapngh-
sengkéta tersebut yaity dari nama Targugat fBadjuJ men ja
i @tas nmama arang yang ditunjuk wlan Peaggugat, dslam -

Lo : c
hal ini EBendakara Tavasan ;

-
(]
s

Zahua agar bergugst meontasti isi Autusan Fenaadilun, zes

lah adil dan Aatut apsbila Pangadilan menghukum Tergugat

untuk membaya:-thg paksa [duangsnm} tebgsar Rp.1.000.000

(S5atu juta ru;;ah} setiap hari keterlsmbatan PEngOsuOngan
@an panvarahan rumah ;
Maka berdssarkan hal-hal yang telan dikemukakan digtas, deng
an iﬁi Prnggugat mchon dengan hurmat, sudilah wiranyzs flaje -
Lis Hakim Yang memsriksa dan mengadili parkara ing FMEMUL g~
kan
e Mengabelkan guzatan Penggugat selurubnys |
2. Menyztakan ?E:gug;%'telah m2lakukan parbuatan melszuan Mu=
kum kapada Penggugat
2. Manyatakan Panggugat adalah-pumilik Tumzh boserts tapzh-
terletak di Hamﬁluk Bank Dagang Menara Ceremai Agung Ra-
ya Blok Xy Lo 1 FT .09 /AU, 08 Jatlud Tingin Pondok Geae, He
kasi yang SEthErﬂYd b
&, Henghukum Targugat untuk melakukan Salik nama atas =umah
tan tanah 5enghpua tersebut, yaitu dari nama Tergugat -
{Hadjo) monjadi atass nama Sdr.M.Faried Djujukﬁaumc, Bon=
dahara Yayasan Fesajahteraan Kgluarga P.T,bBhaita ;
3. Menghukum Tergugat untuk SEQELSE mungosangkan obyek seng-

kota dan Julanjutnya untuk diserabran kepada Perggugat -
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dalam kseadoan kosong don baik serta tanpa beban spapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan dan
menghukum angugap untuk membayai uang paksa (Bwengsom)-
ssbesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari ke
Larlambatan Azngosongan dan penyerahan rumah sengketa ;
Menghukum Tergugat univk membaysr harga sews rumah keria -
da ?Enggugﬁt sabesar Ap.300.000,-/tahun ternitung sejak-
! Pebruari 1291 sampai T'E;-gugat menyerahikan kepada Peng-
gugatl obyek sanquta dalam keadaan kcsong dan sempurns -

ayf

L]
citenbah bunga sebesar 6 % sebulan setiap keterlambatan-

Torgupat melaksznakannya ;

L}

3

Menghukwn Tergugat untuk membayar uang sajumlab ........
Rp.1.000.000.000,- (satu milysr rupiah) kepada Fenggugat
sebagal gentl rugl stas kerugisnm Immaterial ditembeh -
bungs sebesars 6 % setiap bulan keterlambatan Targugat me
lzksanakannya sejak.gugatan indi dimasukkan, sémpai selu-

rufy uvamg tersebut dibayar lunas ;

(%]

2. Manyatakan ssh dan berharga sita jaminan terhsdap rumzh-
can tanzh yang terletak di Koemplek Bank Dagsno Nogaras Ce
ramai Agung flaya Blok XV Mo, RT.09/RU.0B Jatiwvaringia -

-

Fondok Gede Bewosi, mobil cedan mevk Suzuki Forss MNamar-

HERR FRELTECNCN [ T A PR

Palisi 8 1132 Hil.warnz hijaw, mobil merk Kijsrng Nomar Pg
lisi B 2128 NH warna hijau, beserta seluruh narts benda-

"milik Tergugat ;

e g el o

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan tarlebih dahuoliu,
sekalipun ads paflauanan atau Banding atsu Kasasi :
11. Fenghukum Tergugat membayar selurun biaya psrkara

SUBSIDATR

Apabila w.vs.vs
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fpabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yany -

éeaﬂilhaﬁilnya (ex aequo et bono) sabagaimzna layaknya

pera
dilan yang baik dan beruibava ;
Menimbang, bahua pada hari persidangan Yano telah oi -

tentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanva yang her

nama : Narel "okmin, SH Pargacara terdasarkan Surarc Fuz:sa -
Fhusus tanggsl 12 Juli 19539 dan uniuk Ainak Tergupat dstang

menghsdap sendiri 4

Menimbang, bahua Pengadilsn talah barusaha untuk mep -
damzikan kedus belzh pihak yang berperkera tersobut namun -
tidak berhasil, maka dimulsilan semecikezan perkara ini da-
A9en mombacakan surgt gugatan Ferggugat dan atoas pertonyaan
Hakim Kozuyug Eanggugat tenyastakan tetap puda gugatannya
Menimbang, hahws atas gugaten Fanguucat tersebut,; pj -

b

hak Terouget telah mangajukan jawabannya tertanggsl 2ﬁ Da -
fember 19959 yang becbunyi s8fagai herikut
1. Eekilas tentang Yayasan Kesejahteraan Héluarga PT.Bhaite
a. Pendirian Tayasan
Tayasan didirikan Fada tanggasl I3 Januvari 1587 dengan
akts yang dibuat dihiadapan Notaris DARSOND PURNOND -
2100, SH besrnomor 49 :
b. Tﬁjuan Tayasaﬁ.
Pa;al & Anggaran Pendirzizn Tayasan berbunyi
" Yayasan ini I:IEI.tulean.mElma_ju_kan
Fasajahtaraan spirituil /material keluarga parz karya -
wan dan orang ﬁrang yang telah bariasa tarhadép Persa-

roan PT. “BHAITAM khususnys dan Masyarakat Indonesia -

pada umumnya " ;

C. Jdabatan
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©. Jabatan Torgugat didalam Yayasan (Pasal 15 Badan Pang-

ﬁrus} 5

:
i
1
1

Tergugat menjabat sebagai Bendahara 1 Yayasan sajak -
Tavasan berdiri, hingga Tergugat mengﬁndurkan diri tang
9al 1 Pobruari 1991 ;
d. Weuwanang Tergugat dalam Jybatar dendahara I :
Sesuai oengan pasal 11 ayat 3 akts pendiriun Yayssan -
Bahury Eanéaharalmnndampingi.Hstua dalam hal Keuangan ;
6. Parubakan Susungn Pengurus
Dzlam kurun UHkItJ1D tahun Terguuat menduduki Jabatzn-
Sandahars 1 telah terjadi pergantian Ketua, yaitu pads

tamggal 14 Jyli q9ma Alm.Bagak A, sbdul Manap diosmti -

kza pleh Pp.lskandar Murat, SH x
2. freonologi Tentang Pembelian dan Pemilikar, Tansh Fumah
- Pada bulan Jsnuari 1982 Ketua YKE PT.Bhaits mulsi mang
adafan nagosiasi dengan developer PT.Cercmai Aguny Ra-
¥4 yano berkedudukan di J1,Premuka Raya No.&1 Jskarta-
Fusat., Lokasi provek vana dipilih zdalsh diwilayah ~an
dok LCede Lﬁnmplek.ﬁak Dagsng Megara). Dalam hal ini &

Bzpak H,Abdul Msnap jugs berkedudukar sebagai Komisa -

ris pade PT.Ceremzi Agung Flaya ;

=

Padz tanggal & Pebruari 1987 di;Qpai kesepakatan dan =

dibuatkan perjenjian dibauah tangan untuk pembangunan-

|
]

rumah sebanyak 3 uriit. Jangka vekty FEMbangunan rumzh-

é disepakati dalem 6 bLulan. FPemikiran ¥&Nno ads pada saat
% ini adalsah bahqg rumah rumah fersebutl akan diangsur a
! oleh para panghuninya ;

i
i
%

B
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Jean

.1, Pras

arana jasringan listrjy belum disslesaiﬂan -
denoan pLy ;
£.2. Instalasi Tistriy Pada bangunan colum uiharjgkan

F8Ma cekyig I

T
i

Foembuatan Frasazana jzlan Komplegs ¥ang diperty -
F2s dengan sipe, sertg Pembustan STainages belyg-
dikerjakan ;
C.4. I.M,H dari Pemdgs belum diperalah
Fanyerahan_}dﬁah dilakukan kerada Tergugat (Eedjo}, -
Abdul Fatigh d3n Rukmin S.Kasan 5823081 karygign vang
ditunjuk untuk.manempati Famaly ruman iersebut. Akan- -
tetapi SBxitar bulan Januaps atay Pebruari 1983 tap _
nvata Eauda;a Aukmin, 3. Kasan dipiﬁdeh tugaskan ka -
PT.0haity Cabann Soreng Irian. Dslap bulan Maret 1983
Wm, Bapak Ors.Dijong Sast:omidjnjo {Dizut PFT.Bhajits-
pandiri YKK.P[iEhaitaJ Pada suasty Kesampatagn borbica.
Ta masslah laip dangan Tergugat tan Alm. Bapak HoAboul
Manap (Dirksd dan Kety, TR P Bratea) dikamar 314 -
Euiluing F Kartika Chandra maﬁyampaikan
(o, % 5 ngn;aéltsrhadap Tergugat MeNgEpa helim menampg -
ki Tumeh padaha] fumeh sugah diterims i
g.2, ?erubahan Pikiran jika semula Para penghuni g3 _
minta MENQeng sy harga tumah, mesjadi fipinjam -
naManyanuntuk Pemalikan rumap, Parubahan ini di-

nilai Perlu karena Jika karysuwan /3NQ menompat -

rumah dimintz MmEngangsur, Maka tidgk f@sual CEN O

i 12
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an tujuan pendirian Yayasan dan jugs Yicak ada

motiwvasl untuk pengembangan lebih ladjut supasya

semua kKaryawan mendapst kesempatan yang sams

.1.1. Terhadap tegoran dialas Targugat m=rmjauab bah-

wa bealum bisz pindah karena keadzan =umnain cdan:
lingckungan masih sspsrti ?.c diatas dan jugs

bslum ads calen pengnuni iain yang siap pindai

T 4 R

Terhadup jauvaban Tergupgat tersebut Alm.Bapak

Ors.Dijona Sastromidjojo tetap memerimtahkan

T T T

a. Kepada Terguoat untuk ssgers menglisi ruomahes

e e

tersebut dan Tergugst diminta menjaci pic -

}nu: %

Dy il

t.”Keﬁada dapzk H.Abdul Memap yang juoga s=baga

I
L1%

Komlssris pada perusahaan davelopeor dimicmts

menekan PT.Ceremai Agung Raya aygar bisa se-

R

7
RS

gera menyolezaikan kekuranuyan pekerijsannya.

(m B
*

]
=

Terhadap pominjaman nams, Tergugatbt menga jukan-

Qe

keberatan dam tidalk borzedia namanya dipalkai -

L

urnkuk memilikl rumah/tanan yvang bukan milik, -

pribadi demgan alasarn tahws denpan dipakainya-

HEIETERT

rama Targyugat, maks tertuvtup kemungkinmas bagl-
Tergugat untuk memilik] rumah dangan fzsilitas
kradit KPA-BTH. ATas kebsratan lergugalt tersa=-

but akhirnya meweks (Alm.Bapsk Ors.Dijono Sas-

BLIRES

trqmidjuju-Dirud dan dapal H.A.Manap-Dirkad/Ke

tus YSyssen) memastikam Lidak pinjam namu. Ha-
mun damikian Tergugeat tetso dipatong gaji durl

PT.Bnaita sebesar Rp.25.000,- untuk menghindar

e L Lot A e b

Kafk s
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kan rasa iri dari keryawan ¥ang lain. Dalam-

kesampatan ity juga Tergugat tanyakarn bagai-
mana kalau suaty saaf Torgugat kelyap dari -
AT.Bhaita, Bapak H.ABdul Manap menjolaskan -
tidak jadi mesalah asal sudah meriampati ry -
Mah tsrsebut minimsl 2 tahun. Setagai jamin-
&0 tentang kepastisa tarsobut flm,.B8p.0rs.Di-
jono Sastromidjoje menjanjikan tidak akan -
ada perjanjian dibauzh Langan untuk pinjam -
nama. Akta Hotaris ¥Yang akan segeras dibuszit -

merupakan bukti kepemiliken akhis I

.

2.0, Padz tangosl 1 Meji 193 walaupun dengan rass berat Ha

Y1 Tergugat aindah karumsh bagy {vano menjadi 2hyek -

gugatan) di Blolk AV Na. 1 Komplek BON Jativsringin -

=z

Pondok Gedo denczn kondisi masih sepertl catatan 7.c.,
Z.f. Tenggal 6 Juli 19a3 #tas transaksi pembelisn rumah -
tersebut dibustkan zkta dihadapan Wotaris Azhar iz,

SH sssual dangen akta No. ja tertznggal & Juljg 1983, -

- hktas Notaris dibuat stas rams Tergugal (Bedjo), Abdul

Fattsh dan Sysfruddin Lubis, NDalam hal ini tezjadi pe

E
i
;
B
E
d
%

rubahzn nama pemilik dari Aukmin 5.Kasan menjaci Sapf

oy

ruddin Lubis ;
4 £.9. Medio Oktober 1983 #tas parsstujuan PV.Ceremai lgung-

Raya pembuztan drainage dan rengerasan jalsn deagan -

ST

sirtu dikefjakan oleh Targugat, tengan beban bisys oi

bebankan kepada FT.Ceramai Rgung Raya ;
2.1h. Tanggal 15.Hpril'195ﬂ (sotelah %1 bulan Tergugat ma -

nempati rumah tanpa serana panarangan listrik) listrik

I:]Elri LI
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dari PLM baru bisa disambungkan ;
Dalsm minggu I bulan Juli 1984 kedua kuda=-kuda rumah -
fargugat patah dan rumah rusak berat. Untuk mengetasi-
masalah te:sqﬁ§}_hapak H.Abdul Manap memerintahkan Ter
guogat untuk momperbaliki rumab Tergugat dergan biaya.di
ba bankan kapaaa Fi.Ceremsi Rgurno Raya [(diparhitunghkan-
gdengan sisa pemtayaran) H

Tanggal 1 Psbrusri 1991 Tergugat mengundurksn dari AT.
Bhuita isabaéai kzryawan) dan juga dari jsbatan Henda-
hars I Yk« FT.Bhaita {satelah bekerja 15 tahus di PT.-
Bhaita dan 10 tabkun menjabst sebagai Hemdahars I THEE, -
ET.Bhaita) ; =
Fada tgngg;-]_.?‘? Januari 1394 Targugst ciundsrg oleh -
Keiua YEK PT.Bhaita unturk hadic psda pests perpisszhan-
Targugat sebagai bendahara | (3 tahun sstelsh Tergugsat
mundur dari jobstan tersebut). fcara disalenggarakan -
disalah aatu restoran di Hotel hiltaoa. Dalam aecazs tér
sebut Terpugat diberi kenang-khenangan berupa 1 buzh -
penjepit das{ torouat dari emas seborat 10 gram. Mepuy-
rut panjelssan Bapsk Ketus Yayasan, pemberian terssbut
sobagai pangHargaaﬁ dan resa tarims kasih terhadap pe-
rgabdian dan dedikasi Tergugat pads Yayasan. Hadir pa-
da acara tersebut selsin para Penmgurus Vayasan jujga -
scda 3 orang dari luar., Metiganys zdalah Notaris dan -
stafnya. Satelah acsra perpisuhan selesai Bapak Aatuz-
Yayasan menjulaskan mengapa cdiuvndang jugs Ngtaris da -
lam acara perplsahan tersebut ysitu agar Tergugat bec-

. ' : I
sadiz menanda tangami akta pemindahan hak atas tanzh/

rumah ...,
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rumah yang Tazéugat tempati, akta torsgo telah dimin-
ta disiapkan oleh Notaris . Dihadapan semus tamu Terqu-
get jelaskan duduk persoalannya den oleh karena itu -
Sang Notaris tigak bersedia malanjutkapr pembuatan akta—
¥Yang dimaksud. Karong Bapzk Katua Varasen tidan berke -

man, maka acars larasung “inubarkan ;

i

3. Hoaklusi Jauaban.
Dari uraian point 1 dan 2 diatss maka komklusi jazweben -
TE;E;E;E_;;;;;;I;E.gugaten gugaten Peraggugst, kecuali hal
\Q&j ¥ang secara tegas diakhi

B T T E—

3. 7. Hel-hal yang diakul

3.1.1. HancrBihua telah terjadi pembelian tanahb 1y -
mah oleh Yayecap Fesojahtarazn Kaluargs Fh 2ha
ita ozda tahum 1982 bukan tanun 1803 atav Ly -
nun 1993, tetspi tidak Pinjam nama seperti di-

s ungkspkan dslam point 1 gugstan ?anggugz: ;

-

1984 hingoga Januari -

/3.1.2) 8enar bahu;,aalamantahgi
|,__\_ ~ P‘_,_,-'-" - v

—

R S
B
ita {lihat 2.d025-1-dlatas) ;.

3.2. Hal-hal yanuo aibantah
3.2.1. Tidak benar bahwa namz Tergugat dipinjam untuik
kepemilikan tznah/rumah varg Targugat temoati-
sekarang. Kesapakatan somantara pidjam nom: se
perti}diunékapkan padz point 1 gugstan Farnggu-
gat thaak ada karena sejak auél Tergugat mano-
lak dipinjam namanya; s?hagaimané dfjelaskan -

pada point 2.d.2.1. diatas :

Dengan demikian pernyataan Ponggugat pinjan -

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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‘“—-\.._‘_‘_k A 5..1--‘5' ¥
nama sementara adalah merupakan—Tpaya pembatalan

sepihak terhadap apa yang telah dilakuksn oleh ~

rengurus { Ketus dan authoritas badsn pandiri)
terdatbiwlu. Ojieh karenma itu pernyataan tersebut -
cacat hukum, sesuai dengan pasal 1328 B.L. yang-—
berbunyl @ " Sonua marsatujuan yang dibus? saca-
Ta syah berlaku sebagai undang-undang bagi mers-
ka yang membuatnya. Persstujuan-persetujuan itu-
tidak dapat dituarik kembali selsin dengan szpa -
kat k;ﬁua belab pihak, atau karena alasun-alasan
¥ang c}eu undang=undano dinyatakan cukup untuk
LER

Dangén demikian Saser zlasan vsng dipaskai seps -
Gel daser gugstan seperti diungkspkan pads -oint
1 gugatan cecat hukum ;

Tidak berzr bahua Pengougat telah membiayal per-
Eaiaan fasilitss jalsn dan bizya perawvatanm sepers
£l ﬂiqukapkan pada gugstan point 2 seperti te -
lah diﬁraikan pada point 2.g dan 2.i. diatas : °
dahwa tujusn pendirian Yayasan acdalah seperti di
uraiksn pada point 1.0, diatas jadi bukan turtu-
duzn membuat rumah dinmas dan manvantunl Kapyawan
PT.Ehasita. Apa yang dimaksudkan dlah Penggugat -
dalam point 2 adalah lebikh marupzkan xebijaksans

an pengurusad darl psds tujuan, dimans kebijaksa

naan barsifat Fleksibel terhadap situasi dan kon

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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Pa Kussa sarat surar tanah/rumsh kepada diri zondi

ri, Abdul Fattsh dan dyafruddin Lubis sobagaimang

dinyatakan“pada point 5 gugatan Penogugat, adslah

suatu tuduhan yang mengads-ada ;

Hahus dalam point 7 dinyatalkar talah Lorjadi pem-

belian ruma’ yang ditompati clah 5dr:ﬂhdu1 Fattah

dan Syafruddin Lubis olsh mereks sendici buksnlah
zlasan unéuk menggugal pads Tergugat, karasnag kg -
dudukan keduanys adalah sebagal karyawan P1.Bhsi-
ta yang nqta bene ha-us tunduk pada kabijaksanaan

PT.Bhaita, dimana YHE PT,thita juga merupakan po

fegang saham PT.Bhaits dan ielas memounyal kepan-

tingan secaras iangsung -

Fakhazwatiran Pengguget bohys Tergugst fendalk mern

2singkan harta kekzyaannya gune menchindari Kuwa-

Mibannys menxerahkan rumah kepada Panggugat dian -

kexhawatiran ini dipakai sebagsi dasar mengajukan

sita jaminan, adalah merusnkan alasan yang dicari
czri karena ;

A S el ) ﬁingga saat ini Terguga® tetap tinggal -
ﬁi:umah ¥ang sama. Jika Torgugat mempu -
nyai itikad yang tidak héik, maka tanah/
cumah tar;ghut dapat dijual aleh Targu -
gat tanpa ada pihak yYang dapat mencegah.
ﬂalam.hal ini Penggugat hanya mau mali -
hat gnaknya tempa mau melihak ﬁégaimana—
penderitaan hatinllargugat selama menem-—

pati rumsh tamps penerangan listrik, =

tanpa ......

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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4
g

3,.2.8.

G.2.80 2.

tanpa jaminan keamanan, tanpa sarana jalan -
serts dreinage yang memadali dan tarasinc ka-
rona belum ads tetangga. Kesomuanya itu dila
kukan karena Taerguosl percaya pada jawinan -
serta taat paﬂa aarintah stasan yang memang-=-
barwenang =zashb ito ;

Terguéét.m&ngundu:kaﬁ diri SBDEQE?
Rarﬁ?uan.HT.Hhaita setelah bekerja selamz 15
tahun dengan predikat baik Bendahara I YKK -
PT.Bhaita sctrlah menjabat 10 tabun jugs de-
ngan predikat baik (lihst 2.k. diatas) ;
Cengan mengungrapkan Tergugat tidak berit: -
kad bsik menunjukkan bLabuaz Pengougat Selah -
memtutakan mata hetinya sercirl hanys untuk-
h3uhtungan pibaknya. Oleh karenz 1tu perrno -

honan sits jaminan {(conservatoir oeslasg) me

rupakan permochopnan yan tidak mendezsar
P ¥ )

Bahwa Tergugat telsh barbuat melawan hukum dangan me-

nempati r?mah yang ﬁffaﬂdﬂﬂﬁnié_ﬁﬁhiﬂggﬂ hardampak =

langsauvng kredibilitcs Perpgoaat dimate selurub karoys-

wan PT.Bhaité yang mempunysi hak menempati rumah yang

ditampati Tergugat ssbagaimesns dinyatakan pacds point-

9, adalah ﬁanunjukkan wetidak mampuan Tergugst dslom-

mewwiudkan tujuan Yayasarn seperti diuraiwen pada poin

T.b. diatas ;

Tidaw baner bahws Tergugat malakuksm perbusbtan mela -

wan HAukum denoen manempati rumah yanmg buken hak Tergu

galt, karena Tergugat telah manempsti rumah ses5ua il

dengan ... as

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012



dengan garis kebijaksanasn pejabat yang memang“héilﬁ”gngq

untuk itu ;

4. Marmochonan kepads Majalis Hakim
Atas dasar penjelasan tersohyt diatss jelas banua gugatan

Penggugat tidsk mempunyal kekuatah hukum dan tidk disar-

21 dengan bukti bukti yane auinentik o=n 5@MpUrng seily -

3ai alat fukti kuat., Oien karens ity derqan ing Tergugat -

mahon kepada Majelis Hakim : 3 1
Primer

4.1. Menyatzkan gugur atau sefidab tidaknys manyatakan me ¥
nclak selurub Sugalan Penggugat ;
4.2, Menghukum Fanggugst untuk membayar biasva perkars

Apabilz Pengadilan Negarj Hekosi berpandapat lain naka

[+t

Subsider
Dalam peradilan ¥ang taik, mohen keadilan ¥BNL seadil -
adilnys {ex aague st bano)

Memimbang, behwa slas jauaban dar, ferqugat tersebut
Fengougat telah mangajursn Repliknys tertanngal 29 Desember~
1999 dzn atzs Heptik.”anggu;at tersebut, mamudisn pibak Ter-
guazt telah menga jukan Dupliknya tertenggal 20 Jesnuari 2000;

Manimbang, bahus untuk membuktikan dalil-dali] qugatan-
ny3s Penggugat telah memgajukan bukti Eukti surat yang ssta -
lah dicgcnkkan cangan aslin?a Can bermeterai cukug, yaitn
1. Fote copy a. Rekening koran Bank Bumi Daya (SA020104) {P1a)

t. Rekaning koran Eanm.ﬂumi Daya_{ﬁFD?D1Dd}lP1hj
2., a. fotc copy tanda terima Akta Ju;l Beli bangunan berikut
Pengoperan dan penyerzhan hak atzs tanah Langgsal 27 Ju

1i 1983 (P.2a}

B EgkD s

AR P e
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b. Foto copy Akta jﬁal beli bangunan berikut pengopzran-
dan penyarahsn hak atas tanah No.14 tanégal 16 Juli -
1983 (P.2b) ;

3. a. Foto copy meno 5dr.Bedjo kepada Ketua Yavasan tanggsl

|
:
'-i

7 Suli 19B4 menqenal kerusaksn rumah (P.3a)

b, fota ceopy memo L.A.Manzp kepada Urs.Yuyun Padmadire -

dja tanggsl 7 Juli 1984 perihel pinjaman kunci rumah-

v,

vrtuk ditempati semenbarz oleh Sdr.Bedjo (P.3b) .

c. foto copy surat Yayasan Kessjahierasn Kelvargas PT.Chs
ita Ref. No.0O01/07/YKK/ /44 tanggal 11-7-19B4 kepada -
PFT.Ceromai Agung Faysz mengenal porbaikan rumah df =
dlgk H XV Ho.1 Jatiwsringin {(F.3c)

rt, Foto copy Surat jawaban carci PT.Ceramail Agung Haya
tanggel 7 Juli 1984 perihal parbaikan ruman [F.3d) ;

4. a. fFolo copy kartu gaji Sdr.Bedjo Tahun 1920 derngan ja -
batan Irmternal Cantrul PT.Bhaita (P.&a) ;

b. Foto copy kartue gajl Sdr.kbdol. Fattah tahun 195910 da-
ngan jebatan Manager Tahniwx PT.8haita (P.4hb) ;

Fobo copy Laporan Ksuangan Yayassn Kesejahteraan Kaluar

[¥a]

ga PT.Bhaita [Pihj ;

6. Foto copy surat dari Sdr.A.Fattah kepsda Yeyasan K.K.PT,
Bhaita tanyggaol El'ﬂgustu5'1991 mengensi sumpangan pem -
bamgunan jaian di Komplek BOW Jatiwvarinmgin masing=masing
Rp.300,000,-/rumah, keputusan ranst itu disetujul Tayss-
an disertai bukti kvitansi pemb;yaran sumbangan pangaszs -
palan jalan tersebut (P.0) ;

§

7. a. Foto copy surat deri H.A.Fattah Jdan S5dr.f.5.lubis ter

tanggsl 2% ﬂqrut 1984 dan tanggal 29 Agustus 9h¢ -

merganal .....

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012



mengenal koinginan mereka berdua unt

milik Yayasan yang selama ini ditempati (P.7a)

finbE ruman -

b. Foto copy Kuitansi rembelian rumah untuk Adr.H.Abdul -

Fattah tangqa% 12 Desember 19494 dan
tanggal 13 Dezambor 19%4 (vang asli

(P.7u) .

8. a. fotg Sopy Akta Pendirian Yayazan No, 4

ari 1981 {P,Ba)~,
B. Foto copy Akts Wotaris Ho.94 tanggel
merigenal susunan Pengurus fayasan (P
c. Fato copy Akte Motaris Ng,23 tangnal
tentang perubahan Fengurus (P.&8g) :
di.Fntu fopy Alita Wotacis Ho.57 Langgal
teng Parnvatezan Hoputusan Hppo+ meang
Sunan pengurus 'P.Ad) :

2. Fotao copy Surat fayasan Moo D02 AYKK/FTE
Februari 1591 kapada sdr,ﬁ.Fattah,-Sdr.
M. S3yafruddin Lybis mangenal permintaan
Fahkan Aktas Jusl Helj Henguaar berikuyt

Ayerahan hak atas tanah kepada Yavasan

unkbuk Sdr.NS.Lubis
Seda merakg berdua)
9 tanggal 23 Jurwu
20 Septembar 19gg
.Bb)

22 Pebruari 1994-

g Juni 19594 Lem-

L

#rnai perubahan si-

Al1L/91 tanggal ja-
8edjo SE danm 35d-.-
Yayasan agar manye
Fengjoperan dan pa-

{p.3) .

10, a. Fotga Copy perhitungan harga tanaiy gan rumah tahuwn 19%g

(P.10a)

b.foto copy perhitungen hargs tanah dan rumah tshum 71935

(P.10b) ;

117. Foto copy surat Yayasan Hn.O&thHfFTBj1993 tanggal & Mz -

fet 1993 kepads Jdr.dedio untuk.ﬁuf£nmuen membicarukan -

status tanah Yayasan yang dibeli atas nama Sdr,8adias {P. 11

12, Fota copy surat Yayasan No.012 /YHK-PTE /

Pemilikan hak..., Maulida Larasati,
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Juli 1993 wengulangi permohcnan Tayasan pada
[bukti P.11)} yang tek mandapat ténguapan dari 5dr.Bedjo-
(P12
13, Fote capy swreat Yeyasan No.07/fEK-PTd/1999 tanggal 07 Fao
bruari 199% kepadn Sdr.ﬂedjo.uafihaj 2
tidzk ditsnggapinya surat surat dari Yayssan
- minta agar Sdr.bBodjoc dapat mengoscngkan rumah milik -
fayasan karena i%dah adariya penyelesalsn/Lanagapdan -
vang bailk darizﬂdr-BaUJD (P.13) ;

14. Foto cepy surat Sdr.bedjo tanggal 9 Pebruari 19%9 kepada

Fangurus Yayasen HK PT.ghaita perihal rumah Yayssan (P13

1%, Fota copy surat Yavasanm Heseiahterzan Kelwuarga FT.8Bbaita
py Vay ] =

|

Hm_ﬂ?f?HH—PT£f1QE9 tangngal 30 Faret 199% mengenal psna -
tapan hargs jual rumah milik Yayzsan sebesar Rp.30D juta-
cun mengharspken $dr,Badjo dapat mentransfernya kereke -
ning milik Yayssan-{F.15) ;

16. Foto copy surat dari XKaotor Pangacara Narel & RAekan Ro.-
co?MAEAEL] /29 targgal & Agustus 1999 perihsl Somasi ter
akhir-(P.iEJ :

dan mengajuksn empat orang saksi yaitu

1. A.DIJUFRIADY

2, M.SYAFRUDDIN LUBIS

3. M,KUSERL &

&, H.ABDUL FATTAH
Menimbang, bahua para sﬁksi Panggugat tersebut telfam -

memberikan ketarangan dibawah swmpah yang pada pokadknya seo -

bagai berikut

1. Saksi A.DIUFRIADY s
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=~ bahwa saksi kanal dengan Fengyugat dan angaaét sejak ty-

hun 1986 oleh kasrena saksi kerja di FT.ﬁhaita dibidang pe

tayaranm dan Tergugat sokaranng sudah hénéiun A

-~ bahua saks? mangetahui FT.Hhaita Punya Yayasan Kesejshters
#0 Keluaroa PT.Bhajitg dar Yavazan tersebut Punya 3 buah
rumah yang dopat held dari PT.lsromai fgung Ra. s Fa8NG ma-
sing-masing ditempati olan H.Lbael Fatgah, 1. 3yas fruddin
Lubis dan Eedjo_qan sEpengotatvan saksi meroka bertiga hsa
nys menempati sajs dan bukan dimiliki

= bzhua rumah yang ditampati Tergugat (Bedjo) letaknys di-

Elok B XV Mo, RT.C3 /08 Jativaringin, ¥ang batss-batasnya

Jebalah Ytars -+ duly rumahnye Ruay sekarang Agus :
Sebelah Timur i Rumah Pak Luybis
Sebelsh Selatsn : Jalan

Jebeleh Barat P Jalan
- bahwe keadaan rumab “duly berbeda dengan 5BRaTang, karweng-

banyak renaowvasi dan Ferubahan dari aslinya :

T

= babws =aksi tidak mangetabui dengan hargs berapa Yayaszzn-
membeli rumah tafseaut #

- bzhua Tergugat bakorjs secegai Internal Cnntrni dan telah
mEngundurkan diri tahuon 195

- bahws saksi perngh mengantarkan surat dari Tayazan untuk-

Targugat tentang rumah tersebu: :

Ira

_Saksf M.SYAFRUDOIN LUBIS

bahwe saksi kanal'_'Panggugat dan Tergugat sejak tshum 1984
karend saksipun ksrjs di J'-‘T.Hhai;‘.e :
~ bahwa saksi mengetahui yang ﬁﬂnjaﬁi sangketa adslah rumah

Mmilik Yayssan yang ditempati Tergugat ;
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Hahwa Yayasan telsh membeli rumah ﬂubaﬁyak 3 buah dari -

PT.Caremai Agung Raya, yasng bayar juga Yayassan tetapi =
nleh karena pihak_E]H tidax mcmperbulchkan pempbeli terse
but atas nama Tafasﬁn. taiu kami bertigs astlas pernunjuk =
#n dan perintah pimpinan |
Sahwa rumah yang saksi tompati status sewa yarg dibayvar-
dengan dipptgng Jdari £3ji setian hulan sphasar Rp.25.000
batiwa elesgn apa R?pi bertigs ditunjuk untuk menempati -
rumah tersabut karena karyswsn FT.Bhaita benyak, tetapi=-
sejak tahun 1994 rumsh tersebut sudah sakci beli dengan-
cars mancicil kepada Yayasan, sekarang sudah ads sertifi
“atnya atasc nama saksi

banwa rumah yang ditempati pak Bedic letaknys bDerdukatan
yaltu di Blok & XV He.1 dan saksi sendiri di Blok B XY -
Ha.2 ;

bzhwe sewsi permeh mengajek Tergugat untuk mengaiukan =
permohunan untuk membsli rumah yang ditempati masing-ma-
sing, tetapl Tergugat katanys manti saja i

bahua SEpangnfahuan saksi Tergugst telash mengundurkan oi
ri dari PT7.Bhsita ssjak tahun 1990 ;

Saksi M. KUSERI

bahwa szksi bakarja pada PT.Bhaita -sejak tahun 1993 dan-
sudah kenal dangah Penggugat dan Tergugat '‘Pak Bedjo) ;

bahwa pada saat itu-Yayssan telesh membpli dayi PT.Cere -
mai Agung Raya sabényak 3 buah rumah berapa hargarys sak
¢i tidak tahu, terletak di Kowmplek BDON Jstiwaringin dan-
ditampati colen 1. Abdul Fattah, 2 Pak Lubis danm 3, Pak -
dedjo atas petunjuk pimpinan yeng pada wakiu ibtu adalah-

Fak Mangp

- bahwa .......
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- bahwa status ke 3 rumal: torsebut adalah hak sewa dan seg -~

tiap bulan saksi-ﬁatong dari gaji mereks dan uany =souwa

I

torsebut saksi setorker ke Yayasan ;
- bahwa sﬂpengatahuﬁn sekaid sokzrang rumah Yayasan tersebut
¥ang ditempati Pak Lukis Lelzh dibalinya:
= bahua saksi tidak tehu gpakah fergugat {(PMak EBa<qio) juga -
telah wmembeli rumai Lazrzsebut, karens Teraugat sziak tahun

1990 telah mengundurkan diri dan tidak bayar vsng sews -

rumah ;

- bahwa vang qajinva_;ulah dipotong uatuk beyar vang ceyz -
ada 3 orarg tersebut H

2. Saksi H.ABDUL FATTAH

- bahva ssksi kensl dengan Honggugat dan Tergugst den saksg

-

mulel bekaria gi PT.Bhaits sejax tzhun 1975 dan sensiun -
tehun 19494 ;

= bahwz PT.Bhaita nphya Vayasan Kesejaht=raar Keluzrga ©7, -
Shzits dan Tayasaﬁ telah membeli 3 Suah ruwah dari BTN -
masing-masing type 36 yang ditempati Tergugat (Pak ESedja)
ran.Pak Lubis, sedangkan suksi sendiri Type 54 semuanya -
terlaetak di Komplak S0N Jativaringin, Pondok Gado i

- bzhua yang ditampati fnrguget dan Pak Lubis di Bisk Y A
bo. dén Mo, sedangkan saksi tarpi’.sah yaitu di Blok 3 ¥-
.HD.Z

- bahua saksi, Pak .lubis dan Pak Bedjn menompati rumah zep-
sebut atas penunjukkan pimpinan.dsngan hak seua, vang di-
potong gaji setiap bulan, ssksi Ap.30.000, = /bulan sedang~
kan Fak Lubis dan Terguga: {Pak Bedjo) masing-masing ..,,

Ap, 25.000, -,f’l:n.rlen_'. :

i
|

= babuwus ......,.
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= bahuwa pada waktu Yayssan boli rumah tersebut dari BTN ti-

dak beleh atas nama Yayasan lalu atas perintah pimoinan -
kami bertiga ditpnjuk dam menanda tangani akta jual beli-
teraabut di Motaris, kami bertigs tidak merasa memhzyar -

apmbalian rumah Lersenut tetapi Yayasan yang Layar

= bahua ssksi bayer scwa sampai Marsl 1994 lalu meEncajukan=

permohonan untuk dibeli kepatda Direlktur, pada wakiu ity -
Pak Manap Dirnk;urﬁya, saksi bavar Rp.5.000.000,- jaci to

talnya sebesar Rp.12.000.900,- sekarang sudali lunas |

- bahws pada waskiy selosai tands tangan akte juasl beli, ak-

ta tersebut semuanya disimpar di Yayasan

= bahua sepenystshuan saksi Paw Lubispun telabh membel: ru -

mah ftersgbut ;
- usshus sepengetahuan sazksi Tergugat {(Pzk Hsdjo) sampsi se-
karang masih menempsti rumah tersebut ;
fianimbang, bahua atas koteramgan saksi saksi Pengougat
tersebut kedua belsh pihak menyasteskon tidak berkebasrstan o
flgnimbang, bsnwa selenjutnya Terguost untuk membukii-
kan kebenzran jasuabzrnya dipersidingan telah menyerabkan -
alat buktl sural surat setelah dicocokan denganm aslinya -
dan dihububhi meterai secukupnya lalu diberi tesnda 7.1 sam-
pal dengan T.11 yaitu :
1. Fﬁtu cup? Barita Acara Serah Tsrima rumah pads tanggal-
27 Desember 1382 (1.1} ;

Foto copy Akta Hotaris o, 14 Tencang jual bali angunan

Fud

berikut Pengoperan rfan Penyerahan Hak atss tanash tar -
tanggal 6 Juli 1983 (T.2} ;

3. Foto copy Permystaan Montrak Penyambungan dari PLM (T.3)

4, a.fFoto ....

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012



AT
4.a. Fota copw Surat Tanda Terima Setouran béﬁﬁ%&iﬁgﬂ atag -
nama Bedjo tahun 1997 {T.4a) .
b. Fote copy SPPThPEH altas nama Badjo tahun 1397 [T.44)
E.a. Fcto.copy STTé—PEB abas nama HBedjo tashun 16092 (T.c5a)
b. Fote capy SﬁFT—?ﬂH atas nams Hedip tabun 1592 (T.5p)
B.a. Foto copy 5TT5~FEH alas nama Bedjo tahun 1994 (T.62) ;
b. Foto copy 3PPT-PEB. atas rems Beaio tahum 1954 {T.6b)
7.a. Foto copy STfﬁprE atzs nama Bedjo tahum 199§ (T.7al
b. Foto caopy SPRT-FAR atas nama Bedio tahun 1595 (T.7k) ;
8.2. Foto copy 3Tf$—PBB at3s nama Bedjo tshun 1995 (T.Ba3)
b. Fote cepy SPET—PBE 2tas name Dedjo tahunm i5g5g {T.un)
9.a. fFoto cooy STTZ-PB8 atas nama Sedjo tahun 128 [(T.08) 3
b. Fote copy SPP1-FEE atas nama Redic taliun 18o7 (T.84) ;
iD.3. Foto copy 5Tf5~PE3 2tas name 9cdie tahun 1958 [T.1UJJ:
b. Fotn copy SPPT-PEB atas nama.Bedjo tshun 199g (T.106);
1. Fotc copy 5uret,pnn§antﬁ: Aembayaran PS8 tahum 1959 atas
nams Bedio (T7.11) ;
serta mangajukan.j.ikgga} arang sakel yuity

1. DIAFAR b SUROMARTOND

L8 ]

HY.UERA MATHILDA SANDRY
3. SOENARKD b'aﬂxd:ﬁ

Nanihbang; baﬁpa Para saksi Tergugat torsebut dimuka -
carsidangan telah memberikan keterangan dibawzh’ sumpah wang=
padz pokowknys sebagal barikut ;
_3aksi DIATAR b_SURCMARTOWD
- bahwa dahuly saksl bekerjs di RT.Bhaita hanya selama ¥ hy-

lan -

- bahva saksi cha{ dengan Direktur Yayasan Kesgjahterasn -

|
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Kaluarga PFT.Ehalta yaitu Pak Manap ;

.
% - bahuwa ketika saksi mﬂnghaﬂarn pada Pal Meanap mau pamit ber-
ﬁ nenti kerja, bahwa _par3a karyauan yang borprastasi aksn di=
L .

' marikasn fasilitas rumah, separti Pak Badic 3

- tahua saksi tidak mengotahci dan tidak taku yang diarcti
kan dineri fosilitas rumsh tersebut untuk dimiliki atau -

tidak ;
bahua pada waktu Pak Manap bilang tarssbut dikantup sepe

noetahuan saksi iidak ada orang lzin yang mendengarnys |

S P TR TR CIET e L LY

- Bahua 5aksi Burtatangga dengan Torguogat (FPak Gedjg) dan =

Terguget sudan lama menempati rumah tersabul |

- Bahwus saksipun kPnal dergan Fak Lubis can Pak W, hbdul Fakb-
tah mereks sama sams kerja pada 2T.Bhaits 3

- hahua saksi tidak tahu pumah yang cditsmpati ki 3 orang ter

sebut dibeli clah siapa ;
- panhua sepengetahuan csksi keadaan rumah yang ditempati Ter

ak borubah, banyak Yang direncwvasi dan me=

pug=zt sudah bany
morut Tergugat biaysnys dari Tergugat serdiri j
- hahua Ratiga rumah tersebut terletak di Kemplek BOR Jdsti -

waringin Pundnk Gede RT.09,/08 ;

Saksi ﬁDENﬂHKﬂ bin Jﬂhﬂ EUUDNDD

EF
- bahwa sakel kuﬁal dangan Penggugat dan Tergugat karena s&-
ma-=ama bokeris pace FT.lhaita hanya lain bagiszn, Fak O#

dio Dagian psqﬁﬁiuan :
- bahua yang ranjadi Direktur fgrasan taresbut semula Pk
G bt kemudian diganti aleh Pak fManap ;i
wahua saksi mengetahul dari Pak Giono hahud fayasan tels!

menrnali e ver e
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membeli 3 buah rumah ;

= bahus 3 buah rumah tarsebul ditempati sleh Abdul Fattiah dan

Pak Hedjo kalau Pak Lubis belum dangag ;
= bahua saksi tidak tahu statys fumah ruman terssbut, untyt

fditempati =2tay dimilixi masing-masing ;

H

Menimhatig, bahwa 2tas KEL2rangan saksi sakgi lergugat

tercebut kedus pelan oihak manyatakan tidak Larkegeratasn
Menimbang, bahwa untuk Mmemperjelas mengenai tbyek sengig

Majelis talah mengsdakan pemerikscan ketempat obyek seng-

ta,
kKeta sebacaimzna sesuai dalam brrita acarpg tanggal 31 Januari
2000, ;

Menimbsng, Dahuﬁ;selain dari opada ity Lterhadop chyek -
sengkota tersebut tslah dilakukan sita Jawinan olan Jurusita-
ceda FPangacilzn Mager] dekesi, sebacsinana tzcursi dalam beri
L& acars sita jaminan Hn.13;C5£238}th,ﬂ/13993ﬁw,Bks Langgal -
22 Mzret 2G00 H E

Memnimbang, bahua Eulanjﬁtnya Hedua belah pihak yang her-
perkars masing-masing telah mengajukan kesimpulanmya untuk -
Panggugast tenzggal 12 Maret 2000 dan Tergugat pada tanggail 9 -
Maret 2000

Manimbang, bahws untuk selanjutnys kedus Eelak pihak we-
nyatakan tidak akan menGajukan cesvaty hal lagi molainkan mop-
hon putusan

Menimbanyg, bahua mangenai segala sesuaty yang tercamtum-—
dalam barits acara MBrUpaksn bagian reng tak terpisshken d=ri
putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengoupat ada
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lah seperti tersebut diatas ;

&£

Menimbang, bahua atas gugatan Penggu;\téi_' Ter-

qugat tslah mengajukan Javabsnnva /bantahannya

Menimbang, bahua oleh karens gugaten gibantzh maks ber

dasarkan Pasal 163 HIR Penggugst hatus lebih dabulyu unbuk -
mambuiktikan kabeneran gugatennys

lemimbang, bahua dari keterangan saksi Psnggugast ber -
nama @ P SYAFRUDDIN LUSIS dan H.AS0UL FATTAH yang menarang-

kan :
1

li
{

- bahua kaduanya ﬁaksi kenal dengan Tergugat karema sama -
sama bzkerja pﬂdﬁ FT.Bhaitas ;

- bahus PT.HhaitaJﬁﬂ;ya Yayasan dsn pada tahun 1984 Yzyasan
Lérﬁetu: ada membali 3 unit rumgh pads PT.Cersmzi Acung -
Raya., BTN typs i6 dan type 5S4 ;

- bahwa oleh karenz Yavasen tidak boleh memiliki ruman STH-
atas nama Yayzsan mzka Yayassan menunjuk 3 orang karyavan-
yaitu : Hedjo, M,Sysfruddin Lubis den H.hbdul Fastan ;
¥ang uiLempeti.nluh Sedjo dan Pak Lubis type 36 dzn oleh-
H.ARdul Fattah typ? 54 somusnyas terletlak di Jatiwaringin-
Pondok Geda | &

- bahua letak rumah yang ditempati Tergugat [Hsdjo) di Blok
B XV Ho.1, dibelakang rumah Tergugat beriolak belakang di
tempati Pak Lubis dlok B X¥ No.2 dam H.Abdu® Fattah di -
Biok B X No.2

= bzhuwa EE 3 arang karyawan terszbut menempati ke 3 rumeh -
tersebut dan sotisp bulan uéyar save masiag masing soko -
sar Hp.?E.DﬂD,—:hﬂcuali H.Abdul Fstiah sebesar ﬁp.éU.DHD,-

[

dipotong gaji setiap bulen {bukti P.aa, F.4E)

= bahws .....
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= bahua 3 orang tersebut datang ke Haot ﬁggiggﬁxﬁﬂnandatanga

ni akte jual bali atas nama ko 3 orang tersebut, Letapji -
pembayarannys dii;ksanakan Aleh Yayasan sendiri dan aktg-
tersebut disimpan di Tavesezn ;

= bahua M.5yafrudin Lubis dan Absul Fattsh pernsh mengaiak -
Targugst untui menga juksn perschonan pembellan romah ¥ang
ditampati Lersebft “Btapi lérgugat manjawab ranti e ja |

- bahua kamudian pida tahun 1994 M. Syafrudin Lubis dan Abd
Fattah mengajukan parmohonan pembel izn fumah tersebut pa-
da Direktur Yayqaan Kesejshtereaan “aluargsa FT.BHaita tan-
pa turut Payg Hagéa (Tergugat) oleh karena sajak tazhun -
%Q91 Teryugat telah tidak bakerja lagl di Yayasan .2tau
PT:BhaitE H

= héhu& permohanan tersebut dikahulkan dsn telah lumsszs di -
bayar (bukti sur%L P.7b) -

Bahwa Yeterangan 5?ksi M.IYAFRUDIN LUBLS dan H.ESDUL FarTTan

terszbut felah dibenarkan fula ztas heﬁeraﬁgan sakzi A,HKLSE

Al ﬁan ALDIURALADY vaity sebagai berikit

- bashua saksi hgxeFjE Pada PT.Bhaita sejak tahum 1983 dsn -
Punys Yayasan ¥8ng bernama Yayosan Fesajahterzan Faluarga
PT,.Braita dibaua% pimpinan Bapak H.A.Mznap :

- bahwe pada wsktu itu Yayasan ada membeli rumai sebasvak -
3 buah typenys tidak tahu dan katiga rumah_tﬂrsebut ditem
pati olah Pak Bedyo, M, 5yafrudin Lubis dan H,Abcul Fattzh
atas petunjuk pimpinsn {Pak ﬂenﬁpj dan ketigs orang “arse
but dipotong Hp.EE.UDD,—'sstiap-bulan dan disestorkan ke -
Yayasan Bhaita tersabut, jadi memang rumah tersﬁbut untuk
ditempati sajis ﬂukan'dimiliki {bukti surat Foda-P.ab:
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- bahus sskarang P%k Lubis dan H.Abdul Fattah telsh membeli-
rumah Yayssan terssbut tetapi untuk Pak Bedjo tidak tahu -
oleh karena tzhun 1990 Pak Sedjo telah sengundurkan dipi -
dari Yayasan atau PT,Bhaitas dan seiak Lahun 1991 Rak dedjo
(Tergugat) tidak pernalh baysr uang sawa rumah

. Menimbang, hehu;1selanjutnwa Tergugst untuk mambuhtilkan
2alil bantahannya telah mengajukan surat surat bukti dan zak

51 szhsinya sabagaisberikut

= bukti surat T.1 tentang berits acars serah terims rumahk -
tanggal 27 Desembar 1982 !

- bukti surat.T.E tentang Akta Notaris tentang jusl ueli -
Eangunan berikut pengoporan dan Penyersiian hiagk atazs taman-
tortanggal 6 Juli 1983 i

can ketarangan 2 Orang saksinya yaitu DIAFAR b SURCMARTLND -

damn SUNARKD & JOKG. 5 membari ketersngan sebagaey berikut

= bahwva para saksi sudan lama Rarjs di PT.Bhaita tetapi lasin
bagian ;

- bahws Tergugat dibagian pembukuan

- bahws ﬁeda saat Ity Dirskbturmya Pak Ciono laly diganti -
Fak Manap ;

- babws PT,Bhaits phnya Yayasan Kesejshtarsan Keluarga PT, -
Bhaita dan =aksi anngar dari Pak Giﬁnn Tayasan telah memas
li rumah, katanys untuk Bedjuo dan Fattah kalauy Lubis ba -
lum dengar ;

- bahws saksi tidek tahu rumsh tersebut untuk dimiliki atau-

seua, karena tidak diberitahu, tetapi «ats Pak Mamap romsh

tersebut zkan diberiksn kepada karyawszn vang berprestiasi-

Letapi hanys disebutkan seperti
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Faailitas rumshf;
= bahwa saksi tidak tahu apzkah Pak Bedjo berprestasi atay-
tidak karena saksi bekerjs disana hanya 2 bulan dan pamit

berhenti kerja ;

3edangkan ketsrangan saksi VLAA MATHILLA SANDRY, Faaye mem-
ber-ikan “otersngan B3hua saksi wanal dengan Pak Fztitab can-
lLabis karenz mecars 2343 = zame kerjsn-2, Jdan Pak Zedjo b=r

[
tatangga dengan saksi dan sajsk tahun TSRT banyak percbahan
atauv ranovasi dengaé blays sendiri cdan saksj tidak tahu -
mall yangditempati Pak Eadin [Tergugatj Cari mana gsalnys
- bahwa surat bukti T.da sampai dengan T.1% sevagai bukej -

Tercugat telah membayar iuranm PBA sejak tzhun 1991 zampai
dengzn 1099 1
Menimbany, hﬁhﬁg Yzri ketersngan szakei Fenggugat yaitu
saksi MLUSYATRUDIN LUBIS, M.KLSCRI, A.0JUPRIAGY dan H.,A3DUL -
FATTAN dan surat bukti P,daa, P,{h, F.5, P.7b dan PB.10 M3jo-
lis berpendepst bahua Fenggugat telahk dapat membuktikan ru-
mah beserta tanah teristax o KDmplEE BON Ceremei Agung Pa-
va Olok B Xv Nn.1, Blok B Xv Hﬁ 2 dan Eluk B X MNe.Z sebagai
rumah dinzgs Yayas=n ﬂEEDJBhtEI?En Keluarga PT.Bhaita ysng -

telah dibeli dari PT.CEIHmal Agung vanp diatas namakan i. -

Bedfo (Terguopet), 2. H.Abd,Fattsh das 3.0M SYAFHUDIN LUBI 5~

sakaligus ke 3 grang. tersebut status mereka menazmpati rumah

tersebut sebagai panysus vang dibayar tiap bulan dengan di-
roteng gajinya mErupakan kaksysan dari pada Yayasan terss -
but ;

1

Mernimbang, bahwa tetapi sabaiikhfa pibhak Tergugat dari

keterangen saksi-saksinys yaitu : 1, DJAFAR b SUROMARTONT -

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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Morimbang, bahwa mengenai patitum ND+UJI-;THEFRETEHE~
atatus Tergugat suhagailpanyaua dan telah dibayar sebiap -
bulan dipotong gaji oleh Bsndaharawan Yayasan Kesejahtera=-
an kolusrge PT.Bhaita 5amﬁni dengan tahun 1990 sedangican -
Tergugat telaﬁ mangundurken dici (barhentii tekerje di Ya =
yasan tersebut) dsn ternyata Teraugat sejak Pabruari i593-
sampal dengan sekarang tidak Hemhayar lagi ueng saswanva, -
schagaimans layeknye, oleh karena itu petitum No.VI1i dapat
dikabulkan dengan;ditambah untuk memoayar wanm naksa(duzng
som} cabasar 6 W ftahun setisp keteriambstan Terguga: me -
laksanakannya ;

flenimbang, Ebahua zelsnjutnys mengenai petitum Ho.WwIll
Narus ditclex pulq_?leh karena tidak beralasan hukum kare
fe hal tersebut sudah manjedi resike pihak pihak yamg ber-
perkars, kecuali segala biaya-biavs ¥ang aysts-nyata car -
bukti secars zah yang telah dikeluarkan pihak Penggugat -
dan nhzgl tersebub ‘akan ditenbtikan pada amsrc putusan nanti ;

Menimbang, b%hua selanjutnys mengenal petitum Ko, IE, -
ocleh karema Sita Jaminan (CB) ssbagaimana tercantum dalam—
berita zcara sita jaminan talah dilaksanzkan cdan tidak her
tentangan dengsn hukum maka depat dikabulkan ;

Menimbang, bahua mengenai petitum No.X menyatakan pu-
Eusan ini dapat ditsksanakan terlebih dahulu sekalipun zda
parlawanan stau bandino atau kasasi ;

Menimbang, bahus oleh karans Majelis tidak malihat =
adenyy kapentingan yang sangail mondeszk dan adarya alassn-
hukum yang cukup maks petitum Ho.X harus ditolak puls :

Menimbang, b#hws mangenai petitum Wo,lV harus pulsz di

tolak s:aas
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tolak oleh karena masalan balik nama lergugat menizdi astas-
nama 3dr.Faried Djojokusumo adalah mefupakan Wewanang dari-
Tayasan déngan Hﬁta}ia sendiri ;

Manimbang, haﬁﬁa oleh karana sebahajzian petitum parmg-
honan dari Penggugat vitolak, raks Sugaten Pengougat Aoruse
dinyatakan diksbulican wntuk sebahagian

Flanimbzng, bahwa olch karsng pitiek Yargugat sebagai pi
hak yang dikalahkan_maka dihukum untuk membayarc biava pierka
ra ini ; .

Menimbang, bahwa mengenal alestbt alat bukti lain yang ti
dak diperlukan Calam perwara ini Majelis ticak perlu Memper

.
timbancksnnya 5 i

'Harginget zkzrn pasal-pasal dan Percturan Par=Ul -z -

rang barssngkutan ;

I Mengabulksn gugatan Dnnégugat.aebahagian Z

Il Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melauan
hukom kapadé Fenggu;ﬁt :

ITI. Penyatakan Penygugat adalsh peiiilik rumah heserta ts-
rah terlstzk di Komplek BON Ceremai Agung Raya EBlok -
B XV No.1 RT.09/RW.08 Jatiuarirgin, Pondok Gede Baka
si yang 5ehﬁaé;;yé :

Ly, Menghukum Fﬂigugat ﬁnkuk segers mengosongkan obyek -

A

senjketsa dan selanjutnya untuk dissrahkarn Kepada Pang
qugat dalam ;Eadaan kosong dan baik sartas tanoa teban
apapun ; |

V. Menghukum Tergugat untuk membavar hiays sgwa rumsh ke

Ppada Penggugat sebazar Rp. 300.000, - tahun terhitung -

BETEl e
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sadnlesl  asissEERRET R e

[
o
L

seiak 1 Pebruari 1991 sampai Tergugat menyarahkan le-

pada Penggugat obyek sengkets dalam keadsan kosong -

dan sampurna ditambah bunga sebessr & %/ tabhun seatiap-
Hnterlémbatan Tergugat melaksanakannya ;

vi. Menyvatakan sahidam bertargs sita jaminan {CH)} atas -
nhyek sengkata ;

WII, Menolak gugatan wntuk selsin dan salebihnya ;

U111, Menghukum Targugat untuk membsyar biasya perkara ysng-
ditaksir biays peckara kini sebesar Rp.&55.00C,- (em-
mat ratus lima puluh lims ribu rupiahj -

Uamikianlah diputuskan pada musyavarah FMajelis Hakim -
pada hari RALY tenggal 5 April 2000 oleh kami : SUTADI ADI-
'...'liviﬂ:"-:'l'_l_'], SH selakuw Hakim Ketwa, MIAMT SILITOMGA, SH dan AP
BATARA.R, SH masing-masing sebagai Hékim Aanggots, putusan -
mans pada hari KAMLS, tanggsl 33 April 2000 diuvcapkan aleh-
Hakim Katuz pade sidanyg turbuk:z::;j?fiﬁﬁﬁzﬁﬁﬁg dihgdiri -
oleh mzsing-masing Hakim.ﬁngqnta. HY . .MARGARETHA .S, Penitera
Pengganii dan dihadspan Kussa Penggugat dan Targuget sen =

diri.

HAk 1M ANGGOTH,

oy I
BANITERL PENGGANTI,Salluan [ rete Cery

== gy steuAl defgdn aglanys
/ < ﬁrﬁ\ ; . ﬂ@&f_
Triberikey Fepods .
%%5 erit Fepses L QMAT

aha Ta:y

My MARGAPETHAS

permohonannys

arineggnl

e WEQEN DECAS
administrosi D K. 115&Aﬁ¥£RkTﬁRN
angsilan: cowrieesas D i /
suEp - pamingn: Sl HpD. :JL,// f/
o

fiimacwrow, Sib
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DEMT  KRADILAN
BERDASA R ERT

UIANAN TANG HAMY Esa

PEAGADILAN 2INGEI DI BANDUNG yang frngadill pevkara -
perlara Perdatz daiazm tingiat baniing teolah renjaztuhkan
putucun sebapai ba rIRUE dzlam Lerknia

eirtara .

H & D J @ y alamat di Zomplek BYH Ceremai

LEMNE Paya Dlol oy do, 1 RT,03/08

Jativaringin , Pandok Gede Dekasi ,

{ PIMBANDING semula TERGUGAT § 5 -

i & y a n :
IS]{J‘-_HI‘.I,’;_T'._P]_LE;':TJ SH , Hetua Yayssan Xgse sahte~

rean oluarpa EO, Bhaita, alanet ;-

Wimma Dnaits J1, Cilosari No, 53 -

Menteng Jalarta Pusat e T

{ TERDANDIHG semula PENGCUGAT ) H

R i Eoe Rk

PENGADILAN TINGGT tersebut Jommmm———— -
Telah membaca surat- swat dengenal perkara -

‘tEl‘EEhu‘L’- 8

DTS DUDUKIT A PEREARA

Hengulip uraian tentang hal ini y B52gala  wner.
timbangan yang Yercantum dalam galinan resmi putusan -_
Pengadilen iegeri lekagi tangpal 13 Aprdl 2000

Hompr .

L B L T B P
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Homor ; 2%B/Pdt, G/1999/PW, Bks , yang L‘ha:mx

-sebapal berilut .

L Hengabulkan gugatan Penggugat asebaglan ; —oee oo

II  FMenyetawan Tergugat telan melakukan perbuatan mo-

awan hukum kepada Penggugat T

bt
b
[

Henyatakan Penggugal adalab pemilil rumsh beserts
tanah terletak di Xomplek BIN Ceremai Lpung  Raya
3ick 8 XV No, 1 RT,09/RW,08 Jatiwaringin , Pondck-

Gece Dekasl yang sebenarnya —OUR. PR GOSN M.

\\{\leng-m]mﬂl TQ“EHE&U untul gegera mengozenghkon chyel
*fll‘—”'l.ﬁl‘ili'uﬂ dan selanjutnye wtuk di serahkan kepada-

' fa’ﬂn{_,_,E[_JL dalam keadaan kosong dan bailk agerla ——-
r/

xnu:_;/ tanpa bLeban apaplill [ —e—mmmmmmm e e e

A Menghulum Teregugmt tntul pembayar Lisya sewa ——-
runah lepada Pengguget setesar Rp, 300,000, - { ——-
tiga ratus ribu rupiah )/ tabun terhitung sejak -
i Polruari 1991 sampal Tergupat menyerahkan depada
Penggugat obrek zengheta dalam keadazn lkosong dan
gempurna ditembah bunga sebezsar & ¥ /tahun setlap-

keterlambatan Terguget melalsanalannya ;@ ————————
E L}

VI Menyatakan sah dan herharga sita jaminan (CB) atas

obyek sengleta § e e
VII Henplak gugatan untuk selain dan selebilnya ; ———-

VIII Menghukun Tergugat untuk membeyar biaya perkara ---
yang ditakeir blaye perkars kinl sebesar ——eeeew

=5

ip, 455,000,- ( empat ratus lima puluh lima ribu -

Menimbang,

R R I R
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r»Ieniminng, bahwa Pembanding rre:*ﬁ“fferg.m;at
pada tanggal 22 April 2000 |, telah mengajukan permohon
an pemerilssan dalam tingkat banding terhaduy ph‘busan-—
tersebut dintas dan.permohmmn banding tersebut telah-
diberiltahuksn kepanda pihak lawannya pada tangeal -

8 Mel 2000 dengan selsama

Heniabang, bahwa Pembanding semala Terpusat

telah menpajvlan memcel  hard ing vang Jdi te—ima -
di Kepaniteraon Pengadilan lepgeri Eekasd pada tanggal
17 Juni 2000 , dan m--z:m:i bé_“t:'i]'lg Terscont telah d4i -
\beripahuhan kepada  pibak% lawannys pads tangegal 12 -
\ i\xlxl.t. S000 dengan seksama

i-]-":!]:i_fnba:lil'lg, bzhwa Terbanding  aemuls Te ngugat
iah puls mengpjukan kentra wehcrl bending yang di-
Leriua di Kepawniterzan Penpadilan Tegeri Dekasl pada —
Tanpral 18 Juld 20006 , dan koutra memori banding ter

sebutielah diberitahulan igpada  pihak lawennys nada

Tangeal 26 Jeli 2000 denpan scksama o e

Meninbang, bahwa kepada kedus belan piitak -
yaag verperdara telah diberi lesempatan untul me pelaja
ri berlas perliira tersebud sebelun berkas perkera di-
iirim ke Peupadilen Tinggi Bandung maging- masing pada-
tringgal 18 Juli 2000 dan tanggal 28 Juli 2000 y denpgan-

olaama :

, TRHTANG HUEUMAEL .

leninbang, bahwa permohonzn banding dari Ter
gugat /Pembanding telah dizjukan dalam tengpang waktu dan

MEenurut cara- cara yang ditentulan dalam Undang- Undang,

L L NI B R R B R R R R
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Gaka permohonan banding tersebut dapat dite

e

Eenimbangl bahwa Pengadilan Tinggi , setelan-
mempelsjari berkas perkara Becara keseluruhan, termdeul
Iaalinan reami putusgan Pengadilan Negeri Bekaai ter .-
sebut dan memperhatilan rulz izi memord banding yang o
diajukan oleh TEl‘gufratﬂ‘elrbanﬂhag dan kontro memori -
banding yang diajukan oleh Fuasa Hulrum Penppupgat/ Tor
barding mala Pengadllgn Tinggdi berpendapat sebagai -_-

berikut | e T . A

- Menimbang, bahwa didalam swrat guatan, reng--

uga+ mengalkui bahwa rumah geiglieta adalah milik Peng-

r b\
&\\ gﬁg"‘t;l‘erhanding Yang dikuasai olsh Tel‘;_tttgﬁ'tﬂ‘emhar:diﬂg

i oy . . ; 1
j:cm:a. Dewa, Yang'manc vang sewa dipotong dari paji .o

m_v-gugat;’Pemhun-:lmg setizp bulan sebegar B, 25,000 = «

W

{ dua pulch 1ima ribg BHpdah: ) 5 e

Henimbang, bahya getelah Majelig Pengadilan -
Iingei-membaca dan Menelit! bukti- bukt{ surat beruna -
P~2D dan oo » Lernyata bahwa Tergug&tﬂ;—*emhanding ada
lah orang yang menbeli yumah terseout dari pr, Ceremai-

fgung Daya ] e T e e e s s

. Menimbanv bafwa menvrus Pengguganij*baﬁdlng
bahwa uang yang digunakan wntuk membeli rumzh gengketa.
adalal uang fenggagatfferhanalng ; Damun tidak jelag
apakah uang tersebhut sebagai pinjaman N Tergugat/Pemban -
ding lmm ada Penggugat ”'u._':r_'l_-u*'.h.,.ll'lf:,

Demildan puls deigan remotongan goji Tergugat,f?emhanaing
afbesar Rp, 25,000,- (dua puluh lims Tibu rupiah ) per -

bulan oleh Penggugat /Terban wiing  tidak jelas, apalah —-

ﬂﬂbﬂﬂai L
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an uvang untul pembelian rumah selgketa |

Tlerdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis ber-
pendapat bahwa kKepemilikan rumah sengketa dihubumghkan-
Jdengan pemotongan gali Terguget /Pembanding tidak jelas

{xabur), oleh Yarenanya, gugelan di nyatalan tidek dapsw

Citerima @ co e ——— e ————— |

Menimbang, behwa bezdasarkan pextimbanzan -.-

tersebut diatas, mala putusan Pengadilan Negeri Bekasi-
tangral 13 April 2000, Womer : 238/Pdt, G/ 999/PF4, Bks ,
tidalt dapat diperizhani=an lapgl, kavena 1tu harvs di -

batalitan dan

Tengadilzn Tinggi alen mensadili sendird |
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah-

in: T e

Heninbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Ter -
bending berada pada piiek yang dikalahkan , mama biapra -
perkara dikedua tingkat peradilan harus ditebankan ko -

L T o G e e e e e e e R s

Mengingat Pasal- Pasal darl Undang- Undang ---

lenerima permohonan banding dari fTergugat / -

e VambaldIng ¢ e

-  Hembatalkan pubusan Pengadilan Negeri Behkasi -
tangeal 1% April 200G fomor : 238/Pdt,G/1953/-

BH, Bka, yang dimononkan banding ; -—-——-----—-

Dan Dengan Mengedili Sendiri ;@ ————mmmmimn-

- Menyatalkan .,

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012



= Menghuiiug Pengyuuatji‘erbamding untuk membayar
biaya perlara dikedua tingkat peradilan, yang
dalam +i11gml:. bmdlne, sebesar Rp, 5,000 ;e

( t“;luh 1"-11 Hh imﬂ r:Lhu Tlpdaly Y ommae o o

: DEN LELARTAH dlautlu paua Derddmd o B W@
Angral 20 DESHMBER 200001eh kani NY, 6 Ij 3T TH ISE
Takim Tinpggi pada Pengadiian' T_’mggi Pendung, sebagai —__
lialkiim Ketun Majelis dengan HY, HF, ROSYLy, M| ZLIM., 31 o
dan ¥, PALULIAY SINAGh, s1, Lasing. masing Sebagai ___
Halim Angpota berdasarkan Suwegt Yenetapen Yetun Pengadi_
ion Tinggi Bawlung tanggl 17 Nopember zQ00, YWomoxr . 575
FU/2000 / pen o, Mg, putusau mang dlucapkan dalan per
didangan terbuka untule umun Yang dlzdokan paaz hari ity

Juga denpan dibanty nieh MININ EWITAMI D1, Panitera Feng -
errEGEE

£anti, alan tetaps tanpa hadirnys kedua belah pilhck —ao
TAE berperkora. , Jobeaed Tota opy . ____ -
Y sesuai da S50 agilay

b r:‘k\t ada @‘f’
a Tagp 5 I._“_J:II.'I] EET UI'L

Jberdusurka, Peimoho; a.m;a.
zria. geal \ ’ B
= R L
'%\?:\Jﬁhl.ah NEBLRY prxas] 2 S

<+, '.- v ;
T -/5‘:_,:-1-_- '1]\%1},4 ERF‘%{?LM TARLS

), /% S L.GUs?IwI, £
MACHFUD, 3H.

15, 040017397 ey PENGEANTT

MIMIN  BONJ Mz, -

Perincian bizva perkars .

= Meterad R L T O N - 6,000, -
s ]iaia]{‘ﬁ-l li‘l';"l_l-‘._‘-!-Ilrllqlll'lill-ll‘ }P Egl:dl:“:l[-'
_ .“ml_nwml,“ dll, R Rp. {35;[)3(3_,

— s

J i oy

( Tujult puluh 1ima piby rupish )

; Ho.  “Th Qg
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PUTUSAN
Reg. Ne. 3670 K/Pde2001

DEMIKEADILAN BERDASARICAN KETUHANAN YANG Malla ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara perdata I:I;.tla_m tingkat kasasi telah mengambil putnzan
sebagai berikut dalam perkara ;

YAYASAN FESEJAHTERAAN KE
LUARGA pT “BHAITA” dalam

hal o inj
diwalili cleh hetvanya : Iskandar Murat, 51,

berkedudukan  gj Talan  Cilosar Ho. 33,

Mentenp. Jaliarta 10330 dan untuk selanjutnya
nemberi kuasa kepada Nope] Mokmin, 514

F-mgazara, berkantor di Wismg Bhaita, Jalag
Cilosari Na. 33, Menteng, Jakarta 10330
PEMOHON KASASI dabuly Pengaapar |

1 rhanding

melawanp:
FLDJO, beralamat i Kompleks BTN,
Cereinai Agung Raya Blok Nv MNo. I,
R"l‘.ﬁlﬁ."R‘-r‘e’.DS, latiwaringin, Pondok Cede,
Beliasg

—i TERMOHON KASAS] dabiviu Tergugar /
Pembanding

Iaikamah Apung tersebut |

Meinbaca surat-surat yang bersanghutan

Menimbang, bawa dari Sural-Surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasas

sekarang Penggugat telah menggugat welarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat

asli di muka petsidangan Pengadilan Nageri Beleasi pada pokolinya atas dalil-dali] -
Balwa sekitar bulan [y 1983 sran setidak-tidaknya d tahun 199

Elesejahteraan Keluarga PT, Bhaita (Pengguga

3, Yayasan
t) telah membeli 3 unit ruma) dari PT.
Ceremaj Agung Raya vang berlokasi 4 'Kamplelc Pervmahan Karyawan Banc:
Dagang Megura Jatiwariogin, Pondoic Uede, Bekasi. Oleh karena lanzh tersely

berupa hak milik adat, maka rumah/tar o ersebut tidak biza langsung diatasnamakan

Penpgugat |
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Penggugas, untuk mengatasi masalaly En:i maka rumah dan tanah lersebut disepakat
untuk sementara pinjam nama :

a. Abdul Fattah

b.. Bedjo

¢. M. Syafruddin Lubis

Ketiganya adalah pegawai PT. Bhaita :,rzlmg disantuni oleh Yayasan, Maka dibuat]ah
akta jual beli di ‘Notaris Azhar Alia, 8H., Notaris di Jakarts yang beralamat dj Ji.
KH. Wahid I lasyim No. 83, Jakarta Pu;u{, Masiti-tmasing akta *p 13, Mn. 14 dan
Mo, 15

Cahwa juan pembelian rumah-rumak terzebut plek Pengougat sebaegg

rumzh dinas Yayusan untuk menyanmnj para ksmwwan PT Perusahsan Pelaynran
Bhaita (disinpkat PT. Bhaita) yang menjadi rendiri Yayasan Kesejahterann
Karyawan, oleh karena rumah teisebat adalah rumah dinas Yayzszn maka hurga
pembelian dan biaya peraweian ketipa nnmah maupun perbaikan fasiljtas falan
ditizyai oleh Penggugar ; )

Belwa Tergugat, Sdr. Abdul Faueh dan Sar Syafruddin  Lubis
diperkenankan oleh Pengpuga: merempati rumahitanz tersebut tetapi bukay, itk
dimiliki, uatuk 3 Fengpugat menetapkan status merel:g szbagal penvewa deapan
biava sews konsesioner yang sangat rendah, dibavar gedap bulannya cenpan
Memoteng gaji mereka oleh PT. Bhajig dan kemudizn pT Bhaita menyetorkan

kepada Fenggugat :

Binwa dokumsn-dokumen asli jual belj rurﬁah;’tanah tersebut disimpan oleh
Pengpugar dalam hal [ni-dipcrcuj.ra}:an. Lepada Tergugat dalag jabatannya selaky
Bendahara Yayasan :

Bahwa pada tahun 1990 ketika Tergugat mengundurkan  diri  Jar
kepenpurusan Yayasan sekaligus  mergundurkan diri dari PT. Bhaita selaku

karyawan, surat-surat tanah tersebut tidak diserahkan kepada pejabat Pengpantinya

th disimpan Pengpugat karena telaly
diserahkan Tergugat selnin kepada dirinya, Jugs kepada Sdr. Abdul Fattah dan Sdr,
M. Syafruddin Lubis tanpa sepengetahuan Penggupar ;

Sdr. Sukamto, malah Surat-surat tanah/manah syd,

Baliwy Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat sej
sudah tidak menjadj karyawar PT. Bhaitg bahwa rumah tersebut dipen

ak Tergugat
ntukkan bagi

karvawan yang membutulikan maga Tergugat diminta agar terhitung tanggal |

Pebruari 1992 menyeralikay, rumah nailik Penggugat Yang didiamj Tergugat,

namun
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namun Terpugat tidak menanggarinya dan surat-surat tanah frumah tetap dipegang
Tergugat ;

Bahwa pada tahun 1994 atas dagar itikad baik dap kesadaran yang bail;, 3dy.
Abdul Fatah dan Sdr, M, Syafruddin Lluh[s telah secara resmi membel; rumah yang

mereka tempati dari Penggugat ;

Bahwa  sejak di’iuasai:}}ra obyek sengketa oleh Terpugat, Penpgupal

menderita kerupian berupa tidak dibayarnya hak sewa obyek sengketa sebesar

Rp.300.000,- / tahun sleh Teigugat terhitung sejak tanggal 1 Pebruar 1997 sampai
deagan surat gugetan ing ¢ izjukan ; i

Bahwa akitat perbuatan melawan  hukum Tergugat, Penggupat telan
dirugikan secora Immiateriil karena dibuat tidak mampu berbuat adj] ternadap kedua
penyews yang lain, yang notabenp tatap membayar sews scaangkan Tergugat tidak
sama Sekali, hal mana berdampak langsung pada kredibilitas Penggugat dimata
seluruh karyawan PT. Bhaita yang mempuoyal hak untulk menempati rumsh yang
ditempzti Tergugat kesemuanya itu tidalk dapat divkue/dinilaj dergan materi namup
deral tercapainya suaty kepastian  hukum dengan  memperhatikan nama baik,
kredibilitas dan reputesi Penggugat selema ini mata tdaklah beriebikan dpabila
ditetapkan dengan sejumlah vang sebeszr Rp. L.Ov0.000.000,- (sat milyar .m;:liahj :

Bahwa dari uraian Paca posita diatas dinana Tergugar tidak beritikad bail:
Hntuk menyelesaikan perkara a quo, zdalah wajar jika Pengaugat khawatir Terpugat
hendzk  mengasingkan  hart kekayaannya guna  menghindarkan  diri  dar
kewajibannya menyerahkap Tumah dan membayar biaya sewa kepada Fenggugat
aleh karera i cukup alasan bagi Penggugat mohon apar Pcngad[lmﬂeg&ri Bekasi
melakukan sita laminay {conservatoir beslag) terhadap rumar. dan tanah yang tarletak
di Komplel Bank Dagang Negara Ceremaj Agung Raya Blok XV No.l [t 0% Ry,
08 Jatiwaringin, Pondok Sede Bekasi vang saat i menjadi chyek sengketa maupun
terhadap harta benda mijli Tergugat berupa mobil-nuobil pribadi denzan nomoy
polisi B 1132 HN sedan Suzuki Forsa warna hijau dan B 2126 MH Kijang warna
hijau maupun perabotan rumay tangga miliknya ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bulti-bukti  atentik yang
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang
kebenarunnya, schingga telah memenuhi  ketentuan Pasal B0 HIR, maka
Eeputusanya patut dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahuly (uit voerbaar hij
voorrwad) meskipun ada bantahan, bandirig atay kasasi :

12, Bahwy

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012



L

Bahwa agar Tergugat segera mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya
untuk diserzhkan kepada Penggugat -:.[:a!a.m keadaan kesong dan baik serta lanpa
beban apapun dan agar Tergupat melakukan balik nama atas ramah dan tanah
sengketa tersebut yaitu dari nama Tergugat (Bedjo) menjad

ditunjuk oleh Penggugat, dalam hal ini Bendahara Yayasan ;

atas narna orang yang

Bahwa agar Tergugat mertaati isi putusan Pengadilan, adalah adil dan patut
apabila Pengadilan menghukum _'I:‘crgugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
szbesar Bp, 1.000.000,- (satu juta rupialy setiap hasi keterlambaion pengosanman dan

renyerahan rumal

Rerdasarkan hal-hal yang telah dikemubakarn d alaz, aonzan ini Fenypuoar

mohon kepads Pergadilan Mecsri Belasi wniuk memberikan puiusannya cehagai
berikut

1. Menpabulkan gugatan Penpeugal Sc_luru!mya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada

Pepgpupgat ;

iad

Menyatzkan Perggugat adalih pémilik romah  besera tanah  terlatak 43
fwomplek Bank dagang Negara Ceremai Agung Paya Blok XV Na.l Rt
U2 Rw. 98 Jatiwaringin Pondek Gede, Bekasi yang seberamya ;

<. Menghukum Terzugat untuk mcIa..i.:'tl.kun “alik namaz atas rumah dap tapal
sengketa tersebut, vaitu dari nama Tergugar {Bedjo) menjadi atas nama sandarn

M. Faried Djojokurumo, Bendahara Yayasan Kesejahteraun Kejnarga PT, Bhaita;

i

dMenghukum  Tergugat untuk Stgera mengosongkan obyek senghketa dan
selanjutnya untuk diserahkan kepada Penpgupat dalam keadaan kosong dan baik

serta tanpa bebun apapun ;

h

Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Fengadilan dan menghukum

Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Fp. 1.000.000,- {satu

juta rupizh) sstiap hari keterlambatan bengosongan dan menyeraliksn rumah

senghets ; . ;
7. Menghulum Tergugat untuk membayar harga sewa rumal; kcﬁada Pengpugat

sebesar Rp. 300.000,-/takun terhitung sejak 1 Pebruasi 1991 sampai Tergugat

menyerahkan kepada Penggugzat obysk sengketa dalem keadaan kosong dan

scmpurna ditaribah bunga sebesar 6 % sebulan setiap keterlambatan Tergugat

melaksznakannya «

3. Menghukum
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2. Menzhulboun Tergugat untuk mcmbf-.-_ya.r uang sejurnlah Bp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) kepada Penggugat :‘s:bagai ganti rugi atas kerugian Immaterial
ditambah bunga scbesar & % setap  bulan  keterlambatan  Tergugat
melaksanakannya sr:_ial_-: gugafan ini dimasukkan, sampai seloruh uang tersebut
dibayar lunas ; .I

9. Menyatakan sah dan berhza:ga sita jaminan terhadap ruomah dan tanah yang
terlotak di Komplek Bagk Dagang Negara Ceremei Agung Raya Blak XV Ne. |
Et. 09w, 08 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, mobil sedan merk Suzuk! Forsa
Momor Poiisi B 1132 N warna hijau, mobi Fiang Nomer Polisi B 2126 MH
warna hijau, beserta selurwh harta benda milik Tergugat ;

10. Menyatakan putusan ini dupat q‘ijal&n}:nn terlebin  dalmle, sekalipun ada
perlawanan atau Banding atau Kasasi ;

11, Menghukum Terpugat membayar seluruh biaya perkara |

Subsidair ; :

Apabila P::ngadi!ar.lberpendapat lain, mohon kepuiusan yang scadil-adiluya {ex

Acquo &tl bono) o
Bahwa tethadap gupatan tzrsebut Pengadilan Neperi Bekasi tolah meaganbil

putusan, yaitu putusannya tanggal 13 April 2000 No. 238/Pdt.G/1999/PN.Bks. yang

wmarnya berbunyi sebagal berilus :

L Mengabulkan pugatan Fenggugat sebahagian ;

Y Menyatekan Tergugat eluh melakukar perbustan melawan hukum kepada
Penggueat ; '

I1L Ienyatakan Penggugat adalah pemilik rumah beserta tanah terletak i
Fomplek BDN Ceremai Ajpung Raya Blek B XV No. ' RT.0%RW.08,
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi yang sebenamya ;

IV.  Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan
selenjutnya u.-;mk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaazn kosonng dan
baik serta tanga beban apapun ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa rumah kepada Penggupat
sebesar Rp.300.000,-/tahun terhitung sejak 1 Pebruari 1991 sampai Tergugat
menyerahkan kepada Penggugat. obyck sengketa dalam keadaan kosong dan
sempurna ditambah bunga sebefar 6%%/tabun setiap kuterlambatan Terpugar
melaksanakannya ;

V1 Menyatakan sah dan berharga lta jaminan (CB) atas obyek sengketa ;

VI Menolak .
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VII,  Menolak Bugatan untuk szlain dap selebihnya -
VI Menghukum Tergugat uatyk membayar biaya Perkara yang ditalesy biaya
perkara kini sebesar Rp.455.000;- (empat ratus lims pulub lima riby rupiah)

putusan mana dalam tingkat banding atas permohenan Tergugat asli telap dibatelkan
oleh Pengadilan Tingg Bandung dengan Puiusannya tangpal 20 Desember 2000 Np,
376/PDT/2000/PT.BDG, YAng amarnya berbupyi sebagai berikuyr:

- Menerima permohonag banding dari Tergugat / IJemh:uzdjz:g :

- Membatalkan petysan Pengadilay Neperi Bekag tanggal 13 Aprl 2095 Nomaor -

238/Pdt.G/1999,PN ps yang dimioha:an bauding ;

Den Dengan hiengadili Sendir;
= Menyatakey Bugatan P:*nggug:tf]‘c:handing Udak dapai Citerima :
= Menghukum PenggugayT erbanding unigk membayar blaya perkara dj kedua
angkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Ep.75.000,- (tujuh puluh
lima ribu rupiah). '
Balowa sesudal Pitusan teraxhir in; diberitahukan kepada Terbanding /
.Penggugat 2sli pada tanggal 10 April 2003 kemudian terhadapnya oleh Terbanding
dengen perancarazn kyasq khususnya, ‘berdasarkan surag knasa khusys tangeai 11

April 2001 digukan Periohenan kasasi secara lisan pada fanggal 19 April 200]

sebagaimana ternyata dari alge Perriohonan kasasi No, EEEerl.GleQEf!P?\T.BI‘:s,

varg dibuat oleh Panitery Pergadilan Megeri Bekasi Permahonan mana kemudiar,

disusul memor kazasi yang rmemuay aj;;s::n—alasaq Yang diterima d; Kepaniteraan

Pengadilan Meger tersshuyt pada tanggal 2 Mej 2001,

Bahwa setelah i cleh I-’cmbandinﬂ,__,r'l"crmu!mn Kasasi yang Pada tapgral 23
Mei 2001 telah diberitahukay enlang  memori kasas dari Terbanding diajukan
Jawaban memeri agag yang diterima dj kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
Fada tanggal 5 Inpj 2001;

Menimbang, bahia Permohenan kasasi 5 quo beserta aiasan—a!asa:mya t=lah

diberitahukag kepada pihak lawap dengdn saksama digjukan dajamy tenggany wakty

dan dengan earg yang ditentukan dalam Undangumda.ng, maka vleh karena ity
permohonan kasasi tersel.y formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberaran—kaﬁc:atan yang diajukan oleh Pemohon kasasi

dalam memgr; kasasinya tersebuy; pada pokoknya 1alah

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung samg sekall tidak mempertimbengkan

dalil-dalil hujuy Pemohon Kaszasi bajlk Surat-surat buky maupun ke[crangfm saksi-
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saksi H. Abdul Fattah, M. Syafruddin LI;{'!:IiS, b, Fuseri dan A, Jufriadi yang diajukan

di persidangan secara keseluruhan, sehingza sangat menyimpang dari rasa keadilan

dan kepastian hukum yang menjadi esenst atau dasar bagi penegakan hukum (Jaw
enforcement) itu sendiri,

Bzhwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan
semata mengambil bukti T-2b dan T-2 sebagai inf dari putusannya tanpa
menganalisis hal-hal lainnya, padahal 'L'imf.-;l] tersebut tidak berdiri sendin dan tuldi
yang diajukan Pemohon Kasasi urntulk memperjelas kepemilikan vumah tersebul
sudzh lebih dari cukup.

flahwa tidak bendr judex facti yang mempertimbangkan Termohon Kasasi
scbagai pembeli rumah tersebut dari PT. Ceremai Agung Raya scbab sesuai bukti
Lesaksian H, Abdul Fattah dan M. Syafruddin Lubis selaku crang yang menempati
rumah Pemohon yang lain yang saling menempel dengan rumah sengleta, Memehon
Wasasilah pembeli rumah tersebut dari PT. Ceremal Agung Raya secara kolektif
(bukii P-22), | '

Bahwa untuk *Tl[.lf:hﬂti.];u:l Termohon Kasasi sebelumaya bendalhare vayasen
dan mengetahui bahwa rumah sengketa milik Pemehon Kasasi,

Tahwa bukti P-2b dan T-2 teriera '1'|:!mn::-h.:1t1 K asasi sebagei perrbeli deri PT.
Ceremal Apung Raya yang sebzlumnya telzh ada komitmen antara Termohon
dengan Pemohon dan juga dengan H. Abdul Fattah dan b, Syafruddin Lubis sebagai
pirjam nama sija mengingat yayasan karenz yayasan tidak dapat membeli rumah
atas namenya.dan setelah ity kosepakatan pinjam nama, rumah diternpati Termohon
Kasasi schagai penyewa. Hal ini diperkuat kesaksian M. Kuseri yang setiap bulaniya
memotong eaji Termohon sebesar Rp.25.000,-.

Bahwa uang digunakan membeli rumah adalah gang Pemelion F.asasi
terbukti rekening koran (bukti P-la dan F-1b} sebagai peinbayaran ruman tersehat.
Rumah tersebut dibeli dengan vang Pemohon untuk kepentingan Pemolion sendir
dan bukan sebagai pinjaman Termchon. Apabila sebagal pinjaman tontunya
Termohon aken meminta bukti cicilan dun oukti cisilan tzrsebut memnang tidak
pemah ada. I_

Bahwa bukti P-7b (kwitansi pembelian) sebagal bukti rumah milik Pemohon
vany semula dibeli ada 3 rumah, 2 rumah diantaranya telah dibeli Sdr. Abdul Fattah
dan sdr. M. Syafruddin Lubis, sedangkan 1 rumah lagi yang saal inl ditetapati

Termohon mesih tercatat sebagal asset Pemehon.
5. Secara
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Bahwa secara hulum terbulti rumah sengketa masih milik Pemohon oleh
barcna Termohon telah mengakui dalam jawabannya bahwa transaksi dibuar di
hadapan Notaris Azhar Alia, SH.

Bahwa tahun 1990 ketika Termohon mengundurkan diri dari kepengurusan
yayasan, surat tanah yakni akta jual beli No. 14 tidak diserahkan kepada pejabat
penggantinya. !

Menimbang, terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Apung
borpendapat sebagai berilout @
hieupenai teberatan ad. 2

Balwa keberatan ind depat dibenarkan. Pengadilan Tinga) salab Tenerankan

hubkum pembuktian. Dari keterangan salst Pengozugat yaitn saksi Mo Syafruddin
Lubis, M. Kuseri, A. Djupriady dan H. Abdul Fattah dan surat bukti P-4a, P-4b, P-7b
oy P-10, Penggugat teleh dapat membultiken rumah beserta tanali tsi'lctak o
Komplel BDN Ceremai Agung Raya Blik B XV Mo. 1, Blek B XV He. 2 dan Blok
- Mo, 3 sebagai rumah dinas Yayasan Kesejahteraan Keliarga PT.Bhaita yang
vlah dibeli dari PT. Ceremai Agung yang diatasnamakan 1. Bedjo (Tergugat asal), 2.
1 abdul Fatizh dan 3, M. Syafruddin Lubis sekaligus ketiga orang status merzka
renempati rumah tersebut sebagai penyewa yang dibayar tiap bulan dengan potong
paji, merupakan kekayaan Yayzsan tersebut.

Tetapi sebaliknya Tergugat asal daii saksi-saisl yang diajulkannya, Djafar L.
Surcmartens, Verz hathida Sandry .dan Scsnar}fo b. Joke szria bukt surat T-1
sampai dengan T-11 tidak dapet membuktikan baiwa tanzh dan rumah yang
ditempati Tergugat asal adalah miliknya, Pengakvan Tergugat asal berdasarkan buki
T-1 dan T-2 tunpa didukung aiat bukii kuat lainnya bahvwa obyel sengheta adalah
milik :Tr:rgugat asal adalah tidal beralasan hukum dan odal dapat membuktikan
lehenaran dalil-dalil bantahannya. Sedangkan bukti 1-4 sampai dengan T-11
merupakan pembayaran pajak dari tahun 1991 sampai dengan tehun 1999 tidak dapat
membuktikan obyek sengketa merupzkan nilik Tergugat, karena bukan alat bukti
pemilikarn, !

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup
alasan  mengabulkan permohonan «kasasi yang  digjukan oleh YVAYASAN
EESEJAHTERAAMN KELUARGA PT “BHAITA" sertza membatalkan puotusan

engadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Desember 2000 No. 576/PDT/2000/PT.BDG.
dan selanjutnya Mahkamah Apgung ekan mengadill sendisi dengan amar sebagaimana

tertera di bawah ind.

dManimbang, ... ..
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Menimbang, oleh karena pertimbangan dan putusan Fengadilan Negeri
Bekasi tanggal 13:P.pr51 2000 No. 238/PdrG/1999/PN.Bks dinilai telal tepat dan
benar maka diambil alih olely Mahkaniah Apgung sebagal pertimbanpannya sendiri
dalam mangadiﬁ perkara ini, _

Menimbang, bahwz oleh kdfena permohonan  kasasi dikabulkan dan
Termohon Kasasi adalah pihak yang ‘dikalahkan maka Termohon kasas dihukum
untuk mcm:ba}'ar bizya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding
maupun dalam tingkat kasasi, b

Memperhatiltan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dar
Undang-undang Na. 14 T?Jnﬁn 1985 sebagaimana telah diubal dzn ditambah d=ngau
Undang-unaang No. 5 Tahun 2004 yang bersanglutan

MENGADILI :

Mengabulkan permchonan  kasasi dari Pemohon Kasasi YAVASAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA PT “BHAITA” tersebut;

Membatalkan putusan Pangad'ilan Tingei Bandung tanggal 20 Desember
2000 No. 576/Fdv2000/PT Bdg.: :

[— Mengabulkan pugatan Penggugat azal sebuhagian
- ]
I-/ff. o

Menyatakan Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hulouns
™ :

kepada Penggupat asal

Iil. Menyatakan Fenggugat aszal adalak plemilik rumal beserta tanah terletal
di Komplek BDN Ceremaj Azung Rava Blok R XV No. 1 RT.O%RW 08,
Iatiwaringin, Pondok Gede, Bekas) yang sebenarnya ;

V. Menghukum Tergugat asali untuk segera mengosongkan ohyek sengketa
dan selanjutnya untuk diserahkan lcepada Penggugat asa daiam keadaaan
kosong dan -baik serta tanpa beban apapun, bilamana perluy dengan
bantuan alat negara

v Mcng.hukum Tergugat asal untul membayar biaya séwq rumah kepada
Penggugat asal sebesar Rp.300.000, -/tahun terhitung sejak 1 Pebriar
1991 sampai Tergu_gat asal menyerahkan kepada Penggugat asp ohyek
sengketa dalam keadaan kosang dan sempuma ditambah bunga sebeggy
6% tahun setiap keterlambatan Tcrgulgnt tsal melaksanakannyg ;

VI Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CE) atas obyek senghety

VIL - Menolak gugatan uniuk selain dan selebihnya -

VIIL Menghulou

Remilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012




VI Menghukum TFermohon Kﬁéaai untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini dir.etapkailn sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus riby
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rzap?at permusyawaratan pada hari Selasa tuggal
12 April 2005 oleh il PARNAN fi'.’.IJfEPr'i-RF‘r’l.n‘u"ﬁ SH., MH.,, Keta Muds rang
ditunjuk oleh I:'.u:tlm Mahkamah Aging sebagai Ketua Sidang, Pruof. DI H,
MUCHSIN, SH, dan Prof. REHNGENA PURBA, SH. MS. Helirhokim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang ferbuka untuk umum pada hari ity juga oleh
Keiva terssbut dengan dihadiri oleh Prof, DR, II. MUCHSIN, SH. dan Prof
REHNGENA PURBA, SIf., MS., Hakim-hekira Anggota, JOSEPEINE ROTUA
SITUMORANG, ST, ME,, Panitera Pengpanti din tidsie dibadi oleh pemohon

kasasi.

Hakim-Hakim Anggota ot e
Biava-biaya Perkara : _ Panitera Pengganti
L R, Rp.  6.000,-
siRhedalaiivi.. ..o Rp.  1.000,-

S8 s Lo s o ST _Rp. 193:000.-
fumlah.......Rp. 200:000,-

_“_u_—____
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di
Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang Warga Negara Asing, badan hukum
asing, dan badan hukum yang tidak ditunjuk pemerintah untuk memiliki tanah di
Indonesia dengan status Hak Milik yang merupakan status hak tertinggi dalam
kepemilikan tanah di Indonesia

Terkait dengan Hak Milik, dalam pasa 20 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya
disebut “UUPA™), diatur bahwa:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6”.

Pasal 21 UUPA selanjutnya mengatur mengenal  pembatasan kepemilikan
terhadap subyek Hak Milik.

Subyek Hak Milik:

! Urip Santoso Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media,
2005), hal. 90-91. Dikatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh.
Turun temurun artingya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus sampai pemiliknya masih
hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli
warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik. Terkuat, artinya Hak Milik
atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas
waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus.
Terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila
dibandingkan dengan hak atas tanah lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain,
tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila
dibandingkan dengan hak atastanah yang lain.
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(1) Asas Umum: perorangan, warga Negara Indonesia (pasal 21 ayat 2
UUPA)

(2) Warganegara Indonesia merupakan pelaksana asas kebangsaan
sebagai salah satu dasar UUPA (pasal 21 ayat 1 UUPA)

(3) WNI Tunggal (asas khusus). UUPA memandang seorang yang
mempunyai 2 kewarganegaraan (dwikewarganegaraan/bipatride)
sebagai orang asing (pasal 21 ayat 4 UUPA), karena pada saat
lahirnya UUPA masih dikenal dwikewarganegaraan.

(4) Badan-badan hukum tertentu (pasa 21 ayat 2 UUPA) yang
berdasarkan PP 38 /1963 dapat mempunyai hak milik,yaitu:
a.Bank-Bank pemerintah
b.Badan-badan koperasi pertanian
c.Badan-badan sosial
d.badan-badan keagamaan

Y ayasan merupakan bentuk dari suatu badan hukum.? Berdasarkan UUPA
dan PP No0.38/1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (selanjutnya disebut “PP N0.38/1963"),
Yayasan tidak termasuk dalam kategori badan hukum tertentu yang dapat
memperoleh Hak Milik. Dengan demikian suatu yayasan hanya bisa memperoleh
status sebagai subyek pemegang Hak atas tanah selain hak milik® pada
kepemilikan tanah yang dimilikinya.*

2 Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Y ayasan, UU No.16, LN No.112 Tahun 2001,
TLN No. 4132. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Yayasan adalah badan hukum yang tidak
mempunyai anggota, didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian.”

% Hak atas tanah di Indonesia dapat dimiliki dengan melihat status calon pemegang hak
atas tanah dan peruntukanya. Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan peternakan. Hak Guna
Usaha diberkan untuk kegiatan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna bangunan, orang
dapat mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak Pakai
memberikan wewenang untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
atau tanah milik orang lain.

“Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang
Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, PP N0.38 Tahun 1963, LN No.61, Tahun 1963, TLN
2555, Pasal 1 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik
Atas Tanah, yaitu bank-bank  yang didirikan oleh Negara, koperas pertanian,badan
keagamaan,dan badan sosial. Menurut Pasal 8 ayat(1) Permen AgrarialKepala BPN No.9 Tahun
1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,
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Dalam ha badan hukum seperti yayasan yang ingin memperoleh status
hak milik atas tanah, praktek yang pada umumnya dilakukan oleh badan hukum
tersebut adalah dengan melakukan suatu perbuatan hukum berupa Perjanjian
Pinjam nama (nominee). Praktek demikian pada hakekatnya adalah suatu
penggel apan hukum

Suatu Badan hukum yang ingin memperoleh status Hak Milik secara sah
dapat melakukan perbuatan hukum sebelumnya dengan penurunan hak.

Salah satu cara pemindahan hak milik yang paling umum adalah dengan
cara jua beli. Sgak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT
yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukan jual beli dihadapan PPAT,
dipenuhi syarat terang.

Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran
harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukan bahwa secara nyata atau
riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkuatan telah dilaksanakan. Akta
tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan
hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah
menjadi pemegang hak barunya.

Pembahasan kepemilikan hak milik atas tanah dan bangunan yang
diperoleh suatu badan hukum dengan dibatalkanya suatu akta jual beli dilakukan
dengan studi kasus berupa perkara sengketa antara yayasan kesejahteraan
keluarga PT. Bhaita dan karyawanya yang bernama Bedjo (putusan Mahkamah
Agung tanggal 12 April 2001 No. No0.3670 K/Pdt/2001 jo. putusan Pengadilan
Tinggi Bandung tanggal 20 Desember 2000 No.576/Pdt/2000/PT. Bdg, jo.
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal No. 238/Pdt.G/1999/PN. Bks). Dalam
perkara tersebut pihak Yayasan kesgahteraan keluarga PT.Bhaita telah
melakukan perjanjian pinjam nama dengan karyawannya, agar yayasan dapat
memiliki tanah dan bangunan tersebut dan sah demi hukum. Kasus bermula pada
tahun 1980, Yayasan Kesgahteraan keluarga PT.Bhaita berniat membeli tanah

badan-badan Hukum yang dapat mempunyai tanah Hak Milik, adalah Bank Pemerintah, badan
keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
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dan bangunan yang masih berstatus tanah adat pada developer PT.Ciremai Agung
di kelurahan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pada transaksi tersebut disepakati
agar sebelumnya memaka nama 3 orang karyawan yakni Bedjo, Abdul Fattah,
M.Syafruddin Lubis pada akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
Azhar Alia, SH. Ketiga orang tersebut menyetujui akan menempati rumah dinas
tersebut dengan syarat membayar uang sewa tigp bulanya kepada Yayasan
Kesgahteraan Keluarga PT.Bhaita dengan dipotong dengan gaji mereka tiap
bulanya. Dokumen asli jual beli rumah/tanah tersebut disimpan oleh Bedjo dalam
hal jabatanya selaku bendahara yayasan. Tahun 1990 sdr.Bedjo mengundurkan
diri dan tanpa pernah mengembalikan surat-surat kepemilikan tanah/bangunan
tersebut kepada ketua Y ayasan, serta tetap mendiami rumah dinas tersebut seolah-
olah menjadi miliknya. Hal tersebut sangat merugikan Y ayasan karena sdr.Bedjo
hanya dipakai nhamanya sgja dalam proses pembuatan akta jual beli, sedangkan
uang pembelian adalah milik Yayasan. Ketua Yayasan mengajukan gugatan
perdata di Pengadilan Negeri Bekasi sampal akhirnya ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memutuskan untuk menghukum sdr. Bedjo dengan
putusan:

Membatalkan foto copy akta jual beli, ternyata bahwa sdr .Bedjo adalah
orang yang membeli rumah tersebut dari PT.Cirema Agung hanya dengan
namanya saja yang dipinjam

Dengan dikuatkan oleh saksi-saksi yang menyebutkan bahwa sdr. Bedjo
hanyalah penyewa sagja bukan pemilik rumah dinas tersebui.

Menyatakan Y ayasan sebagal pemilik sah rumah dan tanah yang terletak
di Komplek BDN Ceremai Agung Raya Blok B XV No.1 RT 09/RW 08,
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah pemilikan Hak Milik
oleh suatu badan hukum khususnya Y ayasan dan akibat dibatalkanya suatu akta
otentik oleh suatu putusan Mahkamah Agung yang didasarkan oleh Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3670 K/Pdt/2001 berdasarkan latar
bel akang tersebut menjadi alasan penulis untuk memilih judul tesis Pemilikan Hak
Milik oleh suatu Badan Hukum yang Didasarkan Putusan Pengadilan (Tinjauan
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Yuridis terhadap Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3670
K/Pdt/2001).
1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang

akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada perjanjian yang
memaka nama orang lain (nominee) menurut hukum pertanahan di
Indonesia?

2. Apakah putusan pengadilan yang menyebabkan pemilikan Hak Milik
oleh badan hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan di
Indonesia?

1.3  Metode Pendlitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penafsiran ilmu hukum
positif dan menganalisis dengan mempergunakan bahan-bahan kepustakaan,
norma-norma hukum tertulis. Ditinjau dari sifat penelitian itu sendiri, maka
metode yang dipergunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu
mencoba menggambarkan gejala yang timbul dalam masyarakat dan masalah
yang timbul di dalamnya serta mencoba manganaisa untuk diberikan suatu
solusinya. Dalam metode ini mendasarkan pada data sertainformasi yang bersifat
umum (ilmu hukum, undang-undang, peraturan, teori-teori maupun doktrin serta
pendapat ahli). Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat
yaitu dengan terlebih dahulu mempersigpkan pokok-pokok pertanyaan (guide
interview) sebagai pedoman. Di dalam penulisan tesisini data yang dipakai adalah
data sekunder yaitu data yang diperolen melalui studi kepustakaan guna
mendapatkan landasan teoritis mengenai proses pemilikan hak milik oleh suatu
badan hukum. Di samping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan
hukum lain, seperti data-data yang terdapat dalam literatur-literatur, tulisan-tulisan
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ilmiah, makalah-makalah yang diseminarkan, dokumen-dokumen hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini°.

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat berupa
bahan hukm primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan
hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar, peraturan
perundang-undangan, yurisprudens, traktat, dan peraturan-peraturan yang berlaku
serta berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum ini berupa:

a) Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Nomor 5 Tahun 1960, khusus mengenai hak-hak atas tanah;

b) Undang-Undang Tentang Y ayasan, Nomor 16 Tahun 2001,

c) Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang
Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Nomor 38 Tahun 1963;

d) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun
1997;

€) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor 37 Tahun 1998;

f) Peraturan Pemerintah tentang HGU,HGB dan Hak Pakai Nomor 40
Tahun 1996;

0) Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

h) Peraturan Menteri AgrariadlKepala Badan Pertahanan Nasional No0.9
Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian
ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan
bahan hukum tersier, diantaranya kamus.

Dalan andlisis data, penulis menggunakan dan dipengaruhioleh
pendekatan kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cet 3. (Jakarta:Penerbit Universitas
Indonesia Ul-Press, 2008), hal 52.
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perumusan kesimpulan dan untuk memperoleh jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secarailmiah.
1.3  Tujuan Pendlitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitianini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kepemilikan hak atas tanah
khususnya yang diperoleh oleh badan hukum berdasarkan
perjanjian nominee.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat
kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki badan hukum
berdasarkan putusan pengadilan.

14  Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini akan
disgjikan dalam 3 (tiga) bab, yang terdiri dari:

Bab |, pada bab ini berisikan pendahuluan, yang di dalamnya berisi uraian
latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian
serta sistematika penulisan. Sedangkan pada bab Il berisikan teori pembahasan
yang berjudul Pemilikan Hak Milik oleh Suatu Badan Hukum, yang terbagi dalam
sub bab yang memaparkan teori yaitu, landasan teori mengenai pemilikan hak atas
tanah, unifikas hukum tanah dan hak badan hukum atas tanah, teori jual beli
tanah, teori Akta Otentik, dan analisa Pemilikan Hak Milik oleh Suatu Badan
Hukum (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
3670K/Pdt/2001) dengan disertai Kasus posisi dan analisa kasus. Pada bab 111
berisikan kesimpulan yang menjawab permasalahan dan saran sebagai hasil dari

penulisan tesisini.
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BAB 11
PEMILIKAN HAK MILIK OLEH SUATU BADAN HUKUM

2. Landasan Teori mengenai pemilikan Hak atas Tanah

2.1 Unifikas Hukum Tanah Dan Hak Badan Hukum atas Tanah

Pada tanggal 24 September 1960 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terjadilah
perombakan di bidang hukum atas tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang
berlaku di Indonesia. Setelah berlakunya, berakhirlah masa dualisme hukum tanah
yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikas hukum tanah. Hak Milik
sebagal suatu lembaga hukum dalam hukum tanah telah diatur baik dalam hukum
tanah sebelum UUPA maupun dalam UUPA. Sebelum Berlakunya UUPA, ada
dua golongan besar hak milik atas tanah, yaitu hak milik menurut Hukum Adat
dan Hak Milik menurut Hukum Perdata Barat yang dinamakan Hak Eigendom.

Sekarang kedua macam hak milik tersebut, sesua dengan ketentuan
konversi dalam UUPA telah dikonvers atau diubah menjadi hak milik. Konversi
hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan
berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA
diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA sehingga
sekarang hanya ada satu macam hak milik atas tanah .Dalam ketentuan konversi
Pasal Il UUPA dinyatakan bahwa Hak Agrarische Eigendom, Milik Y asan,
Andarbeni, Hak atas Druwe desa, Pesini, Grant Sultan Landerijenbezitrecht,
Altijddurende, Erfpacht, Hak Usaha bekas tanah partikelir dan hak lainya dengan

nama apapun menjadi hak milik. Dengan demikian ternyata UUPA secara tegas
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mengatur mengenai keberadaan hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum
adat.’

Berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang berasal dari Hukum Adat
dikatkan dengan Pasal 2 ayat (1) ketentuan konverss UUPA, maka hak milik
Y asan, Andarbeni, Hak atas Druwe, Hak atas Druwe desa, Pesini secara hukum
dikonversi menjadi Hak Milik. Terhadap tanah-tanah tersebut menurut ketentuan
Pasal 19 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, harus didaftarkan.

UUPA memberikan pengaturan mengenai hak milik dalam Pasal 20 s.d
Pasal 27, akan tetapi, baru mengenai ha-ha pokok sga Daam Pasa 56
dinyatakan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut
dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan |ainya mengenai hak-hak atas tanah
yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud Pasal
20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.”

Jadi, sepanjang ketentuan mengenai hak milik belum ada, maka yang
berlaku adalah ketentuan Hukum Adat setempat.

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jua beli, tukar menukar, hibah
ataupun karena pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa:
“Jua beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta
pengawasanya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 5 UUPA menegaskan:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasiona dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosiologisme Indonesia
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-udangan ini dan
dengan peraturan perundangan lainya, segala sesuatu dengan mengindahkan

unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.

® Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta:Sinar Grafika,
2006), him 2.

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah (Jakarta: Djambatan, 2000) him.22.
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Berdasarkan persyaratan Pasal 5 tersebut, dapat disebutkan bahwa Hukum
Agraria Nasional kita adalah Hukum Adat yang di-saneer. Hal ini berarti kita
menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum, dan sistem Hukum
Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia. Hukum Adat
yang dimaksud Pasal 5 tersebut adalah Hukum Adat yang telah dihilangkan dari
cacat-cacatnya atau Hukum Adat yang telah disempurnakan/ Hukum Adat yang
telah dihilangkan sifat kedaerahanya dan diberi sifat nasional. Lembaga jua beli
tanah misalnya, telah disempurnakan tanpa mengubah hakikatnya sebagai
perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya yang bersifat
terang dan tunai. Hanya sgja pengertian "terang” sekarang ini adalah jua beli
dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku. Jua beli tanah menurut
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak harus
didaftarkan.

Perubahan diatas bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan
hukum yang dilakukan. Menurut Hukum Adat yang masyarakatnya terbatas
lingkup persoalan dan teritorialnya, cukup dibuatkan aktanya oleh penjual sendiri
dan disaksikan kepala adat. Adapun “tunal” maksudnya adalah pemindahan hak
dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Tunai mungkin berarti harga
tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dibayar sebagian
dianggap tunai). Jadi, dengan dilakukanya jual beli tanah di hadapan PPAT,
maka pada saat itu juga hak atas tanahnya berpindah dari penjual kepada pembeli
dengan pembayaran secaratunai dari pembeli kepada penjual.

Pengaturan Hak Milik atas tanah ditegaskan dalam Pasal 16, pasal 20,
sampa dengan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dari ketentuan Pasal 20 UUPA dapat diartikan sifat-sifat hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainya, yaitu hak yang “terkuat dan terpenuh”
yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa
hak itu merupakan hak yang “mutlak “, tak terbatas dan tidak dapat diganggu
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gugat sebagaimana hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat
yang demikian jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari
tigp-tigp hak. Pengertian “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk
membedakan hak milik dengan hak-hak atas tanah lainnya, yaitu untuk
menunjukan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak
miliklah yang paling kuat dan terpenuh. Hal ini berarti UUPA telah menjamin
hak milik atas tanah kepada perorangan. Adapun khusus untuk badan hukum
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan
Hukum yang Dapat Mempunyal Hak Milik atas Tanah. Hak milik yang diberikan
kepada badan-badan hukum tersebut hanya yang sudah dipunya sebelum
berlakunya UUPA, sedangkan sesudah berlakunya UUPA diberikan Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai.®

21.2 Ketentuan-ketentuan Yang mengatur Hak atas Tanah

a.Persyaratan Subyek Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menetapkan persyaratan subyek
hak atas tanah secaraterinci bagi setiap jenis hak atas tanah. Persyaratan tersebut
ditetapkan berdasarkan suatu asas yang dirumuskan dalam Pasa 9 Ayat (2)
Undang-Undang Pokok Agraria

“tiap-tiap Warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas

tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasiinya, baik bagi diri sendiri
maupun keluarganya.”

Asas ini menetapkan bahwa warganegara Indonesia sebagal bagian dari
Bangsa Indonesia tidak membedakan asal keturunan (asli maupun keturunan
asing( maupun jenis kelaminya (pria atau wanita), mempunyai kesempatan yang
sama untuk mengasai dan menggunakan tanahnya dengan sesuatu hak-hak atas
tanah dirinya dan keluarganya.

Berdasarkan asas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa status hukum
subyeknya menentukan status tanah yang boleh dikuasainya ( Pasal 21 ayat (1),
Pasal 30 ayat (1), Pasa 36 ayat (1), Pasal 42, dan Pasa 45 Undang-Undang

8 Adrian Sutedi, Op.Cit., him.63.
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Pokok-Pokok Agraria). Jika subyeknya (pemegang haknya) tidak memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh pasa-pasa tersebut diatas, penguasaan dan
penggunaannya tanahnya tidak dapat dilanjutkan oleh subyeknya. Sanksi dari
ketentuan ini adalah haknya hapus dan tanahnya menjadi Tanah Negara, jika
kewgjiban untuk memindahkan haknya (menjua) kepada pihak lain atau
mewajibkan melepaskan haknya secara sukarela kepada Negara, tidak
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sgjak diperolehnya (Pasal 21 ayat 3,
Pasal 30 ayat 2, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria), kecuali
ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, dimana
sanksinya langsung berlaku yaitu jual belinya batal demi hukum, Hak Milik
tersebut hapus dan Tanahnya menjadi Tanah Negara dan harga Tanah tersebut
tidak dapat diminta kembali oleh pembelinya, jika pembeli tidak memenuhi syarat
sebagal subyek Hak Milik.

Jika subyeknya bukan Warganegara Indonesia melainkan Badan Hukum
Indonesia (Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (Persero,Perjan,
Perum), Instansi Pemerintah (Departemen, Direktoral Jenderal, Lembaga Non
Departemen), Pemerintah Daerah, Warga Negara Asing yang berdiam di
Indonesia, Badan Hukum Asing yang mempunya perwakilan di Indonesia,
Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menetapkan secara khusus hak-hak atas
tanah yang dapat diberikan kepadanya dalam rangka menguasai dan
menggunakan tanah yang diperlukan, yaitu dengan Hak Pakai (Pasal 21 ayat (2)
jo Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 Pasal 30 ayat 1, Pasal 42, dan Pasal
45 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria).

2.1.3 Hak-hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional (HTN)

Hak-hak atas tanah dalam HTN pada dasarnya melipuiti:

A. Hak Individual Yang bersifat Perdata

a Hak-hak atas tanah yang primer yaitu, hak-hak atas tanah yang
diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada Hak Bangsa Indonesia atas
tanah.

Jenis hak atas tanahnya adal ah®:

1. Hak Milik (Pasal 20 s/d 27 UUPA)

® Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), hal 219.
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2. Hak Guna Usaha (Pasa 28 s/d 34 UUPA dan pasal 2 s/d 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak
Pakai)

Hak Guna Bangunan (Pasal 35 s/d 40 UUPA dan Pasal 19 s/d 38
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan
Hak Pakai)

Hak Pakai (Pasal 41 s/d 43 UUPA dan Pasa 39 s/d 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak
Pakai)

a.l Hak Milik
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh

orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (yang mengandung

fungs sosial). Turun temurun berarti dapat dikuasai tanahnya secara terus

menerus dan akan beralih karena hukum kepada ahli warisnya. “Terkuat dan

Terpenuh” berarti penguasaan tanahnya tidak terputus-putus dan kewenangan

pemilik untuk memakal tanahnya untuk diusahakan maupun untuk keperluan

membangun sesuatu selama peruntukan tanahnya belum dibatas menurut RTRW

yang berlaku.

Hak Milik hanya khusus untuk perorangan yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia sgja (Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 UUPA)
Hak Milik dapat beraih (karena hukum) atau diaihkan (karena
pemindahan hak) kepada pihak lain dan dapat dibebani hak baru
dengan HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil maupun
Hak Menumpang (Pasal 20 dan 24 UUPA)

Dapat dijadikan jaminan pelunasan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan (Pasal 25 UUPA)

Dapat diwakafkan (Pasal 49 UUPA)

Hak Milik wajib didaftarkan dan mempunyai sertipikat sebaga tanda
bukti hak (Pasal 23 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah).
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a. 2 Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang
langsung dikuasai negara untuk usaha pertanian, yaitu perkebunan, perikanan dan
peternakan selama jangka waktu tertentu, yaitu 25 tahun dan untuk perkebunan 35
tahun akan diperpanjang jangka waktunya 25 tahun dan jika tanahnya masih
diperlukan dapat diperbaharui haknya, yaitu diberikan kembali (pembaharuan
hak) selama 35 tahun. Sedang untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal
dapat diberikan sekaligus 95 tahun (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai). HGU dapat diberikan kepada
warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.*°

a. 3 Hak GunaBangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan memberikan wewenang untuk mendirikan bangunan
diatas tanah kepunyaan pihak lain (tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan atau
tanah Hak Milik), selama jangka waktu 30 tahun dan akan diperpanjang waktunya
20 tahun dan jika masih diperlukan dapat diperbaharui hak tersebut. Untuk
perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus untuk 80
tahun (Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB
dan Hak Pakai). HGB hanya dapat diberikan kepada warganegara Indonesia dan
Badan Hukum Indonesia.

a. 4Hak Pakai (HP)

Hak Pakai memberikan wewenang untuk menggunakan tanah kepunyaan
pihak lain (tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan atau tanah Hak Milik)
selama jangka waktu tertentu, yaitu 25 tahun dan akan diperpanjang jangka
waktunya 20 tahun dan jika masih diperlukan dapat diperbaharui hak tersebut.
Untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan sekaligus 70
tahun (pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB
dan Hak Pakai). Tanah Hak Pakai dapat digunakan untuk mendirikan bangunan
atau usaha pertanian (di pedesaan).

Hak Pakal dapat diberikan kepada:

a Warganegara Indonesia
b. Badan Hukum Indonesia
% bid, hal 225.
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Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia

Badan Hukum Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan di
Indonesia

Departemen, Lembaga Non departemen dan Pemerintahan Daerah
Badan Keagamaan dan Sosia

Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan badan Internasional

b. Hak-hak atas tanah yang sekunder yaitu, hak-hak atas tanah yang
diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada Hak
bangsa Indonesia atas tanah. Hak Atas Tanah yang sekunder disebut pula hak
baru yang diberikan di atas tanah Hak Milik dan selalu diperjanjikan antara

pemilik tanah dan pemegang hak baru dan akan berlangsung selama jangka waktu

tertentu.

Jenis hak-hak atas tanah yang sekunder adalah sebagai berikut:

1.

6.

Hak Guna Bangunan (Pasa 37 UUPA jo Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak
Pakai)

Hak Pakai (pasal 41 UUPA jo pasal 44 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai)

Hak Sewa (Pasad 44 dan 45 UUPA dan Hak Sewa atas tanah
pertanian pasal 53 UUPA dan pasal 44 dan 45 UUPA)

Hak Guna bagi Hasil (Pasal 53 UUPA jo Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1960 tentang “ Perjanjian Bagi Hasil”)

Hak Gada Atas Tanah(Pasa 53 UUPA jo Pasa 7 Undang-
Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian)

Hak Menumpang (Pasal 53 UUPA)

Hak-hak atas tanah tersebut dapat diberikan di atas:

a
b.

C.

Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasal oleh Negara),
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan
Tanah Hak Milik

Hak-hak atas tanah sekunder terdiri dari 6 jenis hak atas tanah. Pengertian

masing-masing hak yang sekunder pada dasarnya merupakan hak pakai, namun
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masing-masing hak tersebut mempunyai kekhususan oleh karena itu merupakan
hak pakai yang sifatnya khusus. Sepanjang mengenai Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakal, tata cara pemberiannya telah diatur secara khusus dalam Pasal 24 dan
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan
Hak Pakai. HGB dan Hak Paka yang diberikan di atas tanah hak Milik dalam
Peraturan Pemerintah tersebut. Hak Baru dan pemberian Hak baru tersebut wajib
didaftarkan di Kantor Pertanahan dan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti
haknya.

Hak atas tanah yang sekunder lainya disebutkan dalam Pasal 53 UUPA
merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara, yaitu:

a Hak Sewa atas tanah pertanian,

b. Hak Guna Bagi Hasll,

C. Hak Gada Atas Tanah Pertanian

d. Hak Menumpang

b. 1 Hak Sewa Atas Tanah

Hak sewa adalah hak yang memberikan wewenang menggunakan tanah
milik pihak lain dan penyewa wajib membayar sewa (uang sewa) kepada pemilik
tanah, pembayaran sewanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau dibayar
dimuka (yang disebut kontrak). Perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis
yang mengatur wewenang, kewgjiban apa yang tidak boleh dilakukan, jangka
waktu sewa, pemilik bangunan yang didirikan dan berakhirnya jangka waktu
sewa. Perjanjian sewa, menyewa dapat dilanjutkan jika perjanjian itu
diperbaharui.

b. 2 Hak Usaha Bagi Hasl

Terjadinya Hak Usaha Bagi Hasil berdasarkan perjanjian Bagi Hasil
dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun
1960 tentang “ Perjanjian Bagi Hasil” mulai berlaku tanggal 7 Januari 1960.
Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah
dengan seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap, berdasarkan
perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk
menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah miliknya yang hasilnya dibagi
anatara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui sebelumnya.
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Imbangan bagi hasil untuk tanaman pada di sawah masing-masing 50 % dari hasil
bersih. Untuk tanaman palawija, pemilik mendapat 1/3 dan penggarap 2/3 bagian
dari hasil bersih. Jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk sawah sekurang-
kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.

b. 3 Hak Gadai Atas Tanah

Hak Gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah
milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang
gadai belum dikembalikan (ditebus), maka tanah tersebut dikuasai secara fisik
oleh yang memberikan uang gadai (pemegang gadai). Selama berlangsungnya
gadai, pemegang gadai berwenang untuk memakai atau mengambil manfaat dari
tanah tersebut. Demikian ketentuannya dalam hukum adat yang tidak tertulis.

Terhitung sgak 1 januari 1961 gadai menggadai tanah pertanian termasuk
pula gadai tanaman keras, diatur kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Berdasarkan
ketentuan tersebut gadai menggadai  berlangsung paling lama 7 Tahun dan
setelah berlangsung paling lama 7 tahun dan setelah berlangsung 7 tahun
menggadal (pemilik tanah) dapat memperoleh kembali tanah miliknya dan tidak
perlu mengembalikan uang gadai yang diterimanya. Jika pemilik tanah sewaktu-
waktu akan menebus tanahnya sebelum jangka waktu 7 tahun berakhir cara
pengembalian uang gadainya dilakukan berdasarkan rumus (7+1/2) jangka waktu
gadai dibagi 7.

Berdasarkan rumus tersebut pemilik tanah memberi ganti rugi kepada
pemegang gadai, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
No0.56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

b. 4 Hak Menumpang

Hak menumpang diatur oleh hukum adat (yang tidak tertulis) setempat,
yang memberi wewenang kepada seseorang (numpang atau magersari) untuk
mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain (dunung).

Ada kemungkinan diatas pekarangan kepunyaan orang lain sudah ada
rumah kepunyaan pemilik tanah dan kemungkinan merupakan pekarangan yang
masih kosong dan pihak yang menumpang yang mendirikan bedeng atau rumah

tidak permanen.
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Hak menumpang semacam hak pakai yang sifatnya khusus dan hubungan
hukum dengan tanahnya sangat lemah, karena sewaktu-waktu dapat
diputuskan/diakhiri oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut.
Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu (cuma-cuma) kepada
pemilik tanah, namun pemegang hak menumpang wajib membantu pemilik tanah
atau melakukan pekerjaan desa

B. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara. Hak
Pengelolaan bukan merupakan salah satu jenis hak atas tanah. Hak Pengelolaan
adalah hak istimewa yang diberikan negara pada instansi tertentu untuk dikelola
dan diambil manfaat atas tanahya. Diatas Hak Pengelolaan dapat dibebankan hak-
hak lain yang bersifat primer (kecuali Hak Milik) dan hak-hak yang bersifat
sekunder.

Syarat untuk pembebananya ataupun perpanjangan haknya, harus
mendapatkan izin dari instans atau pemegang hak pengelolaan, serta membayar
sgjumlah retribusi sesuai aturan dari instansi yang terkait.™

C. Tanah Wakaf

Tanah Wakaf adalah hak atas tanah yang semula merupakan hak primer,
yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau tanah
bekas Hak Milik Adat, yang kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh
pemiliknya kepada badan keagamaan atau badan social lannya untuk dikelola.
Peralihan status dari hak atas tanah primer menjadi tanah wakaf menyebabkan
tanah yang sudah dialihkan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi, artinya
sudah tidak bisa diperjualbelikan kepada pihak lain.*

Tujuan Memakai Hak Atas Tanah

Dalam rangka membahas hak atas tanah terlebih dahulu perlu diketahui
bahwa pada dasarnya tujuan memaka tanah secara universal adalah untuk
memenuhi 2 (dud) jenis kebutuhan, yaitu:

e Untuk diusahakan, misalnya usaha pertanian, perkebunan, perikanan
(tambak) atau peternakan

" |rma Devita Purnamasari, Kiat Cerdas Mudah, Lengkap, dan Bijak Mengatasi Hukum
Pertanahan, (Jakarta: Kaifa, 2010), hal 9.
pid. hal. 10.

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



19

e Untuk tempat membangun sesuatu (wadah), misanya untuk
mendirikan bangunan, perumahan, rumah susun, Hotel, proyek pariwisata, Pabrik,
Pelabuhan dan lain-lain.

Atas dasar pengertian tersebut hak-hak atas tanah dalam HTN adalah
untuk memenuhi keperluan diatas.

a) Pengertiannya

Hak atas tanah adalah hubungan hukum dengan tanah yang memberi
wewenang untuk memakai tanah.

Setigp hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu bidang
tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kewenangan memakai dalam
arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu bidang tanah
tertentu yang dimiliki.

2.1.4. Persyaratan Subjek Hak Atas Tanah

UUPA menetapkan persyaratan subjek hak atas tanah secara terinci bagi
setigp jenis hak atas tanah. Persyaratan tersebut ditetapkan berdasarkan suatu
asas yang dirumuskan dalam pasal 9 ayat 2 UUPA:

“Tiap-tigp Warganegara Indonesia, balk laki-laki maupun wanita
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas serta
untuk mendapat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya’.

Ketentuan tersebut mewujudkan asas demokrasi, yang tidak membedakan

antar gender (persamaan hak/ emansipasi) dan tidak membedakan asal keturunan
antara sesama Warganegara Indonesia, hal ini seperti yang ditetapkan dalam pasal
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang “Kewarganegaraan Republik
Indonesia’

Asas ini menetapkan bahwa WNI sebagai bagian dari Bangsa Indonesia
tidak dibedakan berdasarkan asal keturunanya (asli maupun keturunan asing)
maupun jenis kelaminya (pria dan wanita) mempunyai kesempatan sama untuk
menguasai dan menggunakan tanah dengan sesuatu hak-hak ats tanah (kecuali
hak pengelolaan) bagi dirinya dan keluarganya).

Berdasarkan asas ini dapat ditarik kesimpulan: bahwa status hukum
subjeknya menentukan status tanah yang boleh dikuasainya (Pasal 21 (1), 30 (1),
36 (1), 42 dan 45 UUPA. Dan status subjeknya juga menentukan kelangsungan
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hak atas tanahnya (pasal 21 (30, 26 (2), 30 (2), 36 (2) UUPA yang ditegaskan
lebih lanjut dalam pasal 27, 34, dan 40 UUPA). Jika subjeknya (pemegang
haknya) tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pasal-pasal tersebut di atas,
penguasaan dan penggunaan tanahnya tidak dapat dilanjutkan oleh subjeknya,
dengan sanksi haknya hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara, jika kewajiban
untuk memindahkan haknya (menjual) kepada pihak lain atau kewajiban
melepaskan haknya secara sukarela kepada Negara, tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sgak diperolehnya (Pasal 21 (3), Pasa 30 (2) dan
Pasal 36 (2) UUPA. Kecuali ketentuan pasal 26 ayat (2) UUPA dimana sanksinya
langsung berlaku yaitu jual belinya batal demi hukum hak milik tersebut hapus
dan menjadi tanah Negara dan harga tanah tersebut tidak dapat diminta kembali
olen pembelinya, jika pembelinya tidak memenuhi sSyarat sebagai subjek hak
milik.

Apabila subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebaga subjek hak atas
tanah maka akan memepengaruhi kelangsungan hak atas tanahnya, sebagaimanan
ditetapkan dalam®:

a) Pasal 21 ayat 3 UUPA apabila Hak Milik diperoleh oleh orang asing
karena hukum, yaitu karena :

a. Pewarisan tanpa wasi at

b.Percampuran harta karena pewarisan

c. Naturaisasi

Dalam jangka waktu satu tahun segjak diperolehnya wajib melepaskan
haknya kepada Negara aatu memindahkan haknya kepada pihak lain (yang
memenuhi syarat) apabila kewgjiban tersebut dilalaikan maka Hak Milik tersebut
hapus karena hukum dan tanahn ya menjadi tanah Negara (tanah yang langsung
dikuasai Negara)

b) Pasal 26 ayat 2 UUPA mearang memindahkan Hak Milik (secara
langsung atau tidak langsung) kepada suatu badan hukum (Indonesia atau Asing)
atau kepada orang asing.

Akibat hukumnya (sanksinya) adalah Jual belinya batal karena hukum
berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUPA bahwa:

3 Adrian Sutedi, Op.Cit .hal 224.
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b.1 Hak miliknya hapus karena hukum

b.2 Tanahnya menjadi tanah Negara

b.3 Uang yang telah diserahkan kepada penjual tidak dapat dituntut
kembali oleh pembelinya (resiko ditanggung pembelinya).

¢) HGU-HGB-Hak Pakai apabila dikuasai oleh subjek yang tidak
memenuhi syarat akibat hukumnya adalah:

e Pemegang HGU-HGB-atau Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi
syarat dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan haknya
kepada Negara atau memindahkan hak tersebut kepada pihak lain yang
memenuhi syarat.

e Apabila pemegang hak melalaikan kewajibanya, hak atas tanahnya
hapus karena hukum dan tanahnya menjadi Tanah Negara.

Demikianlah kelangsungan hak atas tanahnya akan terpengaruh oleh status
subjeknya yang tidak memenuhi syarat.

Jika subjeknya bukan WNI (yang disebutkan dibawah ini) UUPA
menetapkan secara khusus hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepadanya,
dalam rangka menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukan (Pasal 21 ayat
(2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penunjukan Badan-
badan Hukum Y ang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah , Pasal 30 ayat (1) ,
pasal 42 dan 45 UUPA), yaitu:

e Badan Hukum Indonesia (Perseroan Terbatas, BUMN (Persero, Perjan,

Perum) BUMD, Instanss Pemerintah (Departemen, Direktorat,
Lembaga Non Departemen) dan Pemerintah Daerah.
e WargaNegara Asing yang berdiam di Indonesia.
e Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 1996 Pasal 1 yang mengatur tentang pemilikan Rumah Tinggal atau
hunian oleh Warga Negara Asing (WNA). Peraturan Pemerintah ini berisi antara
lain:

1. WNA yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan untuk

memiliki 1 rumah tinggal (Satuan Rumah Susun) yang dibangun di
atas tanah Hak Pakai .
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2. Rumah yang berdiri di atas tanah Hak Pakai tersebut dapat berasal
dari tanah Hak Milik yang diberikan oleh pemeganh Hak Milik.
Pemberian Hak Pakai oleh pemegang Hak Milik ini diberikan dengan
akta PPAT dan perjanjianya harus dicatat dalam Buku Tanah dan
sertipikat Hak Milik atas tanah.

Adapun perubahan kepemilikan Hak Milik, dapat terjadi apabila dilakukan
suatu perbuatan Hukum, seperti:

a) Statusnya dalam perkawinan

Menurut hukum perkawinan dalam KUHPerdata Indonesia, jika
berlangsungnya perkawinan maka terjadilah percampuran harta perkawinan antara
suami isteri yang bersangkutan, karena semua harta bawaan masing-masing
menjadi satu kesatuan (algehele gemeenschap), kecuali jika sebelum perwakilan
berlangsung diadakan perjanjian kawin (otentik) yang bertujuan untuk
mengadakan pemisahan harta'.

b) Pewarisan Menurut hukum

Setiap terjadinya kematian maka terjadilah peralihan hak atas tanah karena
hukum. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa pada saat seseorang
meninggal, maka pada detik itu pula segala hak dan kewajiban yang meninggal
beraih kepada ahli warisnya. Dengan deikian tidak terjadi kekosongan dalam
pemilikan dan penguasaan harta kekayaanya Asas ini berlaku umum bagi
mereka yang tunduk pada KUHPerdata Indonesia, Hukum Adat maupun Hukum
Islam. Dengan terjadinya pewarisan tersebut di atas, pada asasnya tanah hak yang
dikuasai oleh almarhum pemegang haknya beralih kepada ahli warisnya pada saat
pemegang haknya meninggal dunia.

Sebagal akibat terjadinya pewarisan menurut hukum, maka kedudukan
pemegang hak (subjeknya digantikan oleh para ahli warisnya. Oleh karena itu
baik tanah hak itu sudah bersertipikat maupun bekas hak milik adat yang belum
bersertipikat wajib didaftarkan peraihan hak karena hukum di Kantor
Pertanahanan BPN di (Kabupaten/Kodya) berdasarkan ketentuan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk
maksud tersebut perlu diadakan perubahan  subjeknya  untuk keperluan

“ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama (Jakarta:CV Mandar Maju, 2007), hal 67.
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pembuktian yaitu nama ahli warisnya dicatat dan nama pemegang haknya (yang
meninggal) dicoret pada Buku Tanah dan Sertipikat hak tanahnya. Dan
pendaftaran tersebut fungsinya untuk keperluan pembuktian.

2.1.5 Sistem perolehan Tanah

Dalam Hukum Tanah Nasional disediakan berbagai cara memperoleh

tanah yang diperlukan baik oleh perorangan maupun badan hukum. Dan tanah
yang diperoleh wajib dikuasai secaralegal, baik untuk keperluan pribadi, kegiatan
usaha (bisnis) maupun untuk keperluan Instansi Pemerintah. Sebelum melakukan
kegiatan perolehan tanah, kiranya perlu terlebih dahulu dipahami sistem perolehan
tanah dalam hukum tanah nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Boedi
Harsono adalah sebagai berikut:

a) Disediakan berbagai cara memeperoleh tanah yang diperlukan, yang
ketentuan-ketentuanya disusun dalam suatu sistem, yang didasarkan
atas kenyataan:

e  Statustanah yang tersedia
1 Tanah Negara
2. Tanah Hak
e Kalau tanahnya tanah hak, apakah pemegang haknya:
- Bersedia
- Tidak bersedia memindahkan atau menyerahkan hak atas
tanahnya.

Kalau pemegang haknya bersedia menyerahkan atau memindahkan

haknya, apakah pihak yang memerlukan:

-Memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan, atau

-tidak memenuhi syarat.

b) Berdasarkan kriteria di atas disusun sistem perolehan tanah, baik untuk
keperluan pribadi/ usaha maupun untuk kepentingan umum, sebagai

berikut®

5 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum: Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak, (Jakarta:
Jala Permata Aksara, 2010), hal 42.
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e Kaau tanah yang tersedia Tanah Negara, harus ditempuh cara
permohonan hak baru
Adapun untuk memperoleh Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung
dikuasai olen Negara baik untuk keperluan pribadi/ usaha maupun untuk
kepentingan umum dapat diperoleh dengan cara Permohonan Hak Baru, dimana
pihak yang ingin memperoleh tanah negara tersebut sebelumnya harus
mengajukan permohonan kepada Negara dengan cara Permohonan Hak.
Selanjutnya Hak atas tanah yang akan diberikan oleh Negara atas status Tanah
Negara ini adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL)™.

Kewenangan Negara dalam memberikan hak atas tanah dilaksanakan oleh
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Supaya lancar
dalam pelayanan pemberian hak, Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya
kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor
Pertanahan.

e Kalau yang tersedia tanah hak dan ada persetujuan bersama serta kata
sepakal mengenai  penyerahan tanah yang bersangkutan berikut
imbalanya, yang diperoleh melalui musyawarah:

-ditempuh cara pemindahan hak, jika pihak yang memerlukan
memenuhi syarat sebagai pemegang haknya;

- ditempuh cara pelepasan hak, diikuti pemberian hak memenuhi syarat
(KEPPRES 55/1993 jo Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala BPN
nomor 1/1994);

e Jika cara musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, ditempuh
cara pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk penyelenggaraan
kepentingan umum dan tidak dapat digunakan tanah yang lain (diikuti
pemberian hak baru yang sesuai) (UU 20/1961 jo PP 39/1973).

a) Statustanah yangtersedia dan tata cara memperolehnya

Selanjutnya perlu diketahui bahwa status tanah yang tersedia meliputi:

a) Tanah Negara, tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

18 | bid., hal 54.
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b) Tanah Hak, yaitu tanah-tanah yang sudah dikuasai dengan sesuatu hak
atas tanah oleh orang atau badan hukum; jenis-jenisnya adalah Hak
milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Paka dan hak
Pengel olaan;

c) Tanah Hak Pengelolaan, yaitu hak yang menyediakan tanah bagi
keperluan pihak lain dan pihak lain dapat menguasai bagian-bagian
tanah Hak Pengelolaan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai, melaui pemberian hak.

Untuk memperjelas sistem tata cara memperoleh tanah berikut hak atas

tanah apa yang dapat diperoleh berdasarkan tata cara memperoleh tanah yang
bersangkutan, dapat dibaca melalui tabel ini:

Status Tanah yang | Tata cara | Status Tanahnya
tersedia memper olehnya

1.Tanah Negara hanya dapat diperoleh | Yang diperoleh:

meldui Permohonan | ¢  Hak Milik (HM)
Hak e Hak GunaUsaha
(HGU)
o Hak Guna
Bangunan (HGB)
o Hak Pakai (HP)
2.Tanah Hak Dapat diperoleh | Yang diperoleh:
melalui:

2.1 Pembebanan Hak | HGB,HP,Hak Sewa
(atau pemberian hak
atas tanah baru di atas
tanah Hak Milik)

2.2 Pemindahan Hak | HM ,HGU,HGB,HP
(jua beli tanah, hibah,
tukar menukar, dlinya)
2.3 Pembebasan Hak | Tanah Negara
apabila yang tersedia | wajib dikuasai secara
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3.Tanah

Pengelolaan

Hak

tanah Hak Milik dan
yang akan memperoleh
tanah adalah badan

hukum Indonesia)

2.4 Pencabutan Hak
(upaya terakhir dan
secara paksa
memperoleh semua
jenis hak atas tanah)

Bagian-bagianya
dapat diberikan kepada
pihak ketiga melalui
permohonan hak baru

legal dengan
mengaj ukan
permohonan hak baru
sesuai dengan
keperluanya.

Tanah Negara

wagjib dikuasai secara
legal
mengaj ukan

dengan

permohonan hak baru

sesuai dengan
keperluanya.

Pihak ketiga
menguasal bagian
tanah HPL dengan
HM, HGB, HP

e Pencabutan Hak

Apabila secara musyawarah tidak berhasi|

26

memperoleh tanah yang

diperlukan padahal tanah tersebut diperlukan untuk proyek yang menyangkut

kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat hak atas tanah dapat dicabnut melalui pencabutan hak

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut tatacara yang diatur
undang-undang (Pasal 18 UUPA)
Pencabutan hak pada hakekatnya merupakan pengambilan tanah secara

paksa, sebagai upaya terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan, apabila

melalui musyawarah tidak berhasil mencapa kata sepakat atas besarnya ganti

kerugian dan kesediaan pemegang hak untuk melepaskan haknya. Terhadap
tanah-tanah Negara tersebut setelah diperolen wajib ditindaklanjuti dengan
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permohonan hak baru yang sesuai dengan keperluanya supaya dapat dikuasai
secaralegal.'’

Melalui PAKTO Il diadakan deregulasi dalam rangka menarik calon
investor dan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1993 melaui Peraturan Menteri
Negara AgrariaddlKepala BPN No. 2 Tahun 1993 tentang tata cara Memperoleh Izin
Lokas dan Hak atas Tanah Daam Rangka Penanaman Moda” diadakan
deregulasi dibidang tata cara memperoleh tanah dengan tujuan:

a) Mengurangi keterlibatan BPN dalam menyel esaikan perolehan tanah

b) Investor dapat memilih tata cara perolehan tanah yang paling tepat,

melalui dua alternatif, yaitu'®:
b.1 Pemindahan Hak Yang didahului Perubahan Hak
Apabila perusahaan menghendaki perolehan tanah hak yang tersedia
tersebut melalui pemindahan hak (jual beli tanah), padaha tanah yang tersedia
berstatus Hak Milik. Maka tata cara tersebut baru dapat dilaksanakan setelah
status tanahnya diubah melalui perubahan hak, yang dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Pertanahan setempat, menjadi hak atas tanah yang lain jenisnya (HGB
atau Hak Pakal) supaya dapat dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan.
Setelah terlaksana perubahan hak, barulah jual-belinya dilaksanakan dihadapan
PPAT yang berwenang.
Prosesnyaterdiri dari Tigatahap, sebagai berikut:
e Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli dan Pemberian Kuasa oleh
pemilik tanah kepada investor/ pengusaha yang memerlukan tanah.
Harga tanahnya dibayar lunas pada saat penanda tanganan perjanjian itu.

e Permohonan Perubahan Hak, dari Hak Milik menjadi HGB/Hak
Pakai. Kepada Kepala Kantor Pertanahan dilakukan oleh penguasaha
yang bersangkutan atas nama pemilik tanah.

e Pemindahan Hak atau jual beli tanah, HGB/Hak Pakai dari pemilik

tanah kepada pengusaha yan bersangkutan sebai pembeli dihadapan

7 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hal .81

'8 |rma Devita Purnamasari, Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum
Pertanahan ,(Jakarta:Kaifa, 2010), hal 35-39.

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



28

PPAT yang berwenang dan kemuian jual beli tersebut didafarkan di
Kantor Pertanahan atas nama pembelinya.

b. 2 Pembebasan Hak atau Pelepasan Hak dan disertai permohonan

hak baru yang sesuai dengan keperluanya.

Apabilatanah hak yang tersedia (berstatus Hak Milik) menurut hukumnya
tidak dapat diperoleh mealui jual-beli tanah, karena perusahaan tersebut
(statusnya PT atau badan hukum Indonesia) tidak memenuh syarat untuk membeli
tanah hak yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (2) UUPA). Maka setelah selesal
dilaksanakan pelepasan hak (menjadi tanah negara) wajib diikuti dengan
permohonan hak baru yang sesua dengan keperluan perusahaan yang
bersangkutan.

Tata caranya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Negara
AgrariadlNomor 21 Tahun 1994 mulai berlaku tanggal 7 Desember 1997, tentang
“Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal”
dalam rangka melaksanakan pasal 6 Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala
Badan Pertahanan Nasiona Nomor 2/Tahun1993 dan sgak tanggal 24 Oktober
1999 diatur lebih lanjut prosesnya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria
/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, khususnya tentang
Perubahan Hak dalam Pasal 93 /d 102.

a. Tatacara Permohonan Dan Pemberian Hak Atas Tanah

Tata cara ini digunakan untuk memperoleh hak atas tanah, apabila yang
tersedia adalah tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Peraturan yang
mengatur tatacara tersebut adalah Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala BPN
(PMNA/KA-BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang “ Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan” mulai berlaku tanggal
24 Oktober 1999, sebaga pengganti dari peraturan Menteri Dalam Negeri
(PMDN) No. 5 Tahun 1973 dan peraturan perundangan lainya kecuali PMDN
Nomor 1 Tahun 1977 tentang “ Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian
Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta
pendaftaranya’.

Permohonan hak adalah cara yang harus digunakan bagi perorangan, yaitu
orang sebagai individu atau badan hukum untuk memperoleh sesuatu hak atas
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tanah Negara. Sedang yang disebut Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan
pemerintah yang memberikan suatu hak atas Tanah negara, perpanjangan jangka
waktu hak, pembaharuan Hak, perubahan hak termasuk pemberian hak di atas
(bagian-bagian dari tanah) Hak Pengelolaan. Disamping itu juga diatur
Pembatalan Hak, yaitu pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau
sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum
administrasi dalam penerbitan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 8 dan angka 14
Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9
Tahun 1999).
a. 1Tata Cara Permohonan Hak

Kewenangan negara dalam memberikan hak atas tanah dilaksanakan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional dan melimpahkan sebagian wewenangnya
kepada Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional atau Kepala Kantor
Pertahanan. Tata cara permohonan hak untuk tanah negara adalah sebagai
berikut:*

A. Pemohon mengajukan permohonan hak dengan mengisi formulir
Permohonan Hak yang tersedia dengan dilampirkan surat-surat yang diperlukan
mengenai pemohon dan surat-surat tanah yang dimohonkan hak atas tanah.

Surat permohonan tersebut digjukan kepada Pegjabat yang berwenang
memberikan Hak sesua dengan:

¢ Jenis Hak yang dimohon

¢ Peruntukan tanahnya (pertanian atau non pertanian)

e Luasnya

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara AgrariadlKepala
Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
surat permohonan dsampaikan kepada Pejabat yang berwenang melalui Kepala
Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Desa/K elurahan letak tanahnya.

B. Kegiatan Kantor Pertanahan

¥ Helmi N Tanjung, SH, “Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Bisnis dan Sistem
Perolehan Tanah yang berlaku di Indonesia.”,( Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hal 34.
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Kepala Kantor Pertanahan memeriksa surat-surat dan kelengkapan datanya
tentang tanah yang dimohon dan pemohonnya. Dibantu Panitia Pemeriksa tanah
(panitia A atau Panitia B), dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Surat
rekomendasi (dikabulkan atau ditolak) permohonan hak yang bersangkutan
disampaikan kepada Pgjabat yang berwenang memberikan hak. Penerbitan Surat
Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh Pgabat yang berwenang memberikan
hak dan disampaikan kepada penerima hak dan Kepala Kantor Pertanahan
dimana bidang tanah tersebut terletak.

C. Penerima Hak

Berdasarkan SKPH yang diterima, penerima hak memenuhi kewgjibanya
sehubungan dengan pemberian hak, sebagal berikut:

1. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Membayar uang pemasukan

3. Mendaftarkan Hak di Kantor Pertanahan (K abupaten/K otamadya)

Sedangkan kewagjiban penerima hak sehubungan dengan penugasan
tanahnya adalah sebagai berikut:

a) Memelihara tanda-tanda batas

b) Menggunakan tanahnya secara optimal

¢) Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah

d) Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup

€) Kewagjiban yang tercantum dalam sertipikatnya

Apabila penerima hak tidak memenuhi kewajibanya a s/d e Menteri dapat
membatalkan haknya sesuai dengan K etentuan Perundang-undangan yang berlaku
(Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan).

D. Proses Pendaftaran Hak

Kepala seksi Pendaftaran Tanah membukukan hak yang bersangkutan
dalam Buku Tanah dan mencantumkan nomor urut hak yang bersangkutan di
Kelurahan/Desa letak tanahnya dan dilampirkan surat ukurnya pada Buku Tanah
tersebut.
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Sebagaimana diketahui Surat Ukur tersebut telah dibuat terlebih dahulu
setelah bidang tanah tersebut ditetapkan batas-batasnya dan diukur luasanya
berdasar pendaftaran. Menyalin data tersebut dalam salinan Buku Tanah sebagai
bagian dari sertipikat hak atas tanah bersama surat ukur.

E.Pemegang Hak

Kepada pemegang hak diserahkan sertipikat (terdiri dari salinan Buku
Tanah dan Surat Ukur) sebagal tanda bukti haknya. Hak atas tanah lahir pada saat
dibuatkan Buku tanah(pendaftaran pertama kali), yaitu dicatat jenis haknya dan
nama pemegang haknya, yaitu 7 hari kerja sgak surat pendaftaran dinyatakan
lengkap oleh Kepala seksi Pendaftaran Tanah dan diterimanya Surat tanda Terima
(Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata cara Memperoleh izin Lokasi Dan Hak Atas
Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal)

a. 2. Pemberian Hak Atas Tanah Primer

Pemberian hak yang dimaksud adalah pemberian Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakal dan Hak Pengelolaan (Pasal 2 ayat 1
Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan) Pemberian hak tersebut dapat dilaksanakan
dengan Keputusan pemberian Hak secara individual atau kolektif atau secara
umum (Pasal 2 ayat 2).

a. Pemberian Hak secara Individual, merupakan pemberian hak atas

sebidang tanah.

Kepada seseorang atau suatu badan hukum tertentu atau kepada beberapa
orang atau badan hukum secara bersama-sama sebagai penerima hak bersama
yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

b. Pemberian Hak secara kolektif, merupakan pemberian hak atas tanah
beberapa bidang tanah, masing-masing kepada seorang atau suatu
badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai
penerima hak, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

Dalam rangka pemberian hak secara individual dan pemberian hak secara

kolektif di atas, sepanjang menurut sifatnya harus memerlukan izin peralihan hak,
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dalam penerbitan Surat Keputusan pemberian haknya harus mencantumkan
persyaratan izin peralihan hak, dan mencatatnya dalam sertipikat, khususnya
mengenai:

e Hak Milik yang dipunyai badan hukum keagamaan , badan hukum sosia

dan badan hukum lainnya yang ditunjuk pemerintah.

e HGU dan Hak Pakai tanah pertanian di atas tanah negara dan hak-hak

lainya.
2.2 Jual Bdi Tanah
2.2.1 Pengertian

Pengertian jual-beli tanah dalam hukum tanah Nasional sama dengan
pengertian jual beli dadlam Hukum Adat (yang tidak tertulis) yaitu perbuatan
hukum pemindahan hak yang disertai pembayaran secara tunai.”

Obyek jual beli tanah meliputi :
a) Hak Atas Tanah, Yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakali.

b) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun .

Bangunan rumah tempat tinggal yang didirikan diatas tanah dengan hak-
hak atastanah yang disebutkan pada huruf @) di atas, dapat dijual berikut dengan
tanah hak yang bersangkutan jika memenuhi syarat sebagai berikut.

1) Bangunan/ rumah tempat tinggal tersebut milik pemegang hak

2)Bangunan/rumah tempat tinggal tersebut adalah permanen yang

menurut sifatnya menjadi satu kesatuan dengan tanahnya.

3)Daam akta jua belinya disebutkan secara tegas bahwa obyek jual-

belinya adalah tanah berikut bangunan yang didirikan diatasnya.

Meskipun Hukum Tanah Nasiona Berlaku asas Pemisahan Horizontal,
namun penerapan asasini dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktek.

2.2.2 Prosedur Jual Beli Tanah

1) Jua beli tanah dilaksanakan dihadapan pgabat Pembuat Akta Tanah

yang berwenang yang daerah kerjanya meliputi wilayah kecamatan
yang mencakup Desa/lKelurahan dimana terletak bidang tanah hak

% Boedi Harsono , Op. Cit, hal 28.
%! Boedi Harsono, Op Cit, him 254
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yang menjadi obtek jual beli dan dibuktikan dengajn akta jua beli
yang dibuatnya.

2) Obyek jual beli tersebut dapat tanah hak dalam keadaan kosong atau
tanah hak berikut bangunan yang dididraikan di atasnya, dengan
ketentuan bahwa:

a) Bangunan tersebut milik pemegang hak ;

b) Bangunan tersebut permanen menurut sifatnya menjadi satu

kesatuan dengan tanahnya;

c) Dalam aktajual belinya disebutkan secarategas bahwa obyek jual beli

meliputi tanah dan bangunanya.

3) Akta Jual Beli tersebut berfungsi:

1. Membuktikan telah terjadi jual beli, dan akta tersebut ditandatangani
oleh penjual, pembeli, saksi-saksi dan PPAT.

2. Merupakan syarat agar jual beli tersebut dapat didaftarkan di Kantor
Pertanahan (Kabupaten/K ota).

Dengan demikian akta jual beli membuktikan bahwa pembeli telah
menjadi pemegang hak baru setelah syarat “tunai” dipenuhi, yaitu terjadinya
pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dan pada saat yang bersamaan
pembeli telah membayar harganya kepada penjual.

2.2.3 Pendaftaran Jual Beli tanah dilaksanakan olen Kantor
Pertanahan (K abupaten/K ota)

Kantor Pertanahan yang berwenang menerima pendaftaran jual beli tanah
adalah yang daerah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota yang wilayahnya
mencakup daerah kerja PPAT yang berwenang membuat akta jua belinya tujuh
(7) hari kerja setelah jual belinya dilaksanakan.

Kepala Kantor Pertanahan setelah menerimadari PPAT, Aktajual beli dan
warkah-warkahnya, dan adsli sertipikat hak atas tanah objek jual beli, kemudian
mencatat pemindahan hak karena jua beli, yaitu nama penjua dicoret dan
mencatat nama pembelinya, pada buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan.
Kemudian adli sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pembelinya.

PPAT wajib mendaftarkan jual beli tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah jual belinya dilaksanakan. (Pasal 40 ayat (1) Peraturan
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah)

a) Fungs Pendaftaran Jual Beli Tanah
Fungs pendaftaran jual beli tanah adalah untuk memperkuat dan

memperluas pembuktian, yaitu:

1.Memperkuat Pembuktian, berarti bahwa jua beli yang telah

dibuktikan dengan aktajual beli, kini dapat dicatat dalam buku tanah dan
sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

2.Memperluas Pembuktian, berarti bahwa jual beli tanah yang semula

bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh penjual, pembeli, saksi-saksi
dan PPAT, sekarang dengan dilakukan pendaftaran jual beli dapat
diketahui oleh siapa saja yang berkepentingan, menjadi bersifat terbuka.

Dengan demikian pembelinya sebagai pemegang hak baru memperoleh

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2.3 Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

dimaksud dengan akta otentik adal ah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
dibuat oleh atau dihadapan pegawai.Pegawai umum yang berkuasa
untuk itu dimana aktaitu dibuat”.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yaitu:

“Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut

hukum. Kedua, bahwa aktaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Ketiga, bahwa aktaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang

untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus

dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.”

Disini jelas bahwa, untuk membuat akta otentik, seseorang harus

mempunyai  kedudukan sebagai “pegabat umum’. Perkataan “oleh” dan
“dihadapan” dalam pengertian di atas, mengingatkan kita kepada apa yang disebut

berturut-turut dalam berita acara (proses verbal).

% | da | swoyokusumo, Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara
Perdata, (Jakarta: Bina Y ustisia, 1994), hal 50.
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1.3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat dalam Akta
Otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya.
Apabila salah satu dari kekuatan itu cacat mengakibatkan Akta Otentik tidak
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende). Oleh karenaitu untuk melekatkan nilai kekuatan pada Akta Otentik,
harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut di bawah ini®:

a. Kekuatan Bukti Luar

Suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan
sebagal Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan
Akta Otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut
melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenaranya sebagai
Akta Otentik.

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang
berperkara wajib menganggap Akta Otentik sebagal sebagai Akta Otentik,
sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang digukan, bukan Akta
Otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

e Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau

e Tandatangan pejabat di dalamnya adalah palsu

e IS yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa

pengurangan atau penambahan kalimat.

Dari penjelasan diatas, kekuatan pembuktian luar Akta Otentik,
melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap
benar sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian For mil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Otentik dijelaskan
Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala ketentuan yang tertuang di dalamnya
adalah benar yang diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat
yang membuatnya. Oleh karena itu, segada keterangan yang diberikan

% M.Y ahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 87.
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penandatanganan dalam Akta Otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang
dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya
terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari
orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang
dicantumkan pejabat pembuat akta®*:

e Mengenal tanggal yang terteradi dalamnya

e Tanggal tersebut harus dianggap benar

e Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta

tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

2.3.2 Akta Otentik dibuat dihadapan Pejabat

Mengenai Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat, pada dasarnya:

Inisiatif tidak datang dari orang kepada siapa akta itu diberikan, seperti
panggilan atau berita acara, meskipun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan
adanya permohonan dari orang yang bersangkutan seperti KTP atau SIM.

Begitu juga notaris dalam ha tertentu dapat bertindak membuat Akta
Otentik yang dibuatnya sebagai pejabat berwenang. Misalnya berita acara rapat
umum pemegang saham (RUPS) perseroan. Dalam hal ini notaris hanya berfungsi
membuat |aporan tentang hal-hal yang terjadi, dibicarakan dan diputuskan dalam
RUPS tersebut. Notaris hanya mengkonstantir atau menentukan segala tingkah
laku para peserta RUPS yang hadir.

Berbeda halnya dengan Akta Otentik yang dibuat dihadapan pejabat
notaris. Terdapat ciri pokok yang mesti dipenuhi, agar pembuatan Akta Otentik
memenuhi syarat menjadi Akta Otentik:

1) Pada Umumnya Bersifat Partai

Y ang datang dihadapan notaris paling tidak terdiri dari dua pihak. Ada
penjual dan pembeli. Oleh karena pihaknya bersifat partai maka, Akta Otentik
yang dibuat notaris disebut akta para pihak dan isinya disebut persetujuan para
pihak.

% R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal 28.
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2) Inisiatif datang dari para pihak

Para pihak atas kemauan mereka sendiri, dating ke kantor notaris. Di
hadapan notaris kedua belah pihak member atau menyampaikan keterangan
sendiri atau keterangan yang disampaikan dapat berbentuk lisan (oral) atau
tulisan(in writing). Para pihak meminta notaris, agar keterangan yang mereka
sampaikan dituangkan dalam bentuk akta.

3) Notarisbersifat Pasif

Pada prinspnya notaris bersifat pasif melayani para pihak yang
menghadap kepadanya. Dia hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta
apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhak mengubah, mengurangi, atau
menambah apa yang diterangkan penghadap.”

a.Syarat Sahnya Akta Otentik Yang Bersifat Partai

1) Syarat Formil

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk mendukung
keabsahan Akta Otentik. Syarat formil disini bersifat kumulatif, berarti satu syarat
tidak terpenuhi, mengakibatkan Akta Otentik yang bersangkutan mengandung
cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tidak mempunya nilai
kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan. Syarat
formil tersebut terdiri dari hal sebagai berikut®:

a) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang

Pada umunya dihadapan notaris, tetapi ada kemungkinan dihadapan
pegabat lain, seperti PPAT dalam transaks jual beli tanah. Apabila dibuat
dihadapan pegabat yang tidak berwenang, Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan
tidak sah diperlakukan sebagai Akta Otentik dan hanya bernilai sebagai aat bukti
tertulis, dengan syarat apabila para pihak menandatanganinya.

Mengenai pembuatan akta partai di hadapan notaris dalam kedudukanya
sebagai pejabat umum, diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan, akta-akta dibuat di hadapan
notaris. Dengan demikian, pembuatan di hadapan pejabat merupakan syarat formil
yang bersifat imperatif.

% gubekti, Op.Cit., hal 27.
% M. Y ahyaHarahap, Op. Cit, hal.89.
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b) Dihadiri para pihak

Suatu Akta Otentik yang bersifat partai harus memuat keterangan yang
saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan
persetujuan. Notaris atau PPAT mengetahui adanya persesuaian pendapat antara
para pihak, apabila yang datang memberi keterangan di hadapan pejabat adalah
dua pihak atau lebih.

Syarat mengenal keharusan para pihak harus hadir mengahadap peabat,
diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris. Dikatakan, para penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada
notaris oleh dua orang saksi.

c¢) Dihadiri dua orang saksi

Syarat lain, pembuatan akta dihadiri dua orang saksi, yang bertindak
menyaksikan kebenaran berlangsungnya pembuatan akta di hadapan pejabat yang
bersangkutan. Biasanya yang bertindak sebagai saksi, terdiri dari dari pegawai
pegabat pembuat akta. Akta Otentik yang dibuat tanpa dihadiri saksi, tidak
memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak sah sebagai Akta Otentik, dan
dergjatnya turun menjadi alat bukti tertulis. Syarat pembuatan Akta Otentik harus
dihadiri oleh dua orang saksi diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d) Menyebut identitas Notaris (Pg abat), penghadap dan para saks

Tentang penyebutan identitas diatur dalam pasal 25 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menyebutkan Identitas
Notaris (nama lengkap, tempat kedudukan), Identitas para pihak (nama lengkap,
status, pekerjaan, tempat tinggal, dan menyebut status penghadap sebagai kuasa,
apabila kehadiranya sebagai kuasa mewakili kepentingan orang Yyang
diwakilinya), dan identitas saksi (nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal).
Apabila syarat yang disebut diatas dilanggar maka menurut Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akata itu tidak sah dan
berkekuatan hanya sebagai alat bukti tertulis sgja, jika aktaitu ditandatangani oleh
para penghadap®”.

2" bid., hal .90.
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€) Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap

Syarat formil lain yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah notaris harus membacakan akta
tersebut di hadapan para penghadap dan saksi-saksi, apabila salah seorang
penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta maka
harus diterjemahkan oleh notaris apabila notaris sendiri tidak mampu,
diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

f) Ditandatangani semua pihak

Penandatanganan akata diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan penandatangan harus segera dilakukan
setelah pembacaan akta kepada para pihak dan saksi.

2)Syarat Materiil

a)Beris keterangan kesepakatan para pihak

Isi yang tercantum dan dirumuskan dalam akta, adalah keterangan tentang
hal-hal yang disepakati para pihak, dengan ketentuan harus persis sama sesuai
dengan yang diterangkan para pihak. Notaris dibenarkan merumuskan keterangan
yang disampaikan para pihak menjadi ketentuan yang lebih pasti, akan tetapi
apabila keterangan yang disampaikan bertentangan dengan undang-undang
maupun ketertiban umum, tidak layak diterima atau dikonstatering kearah
perumusan yang melegalkan kesepakatan itu.

b)Is keterangan perbuatan hukum

Keterangan yang disampaikan para pihak kepada notaris harus mengenai
perbuatan hukum atau tindakan hukum yang bersegi dua (seperti perjanjian jual
beli, utang piutang, dan sebagainya)

c)Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti

Sebenarnya pada dasarnya para pihak dating menghadap pejabat, agar
dibuat akta sesuai dengan keterangan yang mereka kehendaki, dengan sendirinya
melekat kesenggjaan bahwa akta tersebut akan dipergunakan sebagai bukti
mengenai perbuatan hukum yang mereka terangkan atau sepakati. K esengajaan itu
sebagal langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya persengketaan di

belakang hari antara mereka.®

% R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal 20.
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2.3.3 Akta Otentik Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Ketentuan mengenal PPAT sebagal Pejabat Umum dapat ditemukan dalam
Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah Nomor 4 Tahun 1996 (Pasal 1 ayat (4)) dan Peraturan
Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 (Penjelasan Pasal 1
angka 24), yaitu sebagai berikut:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat
Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun.”

Tugas-tugas pokok PPAT sebagaimana dijabarkan dalam Pasa 2
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Nomor 37 Tahun 1998 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukanya perbuatan hukum
tertentu mengena hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Akta Otentik yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 adalah sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 1868 KUH-
Perdata, yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik, apabila terpenuhi faktor-
faktor:

a. Bentuk aktatersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;

b. Aktaitu dibuat oleh atau dihadapan peabat umum;

c. Akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang

membuat akta otentik itu.?

Pengertian akta otentik juga dapat ditemukan pada Pasal 165 HIR

(Hersiene Indonesich Reglement) yang berbunyi:

% GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 44
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“Akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai
umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi
kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari
padanya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang hal
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan, tetapi yang tersebut
kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan
dengan pokok dalam aktaitu.”

Pasal 1870 KUH-Perdata menyatakan

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya
atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang
sempurnatentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Akta otentik yang dibuat olen PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah

sebagai berikut:
a Jual beli;
b. Tukar menukar;
C. Hibah
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e Pembagian Hak Bersama,
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
0. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.”

Didalam Pasal 37 sampa dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan tugas dan
wewenag dalam menjalankan jabatan PPAT. Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

(1)"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atau satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainya, kecuali pemindahan hak melalui lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT

yang berwenang menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



42

Dari ketentuan pasa ini jelas bahwa pembuatan akta peralihan hak atas
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun tetap diperlukan dan merupakan
tugas dan wewenang PPAT untuk membuat aktanya. Pengecualian terhadap
ketentuan ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-
daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara untuk memudahkan
rakyat untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah.

Agar pembuatan akta peralihan hak dinyatakan sah akta PPAT tersebut
harus dibuat dalam bentuk dan format yang telah ditentukan oleh Menteri (Pasal
96 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agrarialk epala Badan Pertahanan Nasional
Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Saat pembuatan akta tersebut
harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi Syarat untuk
nbertindak sebagal saksi dalam perbuatan hukum tersebut. Hal ini diatur dalam
Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Sebelum membuat akta PPAT wajib terlebinh dahulu melakukan
pemeriksaaan sertipikat di Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat
dengan daftar, meminta dan memeriksa dokumen lain dari Pihak Pertama dan
Kedua yang berkaitan dengan identitas diri, kewenangan dan kewajiban
perpajakan termasuk PBB serta kelengkapan lain yang berkaitan dengan hal-hal
tersebut dan dalam rangka pembuatan akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 1997, seorang PPAT
harus menolak membuat akta jika:

a. Mengena bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang
bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan
daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan; atau

b. Mengena bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:

a. Surat bukti atau surat keterangan Kepala DesalKelurahan yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah
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tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP
Nomor 24 Tahun 1997,

b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari kantor Pertanahan atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala DesalK elurahan; atau

c. Saah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk
bertindak demikian, atau

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar surat kuasa
mutlak yang pada hakikainya beriskkan perbuatan hukum
pemindahan hak, atau

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperolehizin
Pgabat atau instans yang berwenang, apabila izin tersebut
diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
atau

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam
sengketa mengenal data fisik dan atau data yuridisnya; atau

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Apabila seorang PPAT menolak membuat akta karena disebabkan oleh
hal-hal tersebut diatas, maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara
tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan disertai aasan
penolakannya.

Dengan demikian PPAT mutlak diperlukan karena akta PPAT berfungsi
sebagai syarat utama dalam peralihan hak atas tanah. Akta PPAT tetap
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pendaftaran tanah/pembukuan tanah

di kantor pertanahan.
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2.3.4 Pembatalan Akta Jual Beli sebagai Akta Otentik

Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihak hak atas
tanah, akta jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT. Jual beli hak atas tanah
merupakan satu di antara bentuk peralihan hak atas tanah dan berlaku sebagai
dasar hukum bagi pembeli untuk mengajukan perolehan hak atas tanah kepada
Kantor Pertanahan.

Secara normatif, jika tidak ada cacat hukum atas jual beli tanah itu maka
pembeli dapat memperoleh hak atas tanah yang dikehendaki tersebut dan
kepemilikan hak atas tanah tersebut tercatat di kantor Pertanahan. Selanjutnya,
pembeli akan mendapatkan sertipikat hak atas tanah, sebagai bukti atas
kepemilikanya itu.

Telah kita ketahui bersama bahwa hukum tanah di Indonesia memakai
Hukum Adat sebagai dasar Hukum Tanah Nasional karena hal tersebut sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia® . Dalam hukum adat sendiri untuk
pemindahan hak atas tanah menganut asas terang dan tunai.

Lazimnya suatu perjanjian, maka segala ketentuan yang berkenaan dengan
perjanjian peralihan haak atas tanah tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat, yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b) K ecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

C) Suatu hal tertentu;

d) Suatu sebab yang halal.” **

€) Persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu masih

perlu ditambahkan 2 (dua) persyaratan lagi yaitu (a) Tunai dan (b)

Terang.
e  Syarat sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu bahwa para
pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju

% Boedi Harsono, Op.Cit., hal .163.
3 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke-
28( Jakarta: PT Pradya Paramita, 1996), hal. 339.
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mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan,
kekhilafan, dan penipuan.

e  Syarat cakap, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus
cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang  melakukan
perjanjian. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat
pikirannya adalah cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan Pasa
1329 KUHPerdata menyatakan setiap orang cakap melakukan tindakan
hukum kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasa
1330 KUHPerdata, yang termasuk orang-orang tidak cakap untuk
membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa (Menurut Pasal 330
KUHPerdata, kecakapan membuat perjanjian apabila telah berumur 21
tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat
pikirannya), mereka yang berda di bawah pengampuan, orang
perempuandalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (dengan
berlakunya UU Perkawinan hal ini sudah tidak berlaku lagi), dan semua
orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

e  Syarat ha tertentu, barang yang menjadi obyek perjanjian harus cukup
tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada
saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, dengan demikian
adalah sah menurut hukum.

o Syarat sebab yang halal, yaitu is dan tujuan perjanjian haruslah
berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaandan ketertiban. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain
daripada is perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu
kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang
menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Jadi yang
termaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu
sendiri.

Pengertian “tunai” secara sederhana diartikan bahwa “pelakasanaan jua
beli dan peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dianggap telah
terjadi pada saat para pihak menyatakan “kesepakatan”. Adapun mengena

%2 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet 21, (Jakarta:Intermasa, 2005), hal 20.
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pelunasan uang atas pembayaran jual beli hak atas tanah itu, bukan merupakan
suatu hal pokok. Artinya, meskipun pembeli belum melunasi pembayaran harga
jual beli hak atas tanah tersebut, maka kepemilikan hak atas tanah itu tetap
dianggap telah beralih kepada pembeli pada saat terjadinyakesepakatan itu.
Mengenai sisa kekurangan uang atas harga jua beli itu dianggap sebagai suatu
utang-piutang.

Pengertian “terang” secara sederhana diartikan bahwa * pelaksanaan jua
beli hak atas tanah harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan dihadiri
oleh para saksi.” Tambahan 2 (dua) persyaratan itu merupakan unsur-unsur yang
diambil dari unsur-unsur sistem hukum tanah adat yang telah diadopsi menjadi
unsur-unsur dalam sistem hukum tanah nasional

Adanya penambahan 2 (dua) persyaratan dalam perjanjian peralihan hak
atas tanah yaitu “tuna” dan “terang”, sekaligus menegaskan adanya keragu-
raguan akan hakikat penggunaan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pengertian perjanjian perlihan hak hanya bersifat
mengikat dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengalihkan barangnya. Dengan
demikian, dalam perjanjian peraihan hak menurut KUHPerdata harus diikuti
dengan penyerahan barangnya yang disebut penyerahan yuridis atau penyerahan
nyata. Hal itu berbeda dengan pengertian peralihan hak menurut hukum Adat
Indonesia yang menjadi sumber hukum Agraria Indonesia.

Menurut hukum adat Indonesia pengertian peralihan hak khususnya hak
atas tanah bukan sgja bersifat mengikat tetapi juga merupakan suatu penyerahan
hak nyata dari objek yang dialihkan pemilik semula kepada pemilik berikutnya
diikuti dengan penyerahan uang sebagali harga atas pembayaran objek yang
diperjanjikan. * Jadi meskipun perjanjian peralihak hak atas tanah menggunakan
syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ditambahkan
syarat tunai dan terang, maka pengertian peralihak hak atas tanah tidak lagi
sebatas mengikat sgja melainkan sudah mencakup suatu penyerahan hak nyata
atas objek yang diperjanjikan.

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah, harus memperhatikan syarat-syarat
sebagaimana tersebut di atas. Kekurangan syarat-syarat tersebut mengakibatkan

% H.M Ridwan Indra R.A. Hukum Perdata,. (Jakarta :Penerbit Mandar Maju, 2004),hal.
2-3
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akta perjanjian peraihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dapat
dibatalkan®. Akta peralihan hak yang dinyatakan batal demi hukum adalah jika
syarat-syarat objektif dari perjanjian itu tidak terpenuhi. Adapun mengenai akta
peralihan hak yang dapat dibatalkan adalah jika syarat-syarat subjektif dari
perjanjian itu tidak terpenuhi.

Dalam hal perjanjian peralihan hak atas tanah, yang dinyatakan dapat
dibatalkan maka sgjak semula akta itu dianggap ada tetapi kemudian dibatalkan
oleh pengadilan atas permintaan pihak terkait sehubungan dengan tidak
terpenuhinya syarat-syarat subjektif dari perjanjian itu. Adanya sanksi hukum
karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif, baru berlaku setelah adanya
putusan pengadilan yang menyatakan batalnya perjanjian peralihan hak atas tanah
itu.

Pembatalan perjanjian hanya dimungkinkan jika syarat subjektif dari
perjanjian tidak terpenuhi . Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian:

|. Pihak yang berkepentingan secara aktif menggugat atau meminta

kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan.

[l. Menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi

perjanjian itu.

Di depan sidang pengadilan itu ia sebagal tergugat mengemukakan bahwa
perjanjian itu telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun
disetujuinya karena ia dibawah ancaman atau karena ia khilaf mengenai objek
perjanjian atau karena ia ditipu. Di depan pengadilan ia memohon kepada hakim
supaya perjanjian itu dibatalkan.

A. Tanggung Jawab PPAT terhadap Pembatalan Akta Jual Béli

PPAT adalah Pgabat Pembuat Akta Tanah, yang kewenanganya diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10/1961
juncto Peraturan Pemerintah No. 24/1997 juncto Peraturan Pemerintah 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah . Sebagal pejabat pembuat
akta tanah, maka segala hal yang berkenaan dengan akta-akta peralihan hak atas
tanah, pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan

¥ R. Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 2004), hal.20
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hutang, merupakan tugas dan tanggung jawab PPAT serta harus dibuat
dihadapanya.®

PPAT dalam membuat akta-akta peralihan hak atas tanah haruslah
memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pembuatan akata peralihan
hak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila PPAT
melanggar ketentuan—ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-
undangan, maka PPAT yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

PPAT dalam membuat akta perdihan hak atas tanah haruslah
mempergunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan (Pasal 96
ayat (2) PMNA/KABPN No. 3 Tahun 1997). Apabila peralihan hak atas tanah
tersebut tidak dibuat dengan formulir tersebut maka akta tersebut tidak dapat
dipaka sebagai dasar pendaftaran (Pasal 96 ayat (3) PMNA/KABPN No.3 Tahun
1997)

Sebelum membuat akta, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat dengan
data yang ada di Kantor Pertanahan (Penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP No.24
Tahun 1997);meminta dan memeriksa dokumen lain dari para pihak berkaitan
dengan identitas diri, kewenangan dan kewajiban perpajakan termasuk PBB serta
kelengkapan lain yang berkaitan yang diperlukan dalam pembuatan akta.

Pembuatan akta peralihan hak atas tanah oleh PPAT harus dihadiri oleh
para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saks yang memenuhi syarat untuk
bertindak sebagal saks (Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997), serta dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun
1997 yang telah diuraikan dimuka, berikut menjalankan ketentuan dalam Pasal 40
PP nomor 24 Tahun 1997.

% Kartini Soedjendro. Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik.
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001) hal. 69.
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2.4 Analisa Kasus

2.4.1 Kasus Posis

Para Pihak yakni Yayasan Kesgjahteraan Keluarga PT “Bhaita’ (YKKB)
sebagai Pemohon kasas dahulu Penggugat/Terbanding dan Bedjo sebagai
Termohon Kasas dahulu Tergugat/Pembanding.

Duduk Perkara dalam kasusini adalah sebagai berikut:

Y ayasan K esgjahteraan Keluarga PT.Bhaita (selanjutnya disebut YKKB )
selaku “Penggugat”, Pada tahun 1983 telah membeli 3 unit rumah dari
PT.Ceremai Agung Raya. Oleh karena tanah tersebut berupa hak milik adat, maka
rumah /tanah tersebut tidak bisa langsung diatasnamakan penggugat, untuk
mengatas masalah ini maka rumah dan tanah tersebut disepakati untuk sementara
pinjam nama: Abdul Fattah, Bedjo (“Tergugat”), dan M.Syafriudin Lubis.
Ketiganya adalah pegawai Y ayasanK esgjahteraan Keluarga PT.Bhaita (YKKB)
yang disantuni oleh Penggugat. Kemudian dibuatlah akta jual beli di Azhar Alia,
SH., Notaris/PPAT di Jakarta. Masing-masing akta dibuat dengan No.13, No.14,
No.15.Tujuan pembelian rumah-rumah tersebut oleh Penggugat sebagai rumah
dinas yayasan adalah untuk menyantuni para karyawan YKKB, oleh karena
rumah tersebut adalah rumah dinas Penggugat maka harga pembelian dan biaya
perawatan ketiga rumah maupun perbaikan fasilitas jalan dibiayai oleh penggugat.

Bahwa tergugat (Bedjo), Sdr. Abdul Fattah dan Sdr. M.Syafruddin Lubis
diperkenankan oleh penggugat menempati rumah/tanah tersebut tetapi bukan
untuk dimiliki, untuk itu Penggugat menetapkan status mereka sebagai penyewa
dengan biaya sewa konsensioner yang sangat rendah, dibayar setiap bulanya
dengan memotong gaji mereka oleh YKKB dan kemudian YKKB menyetorkan
kepada penggugat.

Dokumen adli jua beli rumah/tanah tersebut disimpan oleh penggugat
dalam hal ini dipercayakan kepada tergugat dalam jabatanya selaku Bendahara
YKKB.

Pada tahun 1990 ketika Tergugat mengundurkan diri dari kepengurusan
yayasan sekaligus mengundurkan diri dari YKKB selaku karyawan, surat-surat
tanah tersebut tidak diserahkan kepada pejabat penggantinya Sdr.Sukamto,
melainkan surat-surat tanah/rumah sudah disimpan Penggugat karena telah
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diserahkan Tergugat selain kepada dirinya, juga kepada Sdr.Abdul Fattah dan Sdr.
M. Syafruddin Lubis tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat pernah
mengingatkan kepada Tergugat sgak Tergugat sudah tidak menjadi karyawan
YKKB bahwa rumah tersebut diperuntukkan bagi karyawan yang membutuhkan
maka Tergugat diminta agar terhitung tanggal 1 Februari 1992 menyerahkan
rumah milik Penggugat yang didiami Tergugat, namun Tergugat tidak
menanggapinya dan surat—surat tanah/rumah tetap dipegang Tergugat.
Pada tahun 1994, Sdr.Abdul Fattah dan Sdr.M.Syafruddin Lubis telah
secararesmi membeli rumah yang merekatempati dari Penggugat.
Pertimbangan dan Putusan Pengadilan
1 Pengadilan Negeri
Dalil Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri adalah sebagai
berikut: Bahwa benar telah terjadi pembelian tanah/rumah oleh Penggugat pada
tahun 1982. Pembelian tersebut disepakati untuk sementara pinjam nama

karyawan yayasan, salah satunya dengan nama “tergugat”, berikut dengan akta
jual beli terlampir atas nama tergugat. Pembelian rumah tersebut tujuannya untuk
rumah dinas karyawan, sehingga harga pembelian ketiga rumah dibiayai
penggugat. Tergugat diperkenankan menempati rumah tersebut tetapi bukan untuk
dimiliki,melainkan sebagai penyewa, gaji mereka dipotong setiap bulan untuk
uang sewa. Pada tahun 1990 ketika tergugat mengundurkan diri sebagai
bendahara, surat-surat tanah tidak diserahkan kepada pejabat penggantinya. Sejak
dikuasainya obyek sengketa penggugat menderita kerugian berupa tidak
dibayarnya harga sewa obyek sengketa.

Gugatan yang digukan adalah menyatakan perbuatan melawan hukum,
membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000, ditambah bunga 6%/tahun,
gugatan yang menghukum tergugat membayar biaya perkara, dan meminta
putusan serta merta.

Daam persidangan Pengadilan Negeri, pihak tergugat memberikan
tanggapan yang intinya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 6 Februari 1982
dibuat perjanjian pembangunan rumah sebanyak 3 unit antara penggugat dengan
developer PT.Ciremai Agung. Rumah tersebut nantinya akan diangsur oleh para
penghuninya.Tergugat dan ketiga karyawan lainnya ditunjuk menempati rumah
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tersebut. Pada bulan maret 1983 tergugat diminta Ketua dan pendiri YKKB saat
itu, untuk dipinjam namanya untuk pemilikan rumah. Perubahan ini dinilai perlu
karena jika karyawan mengangsur, maka tidak sesuai dengan tujuan pendirian
yayasan dan agar semua karyawan mendapat kesempatan yang sama. Bahwa
terhadap peminjaman nama, tergugat mengajukan keberatan dan tidak bersedia
namanya dipakai, dengan alasan akan tertutup kemungkinan tergugat memiliki
rumah dengan fasilitas KPR. Ketua dan Pendiri YKKB memastikan tidak pinjam
nama. Namun tergugat tetap dipotong gqji. Ketua YKKB memastikan apabila
tergugat keluar dari YKKB, tidak menjadi masalah untuk menempati rumah
tersebut asalkan sudah menempati minimal 2 tahun.

Sebagai bentuk kepastian tersebut Ketua YKKB menjanjikan tidak akan
ada perjanjian dibawah tangan untuk pinjam nama. Transaksi pembelian rumah
dibuat dihadapan notaris atas nama tergugat. Bahwa benar selama tahun 1984
hingga Januari 1991 gaji tergugat dipotong oleh Y KKB.

PutusanPengadilan  Negeri Bekass tanggal 13  April 2000
N0.238/Pdt.G/1999/PN.Bks memutuskan: Dalam pokok perkara menyatakan
mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menghukum tergugat untuk membayar
biaya sewa kepada Penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

2. Pengadilan Tinggi

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Tergugat mengajukan
banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan tertanggal 20
Desember 2000 No0.576/Pdt/2000/Pen/PT.Bdg.joN0.238/Pdt.G/1999
memutuskan: menerima permohonan banding pembanding, membatalkan putusan
PN Bks dan mengadili sendiri dalam konpensi/eksepsi: menyatakan gugatan
tergugat/terbanding tidak dapat diterima dan menghukum penggugat/Terbanding
untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, sebesar Rp.75.000,-.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan sebaga berikut: Bahwa didaam surat gugatan, penggugat
mengakui bahwa rumah sengketa adalah milik Penggugat /pembanding secara
sewa, yang mana uang sewa dipotong dari gaji Tergugat/Terbanding setelah
Majelis Pengadilan meniliti bukti surat berupa P-2 (foto Copy akta jual beli),
ternyata bahwa Tergugat/Pembanding adalah orang yang membeli rumah tersebut
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dari PT.Ciremai Agung. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah
sengketa adalah uang Penggugat/Terbanding, namun tidak jelas uang tersebut
sebagai pinjaman Tergugat/Pembanding. Demikian juga dengan pemotongan ggji
perbulan oleh Penggugat/Terbanding tidak jelas, sebagal uang sewa atau sebagai
cicilan pinjaman uang untuk pembelian rumah sengketa.

3. Mahkamah Agung

Kemudian terhadap putusan Pengadilan Tinggi, Penggugat mengajukan

kasas kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan tertanggal
12 April 2005 No0.3670/K/PDT/2001.jo No. 576 PDT.G/2000 PN.Bks
memutuskan: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu YKKB
dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Desember 2000
No0.576/Pdt/2000/PT.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung
telah salah menerapkan hukum dengan semata mengambil bukti P-2 sebagai inti
dari putusannya tanpa menganaisis hal-hal lainya, padaha bukti tersebut tidak
berdiri sendiri dan bukti yang digjukan Pemohon Kasas untuk memperjelas
kepemilikan rumah tersebut sudah lebih dari cukup.Bahwa tidak benar judex facti
yang mempertimbangkan termohon Kasasi sebagai pembeli rumah tersebut dari
PT.Ceremai Agung. Sesuai keterangan saksi H.Abdul Fattah dan M.Syafruddin
selaku orang yang menempati rumah bersebelahan dengan rumah sengketa,
Pemohoon Kasasilah pembeli rumah tersebut. Bahwa bukti P-2 tertera termohon
kasas sebagai pembeli dari PT.Cirema Agung yang sebelumnya telah ada
komitmen antara Termohon dengan Pemohon dan juga dengan H.Abdul Fattah
dan M.Syafruddin Lubis sebagai pinjam nama sgja mengingat yayasan tidak dapat
membeli rumah atas namanya dan setelah itu kesepakatan pinjam nama, rumah
ditempati Termohon Kasas sebagai penyewa. Hal ini diperkuat kesaksian
M.Kuseri yang setiap bulanya memotong gaji termohon.

Adapun putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa, mengabulkan
gugatan Penggugat asal (YKKB) sebahagian, Menyatakan Tergugat asa
(sdr.Bedjo) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat asal,
Menyatakan Penggugat asal (YKKB) adalah pemilik rumah beserta tanah terletak
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di Kompleks BDN Ceremai Agung Raya Blok B XV No. 1 RT.09/RW.08,
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi yang sebenarnya, menghukum Tergugat asal
untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya untuk diserahkan
kepada Penggugat asal dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun,
bilamana perlu dengan alat negara, menghukum Tergugat asal untuk membayar
biaya sewa rumah kepada Penggugat asal sebesar Rp.300.000,-/tahun terhitung
sgjak 1 Febuari 1991 sampai Tergugat asal menyerahkan kepada Penggugat asal
obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna ditambah bunga sebesar
6%/tahun setiap keterlamabatan Tergugat asal mel aksanakannya,dan Menghukum
Tergugat asal membayar biaya perkara.

2.4.2 Perlindungan Hukum yang diberikan pada perjanjian yang
memakai nama orang lain (nominee) menurut hukum pertanahan di
Indonesia.

Dalam kaitanya dengan hak milik atas tanah, maka hanya warga negara
Indonesia yang mempunyal hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan
dalam Pasal 21 UUPA. Demikian juga pada dasarnya badan hukum tidak dapat
mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (2) UUPA). Adapun pertimbangan melarang
badan-badan hukum untuk mempunyai hak milik atas tanah , ialah karena badan-
badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik, tetapi cukup hak-hak lainya, asal
ada jaminan-jaminan cukup bagi keperluan yang khusus (Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai menurut Pasal 28, 35, dan 41 UUPA).

Dengan demikian, dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud
menghindari ketentuan-ketentuan batas maksimum luas tanah yang dipunyai
dengan Hak Milik (pasa 17 UUPA). Meskipun pada dasarnya badan-badan
hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, akan tetapi mengingat akan
keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan paham keagamaan,
social dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu escape clause yang
memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunya hak milik. Dengan
adanya escape clause ini cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi
suatu badan hukum diberikan dispensasi oleh pemerintah, dengan jaan
menunjukan badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat (2)UUPA). Badan-badan hukum yang
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bergerak dalam lapangan sosia dan keagamaan ditunjuk dalam Pasal 49 UUPA
sebaga badan-badan yang dapat mempunya hak milik atas tanah, tetapi
sepanjang tanahnya diperlukan  untuk usahanya dalam bidang sosia dan
keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang
itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.*®

Pada asasnya badan hukum tidak dimungkinkan untuk mempunyai hak
milik atas tanah, hal ini dikecualikan oleh undang-undang serta peraturan lainya,
seperti dapat dilihat dalam PP No. 38 Tahun 1963, bahwa badan-badan hukum
yang dapat diberikan Hak Milik adalah:

a Bank-bank yang didirikan oleh negara

b. Perkumpulan-perkumpulan  koperasi  pertanian yang didirikan

berdasarkan Undang-Undang no.79 Tahun 1958
C. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh  Menteri
Pertanian/Agraria setel ah mendengar Menteri Agama.

d. Badan-badan sosia yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Sosial.

Wadaupun telah dibatasi kepemilikan suatu hak atas tanah Hak Milik,
kenyataanya masih ada beberapa pihak yang ingin memiliki hak milik karena
keistimewaanya dibandingkan hak atas tanah lainya. Hal tersebut dapat terlihat
dari penguasaan tanah Hak Milik oleh Badan Hukum, dengan menggunakan nama
Warga Negara Indonesia sebagai subyek pada perjanjian jual beli.

Penguasaan tanah Hak milik oleh Badan Hukum tersebut menunjukan
bahwa secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, telah terjadi
penyelundupan hukum. Pertanyaan disini adalah, apakah perjanjian yang isinya
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (dalam hal ini UUPA dan
peraturan pelaksanaanya) itu secara hukum sah.

Daam kasus ini tampaknya pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa
saing diuntungkan dengan perjanjian tersebut tidak mempermasalahkan
kebenaran materiil, bagi mereka pertimbangan praktis lebih penting dibandingan

pertimbangan yuridis. Hal ini terlihat dari dengan dipakainya nama (nominee)

% pid., him. 33-34.
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¥karyawan YKKB, sdah satunya tergugat untuk dimasukan kedalam subyek
perjanjian jual beli tanah adat antara YKKB dan PT.Ciremai Agung Raya. Dalam
Hal ini pemasukan nama karyawan tersebut telah menyalahi kebenaran materiil
disebabkan YKKB bukanlah subyek Hak Milik atas hak atas tanah obyek yang
diperjualbelikan, melainkan subyek atas tanah Hak Guna Bangunan. Hal tersebut
karena YKKB bukanlah badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang,
seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

Selain itu menurut hemat saya, Terdapat aturan pada Pasal |1 Ketentuan-
Ketentuan Konverss UUPA yang mengatakan bahwa terhadap hak-hak yang
sudah ada seperti agrarisch eigendom, milik, yayasan, erfpracht, dan lain-lain
sgjak mulai berlakunya UUPA menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai
tanah tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA.

Dengan ketentuan tersebut,apabila pemilik tanah bukan merupakan subyek
hak milik, maka hak atas tanah adat dapat dikonversi menurut peruntukan tanah

disesuaikan dengan subyek pemiliknya®*Cara untuk mendapatkan tanah agar

% Dalam hukum di Indonesia yang menganut hukum Eropa Kontinental konsep nominee
tidak dikenal. Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat dalam suatu sistem hukum Common
Law. Indonesia baru mengenal konsep Nominee dan sering menggunakannya dalam beberapa
transaksi hukum sejak derasnya arus investasi pihak asing pada tahun sekitar 1990-an. Adapun
pengertian nominee sendiri menurut Black’s Law Dictionary adalah:

“One who has been nominated or proposed for an office.One designated to act for
another in his or her place. One designated to act for another as his representative in a
rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no
connotation, however, other than that of acting for another, in representation for another,
or asthe grantee of another.””’

Dalam pengertian sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik pengertian nominee
sebagai satu pihak yang ditunjuk pihak lain untuk mewakili untuk dan atas nama pihak yang
menunjuk nominee tersebut. Pihak yang menunjuk nominee seringkali disebut pihak beneficiary.
Nominee mewakili kepentingan-kepentingan dari beneficiary dan karenanya nominee dalam
melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus
sesuai dengan perintah yang diberikan beneficiary.

Indonesia (c). Undang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
UU No.5 tahun 1960, LN No.104 tahun 1960, TLN N0.2043., Ketentuan Konversi UUPA
Pasal 1l Ayat (2)” hak—hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang
disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan
hukum vyang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
menjadi_hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai peruntukan sebagai yang akan
ditegaskan lebih lanjut oleh menteri Agraria.”

Penjelasan:

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012 ) . .
Universitas Indonesia



56

sesuai dengan subyek pemiliknya adalah dengan melakukan pelepasan hak atau
penurunan hak setelah itu dilakukan permohonan hak yang baru yang sesuai
dengan peruntukan tanah yang ingin digunakan.®
Namun demikian, sgak tanggal 24 September 1980, atas tanah dengan
status Hak Milik Adat tersebut hanya dapat dikonversikan menjadi Hak Milik
sga. Sgak tanggal tersebut tidak dimungkinkan lagi Hak Milik Adat
dikonverskan menjadi HGU atagpun HGB (disesuaikan dengan subyek
pemiliknya).*
Atas uraian di atas dan terdapatnyakondisi berikut ini, yaitu:
1.Transaks jual-beli tanah tersebut dilaksanakan setelah tanggal 24
September 1980;

2.Dengan kondisi bahwa status tanah tersebut adalah merupakan Hak
Milik Adat maka sejak tanggal 24 September 1980 atas tanah tersebut
tidak dapat dikonversikan menjadi HGU ataupun HBG. Tanah tersebut
hanya dapat dikonversikan menjadi Hak Milik sgja;

Mengingat atas tanah tersebut hanya dapat dikonverss menjadi Hak Milik
sgja, maka yayasan tidak boleh memperoleh tanah tersebut karena bukan subyek
Hak Milik, maka dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan. Status tanah
Hak Milik Adat tidak merupakan pembenaran atas langkah Penggugat untuk
meminjam/menggunakan nama karyawannya dalam transaksi jual beli tersebut.

Peminjaman nama tersebut merupakan upaya penyelundupan hukum.

1. Jika hak-hak dalam ayat 1 ini kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan
hukum yang tidak diperbolehkan untuk mempunyai hak milik(Pasal 21 ayat 1),
maka hak-hak tersebut tidak dapat menjadi hak milik.

2. Hak-hak tersebut dikonversi menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan,
tergantung pada peruntukan tanahnya.

Namun berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1979 dan PMDN nomor 3 Tahun 1979,
hak atas tanah berdasarkan hak guna usaha atau hak guna bangunan tersebut hapus
hingga tanggal 24 September 1980 dan haknya menjadi tanah Negara dan harus
digjukan permohonan hak baru. Dengan demikian sgjak 24 September 1980 hak milik
adat hanya dapat dikonversi menjadi hak milik sgja.

% Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi, et. a., Asas-Asas Hukum Agraria Bahan Bacaan
Pelengkap Mata Kuliah hukum Agraria. (Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia), hal. 66.

O bid,.hal .58.
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Kenyataan ini menunjukan bahwa amanah pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26
ayat (2) UUPA telah dilanggar dalam praktek. Perjanjian dengan penggunaan
kuasa semacam itu, dengan menggunakan pihak warga Negara Indonesia sebagai
trustee atau nominee merupakan penyelundupan hukum karena subtansinya
bertentangan dengan UUPA, khususnya Pasal 26 ayat (2) yang bunyinya sebagai
berikut:

“Setiap jua beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung
memindahkan Hak Milik kepada orang asing , kepada seorang warganegara yang
disamping kewarganegaraan indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing
atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan pemerintah termasuk dalam
Pasal 21 ayat (1) UUPA, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak
dapat dituntut kembali.( Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria)

Dengan perkataan lain, subtansi perjanjian itu melanggar syarat objektif
perjanjian dan oleh karenaitu adalah batal demi hukum.

Kedudukan Badan Hukum, yakni YKKB dalam perjanjian jua beli ini
lemah karena dua alasan. Pertama, walaupun kedua belah pihak cakap bertindak
dan mengikatkan diri dengan sukarela, tapi “causa’ nya adalah palsu atau
terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan dilanggarnya ketentuan Pasal 26
ayat (2) UUPA. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu causa yang palsu atau
terlarang, tidak mempunyai kekutan. Lebih lanjut mengutip pendapat Subekti
perjanjian yang dibuat antar Badan Hukum dan Warga Negara Indonesia tersebut
didasarkan pada causa palsu, yakni perjanjian yang dibuat dengan pura-pura,
untuk menyembunyikan causa yang sebenarnyatidak diperbolehkan. “'Dalam Hal
ini, perjanjian itu dianggap sudah batal dari semula dan hakim berwenang karena
jabatanya mengucapkan pembatalan itu walaupun tidak diminta oleh sesuatu
pihak (batal secara mutlak). Terkait dengan ketentuan bahwa perjanjian berlaku
sebaga undang-undang untuk mereka yang membuatnya (Pasal1338 Kitab

! Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.27 (Jakarta: PT. Internusa,1995), hal 137
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Undang-Undang Hukum Perdata) mengenai hal ini Subekti menjelaskan tidak
semua perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-
undang. Hanya perjanjian yang dibuat secara sah, yang mengikat kedua belah
pihak.*” Dengan demikian, dapat dikatakan perjanjian pura-pura  tidak
mempunyai  kekuatan mengikat karena dibuat secara tidak sah.

Dampak terhadap akta jual beli yang telah dibuat sebelumnya oleh
Penggugat dan tergugat adalah menjadi bata dengan sendirinya, karena
menyembunyikan subyek hukum yang sebenarnya dan melanggar undang-undang
(melanggar Pasal 26 ayat 2 UUPA), dalam hal ini seharusnya Y ayasan membeli
dengan status tanah Hak Guna Bangunan dan bukan memakai nama Karyawanya
agar memperoleh status tanah Hak Milik. Akta Jual beli menjadi batal, tanpa perlu
menunggu ada pihak yang menggugat.

Menurut hemat saya, penggunaan nominee dalam transaksi peralihan hak
(jual beli) merupakan penyelundupan hukum. Dampak dari pengunaan nominee
tersebut merugikan badan hukum sendiri, karena secara yuridis tanah dan
bangunan yang menjadi sengketa dianggap milik perorangan (yaitu pihak
karyawan yang dipinjam namanya). Hal tersebut dilihat dari kebenaran formil dan
materiil dari sahnya peralihan hak tanah dan bangunan yang menjadi sengketa.

Adapun syarat materiil jual beli tersebut, yaitu:

a. Penjua adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijualnya,
dalam kasus sdr.Bedjo membeli tanah dengan status hak milik adat
(dengan menggunakan uang Y KKB) dari PT.Ceremai Agung Raya.

b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunya hak atas tanah
yang akan dibelinya, dadam kasus YKKB menunjuk salah satu
karyawanya sdr.Bedjo agar namanya dipakai sebagai subyek pembeli
hak atas tanah adat. Sdr. Bedjo tidak melanggar Undang-undang
meskipun uang pembelian tanah tersebut berasal dari Yayasan, tetapi
Sdr.Bedjo merupakan subyek hukum Hak milik yang dapat membeli
hak atas tanah adat tersebut. Menurut Pasal 21 ayat (1) dan (4) UUPA,
yang dapat mempunyai hak milik hanya warga negara Indonesia,

selama seseorang di  samping kewarganegaraan Indonesianya

2 |pid., hal. 139
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mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik.

c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan (Pasal 20 UUPA) dan

tidak dalam sengketa. Dalam kasus tanah yang dimiliki PT.Ceremal
Agung Raya dapat diperjuabelikan dan tidak ada pihak manapun yang
mempersoalkan status tanah tersebut sehingga dapat disimpulkan
bahwa tanah tersebut bebas sengketa.

Syarat Formil.

Setelah semua persyaratan materiil dipenuhi maka PPAT akan membuat
akta jual belinya yang dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak dan dua orang
saksi. Dalam Kasus akta jual beli yang ditandatangani di hadapan NotarisPPAT
Azhar Alia, SH tertuang nama subyek pembeli adalah Sdr.Bedjo, walaupun
pembayaran jual beli tersebut dilaksanakan oleh Y KKB.

Kerugian lain yang diterima oleh YKKB apabila merujuk pada kekuatan
pembuktian akta jual beli yang merupakan akta otentik, yaitu kebenaran materiil
yang tidak diakui di depan pengadilan bahwa sesungguhnya Yayasan yang
merupakan pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan yang menjadi obyek
sengketa. Akta Otentik yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 adalah sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal
1868 KUH-Perdata, yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik, apabila terpenuhi faktor-
faktor:

a.Bentuk aktatersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;

b.Aktaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

c.Akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pgabat umum yang

membuat akta otentik itu.*

Pasal 1870 KUH-Perdata menyatakan

“3 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 44
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“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya
atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Akta otentik yang dibuat oleh PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai
berikut, yang diatranya adalah jual beli. Agar pembuatan akta peralihan hak
dinyatakan sah akta PPAT tersebut harus dibuat dalam bentuk dan format yang
telah ditentukan oleh Menteri (Pasal 96 ayat (2) PMNA/KABPN No. 3 tahun
1997). Saat pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi yang memenuhi syarat untuk nbertindak sebagai saks dalam
perbuatan hukum tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 24
Tahun 1997.

Dapat disimpulkan bahwa akta jual beli No. 14 yang dibuat dihadapan
Notaris/PPAT Azhar Alia, SH, merupakan suatu akta otentik karena dibuat
dihadapan Pegjabat Umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan tidak dapat disanggah oleh pihak manapun di depan pengadilan. Dan di dalam
Hukum Pertanahan Indonesia akta jual beli dianggap benar dan mengikat kepada
para pihak di dalamnya, selama tidak ada yang menyangkal kebenaranya, akta
tersebut berlaku kepada pihak ketiga. Secara yuridis, sdr.Bedjo dianggap sebagai
pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah dan bangunan.

Dari sis pihak yang dipinjamkan namanya (sdr.Bedjo) penggunaan
nominee juga menimbulkan kerugian tersendiri dalam peralihan hak jual beli, hal
tersebut dilihat dari karenaia harus menanggung pembayaran pajak atas tanah dan
bangunan yang ditempatinya, yakni membayar pajak Bumi dan Bangunan setiap
tahunnya. Pgjak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah
dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosia ekonomi
yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah
Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per
wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.
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Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan
NJOP . Nilai Jua Kena Pgjak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP
kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar
rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pgak
diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).*

Wagjib pgjak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak
dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar
PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam)
bulan sgjak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Di dalam Kasus Tergugat (sdr.Bedjo) wajib setigp tahunnya membayar
Pajak Bumi dan Bangunan, disebabkan pada akta jual beli No.14 yang dibuat
dihadapan Notaris/PPAT Azhar Alia, S.H. namanya tertera sebagai pembeli yang
sah. Selain itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada prinsipnya dikenakan
kepada subyek yang mengambil manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.
Dalam kasus ini karena sdr.Bedjo menempati lahan bangunan tersebut maka
sebagal subyek pajak dia harus menanggung tiap tahunya biaya pajak bumi dan
bangunan. Hal ini sangat merugikan suatu nominee, mengingat nominee disini
hanya dipinjam namanya dan bukan pemilik sebenarnya

Berdasarkan hal diatas, maka menurut saya sudah jelas penggunaan
nominee dalam transaks peralihan hak khususnya jual beli sangat beresiko tinggi
karena pemilik sesungguhnya di dalam hukum tidak dianggap pernah mempunyai
obyek sengketa, melainkan hanya pihak yang dipakai namanya yang dianggap
sebagai pemilik yang sebenarnya secara yuridis. Sedangkan dari pihak peminjam
nama tidak selalu diuntungkan secara yuridis, meskipun namanya tertera dalam
akta jual beli tetapi dalam prakteknya setelah tanah dan bangunan obyek sengketa
ditempati, ia harus dipungut pgak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya karena
dianggap sebaga subyek pagjak yang menempati tanah dan bangunan tersebut.

“ Indonesia (d), Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun
1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU No. 12 Tahun 1994, LN No.62 Tahun 1994 , TLN
No0.3569.
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2.4.3 Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3670 K/Pdt/2001
dan Ketentuan Hukum Pertanahan di Indonesia.

Adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Y ayasan
PT.Bhaita terhadap tanah dan bangunan yang mempunyai status hak milik, maka
putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pertanahan di Indonesia. Walaupun apabila merujuk pada putusan Pengadilan
Tinggi yang memenangkan tergugat sdr. Bedjo maka secara formil saudara Bedjo
tidak melanggar syarat materiil dan formil sahnya jual beli tanah yang kemudian
dituangkan di dalam akta jual beli di hadapan NotarisPPAT Azhar Alia, SH.

Menurut hemat saya, sedari awal memang suatu perjanjian nominee
dengan pihak yang sebtulnya bukanlah subyek Hak Milik (Badan Hukum)yang
menggunakan nama orang lain (Warga Negara Indonesia Tunggal) untuk
memperoleh tanah Hak Milik merupakan penyelundupan hukum yang dilarang
keras oleh hukum pertanahan di Indonesia. Dan apabila hal tersebut terjadi maka
konsekuensi yang dapat diterima oleh para pihak yang mengadakan suatu
perjanjian nominee khususnya dalam peralihan hak seperti jual beli, maka obyek
jual beli tersebut jatuh kepada negara (Pasal 26 ayat 2 UUPA).

Di dalam kasus, sesungguhnya Yayasan dapat memperoleh obyek
sengketa yang merupakan tanah dan bangunan yang berstatus tanah Hak milik
adat, namun setelah konversi berubah statusnya menjadi tanah Hak milik, namun
sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu tata cara permohonan hak yang baru
yang sesuai dengan subyek tanah Yayasan yakni suatu Badan Hukum. Hak atas
tanah yang nantinya dapat diperoleh Yayasan tersebut dapat berupa HGB atau
Hak Pakal. Setelah proses permohonan hak selesal, barulah Yayasan melakukan
proses jual beli di hadapan PPAT setempat.

Walaupun Mahkamah Agung melihat kebenaran formil yang menjadi
acuan putusan pada Pengadilan Tinggi yang memenangkan sdr.Bedjo sebagai
pemilik sah tanah dan bangunan, yakni Pengadilan meniliti bukti surat berupa P-2
(foto Copy akta jual beli), ternyata bahwa sdr.Bedjo adalah orang yang membeli
rumah tersebut dari PT.Ciremai Agung. Uang yang digunakan untuk membeli
rumah sengketa adalah uang sdr.Bedjo, namun tidak jelas uang tersebut sebagai
pinjaman Tergugat/Pembanding. Demikian juga dengan pemotongan ggi
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perbulan oleh Penggugat/Terbanding tidak jelas, sebagai uang sewa atau sebagai
cicilan pinjaman uang untuk pembelian rumah sengketa. Namun, di dalam amar
putusannya Mahkamah Agung meneliti dengan seksama bahwa terungkap adanya
suatu perjanjian nominee yang dilakukan antara sdr.Bedjo dengan Y ayasan, ha ini
diperkuat dengan pengakuan saksi (H.Abdullah Fatah, M.Syafruddin Lubis,
M.Kuseri dan A.Jufriadi), bahwa pembelian tanah dan bangunan yang menjadi
obyek sengketa merupakan kesepakatan pinjam nama atara sdr.Bedjo dan
Y ayasan. Di dalam putusanya tersebut Mahkamah Agung memenangkan Y ayasan
sebagal pemilik sah atas obyek sengketa tanah dan bangunan yang selama ini
didiami oleh sdr.Bedjo. Akibat adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka
secara Yuridis Akta Jual beli yang mencantumkan nama Sdr.Bedjo sebagai
Pembeli obyek Hak Milik atas tanah dan bangunan pun menjadi batal demi
hukum, dengan demikian dianggap tidak pernah terjadi jual beli antara sdr.Bedjo
dan PT.Ceremai Agung Raya.

Setelah jual beli tersebut batal demi hukum, maka Y ayasan dapat menjadi
pemilik sah dari obyek Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa,
namun sebelumnya Y ayasan diharuskan menggunakan pilihan permohonan Hak
baru, seperti HGB atau Hak Pakal kepada negara, agar penggunaan obyek Hak
atas tanah dan Bangunan tersebut sesuai penggunaanya dengan status subyek Hak
atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Yayasan yang merupakan Badan

Hukum.
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3.1. KESIMPULAN

Hukum pertanahan di Indonesia tidak mengenal adanya ketentuan
nominee.

Perjanjian nominee (pinjam nama) tidak dikenal dalam hukum pertanahan
di Indonesia, tetapi perjanjian ini sering dilaksanakan demi kepraktisan apabila
dalam hal peralihan hak atas tanah seperti jual beli, apabila subyek pembeli hak
atas tanah tidak sesuai dengan obyek hak atas tanahnya, contohnya Badan Hukum
Yang ingin memperolen Hak Milik. Dalam transaksi demikian seringkali
digunakan nama orang lain agar sesuai dengan subyek pembeli hak atas tanah
sesual dengan obyek hak atas tanah yang akan dibeli, contohnya memakai nama
orang lain yang meupakan Warganegara Indonesia tunggal (Pasal 21 ayat 1
UUPA).

Perjanjian nominee dilarang, karena Perjanjian ini merupakan salah satu
bentuk peyelundupan hukum oleh badan hukum, seperti pemilikan badan hukum
(Yayasan) yang menggunakan nama karyawan (Warga Negara Indonesia) untuk
memiliki Hak Milik dalam transaksi Jua beli tanah, disebabkan Tanah yang
bersangkutan masih mempunyal Hak atas tanah adat..

Putusan MA nomor 3670/K/pdt/2001 sesuai dengan ketentuan
Pertanahan di Indonesia.

Sebagal aat bukti yang sempurna, akta otentik (termasuk akta jual beli)
bersifat mengikat dan sempurna yang harus diterima hakim. Hakim seyogyanya
memutuskan bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut adalah pada
orang yang namanya tercantum dalam akta jual beli. Walaupun dalam kasus
diketahui bahwa Y ayasan PT.Bhaita dan karyawanya telah menyiasati pembelian
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lahan dan bangunan dengan status Hak Milik adat telah melakukan
penyelundupan hukum. Namun, keberlakuan aat bukti yang sempurna dalam akta
jual beli tersebut menjadi batal dengan sendirinya, karena sedari awal perjanjian
jual beli yang kemudian dituangkan dalam sebuah akta tersebut telah menyal ahi
ketentuan Undang-undang khususnya 1320 KUHPerdata dan Pasal 26 ayat 2
UUPA.

Sebagai akibat dibatalkanya akta jual beli, maka dianggap tidak pernah
terjadi jual beli diantara sdr.Bedjo (trustee/pihak yang dipakai namanya) dan
PT.Ceremai Agung Raya. Maka bagi pihak yang dimenangkan oleh Mahkamah
Agung, yaitu Y ayasan yang merupakan pemilik sebenarnya dari obyek tanah dan
bangunan yang menjadi sengketa, dapat mel akukan permohonan hak baru kepada
Negara atas hak atas tanah tersebut, agar nantinya kepemilikan hak atas tanah
sesual dengan subyek hak atas tanah yayasan, yaitu Badan Hukum.

3.2. SARAN

1. Hendaknya suatu badan hukum, seperti Y ayasan tidak melakukan jual
beli dengan cara nominee hanya untuk memperoleh status hak milik,
tetapi masih bisa menggunakan cara lain seperti perubahan hak atau
pelepasan hak disertai permohonan hak baru.

2. Hendaknya PPAT/Notaris menolak jika mengetahui adanya
perjanjian/jual beli dengan menggunakan cara nominee, dengan cara
menanyakan lebih lanjut klien latar belakang dibuatnya perjanjian jual
beli agar Notaris/PPAT dapat menerangkan resiko hukum yang dapat
terjadi apabilajual beli menggunakan nominee tetap dilakukan.
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kewajibannya ménferahkan rumah dan membayar bisya scua -
kepada Pengguoat oleh %arsnz ity EBuxup alasan bagl Peng-
qugat mahon zgar Pengadilan Negeri 9ekasi melakukan =zita
jéminan {canacr&atair Haslaag) terhadan rumah dan Lanah-
yeng tarlecak di Hoﬁplek Benic Degerng Nzgsra Ceremai =
Agumg Raya Blok IV Mo, RT.OD% /AW, 06 Jativaringin, Pandok
Gede Bekasi yang saat ini.mcnjadi obysk serngketa maupun-
ternscap harta ponda milik Tn:gpgat_barupa mobil-mebil
pribadi dengan nomor polisi 8 1137 HW codan Suzuki forsa
warna hijau dan 0 2128 MH merk Kijang warns hijsu mauaun
parabotan rumahl tangoga miliknyva ;

Hahwa gugatan Pengouget didasarkan ztas bukti bukti ozen
Lik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak =
dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga te -
lah mamenuhi kotentuan pasal 187 HIH; maka kaputusannya-
patut dinystakan dapst dilaksanakan lebih dahulu (Uit -
voerbaar by Uoé;raad} maskipun ada buntakan, Banding -
stau kaszasi ; .

Hahwa agar Tergugaslt sagera mengosongkan obyek songketa -

o

1= 3 R
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dan selanjutnyé vntuk diserahkan kepada Penggugat dalam-
kezdasn kosong dan baik serta tanpa beban apapun dap -
agar Targugat melakukan balik na.na atas rumakh dan tapngh-
sengkéta tersebut yaity dari nama Targugat fBadjuJ men ja
i @tas nmama arang yang ditunjuk wlan Peaggugat, dslam -

Lo : c
hal ini EBendakara Tavasan ;

-
(]
s

Zahua agar bergugst meontasti isi Autusan Fenaadilun, zes

lah adil dan Aatut apsbila Pangadilan menghukum Tergugat

untuk membaya:-thg paksa [duangsnm} tebgsar Rp.1.000.000

(S5atu juta ru;;ah} setiap hari keterlsmbatan PEngOsuOngan
@an panvarahan rumah ;
Maka berdssarkan hal-hal yang telan dikemukakan digtas, deng
an iﬁi Prnggugat mchon dengan hurmat, sudilah wiranyzs flaje -
Lis Hakim Yang memsriksa dan mengadili parkara ing FMEMUL g~
kan
e Mengabelkan guzatan Penggugat selurubnys |
2. Menyztakan ?E:gug;%'telah m2lakukan parbuatan melszuan Mu=
kum kapada Penggugat
2. Manyatakan Panggugat adalah-pumilik Tumzh boserts tapzh-
terletak di Hamﬁluk Bank Dagang Menara Ceremai Agung Ra-
ya Blok Xy Lo 1 FT .09 /AU, 08 Jatlud Tingin Pondok Geae, He
kasi yang SEthErﬂYd b
&, Henghukum Targugat untuk melakukan Salik nama atas =umah
tan tanah 5enghpua tersebut, yaitu dari nama Tergugat -
{Hadjo) monjadi atass nama Sdr.M.Faried Djujukﬁaumc, Bon=
dahara Yayasan Fesajahteraan Kgluarga P.T,bBhaita ;
3. Menghukum Tergugat untuk SEQELSE mungosangkan obyek seng-

kota dan Julanjutnya untuk diserabran kepada Perggugat -
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dalam kseadoan kosong don baik serta tanpa beban spapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan dan
menghukum angugap untuk membayai uang paksa (Bwengsom)-
ssbesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari ke
Larlambatan Azngosongan dan penyerahan rumah sengketa ;
Menghukum Tergugat univk membaysr harga sews rumah keria -
da ?Enggugﬁt sabesar Ap.300.000,-/tahun ternitung sejak-
! Pebruari 1291 sampai T'E;-gugat menyerahikan kepada Peng-
gugatl obyek sanquta dalam keadaan kcsong dan sempurns -

ayf

L]
citenbah bunga sebesar 6 % sebulan setiap keterlambatan-

Torgupat melaksznakannya ;

L}

3

Menghukwn Tergugat untuk membayar uang sajumlab ........
Rp.1.000.000.000,- (satu milysr rupiah) kepada Fenggugat
sebagal gentl rugl stas kerugisnm Immaterial ditembeh -
bungs sebesars 6 % setiap bulan keterlambatan Targugat me
lzksanakannya sejak.gugatan indi dimasukkan, sémpai selu-

rufy uvamg tersebut dibayar lunas ;

(%]

2. Manyatakan ssh dan berharga sita jaminan terhsdap rumzh-
can tanzh yang terletak di Koemplek Bank Dagsno Nogaras Ce
ramai Agung flaya Blok XV Mo, RT.09/RU.0B Jatiwvaringia -

-

Fondok Gede Bewosi, mobil cedan mevk Suzuki Forss MNamar-

HERR FRELTECNCN [ T A PR

Palisi 8 1132 Hil.warnz hijaw, mobil merk Kijsrng Nomar Pg
lisi B 2128 NH warna hijau, beserta seluruh narts benda-

"milik Tergugat ;

e g el o

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan tarlebih dahuoliu,
sekalipun ads paflauanan atau Banding atsu Kasasi :
11. Fenghukum Tergugat membayar selurun biaya psrkara

SUBSIDATR

Apabila w.vs.vs
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fpabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yany -

éeaﬂilhaﬁilnya (ex aequo et bono) sabagaimzna layaknya

pera
dilan yang baik dan beruibava ;
Menimbang, bahua pada hari persidangan Yano telah oi -

tentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanva yang her

nama : Narel "okmin, SH Pargacara terdasarkan Surarc Fuz:sa -
Fhusus tanggsl 12 Juli 19539 dan uniuk Ainak Tergupat dstang

menghsdap sendiri 4

Menimbang, bahua Pengadilsn talah barusaha untuk mep -
damzikan kedus belzh pihak yang berperkera tersobut namun -
tidak berhasil, maka dimulsilan semecikezan perkara ini da-
A9en mombacakan surgt gugatan Ferggugat dan atoas pertonyaan
Hakim Kozuyug Eanggugat tenyastakan tetap puda gugatannya
Menimbang, hahws atas gugaten Fanguucat tersebut,; pj -

b

hak Terouget telah mangajukan jawabannya tertanggsl 2ﬁ Da -
fember 19959 yang becbunyi s8fagai herikut
1. Eekilas tentang Yayasan Kesejahteraan Héluarga PT.Bhaite
a. Pendirian Tayasan
Tayasan didirikan Fada tanggasl I3 Januvari 1587 dengan
akts yang dibuat dihiadapan Notaris DARSOND PURNOND -
2100, SH besrnomor 49 :
b. Tﬁjuan Tayasaﬁ.
Pa;al & Anggaran Pendirzizn Tayasan berbunyi
" Yayasan ini I:IEI.tulean.mElma_ju_kan
Fasajahtaraan spirituil /material keluarga parz karya -
wan dan orang ﬁrang yang telah bariasa tarhadép Persa-

roan PT. “BHAITAM khususnys dan Masyarakat Indonesia -

pada umumnya " ;

C. Jdabatan

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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©. Jabatan Torgugat didalam Yayasan (Pasal 15 Badan Pang-

ﬁrus} 5

:
i
1
1

Tergugat menjabat sebagai Bendahara 1 Yayasan sajak -
Tavasan berdiri, hingga Tergugat mengﬁndurkan diri tang
9al 1 Pobruari 1991 ;
d. Weuwanang Tergugat dalam Jybatar dendahara I :
Sesuai oengan pasal 11 ayat 3 akts pendiriun Yayssan -
Bahury Eanéaharalmnndampingi.Hstua dalam hal Keuangan ;
6. Parubakan Susungn Pengurus
Dzlam kurun UHkItJ1D tahun Terguuat menduduki Jabatzn-
Sandahars 1 telah terjadi pergantian Ketua, yaitu pads

tamggal 14 Jyli q9ma Alm.Bagak A, sbdul Manap diosmti -

kza pleh Pp.lskandar Murat, SH x
2. freonologi Tentang Pembelian dan Pemilikar, Tansh Fumah
- Pada bulan Jsnuari 1982 Ketua YKE PT.Bhaits mulsi mang
adafan nagosiasi dengan developer PT.Cercmai Aguny Ra-
¥4 yano berkedudukan di J1,Premuka Raya No.&1 Jskarta-
Fusat., Lokasi provek vana dipilih zdalsh diwilayah ~an
dok LCede Lﬁnmplek.ﬁak Dagsng Megara). Dalam hal ini &

Bzpak H,Abdul Msnap jugs berkedudukar sebagai Komisa -

ris pade PT.Ceremzi Agung Flaya ;

=

Padz tanggal & Pebruari 1987 di;Qpai kesepakatan dan =

dibuatkan perjenjian dibauah tangan untuk pembangunan-

|
]

rumah sebanyak 3 uriit. Jangka vekty FEMbangunan rumzh-

é disepakati dalem 6 bLulan. FPemikiran ¥&Nno ads pada saat
% ini adalsah bahqg rumah rumah fersebutl akan diangsur a
! oleh para panghuninya ;

i
i
%

B
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.1, Pras

arana jasringan listrjy belum disslesaiﬂan -
denoan pLy ;
£.2. Instalasi Tistriy Pada bangunan colum uiharjgkan

F8Ma cekyig I

T
i

Foembuatan Frasazana jzlan Komplegs ¥ang diperty -
F2s dengan sipe, sertg Pembustan STainages belyg-
dikerjakan ;
C.4. I.M,H dari Pemdgs belum diperalah
Fanyerahan_}dﬁah dilakukan kerada Tergugat (Eedjo}, -
Abdul Fatigh d3n Rukmin S.Kasan 5823081 karygign vang
ditunjuk untuk.manempati Famaly ruman iersebut. Akan- -
tetapi SBxitar bulan Januaps atay Pebruari 1983 tap _
nvata Eauda;a Aukmin, 3. Kasan dipiﬁdeh tugaskan ka -
PT.0haity Cabann Soreng Irian. Dslap bulan Maret 1983
Wm, Bapak Ors.Dijong Sast:omidjnjo {Dizut PFT.Bhajits-
pandiri YKK.P[iEhaitaJ Pada suasty Kesampatagn borbica.
Ta masslah laip dangan Tergugat tan Alm. Bapak HoAboul
Manap (Dirksd dan Kety, TR P Bratea) dikamar 314 -
Euiluing F Kartika Chandra maﬁyampaikan
(o, % 5 ngn;aéltsrhadap Tergugat MeNgEpa helim menampg -
ki Tumeh padaha] fumeh sugah diterims i
g.2, ?erubahan Pikiran jika semula Para penghuni g3 _
minta MENQeng sy harga tumah, mesjadi fipinjam -
naManyanuntuk Pemalikan rumap, Parubahan ini di-

nilai Perlu karena Jika karysuwan /3NQ menompat -

rumah dimintz MmEngangsur, Maka tidgk f@sual CEN O

i 12
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an tujuan pendirian Yayasan dan jugs Yicak ada

motiwvasl untuk pengembangan lebih ladjut supasya

semua kKaryawan mendapst kesempatan yang sams

.1.1. Terhadap tegoran dialas Targugat m=rmjauab bah-

wa bealum bisz pindah karena keadzan =umnain cdan:
lingckungan masih sspsrti ?.c diatas dan jugs

bslum ads calen pengnuni iain yang siap pindai

T 4 R

Terhadup jauvaban Tergupgat tersebut Alm.Bapak

Ors.Dijona Sastromidjojo tetap memerimtahkan

T T T

a. Kepada Terguoat untuk ssgers menglisi ruomahes

e e

tersebut dan Tergugst diminta menjaci pic -

}nu: %

Dy il

t.”Keﬁada dapzk H.Abdul Memap yang juoga s=baga

I
L1%

Komlssris pada perusahaan davelopeor dimicmts

menekan PT.Ceremai Agung Raya aygar bisa se-

R

7
RS

gera menyolezaikan kekuranuyan pekerijsannya.

(m B
*

]
=

Terhadap pominjaman nams, Tergugatbt menga jukan-

Qe

keberatan dam tidalk borzedia namanya dipalkai -

L

urnkuk memilikl rumah/tanan yvang bukan milik, -

pribadi demgan alasarn tahws denpan dipakainya-

HEIETERT

rama Targyugat, maks tertuvtup kemungkinmas bagl-
Tergugat untuk memilik] rumah dangan fzsilitas
kradit KPA-BTH. ATas kebsratan lergugalt tersa=-

but akhirnya meweks (Alm.Bapsk Ors.Dijono Sas-

BLIRES

trqmidjuju-Dirud dan dapal H.A.Manap-Dirkad/Ke

tus YSyssen) memastikam Lidak pinjam namu. Ha-
mun damikian Tergugeat tetso dipatong gaji durl

PT.Bnaita sebesar Rp.25.000,- untuk menghindar

e L Lot A e b

Kafk s
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kan rasa iri dari keryawan ¥ang lain. Dalam-

kesampatan ity juga Tergugat tanyakarn bagai-
mana kalau suaty saaf Torgugat kelyap dari -
AT.Bhaita, Bapak H.ABdul Manap menjolaskan -
tidak jadi mesalah asal sudah meriampati ry -
Mah tsrsebut minimsl 2 tahun. Setagai jamin-
&0 tentang kepastisa tarsobut flm,.B8p.0rs.Di-
jono Sastromidjoje menjanjikan tidak akan -
ada perjanjian dibauzh Langan untuk pinjam -
nama. Akta Hotaris ¥Yang akan segeras dibuszit -

merupakan bukti kepemiliken akhis I

.

2.0, Padz tangosl 1 Meji 193 walaupun dengan rass berat Ha

Y1 Tergugat aindah karumsh bagy {vano menjadi 2hyek -

gugatan) di Blolk AV Na. 1 Komplek BON Jativsringin -

=z

Pondok Gedo denczn kondisi masih sepertl catatan 7.c.,
Z.f. Tenggal 6 Juli 19a3 #tas transaksi pembelisn rumah -
tersebut dibustkan zkta dihadapan Wotaris Azhar iz,

SH sssual dangen akta No. ja tertznggal & Juljg 1983, -

- hktas Notaris dibuat stas rams Tergugal (Bedjo), Abdul

Fattsh dan Sysfruddin Lubis, NDalam hal ini tezjadi pe

E
i
;
B
E
d
%

rubahzn nama pemilik dari Aukmin 5.Kasan menjaci Sapf

oy

ruddin Lubis ;
4 £.9. Medio Oktober 1983 #tas parsstujuan PV.Ceremai lgung-

Raya pembuztan drainage dan rengerasan jalsn deagan -

ST

sirtu dikefjakan oleh Targugat, tengan beban bisys oi

bebankan kepada FT.Ceramai Rgung Raya ;
2.1h. Tanggal 15.Hpril'195ﬂ (sotelah %1 bulan Tergugat ma -

nempati rumah tanpa serana panarangan listrik) listrik

I:]Elri LI
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dari PLM baru bisa disambungkan ;
Dalsm minggu I bulan Juli 1984 kedua kuda=-kuda rumah -
fargugat patah dan rumah rusak berat. Untuk mengetasi-
masalah te:sqﬁ§}_hapak H.Abdul Manap memerintahkan Ter
guogat untuk momperbaliki rumab Tergugat dergan biaya.di
ba bankan kapaaa Fi.Ceremsi Rgurno Raya [(diparhitunghkan-
gdengan sisa pemtayaran) H

Tanggal 1 Psbrusri 1991 Tergugat mengundurksn dari AT.
Bhuita isabaéai kzryawan) dan juga dari jsbatan Henda-
hars I Yk« FT.Bhaita {satelah bekerja 15 tahus di PT.-
Bhaita dan 10 tabkun menjabst sebagai Hemdahars I THEE, -
ET.Bhaita) ; =
Fada tgngg;-]_.?‘? Januari 1394 Targugst ciundsrg oleh -
Keiua YEK PT.Bhaita unturk hadic psda pests perpisszhan-
Targugat sebagai bendahara | (3 tahun sstelsh Tergugsat
mundur dari jobstan tersebut). fcara disalenggarakan -
disalah aatu restoran di Hotel hiltaoa. Dalam aecazs tér
sebut Terpugat diberi kenang-khenangan berupa 1 buzh -
penjepit das{ torouat dari emas seborat 10 gram. Mepuy-
rut panjelssan Bapsk Ketus Yayasan, pemberian terssbut
sobagai pangHargaaﬁ dan resa tarims kasih terhadap pe-
rgabdian dan dedikasi Tergugat pads Yayasan. Hadir pa-
da acara tersebut selsin para Penmgurus Vayasan jujga -
scda 3 orang dari luar., Metiganys zdalah Notaris dan -
stafnya. Satelah acsra perpisuhan selesai Bapak Aatuz-
Yayasan menjulaskan mengapa cdiuvndang jugs Ngtaris da -
lam acara perplsahan tersebut ysitu agar Tergugat bec-

. ' : I
sadiz menanda tangami akta pemindahan hak atas tanzh/

rumah ...,

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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rumah yang Tazéugat tempati, akta torsgo telah dimin-
ta disiapkan oleh Notaris . Dihadapan semus tamu Terqu-
get jelaskan duduk persoalannya den oleh karena itu -
Sang Notaris tigak bersedia malanjutkapr pembuatan akta—
¥Yang dimaksud. Karong Bapzk Katua Varasen tidan berke -

man, maka acars larasung “inubarkan ;

i

3. Hoaklusi Jauaban.
Dari uraian point 1 dan 2 diatss maka komklusi jazweben -
TE;E;E;E_;;;;;;I;E.gugaten gugaten Peraggugst, kecuali hal
\Q&j ¥ang secara tegas diakhi

B T T E—

3. 7. Hel-hal yang diakul

3.1.1. HancrBihua telah terjadi pembelian tanahb 1y -
mah oleh Yayecap Fesojahtarazn Kaluargs Fh 2ha
ita ozda tahum 1982 bukan tanun 1803 atav Ly -
nun 1993, tetspi tidak Pinjam nama seperti di-

s ungkspkan dslam point 1 gugstan ?anggugz: ;

-

1984 hingoga Januari -

/3.1.2) 8enar bahu;,aalamantahgi
|,__\_ ~ P‘_,_,-'-" - v

—

R S
B
ita {lihat 2.d025-1-dlatas) ;.

3.2. Hal-hal yanuo aibantah
3.2.1. Tidak benar bahwa namz Tergugat dipinjam untuik
kepemilikan tznah/rumah varg Targugat temoati-
sekarang. Kesapakatan somantara pidjam nom: se
perti}diunékapkan padz point 1 gugstan Farnggu-
gat thaak ada karena sejak auél Tergugat mano-
lak dipinjam namanya; s?hagaimané dfjelaskan -

pada point 2.d.2.1. diatas :

Dengan demikian pernyataan Ponggugat pinjan -

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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nama sementara adalah merupakan—Tpaya pembatalan

sepihak terhadap apa yang telah dilakuksn oleh ~

rengurus { Ketus dan authoritas badsn pandiri)
terdatbiwlu. Ojieh karenma itu pernyataan tersebut -
cacat hukum, sesuai dengan pasal 1328 B.L. yang-—
berbunyl @ " Sonua marsatujuan yang dibus? saca-
Ta syah berlaku sebagai undang-undang bagi mers-
ka yang membuatnya. Persstujuan-persetujuan itu-
tidak dapat dituarik kembali selsin dengan szpa -
kat k;ﬁua belab pihak, atau karena alasun-alasan
¥ang c}eu undang=undano dinyatakan cukup untuk
LER

Dangén demikian Saser zlasan vsng dipaskai seps -
Gel daser gugstan seperti diungkspkan pads -oint
1 gugatan cecat hukum ;

Tidak berzr bahua Pengougat telah membiayal per-
Eaiaan fasilitss jalsn dan bizya perawvatanm sepers
£l ﬂiqukapkan pada gugstan point 2 seperti te -
lah diﬁraikan pada point 2.g dan 2.i. diatas : °
dahwa tujusn pendirian Yayasan acdalah seperti di
uraiksn pada point 1.0, diatas jadi bukan turtu-
duzn membuat rumah dinmas dan manvantunl Kapyawan
PT.Ehasita. Apa yang dimaksudkan dlah Penggugat -
dalam point 2 adalah lebikh marupzkan xebijaksans

an pengurusad darl psds tujuan, dimans kebijaksa

naan barsifat Fleksibel terhadap situasi dan kon

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012
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Pa Kussa sarat surar tanah/rumsh kepada diri zondi

ri, Abdul Fattsh dan dyafruddin Lubis sobagaimang

dinyatakan“pada point 5 gugatan Penogugat, adslah

suatu tuduhan yang mengads-ada ;

Hahus dalam point 7 dinyatalkar talah Lorjadi pem-

belian ruma’ yang ditompati clah 5dr:ﬂhdu1 Fattah

dan Syafruddin Lubis olsh mereks sendici buksnlah
zlasan unéuk menggugal pads Tergugat, karasnag kg -
dudukan keduanys adalah sebagal karyawan P1.Bhsi-
ta yang nqta bene ha-us tunduk pada kabijaksanaan

PT.Bhaita, dimana YHE PT,thita juga merupakan po

fegang saham PT.Bhaits dan ielas memounyal kepan-

tingan secaras iangsung -

Fakhazwatiran Pengguget bohys Tergugst fendalk mern

2singkan harta kekzyaannya gune menchindari Kuwa-

Mibannys menxerahkan rumah kepada Panggugat dian -

kexhawatiran ini dipakai sebagsi dasar mengajukan

sita jaminan, adalah merusnkan alasan yang dicari
czri karena ;

A S el ) ﬁingga saat ini Terguga® tetap tinggal -
ﬁi:umah ¥ang sama. Jika Torgugat mempu -
nyai itikad yang tidak héik, maka tanah/
cumah tar;ghut dapat dijual aleh Targu -
gat tanpa ada pihak yYang dapat mencegah.
ﬂalam.hal ini Penggugat hanya mau mali -
hat gnaknya tempa mau melihak ﬁégaimana—
penderitaan hatinllargugat selama menem-—

pati rumsh tamps penerangan listrik, =

tanpa ......
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3,.2.8.

G.2.80 2.

tanpa jaminan keamanan, tanpa sarana jalan -
serts dreinage yang memadali dan tarasinc ka-
rona belum ads tetangga. Kesomuanya itu dila
kukan karena Taerguosl percaya pada jawinan -
serta taat paﬂa aarintah stasan yang memang-=-
barwenang =zashb ito ;

Terguéét.m&ngundu:kaﬁ diri SBDEQE?
Rarﬁ?uan.HT.Hhaita setelah bekerja selamz 15
tahun dengan predikat baik Bendahara I YKK -
PT.Bhaita sctrlah menjabat 10 tabun jugs de-
ngan predikat baik (lihst 2.k. diatas) ;
Cengan mengungrapkan Tergugat tidak berit: -
kad bsik menunjukkan bLabuaz Pengougat Selah -
memtutakan mata hetinya sercirl hanys untuk-
h3uhtungan pibaknya. Oleh karenz 1tu perrno -

honan sits jaminan {(conservatoir oeslasg) me

rupakan permochopnan yan tidak mendezsar
P ¥ )

Bahwa Tergugat telsh barbuat melawan hukum dangan me-

nempati r?mah yang ﬁffaﬂdﬂﬂﬁnié_ﬁﬁhiﬂggﬂ hardampak =

langsauvng kredibilitcs Perpgoaat dimate selurub karoys-

wan PT.Bhaité yang mempunysi hak menempati rumah yang

ditampati Tergugat ssbagaimesns dinyatakan pacds point-

9, adalah ﬁanunjukkan wetidak mampuan Tergugst dslom-

mewwiudkan tujuan Yayasarn seperti diuraiwen pada poin

T.b. diatas ;

Tidaw baner bahws Tergugat malakuksm perbusbtan mela -

wan HAukum denoen manempati rumah yanmg buken hak Tergu

galt, karena Tergugat telah manempsti rumah ses5ua il

dengan ... as
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dengan garis kebijaksanasn pejabat yang memang“héilﬁ”gngq

untuk itu ;

4. Marmochonan kepads Majalis Hakim
Atas dasar penjelasan tersohyt diatss jelas banua gugatan

Penggugat tidsk mempunyal kekuatah hukum dan tidk disar-

21 dengan bukti bukti yane auinentik o=n 5@MpUrng seily -

3ai alat fukti kuat., Oien karens ity derqan ing Tergugat -

mahon kepada Majelis Hakim : 3 1
Primer

4.1. Menyatzkan gugur atau sefidab tidaknys manyatakan me ¥
nclak selurub Sugalan Penggugat ;
4.2, Menghukum Fanggugst untuk membayar biasva perkars

Apabilz Pengadilan Negarj Hekosi berpandapat lain naka

[+t

Subsider
Dalam peradilan ¥ang taik, mohen keadilan ¥BNL seadil -
adilnys {ex aague st bano)

Memimbang, behwa slas jauaban dar, ferqugat tersebut
Fengougat telah mangajursn Repliknys tertanngal 29 Desember~
1999 dzn atzs Heptik.”anggu;at tersebut, mamudisn pibak Ter-
guazt telah menga jukan Dupliknya tertenggal 20 Jesnuari 2000;

Manimbang, bahus untuk membuktikan dalil-dali] qugatan-
ny3s Penggugat telah memgajukan bukti Eukti surat yang ssta -
lah dicgcnkkan cangan aslin?a Can bermeterai cukug, yaitn
1. Fote copy a. Rekening koran Bank Bumi Daya (SA020104) {P1a)

t. Rekaning koran Eanm.ﬂumi Daya_{ﬁFD?D1Dd}lP1hj
2., a. fotc copy tanda terima Akta Ju;l Beli bangunan berikut
Pengoperan dan penyerzhan hak atzs tanah Langgsal 27 Ju

1i 1983 (P.2a}

B EgkD s

AR P e
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sy e,

b. Foto copy Akta jﬁal beli bangunan berikut pengopzran-
dan penyarahsn hak atas tanah No.14 tanégal 16 Juli -
1983 (P.2b) ;

3. a. Foto copy meno 5dr.Bedjo kepada Ketua Yavasan tanggsl

|
:
'-i

7 Suli 19B4 menqenal kerusaksn rumah (P.3a)

b, fota ceopy memo L.A.Manzp kepada Urs.Yuyun Padmadire -

dja tanggsl 7 Juli 1984 perihel pinjaman kunci rumah-

v,

vrtuk ditempati semenbarz oleh Sdr.Bedjo (P.3b) .

c. foto copy surat Yayasan Kessjahierasn Kelvargas PT.Chs
ita Ref. No.0O01/07/YKK/ /44 tanggal 11-7-19B4 kepada -
PFT.Ceromai Agung Faysz mengenal porbaikan rumah df =
dlgk H XV Ho.1 Jatiwsringin {(F.3c)

rt, Foto copy Surat jawaban carci PT.Ceramail Agung Haya
tanggel 7 Juli 1984 perihal parbaikan ruman [F.3d) ;

4. a. fFolo copy kartu gaji Sdr.Bedjo Tahun 1920 derngan ja -
batan Irmternal Cantrul PT.Bhaita (P.&a) ;

b. Foto copy kartue gajl Sdr.kbdol. Fattah tahun 195910 da-
ngan jebatan Manager Tahniwx PT.8haita (P.4hb) ;

Fobo copy Laporan Ksuangan Yayassn Kesejahteraan Kaluar

[¥a]

ga PT.Bhaita [Pihj ;

6. Foto copy surat dari Sdr.A.Fattah kepsda Yeyasan K.K.PT,
Bhaita tanyggaol El'ﬂgustu5'1991 mengensi sumpangan pem -
bamgunan jaian di Komplek BOW Jatiwvarinmgin masing=masing
Rp.300,000,-/rumah, keputusan ranst itu disetujul Tayss-
an disertai bukti kvitansi pemb;yaran sumbangan pangaszs -
palan jalan tersebut (P.0) ;

§

7. a. Foto copy surat deri H.A.Fattah Jdan S5dr.f.5.lubis ter

tanggsl 2% ﬂqrut 1984 dan tanggal 29 Agustus 9h¢ -

merganal .....
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mengenal koinginan mereka berdua unt

milik Yayasan yang selama ini ditempati (P.7a)

finbE ruman -

b. Foto copy Kuitansi rembelian rumah untuk Adr.H.Abdul -

Fattah tangqa% 12 Desember 19494 dan
tanggal 13 Dezambor 19%4 (vang asli

(P.7u) .

8. a. fotg Sopy Akta Pendirian Yayazan No, 4

ari 1981 {P,Ba)~,
B. Foto copy Akts Wotaris Ho.94 tanggel
merigenal susunan Pengurus fayasan (P
c. Fato copy Akte Motaris Ng,23 tangnal
tentang perubahan Fengurus (P.&8g) :
di.Fntu fopy Alita Wotacis Ho.57 Langgal
teng Parnvatezan Hoputusan Hppo+ meang
Sunan pengurus 'P.Ad) :

2. Fotao copy Surat fayasan Moo D02 AYKK/FTE
Februari 1591 kapada sdr,ﬁ.Fattah,-Sdr.
M. S3yafruddin Lybis mangenal permintaan
Fahkan Aktas Jusl Helj Henguaar berikuyt

Ayerahan hak atas tanah kepada Yavasan

unkbuk Sdr.NS.Lubis
Seda merakg berdua)
9 tanggal 23 Jurwu
20 Septembar 19gg
.Bb)

22 Pebruari 1994-

g Juni 19594 Lem-

L

#rnai perubahan si-

Al1L/91 tanggal ja-
8edjo SE danm 35d-.-
Yayasan agar manye
Fengjoperan dan pa-

{p.3) .

10, a. Fotga Copy perhitungan harga tanaiy gan rumah tahuwn 19%g

(P.10a)

b.foto copy perhitungen hargs tanah dan rumah tshum 71935

(P.10b) ;

117. Foto copy surat Yayasan Hn.O&thHfFTBj1993 tanggal & Mz -

fet 1993 kepads Jdr.dedio untuk.ﬁuf£nmuen membicarukan -

status tanah Yayasan yang dibeli atas nama Sdr,8adias {P. 11

12, Fota copy surat Yayasan No.012 /YHK-PTE /

Pemilikan hak..., Maulida Larasati,
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Juli 1993 wengulangi permohcnan Tayasan pada
[bukti P.11)} yang tek mandapat ténguapan dari 5dr.Bedjo-
(P12
13, Fote capy swreat Yeyasan No.07/fEK-PTd/1999 tanggal 07 Fao
bruari 199% kepadn Sdr.ﬂedjo.uafihaj 2
tidzk ditsnggapinya surat surat dari Yayssan
- minta agar Sdr.bBodjoc dapat mengoscngkan rumah milik -
fayasan karena i%dah adariya penyelesalsn/Lanagapdan -
vang bailk darizﬂdr-BaUJD (P.13) ;

14. Foto cepy surat Sdr.bedjo tanggal 9 Pebruari 19%9 kepada

Fangurus Yayasen HK PT.ghaita perihal rumah Yayssan (P13

1%, Fota copy surat Yavasanm Heseiahterzan Kelwuarga FT.8Bbaita
py Vay ] =

|

Hm_ﬂ?f?HH—PT£f1QE9 tangngal 30 Faret 199% mengenal psna -
tapan hargs jual rumah milik Yayzsan sebesar Rp.30D juta-
cun mengharspken $dr,Badjo dapat mentransfernya kereke -
ning milik Yayssan-{F.15) ;

16. Foto copy surat dari XKaotor Pangacara Narel & RAekan Ro.-
co?MAEAEL] /29 targgal & Agustus 1999 perihsl Somasi ter
akhir-(P.iEJ :

dan mengajuksn empat orang saksi yaitu

1. A.DIJUFRIADY

2, M.SYAFRUDDIN LUBIS

3. M,KUSERL &

&, H.ABDUL FATTAH
Menimbang, bahua para sﬁksi Panggugat tersebut telfam -

memberikan ketarangan dibawah swmpah yang pada pokadknya seo -

bagai berikut

1. Saksi A.DIUFRIADY s
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: RLE R S
=~ bahwa saksi kanal dengan Fengyugat dan angaaét sejak ty-

hun 1986 oleh kasrena saksi kerja di FT.ﬁhaita dibidang pe

tayaranm dan Tergugat sokaranng sudah hénéiun A

-~ bahua saks? mangetahui FT.Hhaita Punya Yayasan Kesejshters
#0 Keluaroa PT.Bhajitg dar Yavazan tersebut Punya 3 buah
rumah yang dopat held dari PT.lsromai fgung Ra. s Fa8NG ma-
sing-masing ditempati olan H.Lbael Fatgah, 1. 3yas fruddin
Lubis dan Eedjo_qan sEpengotatvan saksi meroka bertiga hsa
nys menempati sajs dan bukan dimiliki

= bzhua rumah yang ditampati Tergugat (Bedjo) letaknys di-

Elok B XV Mo, RT.C3 /08 Jativaringin, ¥ang batss-batasnya

Jebalah Ytars -+ duly rumahnye Ruay sekarang Agus :
Sebelah Timur i Rumah Pak Luybis
Sebelsh Selatsn : Jalan

Jebeleh Barat P Jalan
- bahwe keadaan rumab “duly berbeda dengan 5BRaTang, karweng-

banyak renaowvasi dan Ferubahan dari aslinya :

T

= babws =aksi tidak mangetabui dengan hargs berapa Yayaszzn-
membeli rumah tafseaut #

- bzhua Tergugat bakorjs secegai Internal Cnntrni dan telah
mEngundurkan diri tahuon 195

- bahws saksi perngh mengantarkan surat dari Tayazan untuk-

Targugat tentang rumah tersebu: :

Ira

_Saksf M.SYAFRUDOIN LUBIS

bahwe saksi kanal'_'Panggugat dan Tergugat sejak tshum 1984
karend saksipun ksrjs di J'-‘T.Hhai;‘.e :
~ bahwa saksi mengetahui yang ﬁﬂnjaﬁi sangketa adslah rumah

Mmilik Yayssan yang ditempati Tergugat ;
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Hahwa Yayasan telsh membeli rumah ﬂubaﬁyak 3 buah dari -

PT.Caremai Agung Raya, yasng bayar juga Yayassan tetapi =
nleh karena pihak_E]H tidax mcmperbulchkan pempbeli terse
but atas nama Tafasﬁn. taiu kami bertigs astlas pernunjuk =
#n dan perintah pimpinan |
Sahwa rumah yang saksi tompati status sewa yarg dibayvar-
dengan dipptgng Jdari £3ji setian hulan sphasar Rp.25.000
batiwa elesgn apa R?pi bertigs ditunjuk untuk menempati -
rumah tersabut karena karyswsn FT.Bhaita benyak, tetapi=-
sejak tahun 1994 rumsh tersebut sudah sakci beli dengan-
cars mancicil kepada Yayasan, sekarang sudah ads sertifi
“atnya atasc nama saksi

banwa rumah yang ditempati pak Bedic letaknys bDerdukatan
yaltu di Blok & XV He.1 dan saksi sendiri di Blok B XY -
Ha.2 ;

bzhwe sewsi permeh mengajek Tergugat untuk mengaiukan =
permohunan untuk membsli rumah yang ditempati masing-ma-
sing, tetapl Tergugat katanys manti saja i

bahua SEpangnfahuan saksi Tergugst telash mengundurkan oi
ri dari PT7.Bhsita ssjak tahun 1990 ;

Saksi M. KUSERI

bahwa szksi bakarja pada PT.Bhaita -sejak tahun 1993 dan-
sudah kenal dangah Penggugat dan Tergugat '‘Pak Bedjo) ;

bahwa pada saat itu-Yayssan telesh membpli dayi PT.Cere -
mai Agung Raya sabényak 3 buah rumah berapa hargarys sak
¢i tidak tahu, terletak di Kowmplek BDON Jstiwaringin dan-
ditampati colen 1. Abdul Fattah, 2 Pak Lubis danm 3, Pak -
dedjo atas petunjuk pimpinan yeng pada wakiu ibtu adalah-

Fak Mangp

- bahwa .......
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- bahwa status ke 3 rumal: torsebut adalah hak sewa dan seg -~

tiap bulan saksi-ﬁatong dari gaji mereks dan uany =souwa

I

torsebut saksi setorker ke Yayasan ;
- bahwa sﬂpengatahuﬁn sekaid sokzrang rumah Yayasan tersebut
¥ang ditempati Pak Lukis Lelzh dibalinya:
= bahua saksi tidak tehu gpakah fergugat {(PMak EBa<qio) juga -
telah wmembeli rumai Lazrzsebut, karens Teraugat sziak tahun

1990 telah mengundurkan diri dan tidak bayar vsng sews -

rumah ;

- bahwa vang qajinva_;ulah dipotong uatuk beyar vang ceyz -
ada 3 orarg tersebut H

2. Saksi H.ABDUL FATTAH

- bahva ssksi kensl dengan Honggugat dan Tergugst den saksg

-

mulel bekaria gi PT.Bhaits sejax tzhun 1975 dan sensiun -
tehun 19494 ;

= bahwz PT.Bhaita nphya Vayasan Kesejaht=raar Keluzrga ©7, -
Shzits dan Tayasaﬁ telah membeli 3 Suah ruwah dari BTN -
masing-masing type 36 yang ditempati Tergugat (Pak ESedja)
ran.Pak Lubis, sedangkan suksi sendiri Type 54 semuanya -
terlaetak di Komplak S0N Jativaringin, Pondok Gado i

- bzhua yang ditampati fnrguget dan Pak Lubis di Bisk Y A
bo. dén Mo, sedangkan saksi tarpi’.sah yaitu di Blok 3 ¥-
.HD.Z

- bahua saksi, Pak .lubis dan Pak Bedjn menompati rumah zep-
sebut atas penunjukkan pimpinan.dsngan hak seua, vang di-
potong gaji setiap bulan, ssksi Ap.30.000, = /bulan sedang~
kan Fak Lubis dan Terguga: {Pak Bedjo) masing-masing ..,,

Ap, 25.000, -,f’l:n.rlen_'. :

i
|

= babuwus ......,.
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= bahuwa pada waktu Yayssan boli rumah tersebut dari BTN ti-

dak beleh atas nama Yayasan lalu atas perintah pimoinan -
kami bertiga ditpnjuk dam menanda tangani akta jual beli-
teraabut di Motaris, kami bertigs tidak merasa memhzyar -

apmbalian rumah Lersenut tetapi Yayasan yang Layar

= bahua ssksi bayer scwa sampai Marsl 1994 lalu meEncajukan=

permohonan untuk dibeli kepatda Direlktur, pada wakiu ity -
Pak Manap Dirnk;urﬁya, saksi bavar Rp.5.000.000,- jaci to

talnya sebesar Rp.12.000.900,- sekarang sudali lunas |

- bahws pada waskiy selosai tands tangan akte juasl beli, ak-

ta tersebut semuanya disimpar di Yayasan

= bahua sepenystshuan saksi Paw Lubispun telabh membel: ru -

mah ftersgbut ;
- usshus sepengetahuan sazksi Tergugat {(Pzk Hsdjo) sampsi se-
karang masih menempsti rumah tersebut ;
fianimbang, bahua atas koteramgan saksi saksi Pengougat
tersebut kedua belsh pihak menyasteskon tidak berkebasrstan o
flgnimbang, bsnwa selenjutnya Terguost untuk membukii-
kan kebenzran jasuabzrnya dipersidingan telah menyerabkan -
alat buktl sural surat setelah dicocokan denganm aslinya -
dan dihububhi meterai secukupnya lalu diberi tesnda 7.1 sam-
pal dengan T.11 yaitu :
1. Fﬁtu cup? Barita Acara Serah Tsrima rumah pads tanggal-
27 Desember 1382 (1.1} ;

Foto copy Akta Hotaris o, 14 Tencang jual bali angunan

Fud

berikut Pengoperan rfan Penyerahan Hak atss tanash tar -
tanggal 6 Juli 1983 (T.2} ;

3. Foto copy Permystaan Montrak Penyambungan dari PLM (T.3)

4, a.fFoto ....
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AT
4.a. Fota copw Surat Tanda Terima Setouran béﬁﬁ%&iﬁgﬂ atag -
nama Bedjo tahun 1997 {T.4a) .
b. Fote copy SPPThPEH altas nama Badjo tahun 1397 [T.44)
E.a. Fcto.copy STTé—PEB abas nama HBedjo tashun 16092 (T.c5a)
b. Fote capy SﬁFT—?ﬂH atas nams Hedip tabun 1592 (T.5p)
B.a. Foto copy 5TT5~FEH alas nama Bedjo tahun 1994 (T.62) ;
b. Foto copy 3PPT-PEB. atas rems Beaio tahum 1954 {T.6b)
7.a. Foto copy STfﬁprE atzs nama Bedjo tahum 199§ (T.7al
b. Foto caopy SPRT-FAR atas nama Bedio tahun 1595 (T.7k) ;
8.2. Foto copy 3Tf$—PBB at3s nama Bedjo tshun 1995 (T.Ba3)
b. Fote cepy SPET—PBE 2tas name Dedjo tahunm i5g5g {T.un)
9.a. fFoto cooy STTZ-PB8 atas nama Sedjo tahun 128 [(T.08) 3
b. Fote copy SPP1-FEE atas nama Redic taliun 18o7 (T.84) ;
iD.3. Foto copy 5Tf5~PE3 2tas name 9cdie tahun 1958 [T.1UJJ:
b. Fotn copy SPPT-PEB atas nama.Bedjo tshun 199g (T.106);
1. Fotc copy 5uret,pnn§antﬁ: Aembayaran PS8 tahum 1959 atas
nams Bedio (T7.11) ;
serta mangajukan.j.ikgga} arang sakel yuity

1. DIAFAR b SUROMARTOND

L8 ]

HY.UERA MATHILDA SANDRY
3. SOENARKD b'aﬂxd:ﬁ

Nanihbang; baﬁpa Para saksi Tergugat torsebut dimuka -
carsidangan telah memberikan keterangan dibawzh’ sumpah wang=
padz pokowknys sebagal barikut ;
_3aksi DIATAR b_SURCMARTOWD
- bahwa dahuly saksl bekerjs di RT.Bhaita hanya selama ¥ hy-

lan -

- bahva saksi cha{ dengan Direktur Yayasan Kesgjahterasn -

|
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Kaluarga PFT.Ehalta yaitu Pak Manap ;

.
% - bahuwa ketika saksi mﬂnghaﬂarn pada Pal Meanap mau pamit ber-
ﬁ nenti kerja, bahwa _par3a karyauan yang borprastasi aksn di=
L .

' marikasn fasilitas rumah, separti Pak Badic 3

- tahua saksi tidak mengotahci dan tidak taku yang diarcti
kan dineri fosilitas rumsh tersebut untuk dimiliki atau -

tidak ;
bahua pada waktu Pak Manap bilang tarssbut dikantup sepe

noetahuan saksi iidak ada orang lzin yang mendengarnys |

S P TR TR CIET e L LY

- Bahua 5aksi Burtatangga dengan Torguogat (FPak Gedjg) dan =

Terguget sudan lama menempati rumah tersabul |

- Bahwus saksipun kPnal dergan Fak Lubis can Pak W, hbdul Fakb-
tah mereks sama sams kerja pada 2T.Bhaits 3

- hahua saksi tidak tahu pumah yang cditsmpati ki 3 orang ter

sebut dibeli clah siapa ;
- panhua sepengetahuan csksi keadaan rumah yang ditempati Ter

ak borubah, banyak Yang direncwvasi dan me=

pug=zt sudah bany
morut Tergugat biaysnys dari Tergugat serdiri j
- hahua Ratiga rumah tersebut terletak di Kemplek BOR Jdsti -

waringin Pundnk Gede RT.09,/08 ;

Saksi ﬁDENﬂHKﬂ bin Jﬂhﬂ EUUDNDD

EF
- bahwa sakel kuﬁal dangan Penggugat dan Tergugat karena s&-
ma-=ama bokeris pace FT.lhaita hanya lain bagiszn, Fak O#

dio Dagian psqﬁﬁiuan :
- bahua yang ranjadi Direktur fgrasan taresbut semula Pk
G bt kemudian diganti aleh Pak fManap ;i
wahua saksi mengetahul dari Pak Giono hahud fayasan tels!

menrnali e ver e
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membeli 3 buah rumah ;

= bahus 3 buah rumah tarsebul ditempati sleh Abdul Fattiah dan

Pak Hedjo kalau Pak Lubis belum dangag ;
= bahua saksi tidak tahu statys fumah ruman terssbut, untyt

fditempati =2tay dimilixi masing-masing ;

H

Menimhatig, bahwa 2tas KEL2rangan saksi sakgi lergugat

tercebut kedus pelan oihak manyatakan tidak Larkegeratasn
Menimbang, bahwa untuk Mmemperjelas mengenai tbyek sengig

Majelis talah mengsdakan pemerikscan ketempat obyek seng-

ta,
kKeta sebacaimzna sesuai dalam brrita acarpg tanggal 31 Januari
2000, ;

Menimbsng, Dahuﬁ;selain dari opada ity Lterhadop chyek -
sengkota tersebut tslah dilakukan sita Jawinan olan Jurusita-
ceda FPangacilzn Mager] dekesi, sebacsinana tzcursi dalam beri
L& acars sita jaminan Hn.13;C5£238}th,ﬂ/13993ﬁw,Bks Langgal -
22 Mzret 2G00 H E

Memnimbang, bahua Eulanjﬁtnya Hedua belah pihak yang her-
perkars masing-masing telah mengajukan kesimpulanmya untuk -
Panggugast tenzggal 12 Maret 2000 dan Tergugat pada tanggail 9 -
Maret 2000

Manimbang, bahws untuk selanjutnys kedus Eelak pihak we-
nyatakan tidak akan menGajukan cesvaty hal lagi molainkan mop-
hon putusan

Menimbanyg, bahua mangenai segala sesuaty yang tercamtum-—
dalam barits acara MBrUpaksn bagian reng tak terpisshken d=ri
putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengoupat ada
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lah seperti tersebut diatas ;

&£

Menimbang, bahua atas gugatan Penggu;\téi_' Ter-

qugat tslah mengajukan Javabsnnva /bantahannya

Menimbang, bahua oleh karens gugaten gibantzh maks ber

dasarkan Pasal 163 HIR Penggugst hatus lebih dabulyu unbuk -
mambuiktikan kabeneran gugatennys

lemimbang, bahua dari keterangan saksi Psnggugast ber -
nama @ P SYAFRUDDIN LUSIS dan H.AS0UL FATTAH yang menarang-

kan :
1

li
{

- bahua kaduanya ﬁaksi kenal dengan Tergugat karema sama -
sama bzkerja pﬂdﬁ FT.Bhaitas ;

- bahus PT.HhaitaJﬁﬂ;ya Yayasan dsn pada tahun 1984 Yzyasan
Lérﬁetu: ada membali 3 unit rumgh pads PT.Cersmzi Acung -
Raya., BTN typs i6 dan type 5S4 ;

- bahwa oleh karenz Yavasen tidak boleh memiliki ruman STH-
atas nama Yayzsan mzka Yayassan menunjuk 3 orang karyavan-
yaitu : Hedjo, M,Sysfruddin Lubis den H.hbdul Fastan ;
¥ang uiLempeti.nluh Sedjo dan Pak Lubis type 36 dzn oleh-
H.ARdul Fattah typ? 54 somusnyas terletlak di Jatiwaringin-
Pondok Geda | &

- bahua letak rumah yang ditempati Tergugat [Hsdjo) di Blok
B XV Ho.1, dibelakang rumah Tergugat beriolak belakang di
tempati Pak Lubis dlok B X¥ No.2 dam H.Abdu® Fattah di -
Biok B X No.2

= bzhuwa EE 3 arang karyawan terszbut menempati ke 3 rumeh -
tersebut dan sotisp bulan uéyar save masiag masing soko -
sar Hp.?E.DﬂD,—:hﬂcuali H.Abdul Fstiah sebesar ﬁp.éU.DHD,-

[

dipotong gaji setiap bulen {bukti P.aa, F.4E)

= bahws .....
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= bahua 3 orang tersebut datang ke Haot ﬁggiggﬁxﬁﬂnandatanga

ni akte jual bali atas nama ko 3 orang tersebut, Letapji -
pembayarannys dii;ksanakan Aleh Yayasan sendiri dan aktg-
tersebut disimpan di Tavesezn ;

= bahua M.5yafrudin Lubis dan Absul Fattsh pernsh mengaiak -
Targugst untui menga juksn perschonan pembellan romah ¥ang
ditampati Lersebft “Btapi lérgugat manjawab ranti e ja |

- bahua kamudian pida tahun 1994 M. Syafrudin Lubis dan Abd
Fattah mengajukan parmohonan pembel izn fumah tersebut pa-
da Direktur Yayqaan Kesejshtereaan “aluargsa FT.BHaita tan-
pa turut Payg Hagéa (Tergugat) oleh karena sajak tazhun -
%Q91 Teryugat telah tidak bakerja lagl di Yayasan .2tau
PT:BhaitE H

= héhu& permohanan tersebut dikahulkan dsn telah lumsszs di -
bayar (bukti sur%L P.7b) -

Bahwa Yeterangan 5?ksi M.IYAFRUDIN LUBLS dan H.ESDUL FarTTan

terszbut felah dibenarkan fula ztas heﬁeraﬁgan sakzi A,HKLSE

Al ﬁan ALDIURALADY vaity sebagai berikit

- bashua saksi hgxeFjE Pada PT.Bhaita sejak tahum 1983 dsn -
Punys Yayasan ¥8ng bernama Yayosan Fesajahterzan Faluarga
PT,.Braita dibaua% pimpinan Bapak H.A.Mznap :

- bahwe pada wsktu itu Yayasan ada membeli rumai sebasvak -
3 buah typenys tidak tahu dan katiga rumah_tﬂrsebut ditem
pati olah Pak Bedyo, M, 5yafrudin Lubis dan H,Abcul Fattzh
atas petunjuk pimpinsn {Pak ﬂenﬁpj dan ketigs orang “arse
but dipotong Hp.EE.UDD,—'sstiap-bulan dan disestorkan ke -
Yayasan Bhaita tersabut, jadi memang rumah tersﬁbut untuk
ditempati sajis ﬂukan'dimiliki {bukti surat Foda-P.ab:
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- bahus sskarang P%k Lubis dan H.Abdul Fattah telsh membeli-
rumah Yayssan terssbut tetapi untuk Pak Bedjo tidak tahu -
oleh karena tzhun 1990 Pak Sedjo telah sengundurkan dipi -
dari Yayasan atau PT,Bhaitas dan seiak Lahun 1991 Rak dedjo
(Tergugat) tidak pernalh baysr uang sawa rumah

. Menimbang, hehu;1selanjutnwa Tergugst untuk mambuhtilkan
2alil bantahannya telah mengajukan surat surat bukti dan zak

51 szhsinya sabagaisberikut

= bukti surat T.1 tentang berits acars serah terims rumahk -
tanggal 27 Desembar 1982 !

- bukti surat.T.E tentang Akta Notaris tentang jusl ueli -
Eangunan berikut pengoporan dan Penyersiian hiagk atazs taman-
tortanggal 6 Juli 1983 i

can ketarangan 2 Orang saksinya yaitu DIAFAR b SURCMARTLND -

damn SUNARKD & JOKG. 5 membari ketersngan sebagaey berikut

= bahwva para saksi sudan lama Rarjs di PT.Bhaita tetapi lasin
bagian ;

- bahws Tergugat dibagian pembukuan

- bahws ﬁeda saat Ity Dirskbturmya Pak Ciono laly diganti -
Fak Manap ;

- babws PT,Bhaits phnya Yayasan Kesejshtarsan Keluarga PT, -
Bhaita dan =aksi anngar dari Pak Giﬁnn Tayasan telah memas
li rumah, katanys untuk Bedjuo dan Fattah kalauy Lubis ba -
lum dengar ;

- bahws saksi tidek tahu rumsh tersebut untuk dimiliki atau-

seua, karena tidak diberitahu, tetapi «ats Pak Mamap romsh

tersebut zkan diberiksn kepada karyawszn vang berprestiasi-

Letapi hanys disebutkan seperti

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012




.fiiZTzf

ol
N Wi

Faailitas rumshf;
= bahwa saksi tidak tahu apzkah Pak Bedjo berprestasi atay-
tidak karena saksi bekerjs disana hanya 2 bulan dan pamit

berhenti kerja ;

3edangkan ketsrangan saksi VLAA MATHILLA SANDRY, Faaye mem-
ber-ikan “otersngan B3hua saksi wanal dengan Pak Fztitab can-
lLabis karenz mecars 2343 = zame kerjsn-2, Jdan Pak Zedjo b=r

[
tatangga dengan saksi dan sajsk tahun TSRT banyak percbahan
atauv ranovasi dengaé blays sendiri cdan saksj tidak tahu -
mall yangditempati Pak Eadin [Tergugatj Cari mana gsalnys
- bahwa surat bukti T.da sampai dengan T.1% sevagai bukej -

Tercugat telah membayar iuranm PBA sejak tzhun 1991 zampai
dengzn 1099 1
Menimbany, hﬁhﬁg Yzri ketersngan szakei Fenggugat yaitu
saksi MLUSYATRUDIN LUBIS, M.KLSCRI, A.0JUPRIAGY dan H.,A3DUL -
FATTAN dan surat bukti P,daa, P,{h, F.5, P.7b dan PB.10 M3jo-
lis berpendepst bahua Fenggugat telahk dapat membuktikan ru-
mah beserta tanah teristax o KDmplEE BON Ceremei Agung Pa-
va Olok B Xv Nn.1, Blok B Xv Hﬁ 2 dan Eluk B X MNe.Z sebagai
rumah dinzgs Yayas=n ﬂEEDJBhtEI?En Keluarga PT.Bhaita ysng -

telah dibeli dari PT.CEIHmal Agung vanp diatas namakan i. -

Bedfo (Terguopet), 2. H.Abd,Fattsh das 3.0M SYAFHUDIN LUBI 5~

sakaligus ke 3 grang. tersebut status mereka menazmpati rumah

tersebut sebagai panysus vang dibayar tiap bulan dengan di-
roteng gajinya mErupakan kaksysan dari pada Yayasan terss -
but ;

1

Mernimbang, bahwa tetapi sabaiikhfa pibhak Tergugat dari

keterangen saksi-saksinys yaitu : 1, DJAFAR b SUROMARTONT -
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Morimbang, bahwa mengenai patitum ND+UJI-;THEFRETEHE~
atatus Tergugat suhagailpanyaua dan telah dibayar sebiap -
bulan dipotong gaji oleh Bsndaharawan Yayasan Kesejahtera=-
an kolusrge PT.Bhaita 5amﬁni dengan tahun 1990 sedangican -
Tergugat telaﬁ mangundurken dici (barhentii tekerje di Ya =
yasan tersebut) dsn ternyata Teraugat sejak Pabruari i593-
sampal dengan sekarang tidak Hemhayar lagi ueng saswanva, -
schagaimans layeknye, oleh karena itu petitum No.VI1i dapat
dikabulkan dengan;ditambah untuk memoayar wanm naksa(duzng
som} cabasar 6 W ftahun setisp keteriambstan Terguga: me -
laksanakannya ;

flenimbang, Ebahua zelsnjutnys mengenai petitum Ho.WwIll
Narus ditclex pulq_?leh karena tidak beralasan hukum kare
fe hal tersebut sudah manjedi resike pihak pihak yamg ber-
perkars, kecuali segala biaya-biavs ¥ang aysts-nyata car -
bukti secars zah yang telah dikeluarkan pihak Penggugat -
dan nhzgl tersebub ‘akan ditenbtikan pada amsrc putusan nanti ;

Menimbang, b%hua selanjutnys mengenal petitum Ko, IE, -
ocleh karema Sita Jaminan (CB) ssbagaimana tercantum dalam—
berita zcara sita jaminan talah dilaksanzkan cdan tidak her
tentangan dengsn hukum maka depat dikabulkan ;

Menimbang, bahua mengenai petitum No.X menyatakan pu-
Eusan ini dapat ditsksanakan terlebih dahulu sekalipun zda
parlawanan stau bandino atau kasasi ;

Menimbang, bahus oleh karans Majelis tidak malihat =
adenyy kapentingan yang sangail mondeszk dan adarya alassn-
hukum yang cukup maks petitum Ho.X harus ditolak puls :

Menimbang, b#hws mangenai petitum Wo,lV harus pulsz di

tolak s:aas
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tolak oleh karena masalan balik nama lergugat menizdi astas-
nama 3dr.Faried Djojokusumo adalah mefupakan Wewanang dari-
Tayasan déngan Hﬁta}ia sendiri ;

Manimbang, haﬁﬁa oleh karana sebahajzian petitum parmg-
honan dari Penggugat vitolak, raks Sugaten Pengougat Aoruse
dinyatakan diksbulican wntuk sebahagian

Flanimbzng, bahwa olch karsng pitiek Yargugat sebagai pi
hak yang dikalahkan_maka dihukum untuk membayarc biava pierka
ra ini ; .

Menimbang, bahwa mengenal alestbt alat bukti lain yang ti
dak diperlukan Calam perwara ini Majelis ticak perlu Memper

.
timbancksnnya 5 i

'Harginget zkzrn pasal-pasal dan Percturan Par=Ul -z -

rang barssngkutan ;

I Mengabulksn gugatan Dnnégugat.aebahagian Z

Il Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melauan
hukom kapadé Fenggu;ﬁt :

ITI. Penyatakan Penygugat adalsh peiiilik rumah heserta ts-
rah terlstzk di Komplek BON Ceremai Agung Raya EBlok -
B XV No.1 RT.09/RW.08 Jatiuarirgin, Pondok Gede Baka
si yang 5ehﬁaé;;yé :

Ly, Menghukum Fﬂigugat ﬁnkuk segers mengosongkan obyek -

A

senjketsa dan selanjutnya untuk dissrahkarn Kepada Pang
qugat dalam ;Eadaan kosong dan baik sartas tanoa teban
apapun ; |

V. Menghukum Tergugat untuk membavar hiays sgwa rumsh ke

Ppada Penggugat sebazar Rp. 300.000, - tahun terhitung -

BETEl e
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[
o
L

seiak 1 Pebruari 1991 sampai Tergugat menyarahkan le-

pada Penggugat obyek sengkets dalam keadsan kosong -

dan sampurna ditambah bunga sebessr & %/ tabhun seatiap-
Hnterlémbatan Tergugat melaksanakannya ;

vi. Menyvatakan sahidam bertargs sita jaminan {CH)} atas -
nhyek sengkata ;

WII, Menolak gugatan wntuk selsin dan salebihnya ;

U111, Menghukum Targugat untuk membsyar biasya perkara ysng-
ditaksir biays peckara kini sebesar Rp.&55.00C,- (em-
mat ratus lima puluh lims ribu rupiahj -

Uamikianlah diputuskan pada musyavarah FMajelis Hakim -
pada hari RALY tenggal 5 April 2000 oleh kami : SUTADI ADI-
'...'liviﬂ:"-:'l'_l_'], SH selakuw Hakim Ketwa, MIAMT SILITOMGA, SH dan AP
BATARA.R, SH masing-masing sebagai Hékim Aanggots, putusan -
mans pada hari KAMLS, tanggsl 33 April 2000 diuvcapkan aleh-
Hakim Katuz pade sidanyg turbuk:z::;j?fiﬁﬁﬁzﬁﬁﬁg dihgdiri -
oleh mzsing-masing Hakim.ﬁngqnta. HY . .MARGARETHA .S, Penitera
Pengganii dan dihadspan Kussa Penggugat dan Targuget sen =

diri.

HAk 1M ANGGOTH,

oy I
BANITERL PENGGANTI,Salluan [ rete Cery

== gy steuAl defgdn aglanys
/ < ﬁrﬁ\ ; . ﬂ@&f_
Triberikey Fepods .
%%5 erit Fepses L QMAT

aha Ta:y

My MARGAPETHAS

permohonannys

arineggnl

e WEQEN DECAS
administrosi D K. 115&Aﬁ¥£RkTﬁRN
angsilan: cowrieesas D i /
suEp - pamingn: Sl HpD. :JL,// f/
o

fiimacwrow, Sib
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DEMT  KRADILAN
BERDASA R ERT

UIANAN TANG HAMY Esa

PEAGADILAN 2INGEI DI BANDUNG yang frngadill pevkara -
perlara Perdatz daiazm tingiat baniing teolah renjaztuhkan
putucun sebapai ba rIRUE dzlam Lerknia

eirtara .

H & D J @ y alamat di Zomplek BYH Ceremai

LEMNE Paya Dlol oy do, 1 RT,03/08

Jativaringin , Pandok Gede Dekasi ,

{ PIMBANDING semula TERGUGAT § 5 -

i & y a n :
IS]{J‘-_HI‘.I,’;_T'._P]_LE;':TJ SH , Hetua Yayssan Xgse sahte~

rean oluarpa EO, Bhaita, alanet ;-

Wimma Dnaits J1, Cilosari No, 53 -

Menteng Jalarta Pusat e T

{ TERDANDIHG semula PENGCUGAT ) H

R i Eoe Rk

PENGADILAN TINGGT tersebut Jommmm———— -
Telah membaca surat- swat dengenal perkara -

‘tEl‘EEhu‘L’- 8

DTS DUDUKIT A PEREARA

Hengulip uraian tentang hal ini y B52gala  wner.
timbangan yang Yercantum dalam galinan resmi putusan -_
Pengadilen iegeri lekagi tangpal 13 Aprdl 2000

Hompr .

L B L T B P
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Homor ; 2%B/Pdt, G/1999/PW, Bks , yang L‘ha:mx

-sebapal berilut .

L Hengabulkan gugatan Penggugat asebaglan ; —oee oo

II  FMenyetawan Tergugat telan melakukan perbuatan mo-

awan hukum kepada Penggugat T

bt
b
[

Henyatakan Penggugal adalab pemilil rumsh beserts
tanah terletak di Xomplek BIN Ceremai Lpung  Raya
3ick 8 XV No, 1 RT,09/RW,08 Jatiwaringin , Pondck-

Gece Dekasl yang sebenarnya —OUR. PR GOSN M.

\\{\leng-m]mﬂl TQ“EHE&U untul gegera mengozenghkon chyel
*fll‘—”'l.ﬁl‘ili'uﬂ dan selanjutnye wtuk di serahkan kepada-

' fa’ﬂn{_,_,E[_JL dalam keadaan kosong dan bailk agerla ——-
r/

xnu:_;/ tanpa bLeban apaplill [ —e—mmmmmmm e e e

A Menghulum Teregugmt tntul pembayar Lisya sewa ——-
runah lepada Pengguget setesar Rp, 300,000, - { ——-
tiga ratus ribu rupiah )/ tabun terhitung sejak -
i Polruari 1991 sampal Tergupat menyerahkan depada
Penggugat obrek zengheta dalam keadazn lkosong dan
gempurna ditembah bunga sebezsar & ¥ /tahun setlap-

keterlambatan Terguget melalsanalannya ;@ ————————
E L}

VI Menyatakan sah dan herharga sita jaminan (CB) atas

obyek sengleta § e e
VII Henplak gugatan untuk selain dan selebilnya ; ———-

VIII Menghukun Tergugat untuk membeyar biaya perkara ---
yang ditakeir blaye perkars kinl sebesar ——eeeew

=5

ip, 455,000,- ( empat ratus lima puluh lima ribu -

Menimbang,

R R I R
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r»Ieniminng, bahwa Pembanding rre:*ﬁ“fferg.m;at
pada tanggal 22 April 2000 |, telah mengajukan permohon
an pemerilssan dalam tingkat banding terhaduy ph‘busan-—
tersebut dintas dan.permohmmn banding tersebut telah-
diberiltahuksn kepanda pihak lawannya pada tangeal -

8 Mel 2000 dengan selsama

Heniabang, bahwa Pembanding semala Terpusat

telah menpajvlan memcel  hard ing vang Jdi te—ima -
di Kepaniteraon Pengadilan lepgeri Eekasd pada tanggal
17 Juni 2000 , dan m--z:m:i bé_“t:'i]'lg Terscont telah d4i -
\beripahuhan kepada  pibak% lawannys pads tangegal 12 -
\ i\xlxl.t. S000 dengan seksama

i-]-":!]:i_fnba:lil'lg, bzhwa Terbanding  aemuls Te ngugat
iah puls mengpjukan kentra wehcrl bending yang di-
Leriua di Kepawniterzan Penpadilan Tegeri Dekasl pada —
Tanpral 18 Juld 20006 , dan koutra memori banding ter

sebutielah diberitahulan igpada  pihak lawennys nada

Tangeal 26 Jeli 2000 denpan scksama o e

Meninbang, bahwa kepada kedus belan piitak -
yaag verperdara telah diberi lesempatan untul me pelaja
ri berlas perliira tersebud sebelun berkas perkera di-
iirim ke Peupadilen Tinggi Bandung maging- masing pada-
tringgal 18 Juli 2000 dan tanggal 28 Juli 2000 y denpgan-

olaama :

, TRHTANG HUEUMAEL .

leninbang, bahwa permohonzn banding dari Ter
gugat /Pembanding telah dizjukan dalam tengpang waktu dan

MEenurut cara- cara yang ditentulan dalam Undang- Undang,

L L NI B R R B R R R R
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Gaka permohonan banding tersebut dapat dite

e

Eenimbangl bahwa Pengadilan Tinggi , setelan-
mempelsjari berkas perkara Becara keseluruhan, termdeul
Iaalinan reami putusgan Pengadilan Negeri Bekaai ter .-
sebut dan memperhatilan rulz izi memord banding yang o
diajukan oleh TEl‘gufratﬂ‘elrbanﬂhag dan kontro memori -
banding yang diajukan oleh Fuasa Hulrum Penppupgat/ Tor
barding mala Pengadllgn Tinggdi berpendapat sebagai -_-

berikut | e T . A

- Menimbang, bahwa didalam swrat guatan, reng--

uga+ mengalkui bahwa rumah geiglieta adalah milik Peng-

r b\
&\\ gﬁg"‘t;l‘erhanding Yang dikuasai olsh Tel‘;_tttgﬁ'tﬂ‘emhar:diﬂg

i oy . . ; 1
j:cm:a. Dewa, Yang'manc vang sewa dipotong dari paji .o

m_v-gugat;’Pemhun-:lmg setizp bulan sebegar B, 25,000 = «

W

{ dua pulch 1ima ribg BHpdah: ) 5 e

Henimbang, bahya getelah Majelig Pengadilan -
Iingei-membaca dan Menelit! bukti- bukt{ surat beruna -
P~2D dan oo » Lernyata bahwa Tergug&tﬂ;—*emhanding ada
lah orang yang menbeli yumah terseout dari pr, Ceremai-

fgung Daya ] e T e e e s s

. Menimbanv bafwa menvrus Pengguganij*baﬁdlng
bahwa uang yang digunakan wntuk membeli rumzh gengketa.
adalal uang fenggagatfferhanalng ; Damun tidak jelag
apakah uang tersebhut sebagai pinjaman N Tergugat/Pemban -
ding lmm ada Penggugat ”'u._':r_'l_-u*'.h.,.ll'lf:,

Demildan puls deigan remotongan goji Tergugat,f?emhanaing
afbesar Rp, 25,000,- (dua puluh lims Tibu rupiah ) per -

bulan oleh Penggugat /Terban wiing  tidak jelas, apalah —-

ﬂﬂbﬂﬂai L
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an uvang untul pembelian rumah selgketa |

Tlerdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis ber-
pendapat bahwa kKepemilikan rumah sengketa dihubumghkan-
Jdengan pemotongan gali Terguget /Pembanding tidak jelas

{xabur), oleh Yarenanya, gugelan di nyatalan tidek dapsw

Citerima @ co e ——— e ————— |

Menimbang, behwa bezdasarkan pextimbanzan -.-

tersebut diatas, mala putusan Pengadilan Negeri Bekasi-
tangral 13 April 2000, Womer : 238/Pdt, G/ 999/PF4, Bks ,
tidalt dapat diperizhani=an lapgl, kavena 1tu harvs di -

batalitan dan

Tengadilzn Tinggi alen mensadili sendird |
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah-

in: T e

Heninbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Ter -
bending berada pada piiek yang dikalahkan , mama biapra -
perkara dikedua tingkat peradilan harus ditebankan ko -

L T o G e e e e e e e R s

Mengingat Pasal- Pasal darl Undang- Undang ---

lenerima permohonan banding dari fTergugat / -

e VambaldIng ¢ e

-  Hembatalkan pubusan Pengadilan Negeri Behkasi -
tangeal 1% April 200G fomor : 238/Pdt,G/1953/-

BH, Bka, yang dimononkan banding ; -—-——-----—-

Dan Dengan Mengedili Sendiri ;@ ————mmmmimn-

- Menyatalkan .,
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= Menghuiiug Pengyuuatji‘erbamding untuk membayar
biaya perlara dikedua tingkat peradilan, yang
dalam +i11gml:. bmdlne, sebesar Rp, 5,000 ;e

( t“;luh 1"-11 Hh imﬂ r:Lhu Tlpdaly Y ommae o o

: DEN LELARTAH dlautlu paua Derddmd o B W@
Angral 20 DESHMBER 200001eh kani NY, 6 Ij 3T TH ISE
Takim Tinpggi pada Pengadiian' T_’mggi Pendung, sebagai —__
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PUTUSAN
Reg. Ne. 3670 K/Pde2001

DEMIKEADILAN BERDASARICAN KETUHANAN YANG Malla ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara perdata I:I;.tla_m tingkat kasasi telah mengambil putnzan
sebagai berikut dalam perkara ;

YAYASAN FESEJAHTERAAN KE
LUARGA pT “BHAITA” dalam

hal o inj
diwalili cleh hetvanya : Iskandar Murat, 51,

berkedudukan  gj Talan  Cilosar Ho. 33,

Mentenp. Jaliarta 10330 dan untuk selanjutnya
nemberi kuasa kepada Nope] Mokmin, 514

F-mgazara, berkantor di Wismg Bhaita, Jalag
Cilosari Na. 33, Menteng, Jakarta 10330
PEMOHON KASASI dabuly Pengaapar |

1 rhanding

melawanp:
FLDJO, beralamat i Kompleks BTN,
Cereinai Agung Raya Blok Nv MNo. I,
R"l‘.ﬁlﬁ."R‘-r‘e’.DS, latiwaringin, Pondok Cede,
Beliasg

—i TERMOHON KASAS] dabiviu Tergugar /
Pembanding

Iaikamah Apung tersebut |

Meinbaca surat-surat yang bersanghutan

Menimbang, bawa dari Sural-Surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasas

sekarang Penggugat telah menggugat welarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat

asli di muka petsidangan Pengadilan Nageri Beleasi pada pokolinya atas dalil-dali] -
Balwa sekitar bulan [y 1983 sran setidak-tidaknya d tahun 199

Elesejahteraan Keluarga PT, Bhaita (Pengguga

3, Yayasan
t) telah membeli 3 unit ruma) dari PT.
Ceremaj Agung Raya vang berlokasi 4 'Kamplelc Pervmahan Karyawan Banc:
Dagang Megura Jatiwariogin, Pondoic Uede, Bekasi. Oleh karena lanzh tersely

berupa hak milik adat, maka rumah/tar o ersebut tidak biza langsung diatasnamakan

Penpgugat |
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Penggugas, untuk mengatasi masalaly En:i maka rumah dan tanah lersebut disepakat
untuk sementara pinjam nama :

a. Abdul Fattah

b.. Bedjo

¢. M. Syafruddin Lubis

Ketiganya adalah pegawai PT. Bhaita :,rzlmg disantuni oleh Yayasan, Maka dibuat]ah
akta jual beli di ‘Notaris Azhar Alia, 8H., Notaris di Jakarts yang beralamat dj Ji.
KH. Wahid I lasyim No. 83, Jakarta Pu;u{, Masiti-tmasing akta *p 13, Mn. 14 dan
Mo, 15

Cahwa juan pembelian rumah-rumak terzebut plek Pengougat sebaegg

rumzh dinas Yayusan untuk menyanmnj para ksmwwan PT Perusahsan Pelaynran
Bhaita (disinpkat PT. Bhaita) yang menjadi rendiri Yayasan Kesejahterann
Karyawan, oleh karena rumah teisebat adalah rumah dinas Yayzszn maka hurga
pembelian dan biaya peraweian ketipa nnmah maupun perbaikan fasiljtas falan
ditizyai oleh Penggugar ; )

Belwa Tergugat, Sdr. Abdul Faueh dan Sar Syafruddin  Lubis
diperkenankan oleh Pengpuga: merempati rumahitanz tersebut tetapi bukay, itk
dimiliki, uatuk 3 Fengpugat menetapkan status merel:g szbagal penvewa deapan
biava sews konsesioner yang sangat rendah, dibavar gedap bulannya cenpan
Memoteng gaji mereka oleh PT. Bhajig dan kemudizn pT Bhaita menyetorkan

kepada Fenggugat :

Binwa dokumsn-dokumen asli jual belj rurﬁah;’tanah tersebut disimpan oleh
Pengpugar dalam hal [ni-dipcrcuj.ra}:an. Lepada Tergugat dalag jabatannya selaky
Bendahara Yayasan :

Bahwa pada tahun 1990 ketika Tergugat mengundurkan  diri  Jar
kepenpurusan Yayasan sekaligus  mergundurkan diri dari PT. Bhaita selaku

karyawan, surat-surat tanah tersebut tidak diserahkan kepada pejabat Pengpantinya

th disimpan Pengpugat karena telaly
diserahkan Tergugat selnin kepada dirinya, Jugs kepada Sdr. Abdul Fattah dan Sdr,
M. Syafruddin Lubis tanpa sepengetahuan Penggupar ;

Sdr. Sukamto, malah Surat-surat tanah/manah syd,

Baliwy Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat sej
sudah tidak menjadj karyawar PT. Bhaitg bahwa rumah tersebut dipen

ak Tergugat
ntukkan bagi

karvawan yang membutulikan maga Tergugat diminta agar terhitung tanggal |

Pebruari 1992 menyeralikay, rumah nailik Penggugat Yang didiamj Tergugat,

namun
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namun Terpugat tidak menanggarinya dan surat-surat tanah frumah tetap dipegang
Tergugat ;

Bahwa pada tahun 1994 atas dagar itikad baik dap kesadaran yang bail;, 3dy.
Abdul Fatah dan Sdr, M, Syafruddin Lluh[s telah secara resmi membel; rumah yang

mereka tempati dari Penggugat ;

Bahwa  sejak di’iuasai:}}ra obyek sengketa oleh Terpugat, Penpgupal

menderita kerupian berupa tidak dibayarnya hak sewa obyek sengketa sebesar

Rp.300.000,- / tahun sleh Teigugat terhitung sejak tanggal 1 Pebruar 1997 sampai
deagan surat gugetan ing ¢ izjukan ; i

Bahwa akitat perbuatan melawan  hukum Tergugat, Penggupat telan
dirugikan secora Immiateriil karena dibuat tidak mampu berbuat adj] ternadap kedua
penyews yang lain, yang notabenp tatap membayar sews scaangkan Tergugat tidak
sama Sekali, hal mana berdampak langsung pada kredibilitas Penggugat dimata
seluruh karyawan PT. Bhaita yang mempuoyal hak untulk menempati rumsh yang
ditempzti Tergugat kesemuanya itu tidalk dapat divkue/dinilaj dergan materi namup
deral tercapainya suaty kepastian  hukum dengan  memperhatikan nama baik,
kredibilitas dan reputesi Penggugat selema ini mata tdaklah beriebikan dpabila
ditetapkan dengan sejumlah vang sebeszr Rp. L.Ov0.000.000,- (sat milyar .m;:liahj :

Bahwa dari uraian Paca posita diatas dinana Tergugar tidak beritikad bail:
Hntuk menyelesaikan perkara a quo, zdalah wajar jika Pengaugat khawatir Terpugat
hendzk  mengasingkan  hart kekayaannya guna  menghindarkan  diri  dar
kewajibannya menyerahkap Tumah dan membayar biaya sewa kepada Fenggugat
aleh karera i cukup alasan bagi Penggugat mohon apar Pcngad[lmﬂeg&ri Bekasi
melakukan sita laminay {conservatoir beslag) terhadap rumar. dan tanah yang tarletak
di Komplel Bank Dagang Negara Ceremaj Agung Raya Blok XV No.l [t 0% Ry,
08 Jatiwaringin, Pondok Sede Bekasi vang saat i menjadi chyek sengketa maupun
terhadap harta benda mijli Tergugat berupa mobil-nuobil pribadi denzan nomoy
polisi B 1132 HN sedan Suzuki Forsa warna hijau dan B 2126 MH Kijang warna
hijau maupun perabotan rumay tangga miliknya ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bulti-bukti  atentik yang
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang
kebenarunnya, schingga telah memenuhi  ketentuan Pasal B0 HIR, maka
Eeputusanya patut dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahuly (uit voerbaar hij
voorrwad) meskipun ada bantahan, bandirig atay kasasi :

12, Bahwy
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Bahwa agar Tergugat segera mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya
untuk diserzhkan kepada Penggugat -:.[:a!a.m keadaan kesong dan baik serta lanpa
beban apapun dan agar Tergupat melakukan balik nama atas ramah dan tanah
sengketa tersebut yaitu dari nama Tergugat (Bedjo) menjad

ditunjuk oleh Penggugat, dalam hal ini Bendahara Yayasan ;

atas narna orang yang

Bahwa agar Tergugat mertaati isi putusan Pengadilan, adalah adil dan patut
apabila Pengadilan menghukum _'I:‘crgugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
szbesar Bp, 1.000.000,- (satu juta rupialy setiap hasi keterlambaion pengosanman dan

renyerahan rumal

Rerdasarkan hal-hal yang telah dikemubakarn d alaz, aonzan ini Fenypuoar

mohon kepads Pergadilan Mecsri Belasi wniuk memberikan puiusannya cehagai
berikut

1. Menpabulkan gugatan Penpeugal Sc_luru!mya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada

Pepgpupgat ;

iad

Menyatzkan Perggugat adalih pémilik romah  besera tanah  terlatak 43
fwomplek Bank dagang Negara Ceremai Agung Paya Blok XV Na.l Rt
U2 Rw. 98 Jatiwaringin Pondek Gede, Bekasi yang seberamya ;

<. Menghukum Terzugat untuk mcIa..i.:'tl.kun “alik namaz atas rumah dap tapal
sengketa tersebut, vaitu dari nama Tergugar {Bedjo) menjadi atas nama sandarn

M. Faried Djojokurumo, Bendahara Yayasan Kesejahteraun Kejnarga PT, Bhaita;

i

dMenghukum  Tergugat untuk Stgera mengosongkan obyek senghketa dan
selanjutnya untuk diserahkan kepada Penpgupat dalam keadaan kosong dan baik

serta tanpa bebun apapun ;

h

Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Fengadilan dan menghukum

Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Fp. 1.000.000,- {satu

juta rupizh) sstiap hari keterlambatan bengosongan dan menyeraliksn rumah

senghets ; . ;
7. Menghulum Tergugat untuk membayar harga sewa rumal; kcﬁada Pengpugat

sebesar Rp. 300.000,-/takun terhitung sejak 1 Pebruasi 1991 sampai Tergugat

menyerahkan kepada Penggugzat obysk sengketa dalem keadaan kosong dan

scmpurna ditaribah bunga sebesar 6 % sebulan setiap keterlambatan Tergugat

melaksznakannya «

3. Menghukum
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2. Menzhulboun Tergugat untuk mcmbf-.-_ya.r uang sejurnlah Bp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) kepada Penggugat :‘s:bagai ganti rugi atas kerugian Immaterial
ditambah bunga scbesar & % setap  bulan  keterlambatan  Tergugat
melaksanakannya sr:_ial_-: gugafan ini dimasukkan, sampai seloruh uang tersebut
dibayar lunas ; .I

9. Menyatakan sah dan berhza:ga sita jaminan terhadap ruomah dan tanah yang
terlotak di Komplek Bagk Dagang Negara Ceremei Agung Raya Blak XV Ne. |
Et. 09w, 08 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, mobil sedan merk Suzuk! Forsa
Momor Poiisi B 1132 N warna hijau, mobi Fiang Nomer Polisi B 2126 MH
warna hijau, beserta selurwh harta benda milik Tergugat ;

10. Menyatakan putusan ini dupat q‘ijal&n}:nn terlebin  dalmle, sekalipun ada
perlawanan atau Banding atau Kasasi ;

11, Menghukum Terpugat membayar seluruh biaya perkara |

Subsidair ; :

Apabila P::ngadi!ar.lberpendapat lain, mohon kepuiusan yang scadil-adiluya {ex

Acquo &tl bono) o
Bahwa tethadap gupatan tzrsebut Pengadilan Neperi Bekasi tolah meaganbil

putusan, yaitu putusannya tanggal 13 April 2000 No. 238/Pdt.G/1999/PN.Bks. yang

wmarnya berbunyi sebagal berilus :

L Mengabulkan pugatan Fenggugat sebahagian ;

Y Menyatekan Tergugat eluh melakukar perbustan melawan hukum kepada
Penggueat ; '

I1L Ienyatakan Penggugat adalah pemilik rumah beserta tanah terletak i
Fomplek BDN Ceremai Ajpung Raya Blek B XV No. ' RT.0%RW.08,
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi yang sebenamya ;

IV.  Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan
selenjutnya u.-;mk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaazn kosonng dan
baik serta tanga beban apapun ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa rumah kepada Penggupat
sebesar Rp.300.000,-/tahun terhitung sejak 1 Pebruari 1991 sampai Tergugat
menyerahkan kepada Penggugat. obyck sengketa dalam keadaan kosong dan
sempurna ditambah bunga sebefar 6%%/tabun setiap kuterlambatan Terpugar
melaksanakannya ;

V1 Menyatakan sah dan berharga lta jaminan (CB) atas obyek sengketa ;

VI Menolak .

Pemilikan hak..., Maulida Larasati, FHUI, 2012



&

VII,  Menolak Bugatan untuk szlain dap selebihnya -
VI Menghukum Tergugat uatyk membayar biaya Perkara yang ditalesy biaya
perkara kini sebesar Rp.455.000;- (empat ratus lims pulub lima riby rupiah)

putusan mana dalam tingkat banding atas permohenan Tergugat asli telap dibatelkan
oleh Pengadilan Tingg Bandung dengan Puiusannya tangpal 20 Desember 2000 Np,
376/PDT/2000/PT.BDG, YAng amarnya berbupyi sebagai berikuyr:

- Menerima permohonag banding dari Tergugat / IJemh:uzdjz:g :

- Membatalkan petysan Pengadilay Neperi Bekag tanggal 13 Aprl 2095 Nomaor -

238/Pdt.G/1999,PN ps yang dimioha:an bauding ;

Den Dengan hiengadili Sendir;
= Menyatakey Bugatan P:*nggug:tf]‘c:handing Udak dapai Citerima :
= Menghukum PenggugayT erbanding unigk membayar blaya perkara dj kedua
angkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Ep.75.000,- (tujuh puluh
lima ribu rupiah). '
Balowa sesudal Pitusan teraxhir in; diberitahukan kepada Terbanding /
.Penggugat 2sli pada tanggal 10 April 2003 kemudian terhadapnya oleh Terbanding
dengen perancarazn kyasq khususnya, ‘berdasarkan surag knasa khusys tangeai 11

April 2001 digukan Periohenan kasasi secara lisan pada fanggal 19 April 200]

sebagaimana ternyata dari alge Perriohonan kasasi No, EEEerl.GleQEf!P?\T.BI‘:s,

varg dibuat oleh Panitery Pergadilan Megeri Bekasi Permahonan mana kemudiar,

disusul memor kazasi yang rmemuay aj;;s::n—alasaq Yang diterima d; Kepaniteraan

Pengadilan Meger tersshuyt pada tanggal 2 Mej 2001,

Bahwa setelah i cleh I-’cmbandinﬂ,__,r'l"crmu!mn Kasasi yang Pada tapgral 23
Mei 2001 telah diberitahukay enlang  memori kasas dari Terbanding diajukan
Jawaban memeri agag yang diterima dj kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
Fada tanggal 5 Inpj 2001;

Menimbang, bahia Permohenan kasasi 5 quo beserta aiasan—a!asa:mya t=lah

diberitahukag kepada pihak lawap dengdn saksama digjukan dajamy tenggany wakty

dan dengan earg yang ditentukan dalam Undangumda.ng, maka vleh karena ity
permohonan kasasi tersel.y formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberaran—kaﬁc:atan yang diajukan oleh Pemohon kasasi

dalam memgr; kasasinya tersebuy; pada pokoknya 1alah

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung samg sekall tidak mempertimbengkan

dalil-dalil hujuy Pemohon Kaszasi bajlk Surat-surat buky maupun ke[crangfm saksi-
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saksi H. Abdul Fattah, M. Syafruddin LI;{'!:IiS, b, Fuseri dan A, Jufriadi yang diajukan

di persidangan secara keseluruhan, sehingza sangat menyimpang dari rasa keadilan

dan kepastian hukum yang menjadi esenst atau dasar bagi penegakan hukum (Jaw
enforcement) itu sendiri,

Bzhwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan
semata mengambil bukti T-2b dan T-2 sebagai inf dari putusannya tanpa
menganalisis hal-hal lainnya, padahal 'L'imf.-;l] tersebut tidak berdiri sendin dan tuldi
yang diajukan Pemohon Kasasi urntulk memperjelas kepemilikan vumah tersebul
sudzh lebih dari cukup.

flahwa tidak bendr judex facti yang mempertimbangkan Termohon Kasasi
scbagai pembeli rumah tersebut dari PT. Ceremai Agung Raya scbab sesuai bukti
Lesaksian H, Abdul Fattah dan M. Syafruddin Lubis selaku crang yang menempati
rumah Pemohon yang lain yang saling menempel dengan rumah sengleta, Memehon
Wasasilah pembeli rumah tersebut dari PT. Ceremal Agung Raya secara kolektif
(bukii P-22), | '

Bahwa untuk *Tl[.lf:hﬂti.];u:l Termohon Kasasi sebelumaya bendalhare vayasen
dan mengetahui bahwa rumah sengketa milik Pemehon Kasasi,

Tahwa bukti P-2b dan T-2 teriera '1'|:!mn::-h.:1t1 K asasi sebagei perrbeli deri PT.
Ceremal Apung Raya yang sebzlumnya telzh ada komitmen antara Termohon
dengan Pemohon dan juga dengan H. Abdul Fattah dan b, Syafruddin Lubis sebagai
pirjam nama sija mengingat yayasan karenz yayasan tidak dapat membeli rumah
atas namenya.dan setelah ity kosepakatan pinjam nama, rumah diternpati Termohon
Kasasi schagai penyewa. Hal ini diperkuat kesaksian M. Kuseri yang setiap bulaniya
memotong eaji Termohon sebesar Rp.25.000,-.

Bahwa uang digunakan membeli rumah adalah gang Pemelion F.asasi
terbukti rekening koran (bukti P-la dan F-1b} sebagai peinbayaran ruman tersehat.
Rumah tersebut dibeli dengan vang Pemohon untuk kepentingan Pemolion sendir
dan bukan sebagai pinjaman Termchon. Apabila sebagal pinjaman tontunya
Termohon aken meminta bukti cicilan dun oukti cisilan tzrsebut memnang tidak
pemah ada. I_

Bahwa bukti P-7b (kwitansi pembelian) sebagal bukti rumah milik Pemohon
vany semula dibeli ada 3 rumah, 2 rumah diantaranya telah dibeli Sdr. Abdul Fattah
dan sdr. M. Syafruddin Lubis, sedangkan 1 rumah lagi yang saal inl ditetapati

Termohon mesih tercatat sebagal asset Pemehon.
5. Secara
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Bahwa secara hulum terbulti rumah sengketa masih milik Pemohon oleh
barcna Termohon telah mengakui dalam jawabannya bahwa transaksi dibuar di
hadapan Notaris Azhar Alia, SH.

Bahwa tahun 1990 ketika Termohon mengundurkan diri dari kepengurusan
yayasan, surat tanah yakni akta jual beli No. 14 tidak diserahkan kepada pejabat
penggantinya. !

Menimbang, terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Apung
borpendapat sebagai berilout @
hieupenai teberatan ad. 2

Balwa keberatan ind depat dibenarkan. Pengadilan Tinga) salab Tenerankan

hubkum pembuktian. Dari keterangan salst Pengozugat yaitn saksi Mo Syafruddin
Lubis, M. Kuseri, A. Djupriady dan H. Abdul Fattah dan surat bukti P-4a, P-4b, P-7b
oy P-10, Penggugat teleh dapat membultiken rumah beserta tanali tsi'lctak o
Komplel BDN Ceremai Agung Raya Blik B XV Mo. 1, Blek B XV He. 2 dan Blok
- Mo, 3 sebagai rumah dinas Yayasan Kesejahteraan Keliarga PT.Bhaita yang
vlah dibeli dari PT. Ceremai Agung yang diatasnamakan 1. Bedjo (Tergugat asal), 2.
1 abdul Fatizh dan 3, M. Syafruddin Lubis sekaligus ketiga orang status merzka
renempati rumah tersebut sebagai penyewa yang dibayar tiap bulan dengan potong
paji, merupakan kekayaan Yayzsan tersebut.

Tetapi sebaliknya Tergugat asal daii saksi-saisl yang diajulkannya, Djafar L.
Surcmartens, Verz hathida Sandry .dan Scsnar}fo b. Joke szria bukt surat T-1
sampai dengan T-11 tidak dapet membuktikan baiwa tanzh dan rumah yang
ditempati Tergugat asal adalah miliknya, Pengakvan Tergugat asal berdasarkan buki
T-1 dan T-2 tunpa didukung aiat bukii kuat lainnya bahvwa obyel sengheta adalah
milik :Tr:rgugat asal adalah tidal beralasan hukum dan odal dapat membuktikan
lehenaran dalil-dalil bantahannya. Sedangkan bukti 1-4 sampai dengan T-11
merupakan pembayaran pajak dari tahun 1991 sampai dengan tehun 1999 tidak dapat
membuktikan obyek sengketa merupzkan nilik Tergugat, karena bukan alat bukti
pemilikarn, !

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup
alasan  mengabulkan permohonan «kasasi yang  digjukan oleh YVAYASAN
EESEJAHTERAAMN KELUARGA PT “BHAITA" sertza membatalkan puotusan

engadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Desember 2000 No. 576/PDT/2000/PT.BDG.
dan selanjutnya Mahkamah Apgung ekan mengadill sendisi dengan amar sebagaimana

tertera di bawah ind.

dManimbang, ... ..
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Menimbang, oleh karena pertimbangan dan putusan Fengadilan Negeri
Bekasi tanggal 13:P.pr51 2000 No. 238/PdrG/1999/PN.Bks dinilai telal tepat dan
benar maka diambil alih olely Mahkaniah Apgung sebagal pertimbanpannya sendiri
dalam mangadiﬁ perkara ini, _

Menimbang, bahwz oleh kdfena permohonan  kasasi dikabulkan dan
Termohon Kasasi adalah pihak yang ‘dikalahkan maka Termohon kasas dihukum
untuk mcm:ba}'ar bizya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding
maupun dalam tingkat kasasi, b

Memperhatiltan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dar
Undang-undang Na. 14 T?Jnﬁn 1985 sebagaimana telah diubal dzn ditambah d=ngau
Undang-unaang No. 5 Tahun 2004 yang bersanglutan

MENGADILI :

Mengabulkan permchonan  kasasi dari Pemohon Kasasi YAVASAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA PT “BHAITA” tersebut;

Membatalkan putusan Pangad'ilan Tingei Bandung tanggal 20 Desember
2000 No. 576/Fdv2000/PT Bdg.: :

[— Mengabulkan pugatan Penggugat azal sebuhagian
- ]
I-/ff. o

Menyatakan Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hulouns
™ :

kepada Penggupat asal

Iil. Menyatakan Fenggugat aszal adalak plemilik rumal beserta tanah terletal
di Komplek BDN Ceremaj Azung Rava Blok R XV No. 1 RT.O%RW 08,
Iatiwaringin, Pondok Gede, Bekas) yang sebenarnya ;

V. Menghukum Tergugat asali untuk segera mengosongkan ohyek sengketa
dan selanjutnya untuk diserahkan lcepada Penggugat asa daiam keadaaan
kosong dan -baik serta tanpa beban apapun, bilamana perluy dengan
bantuan alat negara

v Mcng.hukum Tergugat asal untul membayar biaya séwq rumah kepada
Penggugat asal sebesar Rp.300.000, -/tahun terhitung sejak 1 Pebriar
1991 sampai Tergu_gat asal menyerahkan kepada Penggugat asp ohyek
sengketa dalam keadaan kosang dan sempuma ditambah bunga sebeggy
6% tahun setiap keterlambatan Tcrgulgnt tsal melaksanakannyg ;

VI Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CE) atas obyek senghety

VIL - Menolak gugatan uniuk selain dan selebihnya -

VIIL Menghulou
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VI Menghukum TFermohon Kﬁéaai untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini dir.etapkailn sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus riby
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rzap?at permusyawaratan pada hari Selasa tuggal
12 April 2005 oleh il PARNAN fi'.’.IJfEPr'i-RF‘r’l.n‘u"ﬁ SH., MH.,, Keta Muds rang
ditunjuk oleh I:'.u:tlm Mahkamah Aging sebagai Ketua Sidang, Pruof. DI H,
MUCHSIN, SH, dan Prof. REHNGENA PURBA, SH. MS. Helirhokim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang ferbuka untuk umum pada hari ity juga oleh
Keiva terssbut dengan dihadiri oleh Prof, DR, II. MUCHSIN, SH. dan Prof
REHNGENA PURBA, SIf., MS., Hakim-hekira Anggota, JOSEPEINE ROTUA
SITUMORANG, ST, ME,, Panitera Pengpanti din tidsie dibadi oleh pemohon

kasasi.

Hakim-Hakim Anggota ot e
Biava-biaya Perkara : _ Panitera Pengganti
L R, Rp.  6.000,-
siRhedalaiivi.. ..o Rp.  1.000,-

S8 s Lo s o ST _Rp. 193:000.-
fumlah.......Rp. 200:000,-

_“_u_—____
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